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Gender merupakan suatu bangunan konstruksi sosial yang mengatur hubungan 
dan peran serta tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan 
masyarakat yang terbentuk melalui proses sosialisasi atau budaya. Salah satu unsur 
yang mempengaruhi bangunan konstruksi sosial adalah kekuasaan. Sebuah kehidupan 
yang berjalan tidak harmonis (unbalance) akan selalu berimplikasi pada kesenjangan 
antara ketimpangan antara dua atau lebih variabel yang antagonistik. Hubungan 
masyarakat sebagai salah satu unsur kehidupan, jika mengalami ketidakseimbangan 
antara satu komunitas masyarakat dengan yang lainnya akan melahirkan model-model 
relasi yang dapat merugikan (parasitistik) salah satu pihak1. 
Gender adalah perbedaan sosial antara laki-laki dan perempuan yang dititik 
beratkan pada perilaku, fungsi dan peranan masing-masing ditentukan oleh kebiasaan 
masyarakat dimana ia berada atau konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi 
perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya2. Pengertian ini 
memberi petunjuk bahwa hal yang terkait dengan gender adalah sebuah konstruksi 
sosial (sosial construction). 
Gender sebagai konstruksi sosial, yang telah diwacanakan sejak lahir, ternyata 
telah menyumbangkan ketidakadilan (inequalities). Implementasi ketidakadilan 
tersebut mempengaruhi kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, 
mekanisme pengambilan keputusan birokrasi, epistemologi dan metode riset serta 
evaluasi maupun pelaksanaan proyek pembangunan di lapangan3. 
Gender sebagai salah satu kelompok terbesar dalam masyarakat yang memiliki 
relasi kompleks, yang menghubungkan dua jenis manusia dalam berbagai dimensi, 
mulai dimensi biologis, psikologis, sosiologis, ekonomis bahkan kekuasaan. 
Ketimpangan relasi ini melahirkan berbagai kasus kekerasan4 yang menimpa kaum 
perempuan, seperti tindak perkosaan, pemaksaan menjadi pelacur dan segala bentuk 
                                                        
1 Chandra Sri Ubayati, “Sekiat Ketimpangan Relasi Gender” dalam Dadang S. Anshori 
dkk. (Ed), Membincangkan Feminisme: Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita (Cet. I; 
Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), h. 59. 
2 Lihat Waryono Abdul Ghafur, Tafsir Sosial: Mendialogkan Teks dan Konteks (Cet. I; 
Yogyakarta: eLSAQ Pres, 2005), h. 103. 
3 Mansur Fakih, “Menuju Dunia yang Lebih Adil melalui Perspektif Gender: Sebuah 
Pengantar” dalam “Kata Pengantar”, Julia Clever Mosse, Half The World, Half A Change: An 
Introduction to Gender and Development, penerjemah Hartian Silawati, Gender dan Pembangunan (Cet. 
V; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. vi-vii. 
4 Dalam deklarasi CEDAW tahun 1993 disebutkan bahwa “kekerasan terhadap 
perempuan merupakan perwujudan ketimpangan historis dari hubungan-hubungan kekuasaan 
antara laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap 
kaum perempuan oleh kaum laki-laki dan hambatan bagi kemajuan perempuan”. Asumsi ini 
sangat jelas memperlihatkan adanya ketimpangan gender yang telah melembaga dalam ruang-
ruang kehidupan masyarakat melalui penempatan posisi laki-laki sebagai pemegang kekuasaan 
otoritatif dalam segala relasi antar manusia baik pada ruang privat maupun domestik. Lihat 
Husein Muhammad, Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren (Cet. I; Yogyakarta: 
LKis & Fahmina Institute, 2004), h. 238 
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diskriminasi lainnya5. Relasi yang harmonis adalah relasi yang saling menguntungkan 
(mutualisme). Posisi super ordinasi (dominan) suatu kelompok terjadi ketika masing-
masing menjalankan fungsinya berdasarkan posisinya, sehingga masing-masing 
kelompok akan menggunakan posisinya untuk menguntungkan dirinya dan 
merugikan orang lain6. 
Ketimpangan relasi gender dan kekuasaan misalnya, dapat berimplikasi pada 
dunia pendidikan. Kondisi perempuan di Indonesia dalam bidang pendidikan relatif 
masih rendah dibandingkan laki-laki. Pendidikan sebagai proses pengembangan 
manusia secara makro melalui proses pembudayaan, yakni proses transformasi nilai-
nilai budaya yang menyangkut nilai-nilai etis, estetis, budaya dan wawasan kebangsaan 
dalam rangka lahirnya manusia yang berbudaya7. 
Sistem pendidikan yang mengizinkan perempuan dan laki-laki menuntut ilmu 
secara bersama-sama berimplikasi pada terbukanya peluang bagi laki-laki dan 
perempuan menduduki jabatan tertentu, mengkondisikan betapa tipisnya batas 
pergaulan antar keduanya. Dalam hadis Nabi saw. disebutkan bahwa menuntut ilmu 
adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan8. 
Term ملسم لك ىلع   pada hadis di atas dimaksudkan kepada semua muslim untuk 
laki-laki dan perempuan, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit. Dalam konteks 
ini, Nabi saw. berkeinginan untuk memperlakukan kaum perempuan bukan sebagai 
bawahan laki-laki, tetapi merupakan mitra sejajar yang dapat menghapuskan perasaan 
superior pada diri laki-laki dan perasaan inferior pada pihak perempuan  yang selama 
masa jahili telah membudaya, mentradisi dan mendarah daging9. 
Adanya tradisi yang memposisikan berbeda antara laki-laki dan perempuan pada 
masa jahiliah, maka Islam hadir untuk mengangkat persamaan antara laki-laki dan 
perempuan. Legalitas persamaan tersebut diungkapkan oleh Allah swt. dalam QS. al-
Hujarat/49:13 yang menjelaskan bahwa “Hai manusia, sesungguhnya Kami 
menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan 
                                                        
5 Diskriminasi gender pada dasarnya adalah setiap pembedaan, penyingkiran atau 
pembatasan, atau sebaliknya, pilih kasih yang dilakukan seseorang karena alasan gender, 
sehingga mengakibatkan penolakan pengakuan dan kebahagiaan, penolakan keterlibatan, 
pelanggaran atas pengakuan hak asasinya dan persamaan antara laki-laki dan perempuan, serta 
hak dasarnya dalam bidang politik, ekonomi, sosial serta budaya. Lihat Herliya Dyah Kuswanti, 
“Kebijakan SDM di Tempat Kerja: Sudahkah Sensitif Gender? dalam Siti Hariti Sastriyani, 
Gender and Politics (Cet. I; Yogyakarta: Tiara wacana, 2009), h. 287 
6 Mansur Fakih, “Menuju Dunia yang Lebih Adil melalui Perspektif Gender: Sebuah 
Pengantar” dalam “Kata Pengantar”, Julia Clevers Mosse, Half The World, Half A Change: An 
Introduction to Gender and Development, h. 59-60 
7 Ismah Salman, Keluarga Sakinah dalam ‘Aisyiyah: Diskursus Jender di Organisasi Perempuan 
Muhammadiyah (Cet. I; Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban [PSAP] Muhammadiyah, 
2005), h. 181. 
8 Lihat Ibn Ma ’jah, Sunan Ibn Majah, juz I (Kairo: Dar al-Hadis, t.th), h. 81. 
9 Untuk menyimak kasus perlakuan inferior bagi kaum hawa di masa jahili adalah adanya 
pembunuhan dan penguburan anak-anak wanita hidup-hidup karena di saat itu, wanita 
dipandang aib dalam sebuah adat dan tatanan rumah tangga 
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kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. 
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang 
paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Mengenal”.10 
Ayat ini berbicara tentang asal-usul kejadian manusia dari seorang pria dan 
wanita sekaligus berbicara tentang kemuliaan manusia baik pria maupun wanita. 
Kemuliaan bukan keturunan, suku atau jenis kelamin tertentu, tetapi nilai ketakwaan. 
Dalam bahasa Darsul S. Puyu, ayat ini menunjukkan prestasi spiritual ketakwaan 
bukan hak spesial kaum laki-laki, melainkan perempuan juga berpeluang meraih 
derajat itu. Dalam sejarah telah banyak perempuan Muslimah yang terkenal telah 
mencapai prestasi spiritual yang tidak kalah tingginya dengan laki-laki, sebutlah 
misalnya Rabiah Al-adawiyah. Perempuan sebagaimana laki-laki mempunyai hak 
untuk menjadi penghuni surga jika melakukan kebaikan, atau menjadi penghuni 
neraka jika melakukan kejahatan11. 
Sistem yang membolehkan perempuan dan laki-laki menuntut ilmu secara 
bersama-sama telah menjadikan kedekatan atau relasi antara laki-laki dan perempuan 
adalah suatu hal yang lazim. Dalam konteks ini, pergeseran keharmonisan relasi 
gender di mulai yang berdampak pada semakin memungkinkan timbulnya berbagai 
masalah ketidakadilan gender12. 
Implikasi dari perbedaan perlakuan dari dua jenis gender dapat ditemukan di 
sekolah misalnya, bahwa yang menjadi ketua kelas harus laki-laki atau dominasi laki-
laki; di masyarakat yang menjadi Ketua RT, RW, Kepala Dusun, Kepala Desa, Kepala 
Suku, semuanya didominasi laki-laki. Keterwakilan perempuan di pusat kekuasaan 
dan pengambilan keputusan di Indonesia belum menunjukkan keterbukaan politik 
bagi perempuan. Data tahun 2010 menunjukkan keterwakilan perempuan di MPR 
8.06%, DPR 8.08%, MA 14.89%, BPK 0% dan lain-lain13. 
Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi tentang penghapusan segala 
bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam Sistem Pendidikan Nasional, melalui 
Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dan PP. RI Nomor 48 
tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan14. Kebijakan ini merupakan wujud 
                                                        
10 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Madinah: Mujamma' Khadim al-
Haramayn al-Syarifayn al-Malik Fahd li Thiba'ah al-Mushaf al-Syarif, 1412 H), h. 847. 
11 Lihat Darsul S. Puyu, Kritik dan Analisis Hadis-Hadis Yang Diklaim Misoginis (Upaya 
Meluruskan Pemahaman Hadis Yang Bias Gender), ‘Disertasi” (Makassar: PPs UIN Alauddin, 
2012), h. 33. 
12 Chandra Sri Ubayati, “Sekiat Ketimpangan Relasi Gender” dalam Dadang S. Anshori 
dkk (Ed), Membincangkan Feminisme: Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita, h. 61. 
13 Yusuf Ernawan dan Sri Sanituti Hariadi, Bunga Rampai Masalah Gender dan 
Multikulturalisme (Jakarta: al-Ruzz Media, t.th), h. 34. 
14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional dan PP. RI Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Serta Wajib 
Belajar (Bandung: Citra Umbara, 2010), h. 4. 
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komitmen kekuasaan [baca; negara] terhadap berbagai bentuk diskriminasi dalam 
berbagai bidang kehidupan melalui sistem pendidikan. 
Komitmen tersebut diperkuat dengan diratifikasinya konvensi Internasional 
mengenai segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) melalui UU. RI 
No. 7 tahun 1984 tentang “Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala 
bentuk diskriminasi terhadap perempuan”. Di samping itu, pemerintah juga telah 
meratifikasi sejumlah konvensi ILO, seperti konvensi ILO No. 111 tahun 1985 
dengan UU. RI No. 21 tahun 1999 tentang penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan 
dan jabatan15. 
Namun demikian, komitmen yang kuat dari pemerintah belum mampu 
mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender karena status dan peranan perempuan 
dalam masyarakat Indonesia masih bersifat subordinat dan belum sampai pada posisi 
sebagai mitra sejajar dengan laki-laki. Realitas yang timpang ini tercermin pada 
beberapa variabel sebagai berikut; Pertama, kualitas perempuan Indonesia menduduki 
peringkat paling rendah di ASEAN; Kedua, angka kematian ibu melahirkan di negeri 
ini menduduki posisi tertinggi di ASEAN, yakni 308 per 100.000 kelahiran atau rata-
rata 15.000 ibu meninggal setiap tahun karena melahirkan; Ketiga, tingkat pendidikan 
yang jauh tertinggal dari laki-laki (39% perempuan tidak sekolah, hanya 13% yang 
lulus SLTP dan kurang dari 5% yang lulus perguruan tinggi); Keempat, tingkat 
partisipasi angkatan kerja di sektor informal dengan upah yang sangat rendah; Kelima, 
akses kepada ekonomi sangat kurang; Keenam, perlakukan kekerasan terhadap 
perempuan sangat tinggi, khususnya kekerasan di rumah tangga; Ketujuh, hak asasi 
perempuan masih sangat terabaikan; dan Kedelapan, posisi penting perempuan dalam 
berbagai lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif masih sangat marginal16. 
Untuk mempercepat keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan, 
pemerintah menetapkan suatu kebijakan nasional mengenai pengarus-utamaan 
gender (gender mainstreaming) dalam pembangunan nasional melalui INPRES No. 9 
tahun 2000 tentang pengarus-utamaan gender dalam pembangunan nasional. 
Kemudian dipertegas dengan UU. No. 25 tahun 2000 tentang program pembangunan 
nasional (PROPENAS) tahun 2000-2004. Kebijakan ini dimaksudkan untuk 
mendorong semua sektor agama serta pemerintah daerah di semua tingkatan dapat 
mandiri melakukan upaya-upaya dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan 
gender17. 
Pengarus-utamaan gender adalah strategi yang dibangun pemerintah bagi 
pengintegrasian gender menjadi satu dimensi integral dalam perencanaan, 
penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan serta program 
nasional. Tujuannya adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, 
pemantauan dan evaluasi yang berperspektif gender dalam mewujudkan kesetaraan 
dan keadilan gender bagi kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, beragama, berbangsa 
                                                        
15 Yusuf Ernawan dan Sri Sanituti Hariadi, Bunga Rampai Masalah Gender......, h. 36. 
16 Sayyid Agil Husin Al-Munawar, Aktualisasi Nilai-Nilai Qur’ani dalam Sistem Pendidikan 
Islam (Cet. II; Jakarta: PT. Ciputat Pres, 2005), h. 106-107. 
17 Sayyid Agil Husin Al-Munawar, Aktualisasi Nilai-Nilai Qur’ani….., h. 108. 
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dan bernegara. Kesetaraan dan keadilan gender mengindikasikan bahwa diskriminasi 
terhadap perempuan dari kaum maskulinitas tidak ditemukan lagi sehingga keduanya 
memiliki akses, kesempatan dan kontrol atas pembangunan18. 
Kebijakan ini berimplikasi pada paradigma pembangunan Indonesia mengalami 
pergeseran yang sangat signifikan ke arah pembangunan yang meletakkan kesetaraan 
gender dalam mainstream pembangunan. Pergeseran paradigma ini sejalan dengan 
pergeseran paradigma pembangunan dan pembangunan perempuan secara khusus, 
dari paradigma Perempuan dalam Pembangunan [Women in Development/WID] ke Gender 
dan Pembangunan [Gender and Development/GAD]19. 
Namun, pergeseran paradigma pembangunan dalam realitasnya tidak 
menyelesaikan persoalan pokok dalam relasi perempuan dan laki-laki berupa 
ketimpangan gender.20 Bahkan, ketimpangan gender dalam masyarakat cenderung 
meningkat dengan fakta-fakta misalnya, meski sudah ada Inpres 9/2000 tentang 
Pengarus-utamaan Gender, tetapi laporan dari BPHN-APHI-WSP II menunjukkan 
terdapat 17 Undang-Undang, 6 Peraturan Pemerintah, 4 Peraturan Menteri, 1 
Instruksi Menteri dan 1 Kebijakan Departemen yang tidak sensitif dan tidak responsif 
gender21. 
Ketimpangan gender tercermin pada kualitas hidup, yang ironisnya kualitas 
hidup perempuan Indonesia menduduki peringkat paling rendah di ASEAN dengan 
indikator tingginya jumlah angka kematian ibu melahirkan, dan rendahnya tingkat 
kesehatan dan status gizi. Dalam aspek pendidikan, ketimpangan gender ditunjukkan 
oleh masih tingginya angka buta huruf di kalangan perempuan, dan rendahnya jumlah 
perempuan di jenjang pendidikan tinggi, yakni kurang 5%. Selain itu, terdapat fakta-
fakta masih adanya materi bahan ajar yang bias gender, serta proses pengelolaan 
                                                        
18 Sayyid Agil Husin Al-Munawar, Aktualisasi Nilai-Nilai Qur’ani….., h. 108. 
19 Menurut Riant Nugroho, antara WID dan GAD adalah sebuah continuum, bukan 
sebuah “pergantian”. Hal ini menjadi krusial karena banyak pendekar gender mengecam bahwa 
pendekatan WID sudah using, sehingga harus dibuang dan diganti oleh pendekatan GAD. 
Menurutnya, para pendekar gender tersebut alpa bahwa di dalam paradigma sosial tidak ada 
“yang satu membuang yang lain” melainkan “yang satu menggusur yang lain ke pinggiran”. Kelak, 
barangkali jika ada pendekatan yang lebih Advance, maka gender akan dipinggirkan, 
sebagaimana nasib paradigma WID. Lihat Riant Nugroho, Gender dan Strategi Pengarus-
Utamannya di Indonesia (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. xxii-xxiii. 
20 Ketimpangan gender adalah pembedaan-pembedaan dan ketidakseimbangan antara 
posisi dan peran laki-laki dan perempuan. Penyebabnya adalah adanya penilaian yang lebih 
tinggi terhadap salah satu jenis kelamin dalam suatu kelompok masyarakat. Ketimpangan 
gender dapat dikenali jika seseorang memiliki kepekaan gender. Lihat Ida Siti Herawati, 
“Pendidikan yang Berperspektif Gender pada Jenjang Sekolah Dasar” dalam Sugiarti dkk, 
Pembangunan dalam Perspektif Gender (Cet. I; Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 
2003), h. 228-229.  
21 Lihat Riant Nugroho, Gender dan Strategi Pengarus-Utamannya di Indonesia…, h. 178-180 
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pendidikan yang bias gender sebagai akibat dari dominasi laki-laki terhadap penentu 
kebijakan dalam dunia pendidikan22. 
Dalam bahasa yang berbeda, menurut Betty Sinaga dkk. –sebagaimana dikutip 
oleh Elfi Muawanah--, terdapat tiga aspek persoalan gender dalam pendidikan, yakni; 
1] akses (fasilitas pendidikan yang sulit dicapai); 2] partisipasi (tercakup dalam bidang 
studi dan statistik pendidikan, banyaknya perempuan mengambil bidang keguruan 
karena pandangan yang mengatakan bahwa peran guru sebagai pembina juga 
pengasuh digambarkan sebagai kodrat23 perempuan sebagai ibu; 3] manfaat dan 
penguasaan (banyaknya buta huruf dialami oleh perempuan)24. 
Selain itu, bias gender dapat dilihat dalam buku bacaan wajib di sekolah yang 
isinya sebagian besar mentransfer nilai atau norma gender yang berlaku dalam 
kebudayaan masyarakat. Dengan kata lain, sistem nilai gender akan berdampak pada 
kehidupan sistem sosial di sekolah. Dalam buku ajar (text book)25. misalnya, telah 
dikonstruksi peran gender perempuan dan laki-laki secara segregasi, ayah/laki-laki 
digambarkan bekerja di kantor, di kebun dan sejenisnya (sektor publik), sementara 
perempuan ibu/perempuan digambarkan di dapur, memasak, mencuci, mengasuh 
adik dan sejenisnya (domestik)26. 
Oleh karena itu, salah satu sektor yang menjadi konsep strategis dalam pengarus-
utamaan gender nasional Indonesia yang disusun oleh Kantor Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan bekerja sama dengan UNDP adalah sektor pendidikan. 
Pada sektor pendidikan terdapat dua sub-sektor yang bersifat strategis yakni 
pendidikan dan keagamaan. Kebijakan di sektor pendidikan diharapkan untuk 
mendukung tiga institusi strategis di sektor ini, yakni mekanisme pengarus-utamaan 
gender di sektor pendidikan, sensitisasi kesetaraan gender pada organisasi-organisasi 
                                                        
22 Siti Musda Mulia [Ed], Keadilan dan Kesetaraan Gender (Perspektif Islam) (Cet. II; Jakarta: 
Lembaga Kajian Agama dan Jender, 2003), h. 111-112. 
23 Kodrat berasal dari bahasa Arab qadara/qadira-yuqdiru/qudratan berarti qawiyyun ‘ala al-
syai (kuat melakukan suatu hal); Ja’alahu ‘ala miqdarih (melakukan suatu hal berdasarkan 
kemampuannya), Qassara (memendekkan/membatasi). Lihat Louis Ma’luf, al-Munjid fi al-
Lughah wa al-A’lam (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 611-612; sedangkan dalam Kamus Bahasa 
Indonesia, kodrat adalah kekuasaan Allah; kuasa; kekuatan; sifat, tabiat dan sebagainya, yang asli, 
sifat bawaan; hokum alam, kodrat alam; kekuatan alam. Lihat Muhammad Ali, Kamus Lengkap 
Bahasa Indonesia Modern (Jakarta: Pustaka Amani, t.th), h. 191. 
24 Lihat Elfi Muawanah, Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia (Cet. I; Yogyakarta: 
Teras, 2009), h. 54. 
25 Secara definitif, buku teks dimaknai sebagai buku pelajaran dalam mata pelajaran 
tertentu yang disusun untuk maksud dan tujuan instruksional. Selain itu, buku teks juga 
bermakna dalam penyampaian pesan-pesan kultur dan budaya. Penanaman konsep ideologi 
gender bagi anak dapat dilakukan pada buku teks melalui penyusunan wacana 
(rangkaian/kumpulan kalimat) dan gambar ilustrasi yang berperspektif gender. Lihat Ida Siti 
Herawati, “Pendidikan yang Berperspektif Gender pada Jenjang Sekolah Dasar” dalam Sugiarti 
dkk., Pembangunan dalam Perspektif Gender….., h. 234. 
26 Elfi Muawanah, Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia….., h. 54 
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yang membuat kebijakan pendidikan, dan sensitisasi kesetaraan gender pada 
organisasi-organisasi pendidikan27. 
Namun, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) nomor 20 
tahun 2003 belum berpihak pada pengarus-utamaan gender. Pasal 3 misalnya 
disebutkan bahwa “pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara 
yang demokratis serta bertanggung jawab”, sangat tipis nilai kesetaraan dan keadilan 
gender. Seharusnya dicantumkan secara implisit nilai kesetaraan gender dengan 
mencantumkan misalnya “menjadi warga negara yang demokratis dengan menjunjung 
tinggi keadilan dan kesetaraan gender”. 
Dalam perspektif pendidikan Islam, pendidikan merupakan sarana untuk 
membantu peserta didik dalam upaya mengangkat, mengembangkan dan 
mengarahkan potensi pasif yang dimilikinya menjadi potensi aktif yang dapat 
teraktualisasi dalam kehidupannya secara maksimal28. Asumsi ini memberikan 
pengertian bahwa pendidikan bukanlah sarana yang berfungsi sebagai indoktrinasi 
pembentukan corak dan warna kepribadian peserta didik tanpa adanya bias gender 
sebagaimana yang diinginkan oleh pendidik atau sistem pendidikan yang ada. Namun, 
pendidikan berfungsi sebagai fasilitator berkembangnya potensi peserta didik secara 
aktif sesuai dengan sunnatullah masing-masing dan utuh, baik itu potensi fisik dan 
psikis, maupun jenis kelamin29. 
Sistem pendidikan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh sistem politik yang 
dianut oleh bangsa tersebut30. Dalam konteks Indonesia, misalnya, kekuatan rezim 
Soeharto selama 32 tahun banyak melibatkan kebijakan-kebijakan kontroversial 
dalam pendidikan, baik menyangkut pengelolaan maupun kurikulum dan kegiatan 
pembelajaran. Misalnya, kebijakan tentang kurikulum Pendidikan Agama, Pendidikan 
                                                        
27 Riant Nugroho, Gender dan Strategi Pengarus-Utamannya di Indonesia…, h. 186-187. 
28 Lihat Syamsul Nizar, Sejarah dan Pergolakan Pemikiran Pendidikan Islam: Potret Timur 
Tengah Era Awal dan Indonesia (Cet. I; Jakarta: Quantum Teaching, 2005), h. 155 
29 Ada dua pandangan yang dapat memberikan makna terhadap istilah pendidikan, yaitu 
pandangan masyarakat dan pandangan individu. Dalam pandangan masyarakat, pendidikan 
memiliki makna “pewarisan nilai-nilai kebudayaan” dari generasi tua kepada generasi muda; 
sedangkan dalam pandangan individu, pendidikan memiliki makna “pengembangan potensi 
pribadi manusia”. Lihat Armai Arief, Reformasi Pendidikan (Cet. I; Jakarta: CRSD Press, t.th), h. 
79-80 
30 Era politik reformasi telah membawa perubahan mendasar pada beberapa aspek 
pengelolaan sistem pendidikan nasional. Salah satu aspek perubahan yang sangat mendasar 
adalah pergeseran paradigma pengelolaan sistem pendidikan nasional dari paradigma 
sentralisasi ke desentralisasi. Jika pada masa Orde Baru otoritas pendidikan di kabupaten dan 
kota hanya merupakan perpanjangan tangan dari otoritas pendidikan pusat dan provinsi, maka 
pada era reformasi otoritas pendidikan kabupaten dan kota dituntut lebih aktif dan kreatif 
dalam menata sistem pendidikan masing-masing. Lihat Muhammad Sirozi, Politik Pendidikan 
(Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), h. 41-42 
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Moral Pancasila (PMP) dan kebijakan tentang seragam sekolah, khususnya hak 
mengenakan jilbab bagi siswi di sekolah umum. Kebijakan-kebijakan tersebut banyak 
dipengaruhi oleh tekad bulat para penguasa rezim untuk menjadikan Indonesia 
sebagai negara sekuler berlandaskan Pancasila. Bahan ajar untuk bidang studi sejarah, 
agama dan kenegaraan didesain sedemikian rupa sesuai dengan visi dan misi politik 
penguasa rezim31. Fenomena ini masih berlanjut hingga pemerintahan sekarang 
dengan indikasi dimasukkannya lagu karya Susilo Bambang Yudhono (SBY) dalam 
bahan ajar studi kesenian. 
Dengan demikian, akar dari berbagai persoalan pendidikan yang muncul dalam 
suatu masyarakat tidak hanya terdapat dalam ruang kelas dan lingkungan pagar 
sekolah, tetapi ada juga di pusat-pusat kekuasaan, seperti gedung parlemen dan 
birokrasi32. Oleh karena itu, sebuah kajian yang menarik tentang relasi gender dan 
kekuasaan dalam penerapan sistem pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Apakah 
politisi dan birokrat yang membuat kebijakan pendidikan senantiasa berangkat dari 
pengarus-utamaan jender? Ataukah kebijakan mereka senantiasa melahirkan bias. 
   
                                                        
31 Muhammad Sirozil, Politik Pendidikan….., h. 40 




RELASI GENDER DAN KEKUASAAN  
 
Dalam era emansipasi saat ini masyarakat mulai mengakui keberadaan 
perempuan yang makin maju dan mulai menunjukkan diri mereka. Hal tersebut tentu 
saja menimbulkan keadaan yang tentunya sangat berbeda jika dibandingkan dengan 
masyarakat yang belum mengenal emansipasi, yang cenderung memperlakukan 
perempuan tidak bisa bebas untuk berekspresi dan bersosialisasi dengan leluasa. 
Perempuan masa kini sudah berani mengekspresikan diri dan mendiri tanpa 
terkekang oleh adat dan mitos dalam masyarakat. Mereka mulai meretasnya melalui 
karirnya untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan diri demi masa depan. 
Masyarakat yang mulai merasakan kekuatan emansipasi, perempuan pun mulai 
terbuka dan mengakui sosok perempuan yang ingin disejajarkan dengan sesama lak-
laki. 
Untuk menunjukkan kemampuan diri, perempuan lebih berani dan bebas untuk 
memilih pekerjaan sesuai dengan minat mereka. Bahkan perempuan tak ragu lagi 
terjun ke dunia kerja yang kerap diidentikan dengan kaum laki-laki, salah satunya 
menjadi seorang jurnalis. Bukan hal yang mengejutkan lagi jika perempuan menjadi 
seorang jurnalis, karena pada dasarnya masing-masing individu baik itu perempuan 
maupun laki-laki memiliki kesempatan yang sama, meskipun mayoritas pekerja media 
didominasi oleh laki-laki yang menyebabkan media massa identik sebagai ranah 
maskulin. 
Anggapan media sebagai dunia laki-laki ini, dibarengi dengan munculnya tiga hal 
yang menggambarkan persoalan perempuan di media massa yang masih bias gender33. 
Pertama seputar penggambaran sosok perempuan di media massa yang masih kurang 
sensitif gender dan cenderung menyudutkan posisi kaum perempuan. Dalam berita 
kriminal, perempuan banyak disorot terkait masalah kekerasan, penganiayaan, dan 
pelecehan seksual. Perempuan digambarkan sebagai objek eksploitasi, sebagai 
tersangka, atau sebagai korban. Bahkan ada anggapan bahwa perempuan dianggap 
mengundang tindak kriminalitas atas diri perempuan itu sendiri.34 
Secara eksplisit, tulisan mengenai gender dan pendidikan Islam dalam berbagai 
perspektif sudah banyak, baik dalam bentuk penelitian maupun dalam bentuk buku 
serta kumpulan tulisan dari para pemerhati gender. Namun demikian, literatur-
literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dibedakan menjadi tiga kategori; 
Pertama, literatur yang berkaitan dengan kajian gender dalam berbagai perspektif 
hasil penelitian. Kedua, literatur yang berkaitan dengan kajian gender dan kekuasaan 
dalam berbagai perspektif. Ketiga, literatur yang berkaitan dengan kajian pendidikan 
Islam dan kekuasaan. 
 
                                                        
33 Jurnal Perempuan, Perempuan dan Media (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003), h. 
56-57 




Kajian tentang Gender dalam Berbagai Perspektif Hasil Penelitian 
Kata gender –ada juga yang menggunakan kata jender dengan merujuk pada 
pelafalannya- berasal dari bahasa Inggris, gender, berarti “jenis kelamin”. Dalam 
Webster’s New World Dictionary, gender diartikan sebagai “perbedaan yang tampak 
antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.”35 
Di dalam Women’s Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu 
konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (distinction) dalam hal peran, 
prilaku, mental, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang 
berkembang dalam masyarakat.36 
Istalah gender jika ditinjau dalam perspektif terminologis merupakan kata 
serapan yang diambil dari bahasa Inggris.37 Kata gender ini jika dilihat posisinya dari 
segi struktur bahasa (gramatikal) adalah bentuk nomina (noun) yang menunjuk kepada 
arti jenis kelamin, sex,38 atau disebut dengan al-jins dalam bahasa Arab.39 Sehingga jika 
seseorang menyebut atau bertanya tentang gender, maka yang dimaksud adalah jenis 
kelamin dalam konteks pendekatan bahasa. Istilah  ini masih terbilang kosa kata baru 
yang masuk ke dalam khazanah perbendaharaan kata bahasa Indonesia. Istilah ini 
menjadi sangat lazim digunakan dalam beberapa dekade terakhir. 
Pengertian gender secara terminologis cukup banyak dikemukakan oleh para 
feminis dan pemerhati perempuan. Hilary M. Lips dalam bukunya yang terkenal Sex 
& Gender: An Introduction mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap 
laki-laki dan perempuan (cultural expectations for women and men).40 Pendapat ini sejalan 
dengan pendapat kaum feminis pada umumnya seperti Linda L. Lindsey, yang 
menganggap semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagi laki-
                                                        
35The apparent disparity between man and  women in values and behaviour. Lihat Victoria  Neufeldt 
(ed.), Webster’s  New world Dictionary,  (New York:  Websters New world Clevenland, 1984), h. 
561.  
36Helen Tierney (ed.),  Woman’s Studies Encyclopedia,  Vol. I, (New York: Green Wood 
Press), h. 153. 
37Mengingat istilah gender masih sangat baru dipergunakan dalam blantika 
perbendaharaan kata di Indonesia, maka istilah tersebut tidak dijumpai dalam kamus-kamus 
bahasa Indonesia. namun, istilah ini terus melakukan proses asimilasi dengan bahasa Indonesia. 
Pengaruh kuat dari sosialisasi dalam masyarakat maka kata tersebut tidak lagi ditulus dengan 
huruf italic karena sudah seakan-akan dianggap bagian dari bahasa Indonesia, demikian juga 
dalam penulisan sebagian telah menggunakan kata gender menjadi jender.  
38Peter Salim, Advance English-Indonesia Dictionary, edisi ketiga (Jakarta: Modern English 
Press, 1991), h. 384.  
39Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic (Cet. III; London: McDonald & Evans 
Ltd, 1980), h. 141. Lihat pula Munir Ba’albakiy, al-Maurid: Qamus Injiliziy Arabiy (Beirut: Dar al-
‘Ilm li al-Malayin, 1985), h. 383.  
40Hilary  M. Lips, Sex & Gender: An Introduction,  h. 4. 
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laki dan perempuan adalah termasuk bidang kajian gender (What a given  society  defines  
as  masculine  or feminine is a component of gender).41 
H.T. Wilson dalam Sex dan Gender mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk 
menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan 
kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan.42 
Elaine Showalter mengartikan gender lebih dari sekedar perbedaan laki-laki dan 
perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya. Ia menekankannya sebagai konsep 
analisis (an analytic concept) yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu.43 
Julia Cleves Musse dalam bukunya Half the World, Half a Chance mendefinisikan 
gender sebagai sebuah peringkat peran yang bisa diibaratkan dengan kostum dan 
topeng pada sebuah acara pertunjukan agar orang lain bisa mengindentifikasi bahwa 
dia adalah feminine atau maskulin.44 Suke Silverius memberi pengertian tentang 
gender sebagai pola relasi hubungan antara laki-laki dan wanita yang dipakai untuk 
menunjukkan perangkat sosial dalam rangka validitasi dan pelestarian himpunan 
hubungan-hubungan dalam tatanan sosial.45  
Ivan Illich46 mendefinisikan gender dengan pembeda-pembeda tempat, waktu, 
alat-alat, tugas-tugas, bentuk pembicaraan, tingkah laku dan persepsi yang dikaitkan 
dengan perempuan dalam budaya sosial.47 Meskipun kata gender belum masuk dalam 
perbendaharaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah tersebut sudah lazim digunakan, 
khususnya di kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dengan ejaan “gender”. 
Gender diartikannya sebagai “interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan 
kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Gender biasanya dipergunakan untuk 
menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan.48 
                                                        
41Linda L. Lindsey,  Gender Roles: A  Sociological Perspective, (New Jersey: Prentice Hall), 
1990), h. 2.  
42“Gender is a basis for defining the different contributions that man and  woman make  to culture and 
collective life by dint of which they are as man and woman”.  Lihat H.T Wilson, Sex and Gender, Making 
Culture Sense of Civilization,  (Leidan, New York, Kobenhavn, Koln: E.J. Brill), 1989, h. 2. 
43Lihat Elaine Showalter (ed), Speaking of Gender, (New York & London: Routledge, 1989),  
h. 3.  
44Lihat Julia Cleves Mosses, Half the World, Half a Chance: An Introduction to Gender and 
Development, terjemahan Hartian Silawati dengan judul Gender dan Pembangunan (Cet. I; 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 3.  
45Lihat Suke Silberius, Gender dalam Budaya Dehumanisasi dari Proses Humanisasi, Kajian 
Dikbud, No. 013, Tahun IV, Juni 1998, http://.www.gender.or.id.  
46Illich dianggap sebagai orang yang pertama menggunakan istilah gender dalam analisis 
ilmiahnya untuk membedakan segala sesuatu di dalam masyarakat yang tidak hanya terbatas 
pada penggunaan jenis kelamin semata. Lihat Siti Ruhaini Dzuhayatin, “Gender dalam 
Perspektif Islam: Studi terhadap Hal-Hal yang Menguatkan dan Melemahkan Gender dalam 
Islam” dalam Mansour Fakih et.al, Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam (Cet. 
I: Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 23.  
47Ivan Illich, Gender, diterjemahkan oleh Omi Intan Naomi dengan judul Gender (Cet. I; 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 3.  
48Kantor Menteri Negara Urusan peranan Wanita,  Buku III: Pengantar Teknik Analisa 
Gender, 1992, h. 3.  
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Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa gender adalah suatu 
konsep yang digunakan untuk mengidentifikasikan perbedaan laki-laki dan 
perempuan dilihat dari segi sosial budaya. Gender dalam arti ini mendefinisikan laki-
laki dan perempuan dari sudut non-biologis. Dengan kata lain, gender adalah sebuah 
konsep yang dijadikan sebagai tolok ukur dalam mengindentifikasi peran laki-laki dan 
perempuan yang didasarkan pada pengaruh sosial budaya masyarakat (social 
contructions) dengan tidak melihat jenis biologis secara equality dan tidak menjadikannya 
sebagai alat pendiskriminasian salah satu pihak karena pertimbangannya yang bersifat 
biologis. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional 
atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri dan 
sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki 
yang emosional, lemah lembut dan keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, 
rasional dan perkasa.  
Dengan kata lain, konsep gender, menurut feminisme, bukanlah suatu sifat yang 
kodrati atau alami, tetapi suatu konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi, 
sifat, posisi, akses, kontrol, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan 
yang merupakan hasil konstruksi sosial dan kultural yang telah berproses sepanjang 
sejarah manusia. Wacana gender dalam realitas sosial dipengaruhi oleh budaya, agama, 
sosial, politik, ekonomis, hukum dan pendidikan, dan dapat berubah sesuai dengan 
perkembangan zaman. Di sini, ajaran agama diletakkan dalam posisi sebagai salah satu 
pembangun konstruksi sosial dan kultural tersebut. Melalui proses panjang, konsep 
gender tersebut akhirnya dianggap sebagai ketentuan Tuhan. Maksudnya, seolah-olah 
bersifat biologis dan kodrati yang tak bisa diubah-ubah lagi.49 
Gender dalam arti feminin dan maskulin dalam bidang sosial politik, ekonomi, 
dan budaya tidak dibedakan dalam hal penilaian, keutamaan maupun penghargaan. 
Bahkan dalam bidang agama (Islam) pun gender dalam arti yang dimaksud di atas 
tidak dibedakan, yang membedakan seseorang hanyalah tingkat ketakwaan kepada 
Allah. Jadi gender yang dimaksud di sini adalah pembedaan jenis kelamin secara sosial, 
bukan ditinjau dari persoalan seks. 
Berdasarkan penjelasan di atas, maka gender memiliki dua pengertian. Pertama, 
diartikan sebagai “seks50 atau jenis kelamin” yang pada akhirnya mengenal “jenis 
kelamin secara kodrati. Kedua, diartikan sebagai “jenis kelamin” secara kultural atau 
psikologis. Pengertian kedua inilah yang dimaksudkan dengan gender. Jadi gender 
merupakan sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi 
sosial budaya. 
                                                        
49Mansour Fakih, Menggeser Konsepsi Gender danTransformasi Sosial (Yogyakarta:  Pustaka 
Pelajar, 1996), h. 11-12. 
50Seks : alami, bersifat biologis, Tidak bisa berubah, tidak bisa dipertukarkan, berlaku 
sepanjang masa, berlaku di mana saja, berlaku bagi kelas dan warna kulit apa saja, dan 
merupakan kodrat atau ketentuan Tuhan. Gender : Bersifat sosial budaya, Bisa berubah, bisa 
dipertukarkan, tergantung musim, bergantung budaya masing-masing, berbeda antara satu kelas 
dan kelas lain, dan bukan kodrat Tuhan, tapi buatan masyarakat. Lihat Bashin Kamla, Menggugat 
Patriarkhi Pengantar tentang Persoalan Dominasi terhadap Kaum Perempuan. (Cet. I;  Jogjakarta: 
Kalyanamitra, 1996), h. 20  
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Dalam konteks kajian gender di Indonesia, hasil penelitian Nasaruddin Umar 
yang berjudul Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran yang kemudian diterbitkan 
menjadi sebuah buku51. Buku ini mencoba mengelaborasi konsep-konsep Al-Quran 
yang berkaitan dengan gender yang kesimpulannya bahwa Al-Quran mengakui adanya 
perbedaan (distinction) antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut 
bukanlah pembedaan (discrimination) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan 
pihak lainnya. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung misi pokok Al-
Quran, yaitu terciptanya hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang di 
lingkungan keluarga, sebagai cikal bakal terwujudnya komunitas ideal dalam suatu 
negeri yang damai penuh ampunan Tuhan. 
Kajian yang hampir sama juga dilakukan oleh Noer Huda Noor dalam penelitian 
disertasinya yang berjudul Analisis Kritis Terhadap Pemahaman Bias Gender dalam ayat-
ayat Al-Quran52. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa ayat-ayat Al-Quran 
mengandung pesan-pesan moral universal yang diturunkan Allah kepada manusia 
tanpa membedakan suku, bangsa, agama, golongan dan keturunan terlebih lagi jenis 
kelamin laki-laki dan perempuan. Kesimpulan lain menyatakan bahwa ayat-ayat Al-
Quran yang bernuansa gender ditemukan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender 
secara varian, dan perlunya rekonstruksi pemahaman yang bias gender terhadap ayat-
ayat gender. 
Hasil penelitian lain yang berwarna gender sebagai hasil penelitian akademik 
untuk meraih gelar doktor adalah penelitian Darsul S. Puyu yang berjudul Kritik dan 
Analisis hadis-hadis Yang Diklaim Misogini (Upaya Meluruskan Pemahaman Hadis Yang 
Bias Gender)53. Berbeda dengan dua hasil penelitian sebelumnya yang mengambil objek 
kajian Al-Quran, objek kajian dari penelitian ini adalah hadis. Hasil penelitiannya 
menunjukkan bahwa hadis-hadis yang tergolong misogini adalah apabila hadis 
tersebut terasa memarginalkan perempuan yang ukuran sebuah hadis di diagnosa 
misogini bersifat relatif. Bahkan ia menyimpulkan bahwa tidak ada hadis-hadis yang 
bernuansa memojokkan atau memarginalkan perempuan. Adanya pemahaman hadis-
hadis yang terkesan melarang atau menyepelekan perempuan terbangun dari 
kesalahan paradigma, seakan-akan Nabi saw. membenci perempuan. 
Hasil penelitian lain yang berwarna gender sebagai hasil penelitian akademik 
untuk meraih gelar doktor adalah penelitian Miftahul Huda yang berjudul Kekerasan 
dalam Rumah Tangga dan Implikasinya terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Wilayah 
PTA Jayapura (Analisis Yuridis Normatif dan Maqasid al-Syari’ah)54. Hasil penelitiannya 
                                                        
51 Buku ini merupakan hasil penelitian disertasi pada Program Pascasarjana IAIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta (sekarang UIN) yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2001 oleh 
Penerbit Paramadina. 
52 Disertasi hasil penelitian Noer Huda Noor untuk meraih gelar doktor dalam bidang 
tafsir pada Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar tahun 2012 dan belum 
terpublikasikan. 
53 Disertasi hasil penelitian Darsul S. Puyu untuk meraih gelar doktor dalam bidang hadis 
pada Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar tahun 2012 dan belum terpublikasi. 
54 Disertasi hasil penelitian Miftahul Huda untuk meraih gelar doktor dalam bidang 




menunjukkan bahwa terdapat empat aspek bias jender dalam buku pelajaran fikih 
Madrasah Aliyah, yakni bias jender dalam perkawinan dan bias jender dalam 
peradilan. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya materi fikih yang bias jender di 
Madrasah Aliyah yaitu adanya buku-buku teks pelajaran fikih yang disusun oleh 
pengarang buku ajar yang menunjukkan adanya unsur-unsur stereotipe gender yang akan 
menciptakan salah kaprah dalam melakukan reinterpretasi peran jenis dalam kerangka 
rekonstruksi sosial (sosial reconstruction). Sedangkan upaya yang dilakukan untuk 
mewujudkan materi yang responsif jender yakni dengan merevisi buku-buku ajar fikih 
yang memuat stereotip gender secara bertahap agar tidak menimbulkan akibat lebih jauh 
terhadap kesenjangan dalam peran-peran jender. 
Namun, disertasi ini kurang teliti karena kesimpulan yang mengatakan bahwa 
empat aspek bias jender dalam buku pelajaran fikih Madrasah Aliyah, tetapi yang 
dijelaskan atau disebutkan hanya dua saja. 
Selanjutnya hasil penelitian disertasi saudara Lilik Andaryuni yang berjudul Relasi 
Gender dalam Pembaruan Hukum Keluarga Muslim55. Hasil penelitiannya menunjukkan 
bahwa relasi gender dalam pembaruan hukum keluarga muslim ada persamaan dan 
perbedaannya. Pertama, terkait poligami, Tunisia melarang keras poligami. Mesir dan 
Indonesia membolehkan poligami dengan syarat yang diperketat, yakni harus ada izin 
dari pengadilan yang merupakan upaya jalan tengah antara mempertahankan poligami 
dan melindungi hak-hak perempuan; Kedua, aturan perceraian, baik Mesir, Tunisia 
maupun Indonesia memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan, 
termasuk relasi yang tidak membatasi; Ketiga, relasi gender. dalam pencatatan 
perkawinan di Indonesia dan Mesir memperlihatkan upaya yang cukup akomodatif 
dan memberikan apresiasi terhadap kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. 
Sementara untuk Tunisia terkait relasi gender memperlihatkan upaya yang kurang 
akomodatif terhadap kesetaraan gender. 
Selanjutnya hasil penelitian disertasi dari Siti Azisah yang berjudul Gender 
Mainstreaming in Education: Cace Studies of Islamic Primary Schools in South Sulawesi, Indonesia 
2000-200656. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pertama, pada tingkat 
kebijakan pemerintah tentang implementasi pendidikan yang berwawasan gender 
sudah lebih baik dibandingkan pada pelaksanaan administrasi pendidikan; Kedua, 
inisiatif pemerintah Indonesia untuk mengembangkan pendidikan berwawasan 
gender dalam buku-buku pelajaran sudah menunjukkan hal yang positif meskipun 
pengaruhnya berbeda menurut disiplin dan tingkat pendidikan, sekolah dan tempat-
tempat umum dan pasar; Ketiga, stereotip gender berperan dalam membangun ideologi 
dan praktek-prakteknya yang disebarkan pada tiga jenjang pendidikan yang polanya 
susunannya berbeda.    
Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa isu gender 
menjadi kajian yang menarik dalam berbagai sudut pandang yang berbeda. Persamaan 
                                                        
55 Disertasi hasil penelitian Lilik Andaryuni untuk meraih gelar doktor dalam bidang 
hukum Islam pada Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar tahun 2013 dan belum 
terpublikasi 
56 Disertasi hasil penelitian Siti Azisah untuk meraih gelar doktor (Ph.D) dalam bidang 
Ilmu Sosial dan Psikologi pada School of Social Science and Psychology Faculty of Arts, 
Education and Psyhchology Victoria University  June 2012 dan belum terpublikasi 
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dengan penelitian dalam disertasi ini hanya dalam kajian yang sama yakni tentang 
gender dan tiga hasil penelitian lain tentang gender dan pendidikan tetapi dalam sudut 
pandang yang berbeda. Penelitian ini mengambil angle pada sisi relasi gender dan 
kekuasaan dalam paradigma pendidikan Islam. Dalam pengertian bagaimana gender 
dan kekuasaan berdialektika dalam membangun paradigma bahkan sistem dalam 
dunia pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Dengan kata lain, kajian disertasi ini 
bernuansa politik pendidikan (Politics of Education). 
 
1. Kajian-Kajian tentang Gender dan Kekuasaan 
Membincang Feminisme: Dikursus Gender Perspektif Islam57, yang merupakan 
kumpulan tulisan dari beberapa tokoh pemerhati gender seperti M. Hidayat Nur 
Wahid, Mansour Fakih, Masdar F. Mas’udi, Ratna Megawangi dan lain-lain. Buku ini 
mencoba mendiskusikan masalah gender dalam berbagai sudut pandang, sekaligus 
mengingatkan bahwa perempuan di hadapan Allah swt.—mendapatkan tempat yang 
terhormat, sama dengan laki-laki, dalam derajat spiritualitas kemahlukan, 
kemanusiaan dan kehambaan. Kemuliaan dan kehormatannya tentunya sangat 
tergantung pada kepatuhannya terhadap fitrahnya dalam menggapai spirit hakikat 
perempuan. 
Analisis Gender dan Transformasi Sosial58, yang ditulis oleh Mansour Fakih. Buku 
ini menyajikan secara sederhana apa sebenarnya analisis gender. Analisis gender dan 
teori gender, sebagaimana layaknya teori sosial lainnya seperti analisis kelas, analisis 
kultural dan analisis dikursus, adalah alat analisis untuk memahami realitas sosial, 
yakni memahami masalah emansipasi kaum perempuan dalam kaitannya dengan 
masalah ketidakadilan dan perubahan sosial dalam konteks yang lebih luas. 
Gender dan Pembangunan59, ditulis oleh Julia Cleves Mosse. Buku ini merupakan 
usaha sistematisasi dan refleksi pengalaman lapangan dan saksi sejarah pergulatan 
pemikiran secara kritis tentang gender dan pembangunan. Buku ini mampu 
mempresentasikan secara bijaksana keinginan akan perubahan sambil 
memprojeksikan dan merefleksikan pemikiran teoritis dan dikaitkan dengan 
pengalaman lapangan untuk menjadi alternatif terhadap aliran mainstream tersebut. 
Relasi Gender pada Masa Muhammad & Khulafaurrasyidin60, yang ditulis oleh Khalil 
Abdul Karim. Buku ini memaparkan secara “telanjang” fakta-fakta seputar relasi 
                                                        
57 Mansour Fakih menjadi editor buku ini, yang diterbitkan di Surabaya oleh Penerbit 
Risalah Gusti pada tahun 1996. 
58 Buku ini pertama kali dicetak pada April 1996 oleh Penerbit Pustaka Pelajar 
Yogyakarta. 
59 Buku ini merupakan terjemahan dari Half The World, Half A Change: An Introduction to 
Gender and Development yang dilakukan oleh Hartian Silawati. Buku ini diterbitkan atas kerjasama  
antara RIFKA ANNISA Women’s Crisis Centre dengan Pustaka Pelajar yang dicetak pertama 
kali Oktober 1996 dan rujukan dalam penelitian ini merupakan cetakan kelima Januari 2007 
60 Buku ini merupakan terjemahan dari buku asli yang berbahasa Arab dengan judul 
Mujtama’ Yatsrib Alaqah al-Rajul wa al-Mar’ah fi Ahd al-Nabiy wa al-Khulafa’ al-Rasyidin. Buku ini 




gender pada masa Nabi dan Khulafaurrasyidin, yang di dalamnya terdapat 
pembahasan tentang wanita dalam masyarakat Yastrib, Masyarakat laki-laki dan 
perempuan dan seksualitas dalam masyarakat Yastrib. Untuk kepentingan disertasi, 
buku ini dapat memberikan data sejarah sebagai bangunan teoritis karena 
memberikan gambaran ideal tentang relasi gender pada masa Nabi saw. secara umum.  
Memposisikan Kodrat: Perempuan Perubahan dalam Perspektif Islam61, yang merupakan 
kumpulan tulisan dari beberapa tokoh penggiat gender dan dieditori oleh Lily Zakiah 
Munir. Buku ini menghadirkan kembali topik yang sering disorot dalam kajian 
feminisme, yakni masalah kodrat. Buku ini diangkat dari hasil perbincangan 
Kelompok Kajian dan Pemberdayaan Perempuan dari Muslimat NU dengan 
menghadirkan tulisan para pemikir terbaik tentang masalah perempuan di negeri ini, 
seperti Masdar F. Mas ’udi. Djohan Effendi, M. Quraish Shihab, Nasaruddin Umar, 
K.H. Ali Yafie dan Zakiah Daradjat. Berangkat dari kalangan tradisional, buku ini 
sedikitnya memberi cerminan pergeseran pandangan ke arah yang lebih progresif 
tentang perempuan di kalangan tersebut.  
Keadilan dan Kesetaraan Gender Perspektif Islam62, yang ditulis oleh Sitti Musda Mulia 
dkk. yang sekaligus menjadi editornya dan diberi sambutan oleh Menteri Agama RI. 
Prof. Said Agil Husin Al-Munawar. Buku ini merupakan salah satu bentuk dari upaya 
pembacaan kembali penafsiran ajaran Islam yang berkaitan dengan relasi antar 
manusia, khususnya relasi antara laki-laki dan perempuan. Buku ini sangat membantu 
dalam penulisan disertasi sebagai sumber tentang kajian gender dalam perspektif 
Islam.  
Pembangunan dalam Perspektif Gender63,  itulis oleh beberapa orang dalam lembaga 
Pusat Studi Wanita dan Kemasyarakatan (PSWK) Universitas Muhammadiyah 
Malang. Topik-topik yang dikupas dalam buku ini mencakup keseluruhan topic 
pembangunan yang dicoba untuk dilihat dalam perspektif gender atau digenderkan. 
Hal ini berdasarkan asumsi bahwa relasi sosial antara laki-laki dan perempuan dalam 
pembangunan hendaknya dikaji secara komprehensif sehingga dapat diperoleh 
pemahaman yang memadai. Berbagai persoalan yang berkaitan dengan isu sosial; 
HAM, hukum, politik, pendidikan, agama, kesehatan, lingkungan, kemiskinan dan 
ekonomi, media massa, dan mekanisme kelembagaan dikupas untuk memperoleh 
kejelasan. Buku ini merupakan sebuah pandangan makro terhadap pemikiran yang 
berperspektif gender. 
  Keluarga Sakinah dalam Aisyiyah: Dikursus Jender di Organisasi Perempuan 
Muhammadiyah64, ditulis oleh Ismah Salman. Karya yang awalnya disertasi di UIN 
                                                        
61 Buku ini dicetak pertama kali Mei 1999 oleh Penerbit Mizan Bandung. 
62 Buku ini ditulis oleh tim penulis yang terdiri dari Siti Musda Mulia, Marzani Anwar, 
Badriyah Fayumi, Anik Farida, Nefisra Viviani, dan Mursyidah Thahir dan dieditori oleh Siti 
Musda Mulia. Buku ini diterbitkan oleh Lembaga Kajian Agama dan Jender yang telah dicetak 
sebanyak dua kali pada Juni 2003. 
63 Buku ini diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Malang Press yang dicetak 
pertama kali pada Maret 2003. Buku ini diberi Prakata oleh Prof. Dr. H. Ahmad Syafii Ma ’arif 
64 Buku ini diterbitkan oleh Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah, 
yang dicetak pertama kali pada Juni 2005. Buku ini diberi Kata Pengantar oleh dua tokoh 
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Syarif Hidayatullah Jakarta ini berasal dari pengkajian mendalam tentang perempuan 
dan keluarga sakinah dengan mengambil sampel penelitian di beberapa kawasan yang 
menjadi basis organisasi perempuan Islam ‘Aisyiyah (Ortom Muhammadiyah), yaitu: 
Yogyakarta, Jakarta, Padang dan Ujung Pandang (Makassar). Secara umum, buku ini 
berisi implementasi pemahaman tentang perempuan dalam ‘Aisyiyah yang 
menguraikan kedudukan, ruang gerak, hak-hak dan peran mereka sebagai Pembina 
keluarga serta dalam pengembangan masyarakat. Juga dikaitkan dengan persepsi 
tentang gender yang dalam dua dasawarsa terakhir ramai dibicarakan. Buku ini juga 
membahas tentang strategi pembinaan keluarga sakinah yang meliputi pembinaan 
keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial. Di bagian akhir buku ini 
diuraikan upaya sosialisasi keluarga sakinah, yang di antaranya melalui dakwah pada 
lembaga pendidikan dan instansi pemerintah, dakwah bagi remaja dan lain-lain. 
Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia65, tulis oleh Elfi Muawanah. Buku ini 
lahir sebagai bentuk partisipasi penulis dalam memberikan pandangan tentang 
kesetaraan gender dan HAM. Buku ini dimaksudkan sebagai buku ajar (text. book) 
dalam mata kuliah Gender-HAM sehingga struktur tulisan buku ini adalah diawali 
dengan tujuan pokok pembahasan, konsep pokok yang harus dipahami dalam satu 
pokok bahasan atau kata kunci, dan diakhiri dengan latihan pertanyaan untuk 
mengikat pemahaman terhadap satu pokok bahan. 
Gender dan Pengaruh-utamaannya di Indonesia66, adalah arya Riant Nugroho. Bagi 
penulisnya, buku ini merupakan rapor baginya dalam belajar tentang gender, 
kesetaraan gender dan bagaimana manusia harus mengarus-utamakannya dalam 
pembangunan di Indonesia. Buku ini terdiri dari tujuh topik pembahasan yakni 
gender, perempuan dalam perspektif sejarah, feminisme dan gender, gerakan 
perempuan di Indonesia, gender di Indonesia, gender sebagai agenda dan strategi 
untuk Indonesia.   
Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kian Pesantren67, adalah karya KH. 
Husein Muhammad. Buku ini merupakan kumpulan tulisan yang diproduksi oleh 
Kiyai Husein dalam kurun waktu beberapa tahun dan beberapa di antaranya sudah 
dipublikasikan dalam bentuk makalah di berbagai seminar di mana Kiyai Husein 
menjadi kontributornya. Buku ini isinya dikelompokkan menjadi empat bagian besar 
oleh penyuntingnya yang terdiri dari; Pertama, penjelasan tentang gagasan Kiyai 
Husein tentang salah satu akar permasalahan yang membuat perempuan menderita 
segala bentuk ketimpangan gender dalam masyarakat Islam, khususnya Indonesia; 
Kedua, penjelasan tentang jihad perempuan sebagai bentuk perlawanan Kiyai Husein 
terhadap kesulitan-kesulitan yang dihadapinya karena penafsiran konservatif yang 
                                                        
nasional yakni Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif dengan tema “Perempuan, Aisyiyah, dan Proses 
Politik Demokratik”; dan Prof. Dr. Azyumardi Azra dalam tema “Sebuah Pengantar” 
65 Buku ini diterbitkan oleh Teras Yogyakarta dan dicetak pertama kali pada Agustus 2009 
66 Buku ini diterbitkan oleh Pustaka Pelajar Yogyakarta dan dicetak pertama kali pada 
November 2008 dan buku yang menjadi rujukan dalam penulisan disertasi ini merupakan 
cetakan kedua Mei 2011 
67 Buku ini diterbitkan oleh LKiS Yogyakarta yang bekerja sama dengan Fahmina Institute, 
sebuah lembaga LSM Perempuan yang didirikan oleh Kiyai Husein sendiri. Buku ini dicetak 
pertama kali pada Agustus 2004. 
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tidak adil terhadap perempuan; Ketiga, penjelasan tentang berbagai masalah yang 
dihadapi perempuan di ruangan yang lebih privat, misalnya ‘fitnah’ perempuan, jilbab, 
aborsi dan problematika remaja; Keempat, menunjukkan upaya refleksi yang 
dilakukan Kiyai Husein sebagai aktivis gerakan feminisme. 
Perspektif Pendidikan Islam terhadap Gender, Equality karya Muhammad Rusydi 
Rasyid68. Buku ini berusaha meneropong gender dari perspektif pendidikan Islam 
dengan persoalan utama bagaimana memberi interpretasi gender dalam perspektif 
pendidikan Islam. Beberapa teori sosial dikemukakan untuk mengungkapkan 
argumen teoritis tentang gender dengan tidak diadopsi begitu saja, tetapi beberapa 
teori diberi Counter attack, bahkan diberikan solusi dengan menunjukkan teori dan 
prinsip Qur’ani dalam mewujudkan kesetaraan dalam keragaman yang harmonis 
antara laki-laki dan perempuan. Gender dalam perspektif pendidikan Islam berusaha 
menjadikan manusia sebagai peserta didik atau pelaku pendidikan yang memiliki 
keinginan untuk maju.  
Selain buku-buku yang telah disebutkan di atas, masih banyak buku-buku gender 
lain yang  tidak dimasukkan dalam kajian pustaka ini. Referensi yang banyak itu tidak 
menafikan akan pentingnya penelitian ini, karena dari sekian banyak referensi tentang 
gender belum ada satu pun yang membahas tentang relasi gender dan kekuasaan 
dalam penerapannya pada sistem pendidikan Islam. Buku-buku tersebut penulis 
jadikan sebagai referensi untuk melahirkan sebuah pemikiran baru tentang relasi 
gender dan kekuasaan dalam sistem pendidikan Islam. 
2. Kajian-Kajian tentang Pendidikan Islam dan Kekuasaan 
Berkenaan dengan literatur pendidikan Islam, dalam penelaahan penulis sudah 
cukup banyak, baik pendidikan Islam murni maupun pendidikan Islam yang 
dihubungkan dengan kekuasaan. Literatur yang murni pendidikan Islam seperti Ilmu 
Pendidikan Islam karya Zakiah Daradjat dkk69. dan Ramayulis70. Kedua buku ini hampir 
memiliki materi yang sama dengan perbedaan jumlah bab dan komposisi penulis, 
yakni karya Zakiah Daradjat merupakan karya tim, sedangkan karya Ramayulis karya 
individu. Karya Zakiah Daradjat dkk. terdiri dari delapan bab yang meliputi 
pembahasan pendahuluan, landasan pendidikan Islam, pengertian pendidikan Islam, 
tujuan pendidikan Islam, tanggung jawab pendidikan dalam Islam, kemungkinan dan 
keterbatasan pendidikan, lingkungan pendidikan dan ditutup dengan implikasi. 
Sedangkan karya Ramayulis terdiri dari enam belas bab yang meliputi  pembahasan 
pengertian pendidikan, dasar pendidikan Islam, tujuan pendidikan Islam, Pendidikan 
Islam, peserta didik, kurikulum pendidikan Islam dan seterusnya.  
Filsafat Pendidikan Islam adalah karya M. Arifin, Samsul Nizar, Al-Rasyidin dan 
Samsul Nizar  dan Ahmad Tafsir. Dari sisi materi atau isi buku, keempat buku 
                                                        
68 Buku ini pertama kali diterbitkan di Yogyakarta pada tahun 2009 oleh Penerbit Kota 
Kembang. 
69 Buku ini telah dicetak sebanyak tujuh kali dan buku yang dijadikan referensi dalam 
penulisan disertasi ini merupakan cetakan ketujuh April 2008 yang diterbitkan Bumi Aksara di 
Jakarta. Penulis tidak menemukan data kapan buku ini pertama kali dicetak 
70 Buku karya Ramayulis untuk sudah mengalami dua kali cetak, yang pertama kali pada 
Juni 1994 dan kedua pada Juni 1998, diterbitkan oleh Kalam Mulia Jakarta. 
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tersebut memiliki keserupaan isi dengan jumlah bab yang berbeda. Karya M. Arifin 
diberi judul Filsafat Pendidikan Islam71. sebagai buku pertama yang berkaitan dengan 
filsafat pendidikan Islam sebagai bentuk tuntunan kebutuhan dalam melengkapi 
bahan-bahan studi ilmiah tentang filsafat pendidikan Islam. Juga kebutuhan untuk 
lebih mengembangkan ilmu pengetahuan tentang Kependidikan Islam yang dirasa 
masih kurang di kalangan umat Islam Indonesia. Buku ini terdiri dari enam belas bab 
mulai pembahasan tentang mempelajari filsafat pendidikan Islam hingga penutup, 
yang menurut penulisnya belum sempurna dan belum merupakan kebulatan sebagai 
ilmu yang dicita-citakan.    
Buku Samsul Nizar diberi judul lengkap Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan 
Historis, Teoritis dan Praktis72, yang merupakan judul yang sama dengan buku yang ia 
tulis bersama Al-Rasyidin. Kedua buku tersebut memiliki materi yang sama, hanya 
buku yang bersama Al-Rasyidin adalah buku edisi revisi. Buku ini terdiri dari delapan 
bab yang dimulai dengan pembahasan tentang kedudukan manusia dalam alam 
semesta menurut filsafat pendidikan Islam, selanjutnya hakikat dan tujuan pendidikan 
Islam, paradigma pendidik dan peserta didik, hakikat kurikulum menurut filsafat 
pendidikan Islam, hakikat metode menurut filsafat pendidikan Islam, hakikat evaluasi 
menurut filsafat pendidikan Islam, pemikiran intelektual muslim tentang pendidikan 
Islam dan ditutup dengan tinjauan filosofis tentang learning society. 
 Karya Ahmad Tafsir dari filsafat pendidikan adalah Filsafat Pendidikan Islam: 
Integrasi Jasmani, Rohani dan Kalbu Memanusiakan Manusia73. Buku ini bersumber dari 
materi-materi kuliah, baik S1 maupun S2 yang ia sampaikan dalam mata kuliah Filsafat 
{Pendidikan dan Filsafat Pendidikan Islam. Buku ini berisi pemikiran Ahmad Tafsir 
tentang beberapa hal mengenai pendidikan yang dituntun oleh ajaran Islam, meskipun 
buku ini tidak ditulis secara sistematik menurut struktur Filsafat Pendidikan. Buku ini 
terdiri dari sepuluh bab dari bab pendahuluan hingga bab pengembangan pendidikan.        
Ideologi-Ideologi Pendidikan74, adalah karya William F. O’Neill. Buku ini terdiri dari 
empat bagian utama, yang diawali oleh sebuah diagnosis ideologi pendidikan, yang 
diangkat dari model konseptual enam ideologi pendidikan yang paling mendasar. Di 
sini juga dibicarakan tentang hubungan antara filosofi dengan pendidikan, rumusan 
istilah-istilah kunci, dan ikhtisar tentang seluruh ideologi pendidikan yang 
bersendikan konservatisme: fundamentalisme, pendidikan, intelektualisme 
                                                        
71 Buku ini diterbitkan oleh PT. Bumi Aksara dan dicetak oleh Remaja Rosdakarya yang 
telah memasuki cetakan keenam September 2000. Penulis tidak memiliki informasi dan data 
kapan buku ini pertama kali diterbitkan. 
72 Kedua buku yang ditulis oleh Samsul Nizar dan Al-Rasyidin diterbitkan oleh Ciputat 
Press Jakarta. Buku yang ditulis sendiri oleh Samsul Nizar pertama kali terbit pada Juli 2002, 
sedangkan edisi revisinya bersama Al-Rasyidin terbit untuk cetakan kedua pada Oktober 2005. 
Penulis tidak memiliki informasi dan data kapan pertama kali terbit untuk edisi revisinya. 
73 Sesuai dengan rujukan dalam penulisan disertasi ini, buku ini telah dicetak sebanyak 
tiga kali pada November 2008 yang diterbitkan oleh PT. Remaja Rosdakarya Bandung. 
74 Buku ini merupakan terjemahan dari buku asli yang berjudul Educational Ideologies: 
Contemporary Expressions of Educational Philosophies, yang dialih bahasakan oleh Omi Intan Naomi. 
Buku ini diterbitkan oleh Pustaka Pelajar Yogyakarta dan dicetak pertama kali pada tahun 2001 
dan rujukan dalam desertasi ini merupaka cetakan kedua 2008. 
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pendidikan dan konservatisme pendidikan menjadi kajian bagian kedua. Bagian ketiga 
berisikan paparan yang serupa tentang tiga ideologi berwarna liberal; liberalisme 
pendidikan, liberasionisme pendidikan dan anarkisme pendidikan. Bagian keempat 
memuat rangkuman dalam bentuk garis besar, perbandingan keenam ideologi yang 
telah dibahas sebelumnya dalam kaitannya dengan persoalan-persoalan pendidikan 
tertentu.  
Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik 
Penyelenggaran Pendidikan adalah karya M. Sirozi. Buku ini merupakan karya pertama 
dalam bidang pendidikan yang mengkaji tentang politik pendidikan, sebuah kajian 
tentang relasi antara proses munculnya berbagai tujuan pendidikan dengan cara-cara 
pencapaiannya. Kajiannya dalam buku ini lebih terfokus pada kekuatan yang 
menggerakkan perangkat pencapaian tujuan pendidikan dan bagaimana serta ke mana 
perangkat tersebut diarahkan. Kajian politik pendidikan terkonsentrasi pada peranan 
negara dalam bidang pendidikan, sehingga dapat menjelaskan pola, kebijakan dan 
proses pendidikan serta berbagai asumsi, maksud dan outcome dari berbagai strategi 
perubahan pendidikan dalam suatu masyarakat secara lebih baik.  
Selain buku-buku yang telah disebutkan di atas, masih banyak buku-buku 
pendidikan Islam lain yang penulis miliki tidak dimasukkan dalam kajian pustaka ini. 
Referensi yang banyak itu tidak menafikan akan pentingnya penelitian ini, namu dari 
sekian banyak referensi tentang pendidikan Islam belum ada satu pun yang membahas 
tentang relasi gender dan kekuasaan dalam penerapannya pada sistem pendidikan 
Islam. Buku-buku tersebut penulis jadikan sebagai referensi untuk melahirkan sebuah 
pemikiran baru tentang relasi gender dan kekuasaan dalam sistem pendidikan Islam. 
A.  Kajian tentang Teori Gender 
Pendidikan dan politik [baca; kekuasaan] adalah dua elemen penting dalam 
sistem sosial politik di setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. 
Lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk 
perilaku politik masyarakat di negara tersebut. Demikian sebaliknya, lembaga-lembaga 
dan proses politik di suatu negara membawa dampak besar pada karakteristik 
pendidikan di negara tersebut. Ada hubungan erat dan dinamis antara pendidikan dan 
politik di setiap negara, sebagai realitas empiris yang telah terjadi sejak awal 
perkembangan peradaban manusia dan menjadi perhatian para ilmuwan75. 
Dalam konteks dunia Islam, keterkaitan antara pendidikan dan politik terlihat 
jelas. Sejarah peradaban Islam banyak ditandai oleh kesungguhan para ulama dan 
umara dalam memperhatikan persoalan pendidikan dalam upaya memperkuat posisi 
sosial politik kelompok dan pengikutnya. Dalam analisisnya tentang pendidikan pada 
masa Islam klasik, Rasyid –sebagaimana dikutip M. Sirozi-- menyimpulkan bahwa 
dalam sejarah perkembangan Islam, institusi politik ikut mewarnai corak pendidikan 
yang dikembangkan. Keterlibatan para penguasa dalam kegiatan pendidikan pada 
waktu itu, menurut Rasyid, tidak hanya sebatas dukungan moral kepada para peserta 
didik, melainkan juga dalam bidang administrasi, keuangan dan kurikulum76.  
                                                        
75 M. Sirozi, Politik Pendidikan…., h. 1. 
76 M. Sirozi, Politik Pendidikan…., h. 2. 
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Menurut Rasyid tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga pendidikan merupakan 
salah satu konstalasi politik. Peranan yang dimainkan oleh masjid-masjid dan 
madrasah-madrasah dalam mengokohkan kekuasaan politik para penguasa dapat 
dilihat dalam sejarah. Di lain pihak, ketergantungan kepada uluran tangan para 
penguasa secara ekonomis, membuat lembaga-lembaga tersebut harus sejalan dengan 
nuansa politik yang berlaku77. 
Di antara lembaga pendidikan Islam yang menjadi corong pesan-pesan politik, 
menurut Rasyid adalah Madrasah Nizhamiyah di Baghdad. Dia menyimpulkan dari 
analisis terhadap kasus Madrasah Nizhamiyah sebagai berikut: Kedudukan politik di 
dalam Islam sama pentingnya dengan pendidikan. Tanpa otoritas politik, syariat Islam 
sulit bahkan mustahil untuk ditegakkan. Kekuasaan adalah sarana untuk 
mempertahankan syiar Islam. pendidikan bergerak dalam usaha menyadarkan umat 
untuk menjalankan syariat. Umat tidak akan mengerti syariat tanpa pendidikan. Bila 
politik (kekuasaan) berfungsi mengayomi dari atas, maka pendidikan melakukan 
pembenahan lewat arus bawah78. 
Kutipan di atas menegaskan bahwa hubungan antara politik dan pendidikan di 
dalam Islam tampak demikian erat. Perkembangan kegiatan-kegiatan kependidikan 
banyak dipengaruhi oleh para penguasa karena memerlukan dukungan institusi-
institusi pendidikan untuk membenarkan dan mempertahankan kekuasaan mereka79. 
Menurut Roger Dale –sebagaimana dikutip M. Sirozi--, kontrol negara terhadap 
pendidikan umumnya dilakukan melalui empat cara; Pertama, sistem pendidikan 
diatur secara legal; Kedua, sistem pendidikan dijalankan sebagai birokrasi, 
menekankan ketaatan pada aturan dan objektivitas; Ketiga, penerapan wajib 
pendidikan (compulsory education); Keempat, reproduksi politik dan ekonomi yang 
berlangsung di sekolah berlangsung dalam konteks politik tertentu. Roger Dale 
menambahkan bahwa perangkat negara dalam bidang pendidikan, seperti sekolah dan 
administrasi pendidikan memiliki efek tersendiri terhadap pola, proses dan praktik 
pendidikan80. 
Roger Dale mencatat setidaknya ada tiga problem pokok yang selalu ada dalam 
agenda sistem pendidikan, yaitu; (1) dukungan langsung terhadap proses akumulasi 
kapital; (2) memberikan konteks sosial lebih luas yang tidak saling bertentangan 
dengan akumulasi kapital yang berlangsung terus menerus; dan (3) legitimasi kegiatan 
negara dan sistem pendidikan81. 
Krisis yang dihadapi oleh negara secara langsung dan vital mempengaruhi Sistem 
pendidikan karena Sistem pendidikan: 1] menyediakan tenaga kerja terlatih dan 
menghasilkan pengetahuan teknis untuk sistem ekonomi; 2]  mekanisme yang 
nyaman, yang dapat digunakan oleh negara untuk mendemonstrasikan kontrol 
rasional terhadap kejadian-kejadian ekonomi melalui perencanaan tenaga kerja dan 
                                                        
77 M. Sirozi, Politik Pendidikan…., h. 3. 
78 M. Sirozi, Politik Pendidikan…., h. 3. 
79 M. Sirozi, Politik Pendidikan…., h. 3. 
80 M. Sirozi, Politik Pendidikan…., h. 63-64 
81 M. Sirozi, Politik Pendidikan…., h. 63-64. 
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rasio pengeluaran pribadi dan publik; 3] agensi penting sosialisasi dalam rangka 
melegitimasi tatanan ekonomi dan politik; dan 4] krusial dalam pengembangan 
motivasi dan komitmen di kalangan generasi muda82. 
Kontrol negara terhadap pendidikan membawa implikasi terhadap kinerja dan 
performa suatu sistem pendidikan. Analisis terhadap berbagai persoalan kenegaraan 
akan berimplikasi terhadap pendidikan. Menurut pengamatan Roger Dale, ada tiga 
implikasi utama analisis tentang negara terhadap pendidikan, yakni: 
1. Sistem pendidikan tidak bisa diharapkan tetap kebal terhadap politisasi yang 
terus meningkat dalam berbagai wilayah kehidupan yang terjadi melalui 
intervensi negara yang lebih besar…. Tempat duduk dan rentang kontrol 
terhadap pendidikan juga dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang terjadi 
pada negara. 
2. Sebagaimana perangkat lainnya, sistem pendidikan dapat mencegah timbulnya 
masalah dengan menyajikan nilai;….pendidikan dapat terus memenuhi janji-
janji yang secara implisit maupun eksplisit diberikannya kepada publik, dan 
untuk melayani harapan-harapan yang diberikannya. 
3. Sistem pendidikan diharapkan memberi kontribusi bagi pemenuhan kebutuhan-
kebutuhan legitimasi, politik dan ekonomi negara, dan pada setiap jenjang 
pendidikan, sebagaimana juga di dalam negara secara keseluruhan, tidak akan 
ada solusi terus menerus bagi problematik tersebut83. 
Memperkuat beberapa teori di atas, Michael Foucalt mengetengahkan teori 
“relasi kekuasaan”, yang menyatakan bahwa kekuasaan telah terdifusi merata serta 
memiliki permeabilitas yang mengkarakter seluruh sendi kehidupan publik dan 
bahkan mampu meregulasi serta mengontrol kehidupan privat individu-individu. 
Dalam realitasnya, dominasi kekuasaan dengan menggunakan sudut pandang yang 
mengidentifikasi kekuasaan sebagai sesuatu yang represif, melalui paksaan, kekerasan 
fisik, obstruksi atau tekanan, kewajiban atau pelarangan. Menurut Foucault, produksi 
dan reproduksi kekuasaan tidak bisa didasarkan pada hubungan kepemilikan, atau hak 










                                                        
82 M. Sirozi, Politik Pendidikan…., h. 65 
83 M. Sirozi, Politik Pendidikan...,  h. 70-71 
84 Lihat Michael Foucalt dalam George Ritzer, The Postmodern Social Theory, terj. 
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Alur pikir di atas dapat dijelaskan bahwa landasan yuridis yang terdiri dari 
beberapa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah merupakan produk kekuasaan 
simbol negara yang mengatur tentang pendidikan termasuk pendidikan Islam. 
Selanjutnya landasan normatif yang terdiri dari Al-Quran, hadis dan ijtihad 
merupakan sumber legalitas akan urgensi dan signifikansi pendidikan Islam. Disertasi 
ini ingin menguji apakah terjadi kesetaraan dan keadilan gender atau tidak dalam 
hubungan gender dan kekuasaan dalam sistem pendidikan Islam. Apakah sistem 
pendidikan Islam yang dibangun oleh kekuasaaan (baca; politik) menganut 






BAB II  
WACANA KESETARAAN GENDER, KEKUASAAN DAN 
SISTEM PENDIDIKAN 
 
A. Wacana Kesetaraan Gender 
Kata gender –ada juga yang menggunakan kata jender dengan merujuk pada 
pelafalannya- berasal dari bahasa Inggris, gender, berarti “jenis kelamin”. Dalam 
Webster’s New World Dictionary, gender diartikan sebagai “perbedaan yang tampak 
antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku85. 
Di dalam Women’s Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu 
konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (distinction) dalam hal peran, 
perilaku, mental, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang 
berkembang dalam masyarakat86. 
Istilah gender jika ditinjau dalam perspektif terminologi merupakan kata serapan 
yang diambil dari bahasa Inggris87. Kata gender ini jika dilihat posisinya dari segi 
struktur bahasa (gramatikal) adalah bentuk nomina (noun) yang menunjuk kepada arti 
jenis kelamin, sex88, atau disebut dengan al-jins dalam bahasa Arab.89 Sehingga jika 
seseorang menyebut atau bertanya tentang gender, maka yang dimaksud adalah jenis 
kelamin dalam konteks pendekatan bahasa. Term ini masih terbilang kosa kata baru 
yang masuk ke dalam khazanah perbendaharaan kata bahasa Indonesia. Istilah ini 
menjadi sangat lazim digunakan dalam beberapa dekade terakhir. 
Pengertian gender secara terminologi cukup banyak dikemukakan oleh para 
feminin dan pemerhati perempuan. Hilary M. Lips dalam bukunya yang terkenal Sex 
& Gender: An Introduction, mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap 
laki-laki dan perempuan (cultural expectations for women and men)90. Pendapat ini sejalan 
                                                        
85 The apparent disparity between man and  women in values and behaviour. Lihat Victoria  Neufeldt 
(ed.), Webster’s  New world Dictionary,  (New York:  Websters New world Clevenland, 1984), h. 
561. 
86 Helen Tierney (ed.),  Woman’s Studies Encyclopedia,  Vol. I, (New York: Green Wood 
Press), h. 153 
87 Mengingat istilah gender masih sangat baru dipergunakan dalam blantika 
perbendaharaan kata di Indonesia, maka istilah tersebut tidak dijumpai dalam kamus-kamus 
bahasa Indonesia. namun, istilah ini terus melakukan proses asimilasi dengan bahasa Indonesia. 
Pengaruh kuat dari sosialisasi dalam masyarakat maka kata tersebut tidak lagi ditulus dengan 
huruf italic karena sudah seakan-akan dianggap bagian dari bahasa Indonesia, demikian juga 
dalam penulisan sebagian telah menggunakan kata gender menjadi jender 
88 Peter Salim, Advance English-Indonesia Dictionary, edisi ketiga (Jakarta: Modern English 
Press, 1991), h. 384 
89Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic (Cet. III; London: McDonald & Evans 
Ltd, 1980), h. 141. Lihat pula Munir Ba’albakiy, al-Maurid: Qamus Injiliziy Arabiy (Beirut: Dar al-
‘Ilm li al-Malayin, 1985), h. 383.  
90 Hilary  M. Lips, Sex & Gender: An Introduction,  h. 4. 
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dengan pendapat kaum feminisme pada umumnya seperti Linda L. Lindsey, yang 
menganggap semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-
laki dan perempuan adalah termasuk bidang kajian gender (What a given  society  defines  
as  masculine  or feminine is a component of gender)91. 
H.T. Wilson dalam Sex dan Gender mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk 
menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan 
kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan92. 
Elaine Showalter mengartikan gender lebih dari sekedar perbedaan laki-laki dan 
perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya. Ia menekankannya sebagai konsep 
analisis (an analytic concept) yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu93. 
Julia Cleves Musse dalam bukunya Half the World, Half a Chance mendefinisikan 
gender sebagai sebuah peringkat peran yang bisa diibaratkan dengan kostum dan 
topeng pada sebuah acara pertunjukan agar orang lain bisa mengidentifikasi bahwa 
dia adalah feminin atau maskulin94. Suke Silverius memberi pengertian tentang gender 
sebagai pola relasi hubungan antara laki-laki dan wanita yang dipakai untuk 
menunjukkan perangkat sosial dalam rangka validitas dan pelestarian himpunan 
hubungan-hubungan dalam tatanan sosial95. 
Ivan Illich96 mendefinisikan gender dengan pembeda-pembeda tempat, waktu, 
alat-alat, tugas-tugas, bentuk pembicaraan, tingkah laku dan persepsi yang dikaitkan 
dengan perempuan dalam budaya sosial97. Meskipun kata gender belum masuk dalam 
perbendaharaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah tersebut sudah lazim digunakan, 
khususnya di kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dengan ejaan “gender”. 
Gender diartikannya sebagai “interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan 
                                                        
91 Linda L. Lindsey,  Gender Roles: A  Sociological Perspective, (New Jersey: Prentice Hall), 
1990), h. 2. 
92 Gender is a basis for defining the different contributions that man and  woman make  to culture and 
collective life by dint of which they are as man and woman”.  Lihat H.T Wilson, Sex and Gender, Making 
Culture Sense of Civilization,  (Leidan, New York, Kobenhavn, Koln: E.J. Brill), 1989, h. 2. 
93 Lihat Elaine Showalter (ed), Speaking of Gender, (New York & London: Routledge, 
1989),  h. 3. 
94 Lihat Julia Cleves Mosses, Half the World, Half a Chance: An Introduction to Gender and 
Development, terjemahan Hartian Silawati dengan judul Gender dan Pembangunan (Cet. I; 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 3. 
95 Lihat Suke Silberius, Gender dalam Budaya Dehumanisasi dari Proses Humanisasi, Kajian 
Dikbud, No. 013, Tahun IV, Juni 1998, http://.www.gender.or.id. 
96 Illich dianggap sebagai orang yang pertama menggunakan istilah gender dalam analisis 
ilmiahnya untuk membedakan segala sesuatu di dalam masyarakat yang tidak hanya terbatas 
pada penggunaan jenis kelamin semata. Lihat Siti Ruhaini Dzuhayatin, “Gender dalam 
Perspektif Islam: Studi terhadap Hal-Hal yang Menguatkan dan Melemahkan Gender dalam 
Islam” dalam Mansour Fakih et.al, Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam (Cet. 
I: Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 23. 
97 Ivan Illich, Gender, diterjemahkan oleh Omi Intan Naomi dengan judul Gender (Cet. I; 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 3 
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kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Gender biasanya dipergunakan untuk 
menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan98. 
Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa gender adalah suatu 
konsep yang digunakan untuk mengidentifikasikan perbedaan laki-laki dan 
perempuan dilihat dari segi sosial budaya. Gender dalam arti ini mendefinisikan laki-
laki dan perempuan dari sudut non-biologis. Dengan kata lain, gender adalah sebuah 
konsep yang dijadikan sebagai tolok ukur dalam mengidentifikasi peran laki-laki dan 
perempuan yang didasarkan pada pengaruh sosial budaya masyarakat (social 
construction) dengan tidak melihat jenis biologis secara equality dan tidak menjadikannya 
sebagai alat pendiskriminasian salah satu pihak karena pertimbangannya yang bersifat 
biologis. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional 
atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri dan 
sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki 
yang emosional, lemah lembut dan keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, 
rasional dan perkasa.  
Dengan kata lain, konsep gender, menurut feminisme, bukanlah suatu sifat yang 
kodrati atau alami, tetapi suatu konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi, 
sifat, posisi, akses, kontrol, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan 
yang merupakan hasil konstruksi sosial dan kultural yang telah berproses sepanjang 
sejarah manusia. Wacana gender dalam realitas sosial dipengaruhi oleh budaya, agama, 
sosial, politik, ekonomis, hukum dan pendidikan, dan dapat berubah sesuai dengan 
perkembangan zaman. Di sini, ajaran agama diletakkan dalam posisi sebagai salah satu 
pembangun konstruksi sosial dan kultural tersebut. Melalui proses panjang, konsep 
gender tersebut akhirnya dianggap sebagai ketentuan Tuhan. Maksudnya, seolah-olah 
bersifat biologis dan kodrati yang tak bisa diubah-ubah lagi99. 
Gender dalam arti feminin dan maskulin dalam bidang sosial politik, ekonomi, 
dan budaya tidak dibedakan dalam hal penilaian, keutamaan maupun penghargaan. 
Bahkan dalam bidang agama (Islam) pun gender dalam arti yang dimaksud di atas 
tidak dibedakan, yang membedakan seseorang hanyalah tingkat ketakwaan kepada 
Allah. Jadi gender yang dimaksud di sini adalah pembedaan jenis kelamin secara sosial, 
bukan ditinjau dari persoalan seks. 
Berdasarkan penjelasan di atas, maka gender memiliki dua pengertian. Pertama, 
diartikan sebagai “seks100 atau jenis kelamin” yang pada akhirnya mengenal “jenis 
                                                        
98 Kantor Menteri Negara Urusan peranan Wanita,  Buku III: Pengantar Teknik Analisa 
Gender, 1992, h. 3. 
99 Mansour Fakih, Menggeser Konsepsi Gender danTransformasi Sosial (Yogyakarta:  Pustaka 
Pelajar, 1996), h. 11-12 
100 Seks : alami, bersifat biologis, Tidak bisa berubah, tidak bisa dipertukarkan, berlaku 
sepanjang masa, berlaku di mana saja, berlaku bagi kelas dan warna kulit apa saja, dan 
merupakan kodrat atau ketentuan Tuhan. Gender : Bersifat sosial budaya, Bisa berubah, bisa 
dipertukarkan, tergantung musim, bergantung budaya masing-masing, berbeda antara satu kelas 
dan kelas lain, dan bukan kodrat Tuhan, tapi buatan masyarakat. Lihat Bashin Kamla, Menggugat 
Patriarkhi Pengantar tentang Persoalan Dominasi terhadap Kaum Perempuan. (Cet. I;  Jogjakarta: 
Kalyanamitra, 1996), h. 20 
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kelamin secara kodrati. Kedua, diartikan sebagai “jenis kelamin” secara kultural atau 
psikologis. Pengertian kedua inilah yang dimaksudkan dengan gender. Jadi gender 
merupakan sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi 
sosial budaya. 
Dalam studi gender dikenal beberapa teori yang cukup berpengaruh dalam 
menjelaskan latar belakang perbedaan dan persamaan peran gender laki-laki, antara 
lain sebagai berikut: 
1. Teori Psikoanalisis/Identifikasi 
Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Sigmund Freud (1856-1939). Teori ini 
mengungkapkan bahwa perilaku dan kepribadian laki-laki dan perempuan sejak awal 
ditentukan oleh perkembangan seksualitas. Freud menjelaskan kepribadian seseorang 
tersusun di atas tiga struktur, yaitu id, ego, dan superego. Tingkah laku seseorang menurut 
Freud ditentukan oleh interaksi ketiga struktur itu. 
Pertama, id, sebagai pembawaan sifat-sifat biologis seseorang sejak lahir, 
termasuk nafsu seksual dan insting yang cenderung selalu agresif. Id bagaikan sumber 
energi memberikan kekuatan terhadap kedua struktur berikutnya. Id bekerja di luar 
sistem rasional dan senantiasa memberikan dorongan untuk mencari kesenangan dan 
kepuasan biologis. Kedua, ego, bekerja dalam lingkup nasional dan berupaya 
menjinakkan keinginan agresif dari id. Ego berusaha mengatur hubungan antara 
keinginan subjektif individual dan tuntunan objektif realitas sosial. Ego membantu 
seseorang keluar dari berbagai problem subyektif individual dan memelihara agar 
bertahan hidup dalam dunia realitas. Ketiga, super ego, berfungsi sebagai aspek moral 
dalam kepribadian, berupaya mewujudkan kesempurnaan hidup, lebih dari sekedar 
mencari kesenangan dan kepuasan. Super ego juga selalu mengingatkan ego agar 
senantiasa menjalankan fungsinya mengontrol id101. 
Individu yang normal, menurut Freud, ialah ketiga struktur tersebut bekerja 
secara proporsional. Kalau satu diantaranya lebih dominan maka pribadi yang 
bersangkutan akan mengalami masalah. Jika struktur id lebih menonjol maka diri yang 
bersangkutan akan mengalami masalah. Jika struktur id lebih menonjol maka yang 
bersangkutan cenderung hedonistik. Sebaliknya, jika super ego lebih menonjol maka 
yang bersangkutan sulit mengalami perkembangan, karena selalu dibayangi rasa takut 
dan lebih banyak berhadapan dengan dirinya sendiri.  
Perkembangan kepribadian seseorang terpengaruh oleh satu di antara apa yang 
disebut Freud dengan “lima tahapan psikoseksual”. Pada setiap tingkat terdapat 
kepuasan seksual, yang oleh Freud dianggap sebagai kepuasan insting seksual, 
dihubungkan dengan anggota badan tertentu. 
Kedua lingkaran psikoseksual itu ialah seperti berikut. Pertama, tahap 
kesenangan di mulut (oral stage), terjadi sepanjang tahun pertama seorang bayi. 
Kesenangan seorang bayi ialah mengisap susu melalui mulut. Kedua, tahap 
kesenangan berada di dubur (anal stage), yaitu tahun kedua seorang bayi, memperoleh 
kesenangan di sekitar dubur, yaitu ketika sang bayi mengeluarkan kotoran. Ketiga, 
tahap seorang anak memperoleh kesenangan pada saat mulai mengidentifikasi alat 
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kelaminnya (phallic stage), yaitu seorang anak memperoleh kesenangan erotis dari penis 
bagi anak laki-laki dan klitoris bagi anak perempuan. Keempat, tahap remaja (talency 
stage), yaitu kelanjutan dari tingkat sebelumnya, ketika kecenderungan erotis ditekan 
sampai menjelang masa pubertas. Kelima, tahap puncak kesenangan terletak pada 
daerah kemaluan (genital stage), yaitu saat kematangan seksualitas seseorang102. 
Menurut Freud sejak tahap phallic, yaitu anak usia antara 3 dan 6 tahun 
perkembangan kepribadian anak laki-laki dan anak perempuan mulai berbeda. 
Perbedaan ini melahirkan perbedaan formasi sosial berdasarkan identitas gender, 
yakni bersifat laki-laki dan perempuan. 
Dalam masa ini seorang anak mengenali perbedaan anatomi tubuhnya terutama 
di daerah kemaluan, karena pada masa ini seorang anak laki-laki dan perempuan akan 
merasakan kenikmatan ketika mempermainkan kelaminnya. Sejak masa inilah anak 
perempuan mulai menyadari bahwa dalam dirinya ada sesuatu yang kurang dibanding 
laki-laki. Menurut Freud, kenyataan bahwa seorang anak laki-laki mempunyai alat 
kelamin menonjol yang tidak dimiliki oleh perempuan, menimbulkan masalah 
kecemburuan alat kelamin yang mempunyai implikasi lebih jauh; anak laki-laki merasa 
superior dan anak perempuan merasa inferior103. 
Pola hubungan ayah dan ibu yang sehari-hari disaksikan oleh seorang anak 
semakin memperkuat kesan itu. Ibu dimata seorang anak adalah inferior karena ia 
tidak mempunyai penis, sementara bapaknya dianggap hebat karena mempunyai 
penis. Anak laki-laki mengidentifikasikan diri dengan ibunya. Identifikasi itu mengacu 
persamaan anatomi biologis. 
Bagi anak laki-laki, kecemasan dan kesusahan hidup yang dialaminya diselesaikan 
melalui pengembangan super ego, yang oleh Freud dianggap sebagai sasaran yang 
dapat dicapai dalam evolusi mental manusia. Sementara perempuan ada masalah 
dalam hal ini karena ia mempunyai super ego yang lemah sebagai akibat apa yang 
disebut Freud dengan perkembangan keinginan untuk dikebiri, karena kasus 
kecemburuan alat kelamin tadi. Itulah sebabnya, menurut Freud, perempuan lebih 
pencemburu, lebih mencintai dirinya sendiri (narsisme), dan lebih pasif daripada laki-
laki. Bagi Freud, konflik antara laki-laki dan perempuan sesungguhnya bukan masalah 
psikologis, tetapi lebih merupakan perbedaan biologis. Sementara itu, biologi 
menurut Freud adalah masalah takdir yang dapat diubah104. 
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Pada tahap phallic, seorang anak laki-laki berada dalam puncak kecintaan 
terhadap ibunya dan sudah mulai mempunyai hasrat seksual. Ia mulai melihat ayahnya 
sebagai saingan, karena ia ingin memperoleh kasih sayang dari ibu yang melebihi kasih 
sayang yang diperoleh ayahnya. Suatu ketika anak tersebut tidak sanggup memperoleh 
kasih sayang ibu, maka seketika itu tertanam di alam bawah sadarnya bahwa ayahnya 
adalah saingan. Namun karena takut dikebiri oleh ayahnya, karena ia masih berada 
ditahap phallic “tahap puncak kesenangan berada dipenisnya”, maka ia tidak bisa 
melawan ayahnya. Meskipun demikian, seorang anak laki-laki merasa bangga karena 
tidak semua orang mempunyai penis termasuk ibunya. Pada akhir tahap ini ia akan 
kembali mengidentifikasi ayahnya, bukan lagi sebagai saingan (rival) tetapi ia 
menerimanya sebagai idola (model). 
Sebaliknya, anak perempuan, ketika ia melihat dirinya tidak memiliki penis 
seperti anak laki-laki, tidak dapat menolak kenyataan dan merasa sudah terkebiri. Ia 
mengalami perkembangan rasa rendah diri. Ia secara tidak sadar menjadikan ayahnya 
sebagai objek cinta dan menjadikan ibunya sebagai objek iri hati. 
Tentu saja pendapat Freud tersebut menimbulkan protes keras dari kalangan 
feminisme, terutama karena tanpa rasa malu ia mengungkapkan kekurangan alat 
kelamin perempuan. Namun demikian, para feminisme tidak perlu menanggapinya 
secara emosi dan berlebih-lebihan karena temuan Freud itu diperoleh melalui 
penelitian ilmiah. Cara terbaik dalam menghadapi teori ini ialah dengan melakukan 
penelitian tanggapan untuk membuktikan kelemahan teori Freud. Teori Freud 
mestinya diambil hikmahnya agar perempuan berbuat sesuatu yang lebih berdaya 
guna, dan sekaligus membuktikan kekeliruan Freud. 
Teori prikoanalisa Freud sudah banyak didramatisi kalangan feminisme. Freud 
sendiri sebenarnya sudah memperingatkan kalau pendapatnya itu masih tentatif dan 
masih terbuka untuk dikritik. Ia sama sekali tidak bermaksud menyudutkan kaum 
perempuan. Sikap feminisme yang akademisi seperti Nancy Chodorow dan Juliet 
Mitchell dapat dinilai bijaksana, karena tidak serta merta menolak teori Freud tetapi 
berupaya menyempurnakan metode analisa yang digunakan Freud di dalam menarik 
suatu kesimpulan105. 
Sikap yang sama telah dilakukan pula oleh Karen Horney, seorang ahli 
psikoanalisis yang tergabung di dalam Freud’s Circle, suatu kelompok yang menaruh 
perhatian khusus terhadap teori Freud, tetapi tidak sepenuhnya setuju dengan Freud. 
Ia berpendapat bahwa bukan karena kecemburuan alat kelamin perempuan 
berkembang menjadi lebih rendah, melainkan rasa takut yang mengendap dalam 
bawah sadar perempuan terhadap kelecetan vagina ketika terjadi penetrasi atau 
masturbasi. Selain itu juga menekankan peranan rahim yang kompleks bagi 
perempuan. Jadi antara Freud dan Horney terdapat persamaan mendasar, yaitu 
keduanya menekankan faktor anatomi biologi. Bedanya, Freud menitikberatkan pada 
faktor penis (phallocentric) dan Horney menitikberatkan faktor rahim (gynocentric)106. 
Hanya saja Horney tidak mengecualikan faktor kultur dalam pembentukan 
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kepribadian. Horney memungkinkan terjadinya interaksi antara kultur dan kekuatan 
internal (inner dynamic forces) di dalam pembentukan kepribadian. Berbeda dengan 
Freud yang semata-mata mendasarkan pandangannya kepada faktor biologi. 
Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Sigmund Freud (1856-1939). Teori ini 
mengungkapkan bahwa prilaku dan kepribadian laki-laki dan perempuan sejak awal 
ditentukan oleh perkembangan seksualitas. Freud menjelaskan kepribadiaan 
seseorang tersusun di atas tiga struktur, yaitu id, ego, dan superego. Tingkah laku 
seseorang menurut Freud ditentukan oleh interaksi ketiga struktur itu. 
Pertama, id, sebagai pembawaan sifat-sifat biologis seseorang sejak lahir, 
termasuk nafsu seksual dan insting yang cenderung selalu agresif. Id bagaikan sumber 
energi memberikan kekuatan terhadap kedua struktur berikutnya. Id bekerja di luar 
sistem rasional dan senantiasa memberikan dorongan untuk mencari kesenangan dan 
kepuasan biologis. Kedua, ego, bekerja dalam lingkup nasional dan berupaya 
menjinakkan keinginan agresif dari id. Ego berusaha mengatur hubungan antara 
keinginan subjektif individual dan tuntunan obkjektif realitas sosial. Ego membantu 
seseorang keluar dari berbagai problem subyektif individual dan memelihara agar 
bertahan hidup dalam dunia realitas. Ketiga, superego, berfungsi sebagai aspek moral 
dalam kepribadian, berupaya mewujudkan kesempurnaan hidup, lebih dari sekedar 
mencari keesenangan dan kepuasan. Superego juga selalu mengingatkan ego agar 
senantiasa menjalankan fungsinya mengontrol id.107 
Individu yang normal, menurut Freud, ialah ketiga struktur tersebut bekerja 
secara proporsional. Kalau satu diantaranya lebih dominan maka pribadi yang 
bersangkutan akan mengalami masalah. Jika struktur id lebih menonjol maka diri yang 
bersangkutan akan mengalami masalah. Jika struktur id lebih menonjol maka yang 
bersangkutan cenderung hedonistis. Sebaliknya, jika superego lebih menonjol maka 
yang bersangkutan sulit mengalami perkembangan, kerena selalu dibayangi rasa takut 
dan lebih banyak berhadapan dengan dirinya sendiri.  
Perkembangan kepribadian seseorang terpengaruh oleh satu diantara apa yang 
disebut Freud dengan “lima tahapan psikoseksual”. Pada setiap tingkat terdapat 
kepuasan seksual, yang oleh Freud dianggap sebagai kepuasan insting seksual, 
dihubungkan dengan anggota badan tertentu. 
Kedua lingkaran psikoseksual itu ialah seperti berikut. Pertama, tahap 
kesenangan di mulut (oral stage), terjadi sepanjang tahun pertama seorang bayi. 
Kesenangan seorang bayi ialah mengisap susu melalui mulut. Kedua, tahap kesenangn 
berada di dubur (anal stage), yaitu tahun kedua seorang bayi, memperoleh kesenangan 
disekitar dubur, yaitu ketika sang bayi mengeluarkan kotoran. Ketiga, tahap seorang 
anak memperoleh kesenangan pada saat mulai mengidentifikasi alat kelaminnya 
(phallic stage), yaitu seorang anak memperoleh kesenangan erotis dari penis bagi anak 
laki-laki dan klitoris bagi anak perempuan. Keempat, tahap remaja (talency stage), 
yaitu kelanjutan dari tingkat sebelumnya, ketika kecenderungan erotis ditekan sampai 
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menjelang masa pubertas. Kelima, tahap puncak kesenangan terletak pada daerah 
kemaluan (genital stage), yaitu saat kematangan seksualitas seseorang.108    
Menurut Freud sejak tahap phallic, yaitu anak usia antara 3 dan 6 tahun 
perkembangan kepribadian anak laki-laki dan anak perempuan mulai berbeda. 
Perbedaan ini melahirkan perbedaan ini melahirkan perbedaan formasi sosial 
berdasarkan identitas gender, yakni bersifat laki-laki dan perempuan. 
Dalam masa ini seorang anak mengenali perbedaan anatomi tubuhnya terutama 
di daerah kemaluan, karena pada masa ini seorang anak laki-alaki dan perempuan akan 
merasakan kenikmatan ketika mempermainkan kelaminnya. Sejak masa inilah anak 
perempuan mulai menyadari bahwa dalam dirinya ada sesuatu yang kurang dibanding 
laki-laki. Menurut Freud, kenyataan bahwa seorang anak laki-laki mempunyai alat 
kelamin menonjol yang tidak dimiliki oleh perempuan, menimbulkan masalah 
kecemburuan alat kelamin yang mempunyai implikasi lebih jauh; anak laki-laki merasa 
superior dan anak perempuan merasa interior. 
Pola hubungan ayah dan ibu yang sehari-hari disaksikan oleh seorang anak 
semakin memperkuat kesan itu. Ibu dimata seorang anak adalah interior karena ia 
tidak mempunyai penis, sementara bapaknya dianggap hebat karena mempunyai 
penis. Anak laki-laki mengidentifikasikan diri dengan ibunya. Identifikasi itu mengacu 
persamaan anatomi biologis. 
Bagi anak laki-laki, kecemasan dan kesusahan hidup yang dialaminya diselesaikan 
melalui pengembangan superego, yang oleh Freud dianggap sebagai sasaran yang 
dapat dicapai dalam evolusi mental manusia. Sementara perempuan ada masalah 
dalam hal ini karena ia mempunyai superego yang lemah sebagai akibat apa yang 
disebut Freud dengan perkembangan keinginan untuk dikebiri, karena kasus 
kecemburuan alat kelamin tadi. Itulah sebabnya, menurut Freud, perempuan lebih 
pencemburu, lebih mencintai dirinya sendiri (narsisme), dan lebih pasif daripada laki-
laki. Bagi Freud, konflik antara laki-laki dan perempuan sesungguhnya bukan masalah 
psikologis, tetapi lebih merupakan perbedaan biologis. Sementara itu, biologi 
menurut Freud adalah masalah takdir yang dapat diubah.109 
Pada tahap phallic, seorang anak laki-laki berada dalam puncak kecintaan 
terhadap ibunya dan sudah mulai mempunyai hasrat seksual. Ia mulai melihat ayahnya 
sebagai saingan, karena ia ingin memperoleh kasih sayang dari ibu yang melebihi kasih 
sayang yang diperoleh ayahnya. Suatu ketiga anak tersebut tidak sanggup memperoleh 
kasih sayang ibu, maka seketika itu tertanam di alam bawah sadarnya bahwa ayahnya 
adalah saingan. Namun karena itu takut dikebiri oleh ayahnya, karena ia masih berada 
ditahap phallic “tahap puncak kesenangan berada dipenisnya”, maka ia tidak bisa 
melawan ayahnya. Meskipun demikian, seorang anak laki-laki merasa bangga karena 
tidak semua orang mempunyai penis termasuk ibunya. Pada akhir tahap ini ia akan 
kembali mengidentifikasi ayahnya, bukan lagi sebagai saingan (rival) tetapi ia 
menerimanya sebagai idola (model). 
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Sebaliknya, anak perempuan, ketika ia melihat dirinya tidak memiliki penis 
seperti anak laki-laki, tidak dapat menolak kenyataan dan merasa sudah terkebiri. Ia 
mengalami perkembangan rasa rendah diri. Ia secara tidak sadar menjadikan ayahnya 
sebagai objek cinta dan menjadikan ibunya sebagai objek iri hati. 
Tentu saja pendapat Freud tersebut menimbulkan protes keras dari kalangan 
feminis, terutama karena tanpa rasa malu ia mengungkapkan kekurangan alat kelamin 
perempuan. Namun demikian, para feminis tidak perlu menanggapinya secara emosi 
dan berlebih-lebihan karena temuan Freud itu diperoleh melalui penelitian ilmiah. 
Cara terbaik dalam menghadapi teori ini ialah dengan melakukan penelitian tanggapan 
untuk membuktikan kelemahan teori Freud. Teori Freud mestinya diambil 
hikmahnya agar perempuan berbuat sesuatu yang lebih berdaya guna, dan sekaligus 
membuktikan kekeliruan Freud. 
Teori prikoanalisa Freud sudah banyak didramatisir kalangan feminis. Freud 
sendiri sebenarnya sudah memperingatkan kalau pendapatnya itu masih tentative dan 
masih terbuka untuk dikritik. Ia sama sekali tidak bermaksud menyudutkan kaum 
perempuan. Sikap feminis yang akademisi seperti Nancy Chodorow dan Juliet 
Mitchell dapat dinilai bijaksana, karena tidak serta merta menolak teori Freud tetapi 
berupaya menyempurnakan metode analisa yang digunakan Freud di dalam menarik 
suatu kesimpulan. 
Sikap yang sama telah dilakukan pula oleh Karen Horney, seorang ahli 
psikoanalisa yang tergabung di dalam Freud’s Circle, suatu kelompok yang menaruh 
perhatian khusus terhadap teori Freud, tetapi tidak sepenuhnya setuju dengan Freud. 
Ia berpendapat bahwa bukan karena kecemburuan alat kelamin perempuan 
berkembang menjadi lebih rendah, melainkan rasa takut yang mengendap dalam 
bawah sadar perempuan terhadap kelecetan vagina ketika terjadi penetrasi atau 
masturbasi. Selain itu juga menekankan peranan rahim yang kompleks bagi 
perempuan. Jadi antara Freud dan Horney terdapat persamaan mendasar, yaitu 
keduanya menekankan faktor anatomi biologi. Bedanya, Freud menitikberatkan pada 
faktor penis (phallocentric) dan Horney menitikberatkan faktor rahim (gynocentric).110 
Hanya saja Horney tidak mengecualikan faktor kultur dalam pembentukan 
kepribadian. Horney memungkinkan terjadinya interaksi antara kultur dan kekuatan 
internal (inner dynamic forces) di dalam pembentukan kepribadian. Berbeda dengan 
Freud yang semata-mata mendasarkan pandangannya kepada faktor biologi. 
2. Teori Fungsionalisme Struktural 
Teori ini berangkat dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas berbagai 
bagian yang saling mempengaruhi. Teori ini mencari unsur-unsur mendasar yang 
berpengaruh di dalam suatu masyarakat, mengidentifikasikan fungsi setiap unsur, dan 
menerangkan bagaimana fungsi unsur-unsur tersebut di dalam masyarakat.  
Sebenarnya teori strukturalisme dan teori fungsionalisme dibedakan oleh 
beberapa ahli, seperti Hilary M. Lips dan S.A. Shield111 Teori strukturalisme lebih 
condong ke persoalan sosiologis, sedangkan teori fungsionalisme lebih condong ke 
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persoalan psikologis. Namun menurut Linda L. Lindsey, kedua teori ini mempunyai 
kesimpulan yang sama dalam menilai eksistensi pola relasi gender. Pendapat Lindsey 
menampilkan alasan yang lebih logis dibanding pendapat sebelumnya. 
R. Dahrendolf, salah seorang pendukung teori ini, meringkaskan prinsip-prinsip 
teori ini sebagai berikut: 
a. Suatu masyarakat adalah suatu kesatuan dari berbagai bagian. 
b. Sistem-sistem sosial senantiasa terpelihara karena mempunyai perangkat 
mekanisme kontrol. 
c. Ada bagian-bagian yang tidak berfungsi tetapi bagian-bagian itu dapat dipelihara 
dengan sendirinya atau hal itu melembaga dalam waktu yang cukup lama. 
d. Perubahan terjadi secara berangsur-angsur. 
e. Integrasi sosial dicapai melalui kesepakatan mayoritas anggota masyarakat 
terhadap seperangkat nilai. Sistem nilai adalah bagian yang paling stabil di dalam 
suatu sistem masyarakat112. 
Harmoni dan stabilitas suatu masyarakat, menurut teori ini, sangat ditentukan 
oleh efektivitas konsensus nilai-nilai. Sistim nilai senantiasa bekerja dan berfungsi 
untuk menciptakan keseimbangan (equilibrium) dalam masyarakat. Meskipun konflik 
dan masalah sewaktu-waktu bisa muncul, tetap dalam batas yang wajar, dan bukan 
merupakan ancaman yang bakal merusak sistem sosial, atau menurut istilah Talcott 
Parsons dan Robert Bales, hubungan antara laki-laki dan perempuan lebih merupakan 
pelestarian keharmonisan daripada bentuk persaingan113. 
Dalam hal peran gender, pengikut teori ini menunjukkan masyarakat pra industri 
sebagai contoh, betapa masyarakat tersebut terintegrasi di dalam suatu sistem sosial. 
Laki-laki berperan sebagai pemburu (Hunter) dan perempuan sebagai peramu 
(gatherer). Sebagai pemburu, laki-laki lebih banyak berada di luar rumah dan 
bertanggung jawab untuk membawa makanan kepada keluarga. Peran perempuan 
lebih terbatas di sekitar rumah dalam urusan reproduksi, seperti mengandung, 
memelihara dan menyusui anak. Pembagian kerja seperti ini telah berfungsi dengan 
baik dan telah berhasil menciptakan kelangsungan masyarakat yang stabil. Dalam 
masyarakat seperti ini stratifikasi peran gender sangat ditentukan oleh jenis kelamin 
(sex). 
Para penganut teori ini berpendapat bahwa teori struktural-fungsional tetap 
relevan diterapkan dalam masyarakat modern. Talcott Parson dan Bales, dua tokoh 
pendukung utama teori ini, menilai bahwa pembagian peran secara seksual adalah 
sesuatu yang wajar. Suami-ayah mengambil peran instrumental (instrumental role), 
membantu memelihara sendi-sendi masyarakat dan keutuhan fisik keluarga dengan 
jalan menyediakan bahan makanan, tempat perlindungan dan menjadi penghubung 
keluarga dengan dunia luar (the work outside the home). Sementara itu, istri-ibu 
mengambil peran ekspresif (expressive role), membantu mengentalkan hubungan, 
memberikan dukungan emosional dan pembinaan kualitas yang menopang keutuhan 
keluarga, dan menjamin kelancaran urusan rumah tangga. Jika terjadi penyimpangan 
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atau tumpang tindih fungsi antara satu dengan lainnya, maka sistem keutuhan 
keluarga akan mengalami ketidakseimbangan. Teori fungsionalisme berupaya 
menjelaskan bagaimana sistem itu senantiasa berfungsi untuk mewujudkan 
keseimbangan dalam suatu masyarakat. Keseimbangan itu dapat terwujud bila tradisi 
peran gender senantiasa mengacu kepada posisi semula. Dengan kata lain, kerancuan 
peran gender menjadi unsur penting dalam suatu perceraian114. 
Salah satu kritik yang dapat dilontarkan kepada teori ini ialah bahwa teori itu 
terlalu terikat kepada kenyataan masyarakat pra-industri. Padahal, struktur dan fungsi 
di dalam masyarakat kontemporer sudah banyak berubah. Keluarga dan unit rumah 
tangga telah mengalami banyak perubahan dan penyesuaian. Kalau dahulu sistem 
masyarakat lebih bersifat kolektif, keluarga pun masih bersifat keluarga besar (extended 
family). Tugas dan tanggung jawab keluarga dipikul secara bersama-sama oleh keluarga 
besar tersebut. Masalah anak tidak hanya diurus oleh ibunya, tetapi oleh semua 
anggota keluarga yang ramai-ramai tinggal dalam sebuah rumah. Lain halnya dengan 
masyarakat belakangan ini, keluarga inti (nuclear family) semakin meluas di dalam 
masyarakat dan sudah menjadi salah satu ciri masyarakat modern. Munculnya orang 
tua tunggal (single parents)115, suatu fenomena yang banyak ditemukan dalam 
masyarakat modern, menarik dikaji secara khusus karena fenomena ini tidak umum 
ditemukan atau bahkan tidak ditemukan sama sekali dalam masyarakat tradisional. 
Sehubungan dengan perubahan struktur keluarga, menarik untuk diperhatikan  
apa yang dikemukakan F. Ivan Nye, yang membagi opini masyarakat terhadap fungsi 
dan peran suami-istri kepada lima kelompok yaitu: 
a. Segalanya pada suami. 
b. Suami melebihi peran istri. 
c. Suami dan istri mempunyai peran yang sama. 
d. Peran istri melebihi suami. 
e. Segalanya pada istri116. 
Apa yang dikemukakan Ivan Nye diatas, selain menunjukkan betapa besar 
perbuatan yang sedang terjadi di dalam masyarakat juga menunjukkan betapa besar 
tantangan teori ini di masa-masa yang akan datang. Pembagian fungsi dan peran 
antara suami dan istri (laki-laki dan perempuan) dianggap sulit dipertahankan dalam 
konteks masyarakat modern. Dalam era globalisasi yang penuh dengan berbagai 
persaingan, peran seseorang tidak lagi banyak mengacu kepada norma-norma 
kebiasaan yang lebih banyak mempertimbangkan faktor jenis kelamin, akan 
ditentukan oleh daya saing dan keterampilan (meritokration). Laki-laki dan perempuan 
sama-sama berpeluang untuk memperoleh kesempatan dalam persaingan. 
                                                        
114 Ibid., h. 6. 
115 Single parent adalah ibu atau ayah yang berfungsi sebagai orang tua tunggal seorang atau 
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atau meninggal dunia 
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Menurut Lips ada beberapa unsur pokok dalam teori fungsionalisme struktural 
yang sekaligus menjadi kekuatan teori ini, yaitu: 
 
a. Kekuasaan dan Status 
Banyak pakar yang memberikan komentar terhadap perbedaan laki-laki dan 
perempuan yang menjelaskan laki-laki memiliki kekuasaan lebih besar dan status lebih 
tinggi daripada perempuan. Di antara pakar tersebut ialah Dorothy Dinnerstein dan 
Nancy Chodorow yang mengemukakan bahwa relasi kuasa dan status ini dijadikan 
dasar dalam menentukan pola relasi gender. Tidak heran kalau dominasi laki-laki dan 
subordinasi perempuan dianggap wajar di dalam masyarakat. Perempuan dinilai 
berpenampilan dan berprilaku lemah lembut, sementara laki-laki berpenampilan dan 
berperilaku tegar dan jantan, dan karenanya memiliki kekuasaan dan status lebih 
besar117. 
Pola kekuasaan dan status ini berpengaruh secara universal di dalam masyarakat. 
Tidak sedikit kebijakan dan peraturan lahir di atas persepsi tersebut dan tidak heran 
kalau di dalam masyarakat muncul ideologi gender yang berupaya meninjau secara 
mendasar berbagai kebijakan dan peraturan yang dinilai tidak berwawasan gender. 
Komunikasi Non-Verbal 
Komunikasi antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat berlangsung 
dalam suasana apa yang disebut Namcy Henley dan J. Freman sebagai kemampuan 
kurang (less powerful) bagi perempuan dan kemampuan lebih (more powerful) bagi laki-
laki. Laki-laki lebih dimungkinkan untuk menegur sapa perempuan daripada laki-laki. 
Karena perempuan dinilai memiliki kekuasaan yang tidak memadai maka masyarakat 
(laki-laki) cenderung memandang “rendah” terhadapnya. Dalam suasana selalu 
dikontrol, perempuan dengan subordinasinya menampilkan diri dengan serba hati-
hati, sementara laki-laki dengan otoritas yang dimilikinya menampilkan diri secara 
terbuka. Laki-laki lebih dimungkinkan untuk melakukan reaksi awal terhadap 
perempuan daripada sebaliknya. Situasi seperti ini dianggap S. Weitz sangat 
berpengaruh di dalam relasi gender, karena dengan demikian skor laki-laki akan lebih 
unggul dalam penentuan norma-norma dalam kehidupan masyarakat118. 
Norma-norma yang dijadikan ukuran dalam menentukan lazim atau tidaknya 
sesuatu adalah norma (yang ditentukan oleh) laki-laki, seperti pernyataan sinis yang 
diberikan oleh Carol Tavris dalam bukunya yang terkenal Mismeasure of Woman, “Laki-
laki adalah tolak ukur segala sesuatu” (man is of measure of all things). Lebih jauh Tavris 
mengungkapkan, “laki-laki dianggap manusia normal (normal human being), dan 
perempuan dianggap “abnormal” karena ia berbeda dengan laki-laki. Akibatnya, kata 
Tafris, perempuan bukan saja menerima status subordinasi tetapi juga terjadi 
feminisasi kemiskinan dan maskulinitas kekayaan. 
 
b. Perempuan di dalam Berbagai Organisasi 
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Kedudukan perempuan di dalam berbagai organisasi diperhatikan secara khusus 
oleh Robeth Moss Kanter’s. Menurutnya, ketimpangan peran gender di dalam 
berbagai organisasi disebabkan karena perempuan mempunyai berbagai keterbatasan, 
bukan saja karena secara alami laki-laki, menurut teori fungsionalisme struktural, 
dipersepsikan sebagai kaum yang lebih unggul, atau berbagai stereotip gender lainnya, 
tetapi juga karena perempuan ditemukan kurang terampil daripada laki-laki, sehingga 
dalam pola relasi gender masih sering kali terjadi ketimpangan119. 
 
c. Rape-Prone” dan Rape-Free 
Perempuan adalah makhluk yang rawan untuk diperkosa (rape-prone) sementara 
laki-laki tidak rawan diperkosa (rape-free). Berbagai kejahatan seksual dapat dilakukan 
oleh laki-laki terhadap perempuan, tetapi tidak sebaliknya. Perempuan tidak mungkin 
memperkosa laki-laki, dalam arti perempuan tidak dapat melakukan pemaksaan untuk 
berhubungan seks pada seseorang laki-laki yang tidak ereksi. Kemampuan untuk 
berereksi bagi seorang laki-laki hanya ada dalam kondisi prima. Dalam situasi 
psikologis yang tertekan, apalagi dalam keadaan diancam, seorang laki-laki tidak 
mungkin ereksi120. Berbeda dengan perempuan yang dalam keadaan bagaimanapun 
organ seksualnya memungkinkan untuk melakukan coitus, meskipun dengan resiko 
pendarahan atau efek negatif lainnya. 
Dari sudut pandangan ini, disadari atau tidak, laki-laki mendapatkan 
keuntungan dari pola relasi gender, walaupun keadaannya sangat terkandung pada 
setiap kondisi masyarakat. Bagi masyarakat yang mempertahankan norma-norma 
agama, pengaruh dan intensitas unsur ini tidak terlalu dominan. Akan tetapi dalam 
masyarakat yang cenderung bebas nilai, unsur ini akan besar pengaruhnya. 
d. Pembagian Kerja 
Relasi kuasa dan status yang berbeda antara laki-laki dan perempuan menjadi 
dasar pula dalam pembagian lapangan kerja. Kalau dalam masyarakat tradisional 
mengenal pembagian kerja seksual, laki-laki sebagai pemburu (hunter) dan perempuan 
sebagai pengasuh (nurturer), maka hal yang sama masih juga dijumpai dalam 
masyarakat modern. Misalnya dalam dunia bisnis, perempuan diarahkan menjadi 
sekretaris dan laki-laki sebagai pemimpin. Dalam dunia sains, perempuan sebagai 
operator laboratorium dan laki-laki sebagai saintis. Urusan-urusan produktif seolah-
olah menjadi tugas laki-laki dan urusan reproduksi dan ke rumah tangga adalah tugas 
perempuan. Masih selalu menjadi perdebatan panjang mengapa pembagian kerja tetap 
saja tidak bisa menghilangkan pengaruh faktor perbedaan biologis. 
Teori fungsionalisme struktural mendapat kecaman dari kaum feminisme, 
karena dianggap membenarkan praktik yang selalu mengaitkan peran sosial dengan 
jenis kelamin. Laki-laki dikonsepsikan bertugas untuk mengurusi urusan luar (external 
world), dan perempuan bertugas untuk mengurus urusan internal (internal world), lebih 
jauh  perempuan dipolakan untuk lebih banyak terlibat dalam urusan reproduksi. 
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Teori ini memang pernah sangat popular di sekitar tahun 1950-an, ketika bangsa-
bangsa mengalami depresi dan kejenuhan karena Perang Dunia I dan II. Masyarakat 
berupaya memulihkan kestabilan dalam masyarakat tidak dengan jalan perang, 
melainkan memfungsikan kembali unsur-unsur penting dalam sistem 
kemasyarakatan. Dalam masyarakat modern, atau menurut istilah Sulvia Walby 
“keluarga Barat pasca-perang” (Post-war Western Family), teori fungsionalisme 
struktural sudah tidak relevan lagi. Sebagaimana halnya penulis perempuan lainnya, 
Sylvia Walby mengecam dengan tajam teori ini dengan menyimpulkan bahwa teori ini 
dengan sendirinya akan ditinggalkan secara total dalam masyarakat modern121. 
Lindsey menilai teori ini secara ideologis telah digunakan untuk memberikan 
pengakuan terhadap kelanggengan dominasi laki-laki dan seolah-olah teori ini 
dianggap menjadi jawaban terhadap lestarinya stratifikasi gender di dalam 
masyarakat122. 
Meskipun telah dijelaskan kelemahan-kelemahan pendapat ini, pada kenyataan 
masih sulit dihapuskan di dalam kehidupan bermasyarakat modern. Pembagian fungsi  
yang mengacu kepada perbedaan anatomi biologis masih sulit ditinggalkan. Dalam 
kenyataannya masyarakat industri dan masyarakat liberal cenderung tetap 
mempertahankan pendapat ini karena sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi industri 
yang menekankan aspek produktivitas.  Tentu saja pendapat ini menimbulkan kritik 
dari kalangan feminisme karena teori ini tidak lagi sesuai dengan prinsip-prinsip 
kemanusiaan secara universal. 
Jika faktor produksi diutamakan, maka nilai manusia akan tampil tidak lebih dari 
dari sekedar alat produksi.  Nilai-nilai fundamental kemanusiaan, seperti nilai etika 
dan kesusilaan, cenderung diabaikan. Tidak heran dalam masyarakat kapitalis, 
“industri seks” dapat diterima secara wajar, sebagaimana halnya industri-industri lain. 
Lapangan kerja tabu ini akan menjadi alternatif bagi mereka yang tidak punya akses, 
yaitu mereka yang tidak punya modal, pengetahuan keterampilan, dan koneksi. 
Perempuan secara umum akan menjadi lebih  rendah dari pada laki-laki  karena selain  
secara fisik  lebih kuat, jam kerja laki-laki juga lebih teratur. Laki-laki tidak harus 
terganggu oleh faktor reproduksi seperti siklus menstruasi, kehamilan dan menyusui. 
Teori fungsionalisme struktural walaupun tidak dalam formatnya semula 
cenderung masih tetap bertahan.  Hal ini menurut Michel foucault123. dan Heidi 
Hartman124 karena masyarakat modern kapitalis cenderung mengakomodir sistem 
pembagian kerja berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Jauh sebelumnya Claude Levi-
strauss telah memprediksi bahwa dalam era masyarakat industri posisi perempuan 
akan tetap pada posisi lebih rendah dan marginal, karena  sejak awal pembentukan 
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Introduction, (New York: Pantheon), 1978 
124 Heidi Hartman, Capitalism, op. cit.,  h. 71 
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masyarakat diasumsikan  pada posisi subordinasi. Sejarah subordinasi perempuan 
dibahas secara terperinci di dalam beberapa karyanya. 
 
3. Teori Konflik 
Dalam soal gender, teori konflik terkadang diidentikkan dengan teori Marx 
karena begitu kuat pengaruh Karl Marx di dalamnya. Teori ini berangkat dari asumsi 
bahwa susunan  di dalam suatu  masyarakat terdapat beberapa  kelas yang saling  
memperebutkan pengaruh  dan kekuasaan. Siapa yang  memiliki dan menguasai  
sumber-sumber  produksi  dan distribusi merekalah yang memiliki peluang untuk 
memainkan peran utama di dalamnya. 
Marx yang kemudian dilengkapi oleh Frederich Engels mengemukakan suatu 
gagasan menarik bahwa perbedaan dan ketimpangan gender antara laki-laki dan 
perempuan, tidak disebabkan oleh  perbedaan biologis, tetapi merupakan bagian 
penindasan dari kelas  yang berkuasa dalam relasi produksi yang diterapkan dalam 
konsep keluarga (family).  Hubungan suami-istri tidak ubahnya dengan hubungan 
proletar dan borjuis, hamba dan tuan, pemeras dan yang diperas. Dengan kata lain, 
ketimpangan peran gender dalam masyarakat bukan karena faktor biologis atau 
pemberian Tuhan (divine creative), tetapi konstruksi masyarakat (social construction). 
Menurut Engels, masyarakat primitif lebih bersifat egaliter karena ketika itu 
belum dikenal adanya surplus penghasilan sehingga belum dikenal adanya pemilikan 
pribadi. Bentuk-bentuk keluarga dalam masyarakat primitif ditandai dengan 
penerangan sistem produksi untuk digunakan sendiri. Rumah tangga bersifat 
komunal, semuanya dilakukan untuk rumah tangga sebagai keseluruhan. Perempuan 
sebagai anggota rumah tangga mempunyai kontribusi yang sama dengan laki-laki 
dalam rumah tangga. 
Surplus penghasilan mulai dikenal ketika hewan piaraan mulai didayagunakan 
dan para petani sudah menetap di suatu tempat, tidak lagi berpindah-pindah 
(nomaden). Bersamaan dengan itu sarana pemilikan pribadi mulai dikembangkan, dan 
kekuasaan mulai terkonsentrasi pada segelintir laki-laki. Setelah pemilikan pribadi 
diperkenalkan dan diperkenankan, maka muncul konsep kapitalisme yang mentolerir 
terjadinya akumulasi modal di kalangan orang-orang terbatas. Akumulasi modal 
kemudian menjadi dasar lahirnya sistem perdagangan. Selanjutnya produksi untuk 
perdagangan yang dikuasai oleh laki-laki  mendominasi produksi untuk barang-barang 
konsumsi hal mana perempuan banyak terlibat di dalamnya. Akhirnya perempuan 
direduksi menjadi bagian dari harta dan sejak itulah dominasi laki-laki dimulai. 
Perempuan terkondisikan untuk bekerja disektor domestik dan laki-laki bekerja dan 
mengontrol sektor publik. Di samping itu, rumah tangga berada di bawah otoritas 
dan kewenangan suami125.  
Menurut Engels, perkembangan akumulasi harta benda pribadi dan kontrol laki-
laki terhadap produksi merupakan sebab paling mendasar terjadinya subordinasi 
perempuan. Seolah-olah Engels ingin mengatakan bahwa keunggulan laki-laki atas 
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perempuan adalah hasil keunggulan kaum kapitalis atas kaum pekerja. Penurunan 
status perempuan mempunyai korelasi dengan perkembangan produksi perdagangan. 
Jika benar generasi Engels tersebut, maka ada satu hal yang dapat disangsikan, 
yaitu kontrol laki-laki atas produksi di dalam masyarakat yang terbagi-bagi ke dalam 
beberapa kelas, adalah karena kepentingan kelas borjuis. Lagi pula, menurut 
Marxisme, persoalan relasi gender yang timpang di dalam masyarakat tidak dapat 
diselesaikan hanya dengan melakukan revolusi sosial untuk menghapuskan 
pembagian pekerja domestik. Banyak faktor lain yang terlibat di dalam pembentukan 
stereotip gender di dalam masyarakat. 
Manurut Marxisme, dalam kapitalisme, penindasan perempuan diperlukan 
karena mendatangkan keuntungan. Pertama, eksploitasi perempuan di dalam rumah 
tangga akan membuat buruh laki-laki di pabrik lebih produktif. Kedua, perempuan 
juga berperan dalam produksi buruh murah, sehingga memungkinkan harga tenaga 
kerja lebih murah. Murahnya upah tenaga kerja menguntungkan kapitalisme. Ketiga, 
masuknya buruh perempuan sebagai buruh dengan upah lebih murah yang 
menciptakan ‘buruh cadangan’. Melimpahnya buruh cadangan memperkuat posisi 
tawar-menawar para pemilik modal (kapitalis) dan mengancam solidaritas kaum 
buruh. Ke semuanya ini akan mempercepat akumulasi kapital bagi kapitalis126. 
Teori konflik mendapat kritik dari sejumlah ahli, karena terlalu menekan faktor 
ekonomi sebagai basis ketidakadilan yang selanjutnya melahirkan konflik. Dahrendorf 
dan Randall Collins, yang dikenal mendukung teori konflik modern, tidak sepenuhnya 
sependapat dengan Marx dan Engels. Menurut mereka, konflik tidak hanya terjadi 
karena perjuangan kelas dan ketegangan antara pemilik dan pekerja, tetapi juga 
disebabkan oleh beberapa faktor lain, termasuk ketegangan antara orang tua dan anak, 
suami dan istri, senior dan yunior, laki- laki dan perempuan, dan lain sebagainya. 
Teori Feminisme 
Perbedaan pokok antara kaum feminisme dahulu dengan sekarang adalah 
bahwa, dahulu perjuangan dilakukan demi hak-hak demokrasi perempuan, meliputi 
hak atas pendidikan, pekerjaan, hak pemilikan, hak pilih, hak menjadi anggota 
parlemen, hak atas pengaturan kelahiran, hak atas perceraian, dan sebagainya. Dengan 
kata lain, kaum feminisme dahulu telah berjuang demi perbaikan hukum, demi 
kedudukan yang sama atau setara secara hukum di dalam masyarakat. Pada hakikatnya 
perjuangan mereka berada di luar rumah serta keluarga. 
Kini, kaum feminisme berusaha lebih jauh dari sekedar menuntut perbaikan 
hukum, untuk mengakhiri diskriminasi. Mereka bekerja untuk mewujudkan 
emansipasi perempuan. Oleh karena itu, Feminisme masa kini meliputi perjuangan 
menentang subordinasi perempuan terhadap laki-laki di lingkungan rumah tangga 
mereka, melawan pemerasan oleh keluarga, menentang status yang terus menerus 
rendah di tempat kerja, dalam masyarakat, dalam budaya, serta dalam agama di 
negerinya, dan menentang beban rangkap yang mereka derita dalam produksi dan 
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reproduksi. Lagi pula, feminimitas dan maskulinitas adalah kategori yang saling 
terpisah satu sama lain dan ditentukan secara biologis. 
Dengan demikian, pada hakikatnya feminisme masa kini adalah perjuangan 
untuk mencapai kesederajatan/kesetaraan, harkat, serta kebebasan perempuan untuk 
memilih dalam mengelola kehidupan dan tubuhnya, baik di dalam maupun di luar 
rumah tangga. 
Feminisme sebagai gerakan pada mulanya berangkat dari asumsi bahwa kaum 
perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi tersebut. Meskipun terjadi 
perbedaan mengenai apa, mengapa, dan bagaimana penindasan dan eksploitasi terjadi, 
tetapi kaum feminisme dalam berjuang mempunyai tujuan yang sama, yaitu demi 
kesamaan, martabat, dan kebebasan mengontrol kehidupan, baik di dalam maupun di 
luar rumah.  
Perbedaan tersebut secara umum dapat dikategorikan kepada tiga kelompok, 
sebagai berikut: 
 
a. Feminisme Sosialis 
Ideologi Marx-Engels telah dilakukan oleh feminisme yang berorientasi 
sosialisme. Feminin sosialis adalah gerakan untuk membebaskan para perempuan 
melalui perubahan struktur patriarki127. Perubahan struktur patriarkat bertujuan agar 
kesetaraan gender dapat terwujud. Perwujudan kesetaraan gender adalah salah satu 
syarat penting untuk terciptanya masyarakat tanpa kelas, egaliter, atau tanpa hierarki 
horizontal. 
Ketika Karl Marx dan Friedrich Engels memformulasikan teori dan ideologi, 
mereka melihat kedudukan kaum perempuan identik dengan kaum proletar pada 
masyarakat kapitalis Barat. Mereka dalam teorinya mempermasalahkan konsep 
kepemilikan pribadi128. feminisme sosialis mengaitkan dominasi laki-laki dengan 
proses kapitalisme, menurut mereka pengertian yang baik tentang kapitalisme 
membutuhkan pemahaman bagaimana pemahaman tentang bagaimana sistem 
tersebut membentuk dominasi laki-laki. Suatu pengertian yang baik tentang 
kapitalisme membutuhkan pemahaman bagaimana dominasi tersebut dibentuk oleh 
proses kapitalisme. 
Marx dan Engels melihat kepemilikan materi dapat memberikan kekuasaan pada 
seseorang. Pekerjaan domestik yang dilakukan perempuan memang tidak 
menghasilkan uang atau materi. Oleh karena itu perempuan dianggap inferior sebagai 
budak yang tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Oleh karena itu, Engels 
memberikan solusi untuk membebaskan perempuan dari penindasan dengan 
mengajak perempuan untuk masuk ke sektor publik. 
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Sejalan dengan pendapat tersebut adalah pendapat Ihromi bahwa, “satu hal yang 
juga perlu diingat bahwa, adanya anggapan bahwa laki-laki adalah selalu pencari 
nafkah utama, sementara perempuan bertanggung jawab hanya atas segala pekerjaan 
reproduksi maupun pekerjaan domestik yang terkait dalam organisasi rumah 
tangga129. Dalam hal ini, laki-laki dianggap superior karena ia yang bekerja mencari 
uang. Untuk itu, istri dalam keluarga, agar tidak diperlakukan semena-mena oleh 
suami, maka istri harus berpartisipasi dalam sektor publik secara produktif 
(menghasilkan uang). 
Transformasi sosial diharapkan akan menciptakan lingkungan sosial yang 
kondusif bagi para perempuan untuk menciptakan kesetaraan atau keadilan yang 
diinginkan.  
Aliran ini mengkritik kaum feminisme radikal karena tidak mengaitkan patriarki 
dengan proses kapitalisme dan dengan sistem produksi masyarakat. Dengan demikian 
aliran ini memperhatikan keanekaragaman untuk patriarki dan pembagian kerja 
seksual, karena menurut mereka, kedua hal ini tidak dapat dilepaskan dari modus 
produksi masyarakat tersebut. Mereka juga mengkritik kaum sosialis yang tidak 
memperhatikan gender dalam proses kapitalisme. 
b. Feminisme Radikal 
 Teori feminisme radikal berkembang pesat di AS pada kurun waktu1960-an 
dan 1970-an. Teori ini walaupun mempunyai tujuan yang sama dengan teori feminis-
feminis lainnya, mempunyai pandangan berbeda terhadap aspek biologis (nature). 
Feminisme radikal berpendapat bahwa, ketidakadilan gender bersumber dari 
perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan itu sendiri. 
Perbedaan biologis ini terkait dengan peran kehamilan dan keibuan yang selalu 
diperankan oleh perempuan130. Semua ini hanya termanifestasi dalam institusi 
keluarga, di mana begitu seorang perempuan menikah dengan laki-laki, maka 
perbedaan biologis ini akan melahirkan peran-peran gender yang erat kaitannya 
dengan masalah biologis. Karenanya, para feminisme radikal sering menyerang 
keberadaan institusi keluarga dan sistem patriarki. Keluarga dianggap sebagai institusi 
yang melahirkan laki-laki sehingga perempuan ditindas.  
Aliran ini berpendapat bahwa, struktur masyarakat dilandaskan pada hubungan 
hirarkis berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki sebagai suatu kategori sosial 
mendominasi kaum perempuan sebagai kategori sosial yang lain, karena kaum laki-
laki diuntungkan dengan adanya subordinasi perempuan ini menurut mereka 
merupakan suatu model konseptual yang dapat menjelaskan berbagai bentuk 
penindasan yang lain. Jegger menyebutkan bahwa, menurut aliran ini jenis kelamin 
seseorang adalah faktor yang paling berpengaruh dalam menentukan posisi sosial, 
pengalaman hidup, kondisi fisik dan psikologis, serta kepentingan dan lain-lainnya. 
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Kaum feminisme radikal menanggapi dua konsep yang dianggap penting yaitu, 
patriarki dan seksualitas. Istilah patriarki pada awalnya digunakan oleh Max Weber 
untuk mengacu ke sistem politik tertentu di mana seorang ayah, berkat posisinya 
dalam rumah tangga dapat mendominasi anggota keluarga dan menguasai produksi 
ekonomi dari kesatuan kekerabatan131. Kaum feminisme radikal mengacu ke aspek 
sistemis dari subordinasi perempuan sebagai akibat adanya patriarki. 
Ideologi patriarki yang mengobjekkan seksualitas perempuan dapat tampak 
dalam kekerasan seksual yang muncul sehari-hari, seperti perkosaan, pornografi iklan 
di media massa. 
feminisme radikal cenderung menganggap bahwa makhluk laki-laki sebagai 
individu maupun kolektif dan mengajak perempuan untuk mandiri, bahkan tanpa 
perlu keberadaan laki-laki dalam kehidupan mereka. Apa saja yang berkaitan dengan 
makhluk laki-laki adalah pasti negatif dan menindas, karenanya perlu dijauhi. Antipati 
kaum feminisme radikal terhadap makhluk laki-laki membuat mereka ingin 
memisahkan diri dari budaya kelompoknya sendiri. 
Feminisme radikal banyak dikritik oleh para feminisme sendiri yang pro 
terhadap orientasi kultur (culture orientation). Dikatakan bahwa, teori feminisme radikal 
terlalu bertumpu kepada orientasi biologis dan lupa bahwa ada pengaruh kultur dalam 
pembentukan konsep gender. 
 
4. Feminisme Liberal 
Tokoh aliran ini antara lain Margaret Fuller (1810-1850), Harriet Martineu 
(1802-1876), Angelina Grimke (1792-1873), dan Susan Anthony (1820-1906)132.  
Feminisme liberal berkembang di Barat pada abad ke-18 bersamaan dengan 
semakin populernya arus pemikiran baru “zaman pencerahan” (enlighmenth atau age of 
reason). Dasar yang dipakai adalah doktrin John Lock tentang natural rights (hak asasi 
manusia) bahwa133, setiap manusia mempunyai hak asasi yaitu kebahagiaan. Namun 
dalam perjalanan sejarahnya di Barat, pemenuhan HAM ini dianggap lebih dirasakan 
oleh kaum laki-laki. Untuk mendapatkan hak sebagai warga negara, maka seseorang 
harus mempunyai rasionalitas yang memadai. Perempuan dianggap makhluk yang 
tidak atau kurang daya rasionalitasnya, sehingga tidak diberikan hak-hak sebagai warga 
negara seperti yang diberikan kepada laki-laki. 
Menurut feminisme liberal bahwa, setiap laki-laki maupun perempuan 
mempunyai hak mengembangkan kemampuan dan rasionalitasnya secara optimal, 
tidak ada lembaga atau individu yang membatasi hak itu, sedangkan negara diharapkan 
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hanya untuk menjamin agar hak tersebut terlaksana. Diskriminasi seksual hanyalah 
pelanggaran hak asasi134. 
feminisme liberal berpendapat bahwa ada dua cara untuk mencapai tujuan ini, 
yaitu: 
a. Dengan pendekatan psikologis yang membangkitkan kesadaran individu, antara 
lain melalui diskusi-diskusi yang membicarakan pengalaman-pengalaman 
perempuan pada masyarakat yang dikuasai laki-laki. 
b. Dengan menuntut pembaruan-pembaruan hukum yang tidak menguntungkan 
perempuan dan mengubah hukum ini menjadi peraturan-peraturan yang 
memperlakukan perempuan setara dengan laki-laki. 
Agar persamaan hak antara laki-;laki dan perempuan pelaksanaannya dapat 
terjamin, maka perlu ditunjang dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu, feminisme 
liberal memfokuskan perjuangan pada perubahan segala undang-undang dan hukum 
yang dianggap dapat melestarikan institusi yang patriarki. 
 Dari paparan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, perjuangan kaum 
feminisme sosial mengaitkan dominasi laki-laki dengan proses kapitalisme, feminisme 
radikal memusatkan perhatian pada masalah seksualitas, feminisme liberal 
memusatkan perhatian kepada pengembangan kemampuan dan rasionalitas. 
Kendatipun berbeda, tetapi intinya sama, yaitu mereka berusaha untuk mendapatkan 
kemerdekaan, persamaan yang pada akhirnya tidak akan terjadi ketimpangan gender 
di dalam masyarakat. 
 
5. Kajian Sosio – Biologis 
Teori ini mencoba menggabungkan antara nature dan nurture laki-laki dan 
perempuan. Teori ini beranggapan, faktor biologi dan faktor sosial-budaya 
menyebabkan laki-laki lebih unggul dari pada perempuan. Fungsi reproduksi 
perempuan yang lebih rumit dianggap sebagai faktor penghambat untuk mengakses 
ke dunia publik, berbeda dengan laki-laki yang tidak mengalami faktor tersebut. 
Perbedaan fisik laki-laki dan perempuan sangat jelas terlihat; rata-rata pria 
mempunyai fisik dan otot yang lebih besar dari pada perempuan, perempuan 
mempunyai struktur tulang pelik yang lebih besar, yang memang sesuai untuk 
menyolong kehamilan-kehamilan semua ini dapat menghambat perempuan untuk 
melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan otot-otot besar. Perbedaan 
hormon juga mempengaruhi tingkat agresifitas, dimana laki-laki lebih agresif 
dibandingkan perempuan, sedangkan perubahan hormon pada perempuan serasa 
siklus menstruasi, menyusui, dan kehamilan adalah sifat khusus feminim. Perbedaan 
fisik ini memberikan implikasi yang signifikan pada kehidupan publik perempuan, 
sehingga perempuan lebih sedikit perannya dibandingkan laki-laki.135 
Secara sosial pun laki-laki dominan secara politik dalam semua masyarakat. Hal 
ini dikarenakan faktor biologis bawaan mereka, sehingga hal ini memberikan pada 
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masing-masing jenis kelamin dan pengaruh jenis kelamin dalam perkembangan 
prilaku manusia. Semuanya memperkuat kesimpulan bahwa biologi manusia adalah 
suatu komponen penting dalam prilaku yang berbeda antara jenis-jenis kelamin. Teori 
sosio-biologis ini juga tetap berkeinginan melanggengkan sistem patriarki.136 
 
B. Budaya Partiarki dan Perempuan dalam Budaya Partiarki 
Kata    patriarki    secara    harafiah    berarti    kekuasaan    bapak    atau 
patriarch137. Melekat dalam sistem ini yaitu ideologi yang menyatakan bahwa laki-laki 
lebih tinggi daripada perempuan, bahwa perempuan harus dikontrol oleh  laki-laki  
dan  bahwa  perempuan  adalah  milik  laki-laki138.  Sebagaimana disampaikan oleh 
Duru bahwa hakikat patriarki terletak pada adanya dominasi laki-laki terhadap 
perempuan. 
Selama ini patriarki dianggap alamiah. Alasannya adalah bahwa laki- laki 
karena kekuatan badannya yang lebih besar, menjadi pemburu dan pencari nafkah, 
dan karena itu juga ksatria, sementara kaum perempuan, karena mereka melahirkan 
dan mengasuh dan membesarkan anak, membutuhkan perlindungan laki-laki. 
Penjelasan biologis deterministis ini, kata Lerner turun temurun terus menerus dari 
zaman batu ke zaman sekarang dan diyakini bahwa kaum laki-laki lahir superior139. 
Patriarki pada prinsipnya berakar dari pemikiran bahwa manusia tercipta dengan 
identitas seks yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan. Perbedaan identitas seks 
kemudian memunculkan adanya perbedaan identitas gender. Meskipun saling 
berkaitan namun  pengertian antara seks dan gender tidak bisa disamakan. Seks 
bersifat statis. Perempuan dianggap berbeda dari laki-laki karena secara biologis 
mereka memiliki organ biologis yang tak dapat dipertukarkan.  Menjadi  perempuan  
atau  laki-laki  bersifat  permanen  tidak berubah  dan  merupakan  ketentuan  
biologis  atau  sering  dikatakan  sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat140 
Hal itu berbeda dengan gender yang merupakan suatu sifat yang melekat pada  
kaum  laki-laki  maupun  perempuan  yang  dikonstruksi  secara  sosial maupun 
kultural dan dapat dipertukarkan141  dimana kemudian muncul konsep feminim 
(kewanitaan) dan maskulin (kelelakian). Menurut Illich, gender mengisyaratkan 
polaritas sosial yang sifatnya fundamental dan tak akan serupa di dua tempat yang 
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berlainan142. Lebih lanjut ia menyebut gender dengan istilah dengan gender 
kedaerahan (vernacular)143 
Gender differences (perbedaan gender) sebenarnya bukan suatu masalah sepanjang  
tidak  menimbulkan  gender  inequalities  (ketidakadilan  gender). Namun yang menjadi 
masalah ternyata adalah gender differences ini telah menimbulkan berbagai  ketidakadilan. 
Gender Inequalities merupakan sistem dan struktur dimana kaum laki-laki atau 
perempuan menjadi korban dari sistem tersebut144. 
Ada pun secara umum, terdapat perdebatan mengenai asal-usul patriarki yang  
berakar dari  dua  teori  besar yaitu  teori  Nature  dan  Teori  Nurture145. Menurut 
Teori Nature, perbedaan psikologis antara laki-laki dan perempuan disebabkan oleh 
faktor-faktor biologis kedua insan. Disini, patriarki dianggap bersifat alami sebagai 
kodrat hubungan laki-laki dan perempuan. Hal ini didukung oleh kaum tradisional146. 
Di sisi lain, penganut Teori Nurture beranggapan bahwa perbedaan itu tercipta  
melalui  proses  belajar  dari  lingkungan yang  percaya bahwa patriarki  adalah 
bentukan manusia. Patriarki diciptakan dan bisa untuk dihapuskan147. Diluar mana 
yang benar dari perdebatan itu, faktanya adalah ideologi patriarki bisa langgeng  
karena  terus  dipelihara  secara  sadar  maupun  tidak  sadar  hingga kini148 
Mempertanyakan  posisi  kaum  perempuan  dalam  budaya  patriarki pada 
dasarnya menggoncang struktur dan sistem status quo ketidakadilan tertua  dalam  
masyarakat149.  Bagaimana  tidak  jika  budaya  yang  telah terbentuk lama, hampir 
sebagian besar peran yang ditempelkan pada perempuan  adalah  peran  yang  sifatnya  
lemah,  kurang  menantang  dan bersifat kedalam atau ranah domestik. 
Menurut Raharjo dalam Hermawati, citra, peran serta status perempuan dan  
laki-laki  khususnya di Jawa sangat  lekat  dengan  budaya patriarki. Citra bagi seorang 
perempuan seperti yang diidealkan oleh budaya antara lain, lemah lembut, penurut, 
tidak membantah, dan tidak boleh “melebihi” laki-laki. Peran  yang  diidealkan  seperti 
pengelola rumah  tangga, sebagai pendukung karir suami, istri yang penurut dan ibu 
yang mrantasi150. Di sisi lain,  citra  yang  dibuat  untuk  laki-laki antara lain. “serba 
tahu”, sebagai panutan harus “lebih” dari perempuan, rasional, agresif. Peran 
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laki-laki yang ideal adalah sebagai pencari nafkah sedangkan status idealnya 
adalah kepala keluarga151 
Kontrol patriarki terhadap kehidupan perempuan begitu kuat. Bidang- bidang 
kehidupan perempuan yang dikontrol patriarki antara lain: 
1. Daya produktif atau tenaga kerja perempuan 
2. Reproduksi perempuan 
3. Kontrol dan seksualitas perempuan 
4. Gerak perempuan 
5. Harta milik dan sumber daya ekonomi lainnya152 
Berangkat  dari kesimpangsiuran  permasalahan  gender, sebenarnya secara 
nyata  ketidakadilan  gender telah  terjadi  di  kebanyakan  negara di dunia. Manifestasi 
ketidakadilan gender dikategorikan dalam 5 bidang yang satu sama lain saling 
berkaitan dan saling mempengaruhi: 
1. Gender   dan   Marginalisasi   Perempuan   (Marginalisasi   atau   proses 
pemiskinan ekonomi). 
2. Gender  dan  Subordinasi:  Subordinasi  atau  anggapan  tidak  penting 
dalam keputusan politik 
3. Gender dan Stereotipe: Pembentukan stereo type atau melalui pelabelan 
negatif. 
4. Gender  dan  Kekerasan:  Kekerasan  dapat  terjadi  baik  secara  fisik 
maupun psikologis karena bias gender. 
5. Gender dan Beban Kerja: Beban Kerja lebih panjang dan lebih banyak 
serta sosialisasi idelogi nilai peran gender153 
Manifestasi ketidakadilan gender pertama adalah marginalisasi. Marginalisasi 
adalah suatu proses penyisihan yang mengakibatkan kemiskinan, baik pada laki-laki 
maupun perempuan. Marginalisasi dapat terjadi karena adanya bencana alam, konflik 
bersenjata, penggusuran, proses eksploitasi atau bahkan kebijakan pembangunan. 
Marginalisasi/ pemiskinan bagi perempuan sering terjadi karena keyakinan gender154 
Manifestasi ketidakadilan gender yang kedua adalah subordinasi. Subordinasi 
adalah sikap dan tindakan masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi 
yang lebih rendah dari laki-laki. Subordinasi didasarkan pada keyakinan bahwa salah 
satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin 
lainnya155. Sebagai contoh, pangistilahan orang jawa yang menyebut perempuan 
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sebagai “kanca wingking” yaitu pihak yang tugasnya melayani suami, berurusan di 
ranah domestik156 
Manifestasi  ketidakadilan  gender yang keempat  adalah  kekerasan. Kekerasan 
terhadap perempuan meliputi dua bidang yaitu fisik maupun psikologis. Kategori 
kekerasan gender antara lain: 
1. Pemerkosaan 
2. Kekerasan dalam rumah tangga 




7. Kekerasan terselubung 
8. Pelecehan seksual 
Secara fisik meliputi tindakan memukul, menampar mencekik dan sebagainya 
yang menyebabkan luka fisik. Sedangkan secara psikologis mencakup tindakan 
membentak, menyumpahi, berkata-kata kotor, pelecehan dan sebagainya yang 
menyebabkan rasa takut157. 
Manifestasi ketidakadilan gender kelima yaitu beban ganda. Beban ganda   
adalah   pembagian   tugas   dan   tanggung   jawab   yang   selalu memberatkan. 
Semisal anggapan perempuan yang berkarakter perawat dan pemelihara sehingga 
pantasnya bekerja di ruang domestik saja158. 
Kelima bentuk manifestasi ketidakadilan gender di atas pada kenyataannya  tak  
dapat  dipisahkan  sebagai  bagian-bagian  yang  berdiri sendiri, tetapi terintegrasi. 
Satu ketidakadilan gender menjadi pemicu ketidakadilan gender yang lain. Seperti 
yang disampaikan Mansour Fakih bahwa manifestasi ketidakadilan gender tak dapat 
dipisah-pisahkan, saling berkaitan berhubungan secara dialektis159. Namun, sebagai 
acuan utama, penelitian ini lebih difokuskan pertama-tama pada persoalan 
subordinasi dalam bidang pekerjaan. 
 
C. Kekuasaan dan Sistem Pendidikan 
Salah satu teks dari Hans J. Morgenthau dalam Politics Among Nations yang 
membahas tentang kekuasaan, mengandung pengertian “penguasaan manusia atas 
manusia lainnya”. Definisi ini merupakan hal yang lumrah dalam menjelaskan 
kekuasaan dalam perspektif ilmu politik. Nancy Hartsock mengajukan argumen 
bahwa tipe kekuasaan semacam “kekuasaan untuk mendominasi” ini selalu 
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159 Maria Ulfah Subadio & T.O Ihromi, Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia Bunga 
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diidentikkan dengan maskulinitas, karena umumnya penerapan kekuasaan merupakan 
aktivitas yang bersifat maskulin. Selain itu, jarang sekali perempuan menerapkan 
kekuasaan yang dilegitimasikan di dalam ranah publik. Ketika perempuan menulis 
tentang kekuasaan, mereka akan menekankan pada energi, kapasitas dan potensi. 
Harstock mencatat bahwa jika perempuan merancang teori, mereka akan 
menawarkan definisi yang sama, tetapi berbeda secara mendasar karena tidak identik 
dengan dominasi160. 
Oleh karena itu, kekuasaan atau politik memberikan pengaruh pada semua lini 
kehidupan manusia, termasuk dalam sistem pendidikan. Hubungan antara kekuasaan 
dan pendidikan terwujud ke dalam berbagai bentuk yang berbeda-beda, sesuai 
karakteristik setting sosial politik di mana hubungan itu terjadi. Dalam suatu 
komunitas, hubungan tersebut bisa saja sangat kuat dan riil, dan dalam masyarakat 
lainnya hubungan tersebut bisa saja lemah dan tidak nyata. Pola hubungan antara 
pendidikan dan politik di negara-negara berkembang berbeda-beda dari satu 
masyarakat ke masyarakat lainnya. Dalam masyarakat yang lebih primitif, yang 
berdasarkan pada basis kesukuan (tribal-based societies), misalnya, adalah lazim bagi 
orang tua dari satu suku memainkan dua peran, sebagai pemimpin politik dan sebagai 
pendidik. Mereka membuat keputusan-keputusan penting dan memastikan bahwa 
keputusan-keputusan ini diimplementasikan dan diterapkan. Mereka juga 
mempersiapkan generasi muda untuk memasuki kehidupan dewasa dengan 
mengajarkan mereka teknik-teknik berburu dan mencari ikan, metode-metode 
berperang dan sebagainya. Selain itu, mereka juga menanamkan pada generasi muda 
mereka kepercayaan, nilai-nilai dan tradisi, dan mempersiapkan mereka untuk 
berperan secara politis161. 
Dalam masyarakat modern pada umumnya, pendidikan adalah komoditi politik 
yang sangat penting. Proses dan lembaga-lembaga pendidikan memiliki aspek dan 
wajah politik yang banyak, serta memiliki beberapa fungsi penting yang berdampak 
pada sistem politik, stabilitas dan praktik sehari-harinya. Dalam kehidupan masyarakat 
modern, pendidikan merupakan wilayah tanggung jawab pemerintah yang besar. 
Pendidikan publik bersifat politis karena dikontrol oleh pemerintah dan memengaruhi 
kredibilitas pemerintah. Karena besarnya nuansa politik dari kebijakan-kebijakan 
pendidikan, maka berbagai faktor politis yang tidak ada hubungannya dengan 
pendidikan turut memengaruhi bagaimana kontrol terhadap pendidikan dan 
bagaimana kebijakan-kebijakan pendidikan di buat. Bahkan pendidikan sering 
“dipaksa” menyesuaikan diri dengan pola-pola administratif umum dan norma-norma 
yang berlaku. Implikasinya adalah pendidikan publik dibiayai dan dikontrol oleh 
pemerintah seperti bidang-bidang lainnya (baca; pertanian, kesehatan dan pelayanan 
sosial)162. 
                                                        
160 Lihat Sukawarsini Djelantik, “Gender dalam Hubungan Internasional” dalam Siti 
Hariti Sastriyani (ed), Gender and Politics (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2009), h. 102. 
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Oleh karena itu, pada umumnya kebijakan pemerintah di bidang pendidikan 
merefleksikan pandangannya tentang masyarakat dan keyakinan politiknya. Setiap 
pemerintah memposisikan prioritas pendidikan secara berbeda-beda dan menyukai 
kebijakan-kebijakan yang merefleksikan pandangan dasar dan kepentingan-
kepentingan mereka. Sehingga pendidikan tidak lain adalah sebuah bisnis politik, 
karena semua lembaga pendidikan dalam batas-batas tertentu tidak terlepas dari bisnis 
pembuatan keputusan-keputusan yang disertai otoritas dan yang dapat diberlakukan. 
Lembaga-lembaga pendidikan terlibat dalam praktik kekuatan, kekuasaan dan 
otoritas163. 
Asumsi di atas memberikan makna bahwa politik atau kekuasaan adalah bagian 
dari paket kehidupan lembaga-lembaga pendidikan. Bahkan menurut Baldrige –
sebagaimana dikutip M. Sirozi--, lembaga-lembaga pendidikan dapat dipandang 
sebagai sistem-sistem politik mikro, yang melaksanakan semua fungsi utama sistem-
sistem politik164. 
Dengan kontrol yang kuat terhadap kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik 
pendidikan, maka tidaklah sulit bagi negara untuk memposisikan pendidikan sebagai 
fungsi negara. Fungsi ini dapat dilihat pada eratnya keterkaitan antara elemen-elemen 
pendidikan publik di satu negara dengan prinsip-prinsip yang berlaku di negara 
tersebut. Ringkasnya, ada kaitan erat antara pendidikan publik dan negara165. 
Keterkaitan tersebut digambarkan dengan jelas oleh beberapa pakar, seperti 
Abernethy dan Coombe –sebagaimana dikutip M. Sirozy—yang mengatakan bahwa 
“’education’……refers to the school and university system under government control or supervision” 
(‘pendidikan’ merujuk pada sistem sekolah dan perguruan tinggi yang diawasi dan 
dikontrol oleh pemerintah). Dalam konteks ini menurut mereka, politik dapat 
dipahami melalui tiga pengertian. Pertama, politik adalah “activities focused on the 
acquisition and use of power through control of institutions of government” (berbagai aktivitas 
yang terfokus pada perebuatan dan penggunaan kekuasaan melalui kontrol terhadap 
berbagai institusi pemerintah); Kedua, politik adalah “activities in which public issues are 
discussed and demands upon government expressed, through parties, interest groups, mobs, or solitary 
individuals” (berbagai aktivitas di mana isu-isu publik didiskusikan dan berbagai 
tuntutan terhadap pemerintah diekspresikan melalui partai-partai, kelompok-
kelompok penekan, gerakan-gerakan, atau individu-individu penggungat); Ketiga, 
politik adalah “action of the formal institutions of government, which make laws, interpret them, 
and attempt to carry them ot through a bureaucracy” (aksi-aksi dari berbagai institusi formal 
milik pemerintah yang menetapkan, menginterpretasikan dan menerapkan hukum 
melalui biroraksi)166. 
Dalam konteks pendidikan di Indonesia, setiap periode perkembangan 
pendidikan merupakan faktor politik dan kekuatan politik karena pada hakekatnya 
pendidikan adalah cerminan aspirasi, kepentingan, dan tatanan kekuasaan kekuatan-
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kekuatan politik yang sedang berkuasa. Menurut Kartono, “kebijakan perencanaan, 
atribut edukasi, pelaksanaan, tujuan pendidikan, relasi struktural dengan lembaga non 
edukatif lain, pembiayaan, dan manajemen pendidikan, semua diputuskan 
berdasarkan konsensus dan keputusan politik pemerintah (yang non-edukatif 
sifatnya)167. 
Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia telah mengalami beberapa periode 
perkembangan yang dinamis dan memperlihatkan kompleksitas hubungan antara 
pendidikan dan politik. Setiap periode diindikasikan oleh adanya infiltrasi politik 
terhadap sistem penyelenggaraan pendidikan dan implikasi sistem pendidikan 
terhadap dinamika politik. Sketsa penyelenggaraan pendidikan di negeri ini dapat 
dibagi menjadi enam periode perkembangan, yakni:168 
Periode Pertama, adalah periode awal atau periode prasejarah yang 
berlangsung hingga pertengahan tahun 1800-an. Pada periode ini penyelenggaraan 
pendidikan di tanah air mengarah pada sosialisasi nilai-nilai agama dan pengembangan 
keterampilan hidup. Penyelenggaraan pendidikan pada periode ini dikelola dan 
dikontrol oleh tokoh-tokoh agama, Mereka memiliki otoritas penuh dan menentukan 
apa yang harus dipelajari, siapa yang berhak mengajarkan, bagaimana dan di mana 
pembelajaran dilakukan, dan siapa yang berhak dan tidak berhak atas program 
pendidikan tertentu. Kegiatan pendidikan menjadi bagian integral dari kegiatan 
keagamaan. Nilai-nilai agama menjadi acuan dasar penyelenggaraan pendidikan dan 
kegiatan kependidikan menjadi sarana utama untuk memahami, mengamalkan dan 
menyebarluaskan nilai-nilai agama. 
Periode Kedua adalah periode kolonial Belanda yang berlangsung dari tahun 
1800-an hingga tahun 1945. Pada periode ini penyelenggaraan pendidikan di tanah air 
diwarnai oleh proses modernisasi dan pergumulan antara aktivitas pendidikan 
pemerintahan kolonial dan aktivitas pendidikan kaum pribumi. Di satu pihak, 
pemerintah kolonial berusaha menempuh segala cara untuk memastikan bahwa 
berbagai kegiatan pendidikan tidak bertentangan dengan kepentingan kolonialisme. 
Kegiatan pendidikan diarahkan pada upaya mendiseminasi nilai-nilai modernisasi dan 
sekularisasi di kalangan pribumi dan mencetak para pekerja yang dapat dieksploitasi 
untuk mendukung misi sosial, politik dan ekonomi pemerintah kolonial. Di pihak lain, 
para aktivis gerakan kemerdekaan, baik dari kalangan agama maupun dari kalangan 
sekular, berusaha sekuat tenaga mendesain dan mengembangkan kegiatan pendidikan 
yang dapat membuka mata hati dan pikiran kaum pribumi terhadap berbagai bentuk 
penindasan dan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial terhadap 
mereka sehingga memiliki kesadaran dan keberanian untuk bangkit melawan 
penjajahan dan menjadi bangsa yang merdeka serta berdaulat. 
Periode Ketiga adalah periode pendudukan Jepang berlangsung dari tahun 
1942 hingga tahun 1945. Pada periode ini gerakan kemerdekaan sudah menyebar ke 
seluruh pelosok negeri dan telah menjadi kekuatan politik yang cukup kuat untuk 
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menentukan arah perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk 
bidang pendidikan. Berbagai kegiatan pendidikan pada periode ini diarahkan pada 
upaya mendiseminasi nilai-nilai dan semangat nasionalisme serta mengobarkan 
semangat kemerdekaan ke seluruh lapisan masyarakat. Salah satu aspek penting 
perkembangan dunia pendidikan pada periode ini adalah dimulainya penggunaan 
Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam lingkungan pendidikan formal. 
Kuatnya nilai-nilai nasionalisme dalam berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan 
berhasil melahirkan aktivis-aktivis kemerdekaan dari kalangan pribumi dan membuat 
gerakan-gerakan sosial politik menjadi lebih terbuka. 
Periode Keempat adalah periode Orde Lama yang berlangsung dari tahun 1945 
hingga tahun 1966. Pada periode ini kegiatan pendidikan di tanah air lebih mengarah 
pada pemantapan nilai-nilai nasionalisme, identitas bangsa, dan pembangunan fondasi 
ideologis kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan utama pendidikan pada 
periode ini adalah nation and character building dan kendali utama penyelenggaraan 
pendidikan nasional dipegang oleh tokoh-tokoh nasionalis. Mereka menguasai 
berbagai posisi penting di institusi pemerintahan dan secara aktif dan sistematis 
menjadikan pendidikan sebagai bagian integral dari proses sosialisasi ideologi Negara 
dan penataan corak kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Periode Kelima adalah periode Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1967 
hingga tahun 1998. Pada periode ini pendidikan menjadi instrumen pelaksanaan 
program pembangunan di berbagai bidang, khususnya bidang pedagogi, kurikulum, 
organisasi, dan evaluasi pendidikan diarahkan pada akselerasi pelaksanaan 
pembangunan nasional. Karena sekularisasi menjadi salah satu strategi pembangunan 
nasional pada waktu itu, maka kegiatan pendidikan pada era ini banyak diwarnai oleh 
kebijakan-kebijakan yang mengarah pada sekularisasi pendidikan. Karena fokus 
utama pembangunan nasional pada era Orde Baru adalah pada bidang ekonomi, maka 
pelaksanaan kegiatan kependidikan pada era ini difungsikan sebagai instrumen 
pembangunan ekonomi nasional. Karena pendekatan pembangunan pada era ini 
cenderung bersifat indoktrinasi. Strategi, fokus dan pendekatan pendidikan tersebut 
dijalankan dengan paradigma sentralisasi. Pada periode ini Mendiknas adalah 
penguasa tunggal dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan pada era ini ditandai 
oleh birokrasi yang ketat dan berbelit-belit serta penyeragaman sehingga 
menghasilkan “keseragaman superfisial”. Pada akhir kekuasaan rezim Orde Baru, 
pendidikan di Indonesia belum menjadi wahana sosialisasi dan pembudayaan budaya 
bangsa; belum sejalan dengan perkembangan iptek; belum sejalan dengan tantangan 
era globalisasi; belum mampu menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki 
keunggulan dan kompetitif; dan belum mampu mewujudkan manusia Indonesia yang 
berakhlak, berwatak kesatria, dan patriotik. 
Periode Keenam adalah periode reformasi yang dimulai pada tahun 1998, 
seiring dengan jatuhnya rezim Orde Baru. Pada periode ini melahirkan semangat 
desentralisasi, demokratisasi dan globalisasi yang dibawa oleh gerakan reformasi 
menjalar ke semua sektor pembangunan, termasuk sektor pendidikan sehingga 
menjadi menu utama penataan sistem pendidikan nasional. 
Paparan di atas memberikan deskripsi yang sangat jelas tentang bagaimana relasi 
kekuasaan dan pendidikan. Karena kekuasaan selama ini didominasi oleh pihak laki-
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laki dan pandangan masyarakat yang memposisikan perempuan pada level subordinat, 
maka kebijakan-kebijakan pendidikan banyak mengandung bias gender. Meskipun 
secara formal semua aturan perundang-undangan yang ada menjamin persamaan 
antara laki-laki dan perempuan, tetapi dalam realitasnya tidak bisa dipungkiri bahwa 
diskriminasi terhadap wanita secara massif masih terjadi di segala bidang kehidupan, 
termasuk dalam bidang politik sebagai bagian dari kekuasaan. 
Pada masa Orde Baru, institusi politik atau kekuasaan didominasi oleh pria 
sehingga ia berwajah maskulin. Dalam konteks ini, maka wanita yang terjun di bidang 
politik harus menghadapi tantangan yang jauh lebih berat dari rekan-rekannya politisi 
pria. Selain itu, wanita masih diharapkan untuk memerankan peran-peran yang secara 
gender telah ditetapkan sebagai peran wanita. Lebih berat lagi, wanita-wanita yang 
terjun ke dunia “publik” pada masa itu sering mendapat pandangan negatif dari 
masyarakat karena dianggap mengadopsi sifat-sifat dan peran-peran pria seperti label 
agresif dan ambisius.  
Menurut Muhammad Rusydi Rasyid, suara perempuan adalah suara yang 
terbisukan. Sistem politik yang represif telah mengawasi perempuan secara ketat, 
mengontrol secara dominan, tidak memungkinkan cara berpikir lain daripada yang 
dikehendaki penguasa, menyudutkan dan menyempitkan dan akhirnya menundukkan. 
Hal ini juga dilakukan melalui bahasa, karena membicarakan media  massa, adalah 
media yang diekspresikan melalui bahasa tulis dan lisan. Sebagai wacana baru –
newspek--, bahasa bukanlah sekedar alat komunikasi. Ia merupakan kegiatan-kegiatan 
sosial yang terstruktur dan terikat pada keadaan sosial tertentu169. 
Oleh karena itu, pada masa reformasi, pintu lebar terbuka untuk keterlibatan 
perempuan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara termasuk bidang politik dan 
pendidikan. Dalam konteks politik, terdapat jumlah kuota 30% untuk perempuan 
yang harus dipenuhi setiap partai politik dalam proses pemilihan legislatif. Tetapi 
dalam proses keterpilihannya, perempuan harus bersaing dengan laki-laki dan dalam 
konteks ini kadang kala perempuan tidak berdaya. Hegemoni laki-laki yang didukung 
oleh dana dan intrik-intrik politik menyebabkan perempuan tidak terpilih. 
Dalam konteks politik kekinian, perempuan-perempuan yang menjadi Srikandi 
Senayan tidak juga menunjukkan kerja-kerja positif dalam memperjuangkan hak-hak 
perempuan. Bahkan yang ironi, beberapa anggota legislatif dari unsur perempuan 
malah harus berurusan dengan hukum akibat perilaku korup yang mereka lakukan. 
Hal ini semakin menjatuhkan martabat kaum perempuan dalam dunia politik atau 
kekuasaan.  
Namun, bagi Zohra Andi Baso –aktivis perempuan Internasional asal Sulawesi 
Selatan—ia mengkritik pemberitaan media tentang perempuan yang terlibat korupsi. 
Baginya, media terlalu mengeksploitasi perempuan yang sudah terlanjur masuk dalam 
persoalan korupsi politik di negeri ini.  “Memang diakui, ada perempuan yang terlibat 
karena masuk ke ruang maskulin”. Ruang maskulin yang ia maksudkan adalah korupsi 
yang selama ini didominasi laki-laki, belakangan juga di masuki oleh perempuan. Hal 
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ini terutama setelah kuota wajib 30 persen bagi perempuan untuk setiap struktur 
partai politik. Akibatnya, ruang untuk terjun dalam dunia politik terbuka, juga 
dimasuki oleh kaum perempuan. Mereka juga akhirnya terlibat dalam pembahasan 
yang terkait dengan publik. Perempuan juga mulai memiliki posisi yang strategis, 
terutama karena terkait dengan hak pembahasan anggaran. Celakanya, banyak 
perempuan yang masuk dalam kepemimpinan maskulin, sehingga menyerap watak-
watak seperti itu170. 
Bukan hanya Andi Zohra Baso, semua pembicara dalam diskusi “Perempuan 
dalam Pusaran Politisasi” yang diselenggarakan Harian Fajar seperti Sunarti Sain 
(Pemimpin Redaksi Radar Selatan), dan Sri Rahmi (Politisi Partai Keadilan Sejahtera) 
semuanya mengkritik media dan membela kaumnya, perempuan. Bagi Sunarti Sain, 
perempuan yang masuk dalam pusaran politik dan korupsi, merupakan isu yang 
menarik bagi media. Olehnya itu, banyak di blow-up oleh media ketika terkait dengan 
politikus perempuan yang korupsi. Media memang kadang kebablasan karena semua 
media massa sangat maskulin, lebih banyak laki-laki di dalamnya. Sedangkan bagi Sri 
Rahmi, ketika perempuan yang muncul dalam lingkaran korupsi politik, maka ia akan 
menjadi bulan-bulanan media. Ia mengatakan, isu tentang perempuan korupsi, terlihat 
menarik atau cukup seksi bagi media. Itu bahan eksploitasi bagi media untuk 
memblow-up masalahnya171. 
Dalam pandangan penulis, apa yang menimpa para politisi perempuan tidak 
perlu dibela. Hal ini merupakan indikasi yang kuat bahwa Tuhan tidak membedakan 
antara laki-laki dan perempuan; jika laki-kali korupsi, maka perempuan juga bisa. 
Terdapat potensi yang sama pada diri laki-laki dan perempuan, yang dalam bahasa 
alquran adalah potensi fujur dan taqwa (QS. al-Syams/91:8). Kedua potensi inilah yang 
menentukan baik buruknya seseorang, baik laki-laki maupun perempuan dalam 
bimbingan wahyu dan akal. 
Penulis berpandangan bahwa perjuangan perempuan tidak harus dilakukan oleh 
perempuan, tetapi bisa dilakukan oleh laki-laki. Perempuan tidak harus terlibat dalam 
setiap pengambilan kebijakan politik selama laki-laki telah memposisikan perempuan 
dalam frame yang benar sehingga siap memperjuangkan hak-hak perempuan. 
Persoalan terbesar dari segala kebijakan politik adalah ketidaksiapan laki-laki untuk 
menerima dan memperjuangkan kaum perempuan. Perempuan masih dianggap 
sebagai musuh yang akan mengganggu kenyamanan hidup laki-laki. Bahkan boleh 
jadi, telah menjadi pikiran bawah sadar kaum laki-laki bahwa perempuan itu dunianya 
adalah dunia domestik yang hanya mendukung kerja laki-laki di dunia publik. 
Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa sistem pendidikan sebuah masyarakat 
atau bangsa sangat berkorelasi positif dengan sistem politik atau kekuasaan. Namun 
demikian, meskipun kebijakan politik atau kekuasaan telah menjadikan gender sebagai 
salah satu strategi pembangunan, tetapi implementasinya tidak semudah menetapkan 
kebijakan itu. Gerakan dan aksi dalam konteks sosial dan budaya sangat diperlukan 
untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya masyarakat laki-laki. 
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Manusia diharapkan mampu untuk berdaya upaya, mengembangkan segala 
kreatifitas dan potensi pada dirinya melalui proses pendidikan secara bertahap. Hal 
ini berarti bahwa setiap manusia, harus senantiasa mengaktifkan dirinya dalam dunia 
pendidikan di mana pun dan kapan pun tanpa ada batas ruang dan waktu yang 
mengitarinya. 
Dengan upaya pembinaan seluruh potensi manusia, Muhammad Qutb 
berpendapat bahwa Islam dalam melakukan pendidikan, secara integral obyeknya 
ditujukan kepada manusia, sehingga tidak akan tertinggal  dan terabaikan, baik dari 
segi jasmani maupun rohani, baik kehidupan secara mutlak maupun segala kegiatan 
di alam syahadah ini (bumi). Islam memandang manusia secara totalitas, atas dasar 
fitrah yang diberikan dari Allah kepada hambaNya, tidak sedikit pun yang diabaikan 
dan tidak memaksa apapun selain apa yang dijadikanNya sesuai dengan fitrahnya.172 
Pandangan ini memberikan petunjuk dengan jelas bahwa dalam rangka mencapai 
tujuan pendidikan, Islam mengupayakan pembinaan seluruh potensi manusia secara 
serasi dan seimbang 
Terkait dengan itu, maka seluruh potensi yang dimiliki manusia diharapkan dapat 
berfungsi sebagai pengabdi dan sebagai khalifah di bumi ini. Atas dasar itu M. Quraish 
Shihab berpendapat bahwa tujuan pendidikan Alquran (Islam) adalah membina 
manusia secara pribadi dan kelompok, sehingga manusia mampu menjalankan 
khalifahnya,173 guna membangun dunia sesuai dengan konsep yang ditetapkan Allah, 
atau dengan kata lain untuk bertakwa kepada Allah swt. 
Dengan demikian, pendidikan harus mampu membina, mengarahkan dan 
melatih semua potensi jasmani, jiwa dan akal manusia secara optimal agar dapat 
melaksanakan fungsinya sebagai “khalifah”. Di samping itu, mengisyaratkan perlunya 
parencanaan tujuan pendidikan yang sesuai dengan situasi masyarakat. 
Menurut Omar Muhammad al-Toumy al-Syaibani, bahwa yang dimaksud 
dengan konsep tujuan pendidikan Islam adalah: 
“Perubahan yang diinginkan dan diusahakan pencapaiannya oleh proses 
pendidikan, baik pada tingkah laku individu dan pada kehidupan pribadinya, atau 
pada kehidupan masyarakat dan pada alam sekitar tentang individu itu hidup, atau 
pada proses pendidikan sendiri dan proses pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi 
sebagai proporsi di antara profesi-profesi asasi dalam masyarakat.174 
Bertitik tolak dari pengertian tersebut, maka tujuan yang dipaparkan oleh 
Omar Muhammad al-Toumiy al-Syaibani mencakup beberapa perubahan yang 
diinginkan dalam tiga aspek: 
Tujuan individual yang berkaitan dengan individu, pelajaran dengan pribadi-
pribadi mereka. Perubahan yang diinginkan meliputi: tingkah laku, aktivitas dan 
                                                        
172Muhammad Qutb, Tariqah al-Tarbiyah al-Islamiyah, diterjemahkan oleh Salman Harun 
dengan judul Sistem Pendidikan Islam (Cet. I; Bandung : PT. Al-Ma’arif, t.th), h. 27 
173M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehdiupan 
Masyarakat (Cet. II; Bandung: Mizan, 1992), h. 173.  
174Omar Muhammad al-Toumiy al-Syaibani, Falsafah Tarbiyah al-Islamiyyah....., h. 399.  
48 
 
pencapaiannya, dan pertumbuhan pribadi mereka dan persiapan untuk kehidupan 
di dunia dan di akhirat. 
Tujuan sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, baik tingkah laku 
masyarakat pada umumnya, maupun pertumbuhan, memperkaya pengalaman dan 
kemajuan-kemajuan yang diinginkan. 
Tujuan profesional yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai 
ilmu, seni, profesi dan sebagai suatu aktivitas di antara aktivitas-aktivitas 
masyarakat. 
Secara khusus khusus Pendidikan Islam, dapat dikaitkan dengan tujuan 
keagamaan itu sendiri yang meliputi (1) untuk membantu pembentukan dan 
pembinaan akhlak yang mulia; (2) menyiapkan anak didik untuk hidup di dunia 
dan akhirat; (3) persiapan untuk mencari rezeki dan pemeliharaan segi-segi 
kemanfaatan; (4) menumbuhkan roh ilmiah (scientific spirit) pada pelajar dan 
memuaskan keinginan arti untuk mengetahui (curiousity) dan memungkinkan ia 
mengkaji ilmu sebagai ilmu; dan (5) menyiapkan pelajar dari segi profesional, 
teknis dan perusahaan supaya ia dapat menguasai profesi tertentu, dapat mencari 
rezeki dalam hidup, dan hidup dengan mulia di samping memelihara segi 
kerohaniaan dan keagamaan.175  
Selanjutnya Munir Mursi berpendapat, tujuan khusus pendidikan keagamaan 
dapat dirinci atas; (1) tujuan pendidikan keagamaan; (2) tujuan pembangunan akal dan 
akhlak; (3) tujuan pengajaran hitungan; dan (4) tujuan pembinaan kepribadian. 
Dari uraian di atas maka, dapat diketahui bahwa tujuan khusus pendidikan 
keagamaan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:  
1. Mengarahkan manusia menjadi khalifah yakni melaksanakan tugas untuk 
memakmurkan bumi sesuai dengan kehendak Tuhan. 
2. Mengarahkan manusia dalam melaksanakan tugas kekhalifahan itu, dalam 
rangka beribadah kepada Allah swt.  
3. Mengarahkan manusia untuk berakhlak mulia, sehingga lenceng dari fungsi 
kekhalifahan. 
4. Mengarahkan semua potensi manusia (akal, jiwa dan fisik) untuk memiliki ilmu, 
akhlak dan keterampilan dalam rangka mendukung tugas pengabdian dan fungsi 
kekhalifahannya. 
Tujuan tersebut, kemudian ahli pendidikan Islam, dijadikannya sebagai tujuan 
umum pendidikan Islam. Dalam kaitan ini, Ahmad Tafsir mengatakan bahwa untuk 
keperluan pelaksanaan pendidikan keagamaan sebenarnya ada yang bersifat umum, 
khusus, dan operasional.176 Penjabaran tujuan umum atau tujuan akhir pendidikan 
Islam yang menjadi tujuan khusus ini, menuntut kepada segenap manusia untuk 
mengabdikan dirinya secara secara totalitas kepada Allah swt. 
                                                        
175M. Athiyyah al-Abrasy, al-Tarbiyah Islamiyah yang diterjemahkan oleh Bustami A. Gani 
et. all., dengan judul Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam. (Cet.I; Jakarta: Bulan Bintang, t.th.), h. 
1. 
176Lihat Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 1992) h. 49 
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Namun demikian, pendidikan Islam pada dasarnya memiliki tugas untuk 
mengembalikan Islam pada ajaran universal yang menitikberatkan keadilan, 
persamaan, dan kesetaraan seperti yang dilakukan oleh Nabi saw. pada awal 
perkembangan Islam. Dalam konteks menggapai tugas tersebut, maka perlu diadakan 
pembukaan ruang keadilan gender melalui optimalisasi proses pendidikan Islam yang 
dimaksudkan sebagai upaya untuk mengikis bias gender yang terjadi dalam segala 
proses pendidikan Islam. Optimalisasi tersebut meliputi optimalisasi tujuan, metode, 
dan materi pendidikan Islam.177 
Optimalisasi tujuan pendidikan Islam dilakukan melalui perumusan kembali 
tujuan pendidikan yang tidak mengarah kepada bias gender yakni dengan lebih 
memprioritaskan kepada: Pertama, peneguhan nilai kemanusiaan. Pada dasarnya, 
pendidikan adalah memanusiakan manusia. Pendidikan diadakan dari, oleh dan untuk 
manusia dan dimaksudkan untuk merubah segala perilaku manusia dari perilaku 
barbarian menjadi perilaku yang beradab. Rumusan tujuan pendidikan Islam harus 
mempunyai standarisasi yang selalu terkait erat dengan persoalan kemanusiaan tanpa 
membedakan jenis kelamin; Kedua, pengembangan pengetahuan. Pada prinsipnya, 
setiap manusia dibekali dengan kemampuan dasar (fitrah) sehingga memiliki potensi 
untuk mengembangkan kemampuan yang ia miliki dengan mengasah nalar dan skill 
demi keberlangsungan hidupnya di bumi. Selain itu, pengembangan pengetahuan 
dimaksudkan untuk mengembangkan sistem pendidikan Islam secara dinamis agar 
tidak tertinggal dengan sistem pendidikan yang lain; Ketiga, membentuk kesadaran 
individu yang mempunyai kepekaan sosial. Pembentukan kesadaran individu perlu 
diperhatikan dalam rumusan tujuan pendidikan Islam. Pendidikan Islam seharusnya 
memberikan sumbangsih dalam pembentukan individu yang memiliki kepekaan sosial 
terhadap pembentukan keadilan di muka bumi tanpa menafikan orientasi pada 
pembentukan insan kamil sebagai dimensi transendental. 
Dari uraian di atas, maka pendidikan Islam dalam pengembangannya harus 
sejalan dengan seluruh proses hidup dan kehidupan manusia dalam menerima 
pendidikan tanpa membedakan gender atau jenis kelamin. Prinsip tanpa membedakan 
jenis kelamin dalam pendidikan adalah prinsip yang dipakai oleh konsep pendidikan 
androgini.178 Dalam pendidikan konvensional, ada pembedaan yang jelas pada siswa 
yang didasarkan pada jenis kelamin. Anak laki-laki diberikan mainan berupa mobil-
mobilan dan alat-alat peperangan, seperti pistol-pistolan, pedang, dan lain sebagainya, 
sementara anak perempuan diberi mainan boneka dan diberi alat masak. Pembedaan 
mainan akan berdampak pada kelanggengan perbedaan peran gender.  
                                                        
177Muhammad Rusydi Rasyid, Perspektif Pendidikan Islam....., h. 22.   
178Metode pendidikan androgini marak menjadi diskusi kalangan kaum feminis pada 
tahun 1970-an. Metode androgini berasal dari bahasa latin, yaitu andro yang berarti pria, dan 
gyne yang berarti perempuan. Pendidikan androgini adalah pendidikan yang memperkenalkan 
konsep bebas gender kepada anak laki-laki dan perempuan. Konsep pendidikan ini berbeda 
dengan konsep pendidikan konvensional yang berasumsi bahwa anak laki-laki dan perempuan 
adalah berbeda. Lihat Ratna Megawangi, Membiarkan Berbeda Sudut Pandang Baru tentang Relasi 
Gender (Cet. I; Bandung: Mizan, 1999), h. 114.  
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Dalam prakteknya, prinsip tanpa membedakan jenis kelamin, dapat diterapkan 
dimana saja, termasuk di dalam rumah. Orang tua dalam mendidik anaknya dengan 
tanpa membedakan jenis kelamin, dengan memakai konsep androgini. Pertama kali 
yang harus dilakukan adalah menghilangkan atribut-atribut yang berbau gender di 
dalam rumah. Pada halaman, seluruh ruang, dinding, bila masih terdapat lukisan, 
stiker, poster, pamlet atau tempelan lain, yang tergolong pada pembagian kerja 
berdasarkan gender harus dihilangkan. Orang tua hendaknya tidak memberikan 
mainan kepada anaknya dengan mainan-mainan yang berstereotip gender. Demikian 
pula dengan pengaruh-pengaruh media yang bisa diakses langsung dari rumah seperti 
TV, radia, media cetak dan lainnya, hendaknya orang tua menjaga anak-anaknya. 
Proses pendidikan Islam pada dasarnya hendak mengembangkan pandangan 
hidup Islami, yang diharapkan tercermin dalam sikap hidup dan keterampilan hidup 
orang Islam. Namun timbul pertanyaan, apa saja yang menjadi aspek-aspek kehidupan 
itu. Dalam konteks inilah pemikir dan pengembang pendidikan Islam mempunyai 
konsep dan paradigma yang berbeda-beda tentang pengembangan pendidikan Islam. 
Perbedaan tersebut tidak bisa dilepaskan dari latarbelakang sosiokultural yang 




PENDIDIKAN ISLAM   
DAN KESETARAAN GENDER 
Kata pendidikan secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, pedagogi, terdiri 
atas dua suku kata yakni paes yang berarti anak, dan again yang berarti membimbing. 
Jadi pedagogi berarti bimbingan yang diberikan kepada anak179. Dengan demikian 
pendidikan dalam bahasa Yunani adalah usaha membimbing, mengarahkan, dan 
membina anak-anak (peserta didik). Dari pengertian ini, kemudian ditemukan definisi 
lebih lanjut bahwa pendidikan adalah mempengaruhi dan mengusahakan anak supaya 
menjadi dewasa dengan cara membimbingnya. Boleh juga dikatakan bahwa 
pendidikan adalah membantu anak supaya tumbuh berkembang dan kelak menjadi 
cakap. Definisi yang lebih luas lagi, memberi tuntunan kepada anak yang belum 
dewasa menjadi dewasa agar tumbuh dan berkembang jasmani dan rohaniahnya, 
pendidikan ini dimulai sejak anak dilahirkan dan berakhir setelah ia meninggal dunia. 
Jadi pendidikan itu berlangsung seumur hidup. 
Definisi etimologis di atas menunjukkan bahwa objek pendidikan adalah anak. 
Demikian halnya karena anak adalah makhluk yang sedang tumbuh, dan penting 
sekali dimulai sedini mungkin, sejak bayi belum dapat berbuat sesuatu untuk 
kepentingan dirinya, baik untuk mempertahankan hidup maupun merawat dirinya. 
Dengan demikian, pendidikan adalah upaya pembentukan kepribadian yang lebih 
matang. Dalam konsep Islam, kepribadian yang dimaksud adalah kepribadian muslim 
yang ideal. 
Kemudian pendidikan secara terminologi, banyak dikemukakan para pakar 
dalam berbagai definisinya masing-masing, misalnya: John S. Brubacher yang 
mengatakan Education should be though of the process of man’s reciprocal adjustment to nature, 
to his fellows, and to the ultimate nature of the cosmos. Education is the organized development and 
aquipment of all the powers a human being, moral, intelectual, and phycical, by and for their 
individual and social uses, directed toward the union of these activities with their creator as their final 
end180. Pendidikan adalah proses timbal balik dari tiap pribadi manusia dalam 
penyesuaian dirinya dengan alam, dengan sesama, dan dengan alam semesta. 
Pendidikan juga merupakan perkembangan yang terorganisasi dan kelengkapan dari 
semua potensi-potensi manusia, moral, intelektual dan jasmani (fisik), oleh dan untuk 
kepribadian individualnya dan kegunaan masyarakatnya yang diharapkan demi 
menghimpun semua aktivitas tersebut bagi tujuan akhir hidupnya. 
                                                        
179 Lihat Abu Ahmadi Nur dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan (Cet. I; Jakarta: Rineka 
Cipta, 1991), h. 70. Batasan pendidikan secara etimologis, dapat pula dilihat dalam Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III (Cet. II; Jakarta: Balai 
Pustaka, 2002), h. 262 
180 John S. Brubacher, Modern Philosophis of Education (New Delhi: Tata Graw-Hill 
Publishing Company LTD, 1981), h. 371 
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Kemudian, Joe Park yang mengatakan Education the art of proccess of imparting or 
acquiring knowledge an habit through instrutional as strudy181. Dalam defenisi ini, tekanan 
pengertian pendidikan adalah pada kegiatan pengajaran (instruction), dan kepribadian 
yang dibina dari aspek kognitif dan kebiasaan. 
Sementara, Redja Mudyahardjo mengatakan Pendidikan adalah segala 
pengalaman belajar yang berlangsung dalam lingkungan, dan sepanjang hidup di 
segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu182. Hal senada juga 
dikemukakan oleh Ahmad D. Marimba yang mengatakan Pendidikan adalah 
bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani 
dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama183. 
Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 
Tahun 2003 Bab 1 ayat 1: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 
negara184. 
Berdasarkan beberapa konsep tentang pendidikan di atas, maka dapat ditarik 
benang merah bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dalam 
mewujudkan pengalaman belajar yang terjadi dalam proses pembelajaran untuk 
mengembangkan potensi manusia sehingga mampu mempertahankan hidup dengan 
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri dan keterampilan yang dibutuhkan 
oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.    
Sedangkan pengertian konsep pendidikan Islam dipengaruhi oleh penggunaan 
istilah al-tarbiyah, al-ta’lim dan al-ta’dib. Setiap istilah tersebut mempunyai makna yang 
berbeda, karena perbedaan teks dan konteks kalimatnya, meskipun dalam hal tertentu, 
term-term tersebut mempunyai kesamaan makna. 
Istilah al-tarbiyah adalah bentuk masdar yang berasal dari fiil madhi (bentuk 
lampau) rabba, dan mempunyai pengertian yang sama dengan kata dasar rabba, dan 
dari segi kandungannya sama artinya dengan kata rabb yang merupakan nama Tuhan. 
Dalam al-Qur’an tidak ditemukan istilah al-tarbiyah, tetapi ada istilah yang senada 
dengan istilah al-tarbiyah yakni al-rabb, rabbayani, nurabbi, ribbiyun dan rabbani. 
Sebaliknya, dalam hadis digunakan istilah rabbani. Semua fonem tersebut mempunyai 
konotasi makna yang berbeda-beda185. 
                                                        
181 Joe Park, Selected Reading in The Philosophy of Education (New York: The Macmillang 
Companiy, 1970), h. 3 
182 Lihat Redja Mudyahardjo, Pengantar Ilmu Pendidikan (Cet. II; Jakarta: PT. RajaGrafindo 
Persada, 2002), h. 3 
183 Lihat Ahmad D. Marimba, Pengantar Pendidikan Islam (Cet. I; Bandung: al-Ma’arif, 
1972), h. 15 
184 UU. Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 
185 Lihat M. Ridlwan Natsir, Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal (Cet. I; Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2005), h. 40 
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Para ahli memberikan definisi al-tarbiyah bila diidentikkan dengan al-rabb sebagai 
berikut: 
Menurut al-Qurthubi, bahwa arti al-rabb adalah pemilik, tuan, Yang Maha 
Memperbaiki, Yang Maha Mengatur, Yang Maha Mengubah, dan Yang Maha 
Menunaikan186. Sementara menurut Menurut Louis al-Ma’luf, al-rabb berarti tuan, 
pemilik, memperbaiki, perawatan, tambah, dan mengumpulkan187. 
Pengertian diatas merupakan interpretasi dari kata al-rabb dalam QS. al-
Fatihah/1:2 dalam term rabb al-‘alamin dan QS. al-Nas/114:1 dalam term rabb al-nas. 
Sementara menurut Fakhr al-Razi, al-rabb merupakan fonem yang seakar dengan al-
tarbiyah yang mempunyai arti al-tanwiyah (pertumbuhan dan perkembangan)188. 
Kata dasar al-rabb, yang mempunyai pengertian yang luas, antara lain, memiliki, 
menguasai, mengatur, memelihara, memberi makan, menumbuhkan, 
mengembangkan, dan berarti pula mendidik189. 
Allah sebagai rabb yang dikaitkan dengan al-alamin dan al-nas berarti pada 
hakekatnya Allah mendidik, yaitu menumbuhkan dan mengembangkan alam 
(termasuk manusia) secara berangsur-angsur sehingga sampai kepada derajat 
kesempurnaan. Apabila istilah al-tarbiyah diindentikkan dengan bentuk madhinya 
rabbayani, dari bentuk mudharinya nurabbi, al-tarbiyah mempunyai arti mengasuh, 
menanggung, memberi makan, mengembangkan, memelihara, membesarkan, 
memproduksi, dan menjinakkan. Makna-makna ini dapat dilihat pada firman Allah 
dalam QS. al-Isra/17:24 dan QS. al-Syu’ara/26:18; 
   اٗریِغَص يِناَیَّبَر اَمَك اَمُھۡمَحۡرٱ ِّبَّر ُلقَو ِةَمۡحَّرلٱ َنِم ِّلُّذلٱ َحاَنَج اَمُھَل ۡضِفۡخٱَو
 
Terjemahnya: 
Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan 
dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka 
berdua telah mendidik aku waktu kecil. 
ّبَُرن َۡمَلأ َلاَق َنیِنِس َكِرُمُع ۡنِم اَنیِف َتۡثِبَلَو اٗدیِلَو اَنیِف َكِ  
Terjemahnya: 
Firaun menjawab: "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara (keluarga) kami, 
waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari 
umurmu. 
Makna term rabbayani dalam QS. al-Isra’/17:24 lebih luas mencakup aspek 
jasmani dan rohani, sedang dalam QS. al-Syuara’/26:18 hanya mencakup aspek 
jasmani. Menurut Fakhr al-Raziy, term rabbayani tidak hanya pengajaran bersifat 
                                                        
186 Lihat Ibn Abdillah bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubiy, Tafsir al-Qurtubiy (Kairo: 
Durusy Sya’bi, t.th), h. 120 
187 Lihat Louis Ma’luf, al-Munjid fi al-Lughah (Beirut: Dar al-Masyriq, 1960), h. 243-244 
188 Lihat Fakhr al-Razi, Tafsir Fakhr al-Razi, (Teheran: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), h. 
151 
189 Ibrahim Anis dkk, al-Mu’jam al-Wasit (Jakarta: Angkasa, 1972), h. 321 
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ucapan (domain kognitif), tetapi juga meliputi pengajaran tingkah laki (domain 
afektif).190 Sebaliknya menurut tafsiran Sayyid Qutb, fonem rabbayani sebagai 
pemeliharaan anak dan menumbuhkan kematangan sikap mentalnya191. 
Dalam QS. Ali Imran/3:79 dan 146, istilah al-tarbiyah disebutkan dengan term 
rabbaniyah dan ribbiyun. Allah swt. berfirman: 
َتِكۡلٱُ Sَّٱُ ھَیِتُۡؤی َنأ ٍرَشَبِل َناَك اَم ّل اٗداَبِعْ اُونوُك ِساَّنلِل َلُوقَی َُّمثَ ةَُّوبُّنلٱَو َمۡكُحۡلٱَو َبٰ ِ Sَّٱ ِنُود نِم يِ
َلَو َّبَرْ اُونوُك نِكٰ ّلَُعت ُۡمتنُك اَمِب َنِۧ ّیِنٰ َتِكۡلٱ َنوُمِ َنوُسُرَۡدت ُۡمتنُك اَمِبَو َبٰ  
Terjemahnya: 
Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al Kitab, 
hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia: "Hendaklah kamu menjadi 
penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah". Akan tetapi (dia berkata): 
"Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al 
Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. 
ّبِر ۥُھَعَم ََلتَٰق ّٖيِبَّن نِّم ِنَّیأَكَو  اَمَوْ اُوُفعَض اَمَوِ Sَّٱ ِلیِبَس يِف ۡمُھَباََصأٓ اَمِلْ اُونَھَو اَمَف ٞریِثَك َنوُّیِ
ْاُوناََكتۡسٱ َّصلٱ ُّبُِحیُ Sَّٱَو ۗ َنیِرِبٰ  
Terjemahnya: 
Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah 
besar dari pengikut(nya) yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana 
yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak (pula) menyerah (kepada 
musuh). Allah menyukai orang-orang yang sabar. 
Jika term rabbaniyin dan rabbiyun sebagai padanan dari istilah al-tarbiyah dianalisis, 
maka pengertiannya adalah transformasi ilmu pengetahuan dan sikap pada anak didik, 
yang mempunyai semangat tinggi dalam memahami dan menyadari kehidupannya 
sehingga terwujud ketakwaan, budi pekerti dan pribadi yang luhur192. 
Sedangkan kata ta’dib secara etimologi adalah bentuk masdar yang berasal dari 
akar kata addaba, yang artinya membuatkan makanan, melatih dengan akhlak yang 
baik, sopan santun, dan tata cara pelaksanaan sesuatu yang baik. Kata ta’dib sepadan 
dengan kata ta’lim193, Menurut Abdul Fattah Jalal, kata ta’lim lebih luas jangkauannya 
                                                        
190Lihat Fakhr al-Raziy, Tafsir al-Raziy...... h. 151.  
191 Sayyid Qutb, Tafsir fi Zila<l al-Qur’an, vol. XV (Beirut: Dar Ahya  al-Kutub Arabiyah, 
t.th), h. 15. 
192 Kata rabbani dan ribbiyun tidak hanya berarti pendeta, tetapi bisa berarti orang yang 
telah sempurna ilmu dan takwanya kepada Allah. Dalam konteks kalimat tersebut lebih tepat 
diartikan dengan orang-orang yang mencapai semangat tinggi dalam berketuhanan, yang 
mempunyai sikap-sikap pribadi, yang secara sungguh-sungguh berusaha memahami Tuhan dan 
menaati-Nya. Hal tersebut mencakup kesadaran akhlak manusia dalam kehidupannya di dunia 
ini. Oleh karena itu, ada hubungan antara takwa, akhlak, dan pribadi luhur. Lihat Nurcholish 
Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban (Jakarta: Paramadina, 1992), h. 45 
193 Ibrahim Anis dkk, al-Mu’jam al-Wasit........., vol. I, h. 9 
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dan lebih umum daripada kata tarbiyah. Rasulullah saw. diutus untuk menjadi 
(mu’allim)194. 
Dalam al-Qur’an, salah satu ayat yang menggunakan term ta’lim adalah QS. al-
Baqarah/2:151. 
ّلَُعیَو ۡمُكیِّكَُزیَو اَنِتَٰیاَء ۡمُكۡیَلَعْ اُولۡتَی ۡمُكنِّم ٗالوُسَر ۡمُكیِف اَنۡلَسَۡرأٓ اَمَك َتِكۡلٱُ مُكُمِ ّلَُعیَو َةَمۡكِحۡلٱَو َبٰ  مُكُمِ
َنوُمَلَۡعتْ اُونوَُكت َۡمل اَّم  
Terjemahnya: 
Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami 
telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami 
kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-
Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. 
Dari ayat di atas jelaslah bahwa Islam memandang proses ta’lim lebih universal 
dibanding dengan proses tarbiyah. Sebab ketika mengajarkan tilawah al-Qur’an (yatlu) 
kepada kaum muslimin, Rasulullah saw. mengajar tidak hanya sekedar dapat membaca 
saja melainkan membaca dengan perenungan yang berisi pemahaman, pengertian, 
tanggungjawab dan penanaman amanah.  
Dari membaca semacam ini, Rasulullah saw. membawa mereka kepada tazkiyah 
(pensucian), yaitu pensucian dan pembersihan diri manusia dari segala kotoran dan 
menjadikan diri itu berada dalam suatu kondisi yang memungkinkan untuk menerima 
al-hikmah serta mempelajari pembersihan diri manusia dari segala kotoran dan segala 
yang bermanfaat baginya dan yang tidak diketahuinya. 
Secara istilah, al-tarbiyah didefinisikan secara varian, di antaranya, menurut Abdul 
Fattah Jalal, al-tarbiyah adalah proses persiapan dan pengasuhan pada fase pertama 
pertumbuhan manusia, atau menurut istilah yang biasa dipakai pada saat ini ialah pada 
fase bayi dan kanak-kanak195. 
                                                        
194 Abdul Fattah Jalal, Min al-Usuli al-Tarbawiyah fi al-Islam (Mesir: Dar al-Kutub 
Mishriyyah, 1977), h. 16 
195 Abdul Fatah Jalal, Min al-Usul........, h. 17. Pengertian tersebut diambil dari maksud 
firman Allah dalam QS. al-Isra/17:24 dan QS. al-Syu’ara/26:18. Penggunaan kata al-tarbiyah 
pada surah al-Isra’ ayat 24 menunjukkan bahwa pendidikan pada fase ini menjadi 
tanggungjawab keluarga. Ibu dan ayah bertanggungjawab mengasuh dan mengasihi anak yang 
masih kecil dan berada pada situasi ketergantungan. Kedua orang tuanya bersusah payah untuk 
memenuhi kebutuhan biologisnya berupa sandang, pangan, ketenangan serta dalam 
mengajarkan dasar-dasar tatakrama (sopan santun). Orang tua bertanggungjawab dalam 
membentuk kepribadian anak, anak wajib bersikap sopan, hormat, dan membalas jasa kedua 
orang tuanya bila ia sudah besar, serta mendoakan agar kedua orang tuanya mendapat rahmat 
dari Allah. 
Dalam ayat 18 surah al-Syu’ara, Fir’aun menyebutkan kebaikannya terhadap Musa a.s. 
bahwa dia telah mendidiknya semasa kecil dan tidak memasukkannya ke dalam golongan anak-
anak yang dibunuh. Ketika itu Fir’aun juga mengingatkan Musa a.s. bahwa ia telah berada dalam 
naungan keluarga untuk beberapa tahun lamanya. Peristiwa ini terjadi ketika Allah swt. 
menyuruh Musa supaya pergi menghadap Fir’aun guna menyampaikan risalah Allah swt 
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Dari paparan tersebut, istilah al-tarbiyah di dalam dua ayat di atas berkaitan erat 
dengan proses persiapan dan pemeliharaan pada masa kanak-kanak di dalam keluarga 
yakni saat ia masih kecil dan dalam dalam naungan keluarga. 
Sementara menurut, Muhammad Jamaluddin al-Qasimi, bahwa al-tarbiyah ialah 
proses penyampaian sesuatu pada batas kesempurnaan yang dilakukan secara tahap 
demi tahap196. Sebaliknya, menurut al-Asfahani, bahwa al-tarbiyah ialah proses 
menumbuhkan sesuatu secara bertahap yang dilakukan sedikit demi sedikit sesuatu 
pada batas kesempurnaan197. 
Pengertian tersebut diperuntukkan khusus bagi manusia yang mempunyai 
potensi rohani, sedangkan pengertian tarbiyah yang dikaitkan dengan alam raya 
mempunyai arti pemeliharaan dan memenuhi segala yang dibutuhkan, serta menjaga 
sebab-sebab eksistensinya. 
Menurut Mustafa al-Ghalayni, al-tarbiyah adalah penanaman etika yang mulia 
pada anak yang sedang tumbuh dengan cara memberi petunjuk dan nasehat, sehingga 
ia memiliki potensi dan kompetensi jiwa yang mantap, yang dapat membuahkan sifat-
sifat bijak, baik, cinta akan kreasi, dan berguna bagi tanah airnya198. 
Apabila pendidikan Islam diindentikkan dengan al-ta’lim, para ahli memberikan 
pengertian sebagai berikut: menurut Abdul Fatah Jalal, mendefinisikan al-ta’lim 
sebagai proses pemberian pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, 
dan penanaman amanah, sehingga penyucian atau pembersihan diri manusia dari 
segala kotoran dan menjadikan diri manusia itu berada dalam suatu kondisi yang 
memungkinkan untuk menerima al-hikmah serta mempelajari segala apa yang 
bermanfaat baginya dan yang tidak diketahuinya199. 
Ta’lim mencakup aspek-aspek pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan 
seseorang dalam hidupnya serta pedoman perilaku yang baik, sebagaimana firman 
Allah dalam QS. Yunus/10:5; 
 اَم َۚباَسِحۡلٱَو َنیِنِّسلٱَ َددَعْ اوُمَلَۡعتِل َلِزاَنَم ۥُهَرَّدَقَو اٗرُون َرَمَقۡلٱَو ٓٗءاَیِض َسۡمَّشلٱ َلَعَج يِذَّلٱ َوُھ
َذُ Sَّٱ ََقلَخ َنوُمَلۡعَی ٖمۡوَقِل ِتَٰٓیۡألٱ ُلِّصَُفی ِّۚقَحۡلٱِب َِّالإ َكِلٰ  
Terjemahnya: 
Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-
Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu 
mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang 
demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) 
kepada orang-orang yang mengetahui. 
                                                        
196 Muhammad Jamaluddin al-Qasimi, Mahasin al-Ta’wil (Kairo: Dar al-Ihya’ al-‘Arabiyah, 
t.th), vol. I, h. 8 
197 Abdurrahman al-Nahlawi, Usul al-Tarbiyah al-Islamiyyah wa Asalibiha (Beirut: Dar al-
Fikr, 1979), h. 13 
198 Mustafa al-Ghalayni, Idzdzatun al-Nasyi’in (Beirut: Maktabah Ashriyah, 1949), h. 185. 
199 Abdul Fattah Jamal, Min al-Usul......., h. 18. 
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Ta’lim merupakan suatu proses yang terus menerus diusahakan manusia 
semenjak dilahirkan. Sebab manusia dilahirkan tidak mengetahui sesuatu apa pun200, 
sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Nahl/16:78; 
 ۡمُكَّلَعَلَ ةَدِٔ َۡفۡألٱَو َرَٰصَۡبۡألٱَو َعۡمَّسلٱُ مُكَل َلَعَجَو أٗ ۡیَش َنوُمَلَۡعت َال ۡمُكِتَٰھَُّمأ ِنوُُطب ۢنِّم مُكَجَرَۡخأُ Sَّٱَو
َنوُرُكَۡشت  
Terjemahnya: 
Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 
mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, 
agar kamu bersyukur. 
Dari kedua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang dilahirkan dalam 
keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, tetapi ia dibekali dengan berbagai potensi 
yang mempersiapkannya untuk meraih memahami ilmu serta memanfaatkannya 
dalam kehidupan. 
Menurut Muhammad Rasyid Ridha, al-ta’lim adalah proses transmisi berbagai 
ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu201. 
Pemberian definisi tersebut berpijak pada firman Allah dalam QS. al-Baqarah/2:31 
tentang ‘allama Allah kepada Nabi Adam a.s., sedangkan proses transmisi itu 
dilakukan secara bertahap sebagaimana Nabi Adam menyaksikan dan menganalisis 
asma-asma yang diajarkan oleh Allah kepadanya. 
Dari paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian al-ta’lim lebih luas 
jangkauannya dan lebih umum sifatnya daripada istilah al-tarbiyah yang khusus berlaku 
bagi anak kecil. Hal ini karena al-ta’lim mencakup fase bayi, anak-anak, remaja, dan 
orang dewasa, sedangkan al-tarbiyah, khusus pendidikan dan pengajaran fase bayi dan 
anak-anak. 
Sementara menurut Sayyed Muhamamd al-Naquib al-Attas, mengartikan al-
ta’lim disinonimkan dengan pengajaran tanpa adanya pengenalan secara mendasar, 
namun bila al-ta’lim mempunyai arti pengenalan tempat segala sesuatu dalam sebuah 
sistem202. Lebih lanjut Syed Muhammad al-Naquib al-Attas mengemukakan bahwa 
ada hal yang membedakan antara istilah al-tarbiyah dengan al-ta’lim, yaitu ruang lingkup 
al-ta’lim lebih umum daripada al-tarbiyah. Hal tersebut disebabkan karena al-tarbiyah 
tidak mencakup segi pengetahuan dan hanya mengacu pada kondisi eksistensial. Di 
samping itu, menurut al-Attas, term al-tarbiyah merupakan terjemahan dari bahasa 
Latin educatio dan bahasa Inggris education, yang keduanya mengacu kepada segala 
sesuatu yang bersifat fisik mental. 
Meskipun dalam term education ada pula pembinaan intelektual dan moral, tetapi 
sumbernya bukanlah wahyu, melainkan hasil spekulasi filosofis tentang etika yang 
disesuaikan dengan tujuan fisik material orang-orang yang sekuler. Apabila 
dipaksakan untuk mengaitkan dengan kata rabb dalam QS. al-Isra’/17:24 (rabbayani 
saghira), maka pendidikan menjadi berarti mengasuh, menanggung, memberi makan, 
                                                        
200 Abdul Fattah Jamal, Min al-Usul......, h. 20 
201 Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar (Mesir: Dar al-Manar, 1373 H), vol. I, h. 262 
202 Syed Muhammad al-Naquib al-Attas, Konsep Pendidikan dalam Islam....., h. 66 
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mengembangkan, memelihara, membesarkan, menumbuhkan, reproduksi dan 
menjinakkan. Semua itu merupakan konsekuensi logis dari kata rabb, yang pada 
dasarnya mengandung unsur pemilikan dan penguasaan atas sesuatu yang kemudian 
berperan sebagai objek didik tersebut. Jika hal ini dijadikan argumentasi (bukan hanya 
menyangkut manusia secara umum), maka bisa pula diterapkan untuk spesies 
binatang dan juga tumbuh-tumbuhan. Hal ini tidak mungkin karena di dalam 
pendidikan Islam, harus ada unsur-unsur ilmu dan kebajikan, bimbingan dan melatih 
keterampilan, padahal binatang dan tumbuh-tumbuhan tidak dapat menerima 
ataupun menangkap kebajikan dan menangkap ilmu203. 
Menurut Muhammad Athiyah al-Abrasy, pengertian al-ta’lim berbeda dengan 
pendapat di atas. Beliau menegaskan bahwa al-ta’lim lebih khusus dibandingkan 
dengan al-tarbiyah, karena al-ta’lim hanya merupakan upaya menyiapkan individu 
dengan mengacu pada aspek-aspek tertentu saja, sedangkan al-tarbiyah mencakup 
keseluruhan aspek-aspek pendidikan204. 
Al-ta’lim merupakan bagian kecil dari al-tarbiyah al-aqliyah, yang bertujuan 
memperoleh pengetahuan dan keahlian berpikir yang sifatnya mengacu pada domain 
kognitif. Sebaliknya, al-tarbiyah tidak hanya mengacu pada domain kognitif, tetapi juga 
domain afektif dan psikomotorik. 
Berdasarkan kajian tiga istilah yang berkaitan dengan pendidikan Islam yakni al-
tarbiyah, al-ta’lim dan al-ta’dib, maka jika ditinjau dari segi penekanannya terdapat titik 
perbedaan satu sama lain, namun apabila ditilik dari segi unsur kandungannya, 
terdapat keterkaitan kandungannya yang saling mengikat satu sama lain yani dalam 
hal memeliharan dan mendidik anak. 
Dalam al-tarbiyah, titik tekannya difokuskan pada bimbingan anak supaya 
berdaya (potensi) dan tumbuh kelengkapan dasarnya serta dapat berkembang secara 
sempurna, yakni pengembangan ilmu dalam diri manusia dan pemupukan akhlak 
yakni pengamalan ilmu yang benar dalam mendidik pribadi. 
Sedangkan pada term al-ta’dib, titik tekannya adalah pada penguasaan ilmu yang 
benar dalam diri seseorang agar menghasilkan kemantapan amal dan tingkah laku 
yang baik. Adapun al-ta’lim, titik tekannya pada penyampaian ilmu pengetahuan yang 
benar, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan penanaman amanah kepada 
anak. Ta’lim mencakup aspek-aspek pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan 
seseorang dalam hidupnya dan pedoman perilaku yang baik. 
Dengan demikian, ketiga term tersebut dapat digunakan secara bersama-sama 
untuk pendidikan Islam, sebagaimana diputuskan oleh Konferensi Dunia tentang 
Pendidikan Islam yang pertama. Hanya saja proses ta’lim lebih luas jangkauannya dan 
lebih umum sifatnya dibanding dengan proses al-tarbiyah mencakup fase bayi, anak-
anak, remaja, orang dewasa, sedangkan al-tarbiyah, khusus pendidikan dan pengajaran 
fase bayi dan anak-anak. Penonjolan kualitatif pada konsep tarbiyah ialah rahmah (kasih 
sayang) dan bukannya ilmu (pengetahuan). Terutama dalam kasus ta’dib, pengetahuan 
                                                        
203 Syed Muhammad al-Naquib al-Attas, Konsep Pendidikan dalam Islam....., h. 24-25 
204 Athiyah al-Abrasy, al-Tarbiyah al-Islamiyah......., h. 15 
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lebih ditonjolkan daripada kasih sayang. Muaddib dan mu’allim adalah orang yang 
mendidik dan mengajar anak-anak yang sedang tumbuh dan berkembang.  
Dari beberapa pengertian al-tarbiyah, ta’lim dan ta’dib di atas, para ahli pendidikan 
Islam mencoba memformulasikan hakekat pendidikan Islam sebagaimana dalam 
ulasan berikut ini: 
Menurut Mohammad al-Taoumy al-Syaibani, pendidikan Islam ialah proses 
mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, kehidupan masyarakat, dan 
alam sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai 
profesi di antara profesi-profesi asasi dalam masyarakat205. 
Pendidikan tersebut memusatkan perubahan tingkah laku manusia yang 
konotasinya pada pendidikan etika, dan menekankan pada aspek produktivitas dan 
kreativitas manusia dalam peran dan profesinya dalam kehidupan di masyarakat dan 
alam semesta. 
Menurut Muhammad Fadlil al-Jamaliy, pendidikan Islam adalah upaya 
mengembangkan, mendorong, dan mengajak manusia lebih maju dengan 
berlandaskan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia, sehingga terbentuk 
pribadi yang lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan akal, perasaan, maupun 
perbuatan206. 
Menurut Ahmad D. Marimba, pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan 
rohani berdasar hukum Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut 
ukuran Islam207. Kepribadian utama yang dimaksud adalah kepribadian Muslim, yaitu 
kepribadian yang memiliki nilai-nilai agama Islam, memilih, menentukan, berbuat, 
dan bertanggungjawab sesuai dengan nilai-nilai agama Islam.  
Berdasarkan definisi di atas, ada tiga unsur yang mendukung tegaknya 
pendidikan Islam, yakni (Pertama), harus ada bimbingan bagi pengembangan potensi 
jasmani dan rohani peserta didik secara berimbang. (Kedua), Usaha tersebut 
didasarkan atas ajaran Islam, yang para ulama sepakat yang menetapkan sumbernya 
berupa al-Qur’an, hadis, ijma’ dan qiyas. (Ketiga), Usaha tersebut bertujuan agar 
peserta didik pada akhirnya memiliki kepribadian utama menurut ukuran Islam 
(kepribadian Muslim). 
Pengertian pendidikan Islam lain dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi --
sebagaimana dikutip Azyumardi Azra-- memberi pengertian pendidikan Islam yaitu 
pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan 
keterampilannya. Karena pendidikan Islam menyiapkan manusia untuk hidup dan 
menyiapkan untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya, 
manis pahitnya. Sedangkan Azyumardi Azra mendefinisikan pendidikan Islam adalah 
                                                        
205 Mohammad Oemar al-Toumy al-Syaibani, Falsafah Pendidikan Islam, terjemahan Hasan 
Langgulung (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 399 
206 Muhammad Fadil al-Jamaly, al-Falsafah al-Tarbawiyah fi al-Qur’an (Mesir: Dar al-Kitab 
al-Jadid, t.th), h. 3 




suatu proses pembentukan individu berdasarkan ajaran-ajaran Islam yang diwahyukan 
Allah swt. kepada Muhammad saw208. 
Endang Saefuddin Anshari memberi pengertian secara lebih tekhnis, pendidikan 
Islam sebagai proses bimbingan (pimpinan, tuntunan dan usulan) oleh subyek didik 
terhadap perkembangan jiwa (pikiran, perasaan, kemauan, intuisi), dan raga obyek 
didik dengan bahan-bahan materi tertentu, pada jangka waktu tertentu, dengan 
metode tertentu dan dengan alat perlengkapan yang ada ke arah terciptanya pribadi 
tertentu disertai evaluasi sesuai ajaran Islam209. 
Sedangkan menurut hasil rumusan Seminar Pendidikan Islam se-Indonesia 
tahun 1960, memberikan pengertian pendidikan Islam sebagai: “Bimbingan terhadap 
pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, 
mengajarkan, melatih, mengasuh dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam. 
Pengertian di atas mengandung arti bahwa dalam proses pendidikan Islam 
terdapat usaha mempengaruhi jiwa anak didik melalui proses sedikit demi sedikit 
menuju tujuan yang ditetapkan yaitu menanamkan takwa dan akhlak serta 
menegakkan kebenaran, sehingga terbentuklah manusia yang berkepribadian dan 
berbudi luhur sesuai dengan ajaran Islam. 
Sedangkan Prof. Mappanganro, mengemukakan pendidikan Islam merupakan 
usaha yang dilakukan secara sadar dengan membimbing, mengasuh anak atau peserta 
didik agar dapat meyakini, memahami, meng-hayati dan mengamalkan ajaran-ajaran 
Islam. Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang sangat ideal, pendidikan yang 
menyelaraskan antara pertumbuhan fisik dan mental, jasmani dan rohani, 
pengembangan individu dan masyarakat, serta kebahagiaan dunia dan akhirat. 
Sehubungan dengan itu, Prof. M. Arifin, juga menyatakan bahwa pendidikan 
Islam adalah sistem pendidikan yang dapat memberikan kemampuan seseorang untuk 
memimpin kehidupan sesuai dengan cita-cita Islam, karena nilai-nilai Islam telah 
menjiwai dan mewarnai corak ke-pribadiannya210. 
Dari pengertian pendidikan Islam di atas, memberikan pemahaman yang utuh 
terhadap makna Pendidikan Islam itu sendiri, yakni upaya yang dilakukan untuk 
memberikan bimbingan, asuhan kepada anak didik atau generasi muda agar mereka 
memahami dan menghayati ajaran-ajaran Islam agar nantinya mereka dapat 
mengamalkan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupannya, demi tercapainya 
kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. 
Dari pengertian pendidikan Islam itu sendiri, melahirkan berbagai interpretasi 
yang termuat di dalamnya. Yakni, adanya unsur-unsur edukatif yang sekaligus sebagai 
konsep bahwa pendidikan itu merupakan suatu usaha, usaha itu dilakukan secara 
sadar, usaha itu dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab kepada 
masa depan anak, usaha itu mempunyai dasar dan tujuan tertentu, usaha itu perlu 
                                                        
208 Lihat Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuji Millenium Baru 
(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 5 
209 Lihat Endang Saefuddin Anshari, Pokok-Pokok Pikiran tentang Islam, (Jakarta: Usaha 
Enterprise, 1976), h. 85 
210 M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 10 
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dilaksanakan secara teratur dan sistematis, usaha itu memerlukan alat-alat yang 
digunakan. 
Dapatlah dipahami bahwa pendidikan Islam merupakan suatu tabiat yang 
sekaligus amanat yang harus diperkenalkan oleh suatu generasi ke generasi berikutnya, 
terutama dari orang tua atau pendidik kepada anak-anak dan murid-muridnya. Dalam 
hal ini, konsep pendidikan Islam mengantarkan manusia pada perilaku dan perbuatan 
manusia yang berpedoman pada syariat Allah. Artinya, manusia tidak merasa 
keberatan atas ketetapan Allah dan Rasul-Nya. 
Pendidikan Islam, dengan segala bentuknya, mempunyai peran dan fungsi yang 
sangat penting dan menentukan. Melalui upaya pendidikan Islam, nilai-nilai yang 
terkandung dalam ajaran Islam, dapat diberikan kepada anak didik, yang kelak akan 
menjadi anggota dan pemimpin masyarakat. 
Secara umum, pendidikan Islam bertujuan untuk mengantar para peserta didik 
untuk mengabdikan dirinya secara totalitas kepada Allah, dengan membina seluruh 
potensi yang dimiliki manusia yaitu potensi spiritual, intelektual, perasaan, kepekaan 
dan sebagainya.  
Tujuan pendidikan yang disebutkan diatas, nampak sejalan dengan pandangan 
Muhammad Amin, sebagaimana dikutip oleh Abuddin Nata bahwa pendidikan 
mencakup berbagai dimensi, badan, akal, perasaan, kehendak, dan seluruh unsur atas 
kejiwaan manusia serta bakat-bakat kemampuannya. Pendidikan sebagai upaya untuk 
mengembangkan bakat dan kemampuan individual, sehingga potensi kejiwaan itu 
dapat diaktualisasikan secara sempurna. Potensi-potensi itu pada dasarnya merupakan 
kekayaan yang berharga dalam diri manusia211. 
Manusia tanpa memandang jenis kelamin, dalam hidupnya memerlukan 
pendidikan, dan karena itu ia harus mempergunakan alat-alat potensial pada dirinya 
untuk senantiasa mengembangkan pemikirannya akan kemajuan pendidikan (QS. al-
Nahl/16:78). 
Pada ayat 78 dari QS. al-Nahl, terdapat klausa “ اًئْیَش َنوُمَلْعَت َال  “ yang mengandung 
makna bahwa manusia saat dilahirkannya, tidak mengetahui yang tidak diketahuinya 
itu, maka Allah swt. memberikan alat potensial berupa al-sam’u (pendengaran), al-
abshara (penglihatan), dan al-afidah (hati untuk memahami). Manusia, kata mereka, 
bagaikan kertas putih yang belum dibubuhi satu huruf pun. Pendapat ini benar jika 
yang dimaksud dengan pengetahuan adalah pengetahuan kasbiy, yakni yang diperoleh 
melalui upaya manusiawi. Tetapi ia meleset jika menafikan segala macam 
pengetahuan, karena manusia lahir membawa fitrah kesucian yang melekat pada 
dirinya sejak lahir, yakni fitrah yang menjadikannya “mengetahui” bahwa Allah Maha 
Esa. Di samping itu, ia juga mengetahui –walau sekelumit—tentang wujud dirinya 
dan apa yang sedang dialaminya. Bukankah hidup manusia ditandai oleh gerak, rasa 
dan tahu, minimal mengetahui wujud dirinya212. Potensi ini dimiliki oleh semua 
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212 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an (Cet. IV; 
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manusia tanpa mendiskriminasikan jenis kelamin. Dengan kata lain, ada kesetaraan 
gender dalam pemberian potensi pada manusia untuk belajar dalam pendidikan. 
Kata al-sam’u dan al-absar dalam arti indera manusia, ditemukan dalam al-Quran 
secara bergandengan sebanyak tiga belas kali213. Kata al-sam’u selalu digunakan dalam 
bentuk tunggal, dan selalu mendahului kata al-absar. Pernyataan ini sekaligus 
menegaskan bahwa al-sam’u sebagai salah satu alat Indera manusia memiliki posisi 
penting bagi manusia itu sendiri dalam memperoleh ilmu pengetahuan melalui 
pendidikan. Setelah kedua kata tadi, disebutkan lagi al-af’idah yang juga merupakan 
bentuk jamak. Ini berarti bahwa banyak pengetahuan yang dapat diraih setiap orang, 
namun sebelumnya ia harus menggunakan pendengarannya dan penglihatannya 
terlebih dahulu secara baik. 
Dengan peralatan indrawi berupa penglihatan, pendengaran dan hatinya, 
manusia memiliki potensi untuk dapat mengenal agama secara baik dan 
membentuk sikap keberagamannya secara dinamis, sesuai dengan fitrah-nya 
dengan jalan taqwa dan berbudi luhur atau berakhlak mulia.  
Pada fisik setiap manusia, terdapat potensi-potensi tenaga fisik yang bila 
benar pengembangannya akan menjadi tenaga fisik yang kuat dan dibentuk 
menjadi kecakapan kerja untuk mengolah dan memanfaatkan pemberian Allah 
yang terdapat di langit dan di bumi. Dengan kata lain, Allah telah menganugerahi 
manusia dengan kemampuan yang dengannya mereka dapat menguasai alam 
semesta yang telah diperuntukkan Allah bagi manusia214. 
Pada aspek psikis setiap manusia terdapat pontensi-potensi kejiwaan yang 
bila benar dalam penumbuhan dan pengembangannya akan terbentuk menjadi 
kecakapan berfikir ilmiyah dalam mencari dan menemukan kebenaran, bercita-
cita yang luhur dan mulia, berkemampuan membawakan diri dengan jitu sekali 
sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, baik dalam hubungan dengan Allah, 
maupun dalam hubungan dengan sesama manusia ataupun dalam hubungan 
dengan benda/alam215. Dalam hal ini, bagi mereka yang mengerti agama dan rajin 
melaksanakan ajaran agama dalam hidupnya, moralnya dapat dipertanggung 
jawabkan; sebaliknya, bagi mereka yang akhlaknya merosot biasanya 
keyakinannya terhadap agama, kurang atau tidak sama sekali216. 
Selain itu, Allah swt. memberi pendengaran, penglihatan dan hati kepada 
manusia, agar dipergunakan untuk merenung, memikirkan, dan memperhatikan apa-
apa yang ada di sekitarnya. Ke semuanya ini, merupakan motivasi bagi segenap umat 
manusia untuk mencari ilmu pengetahuan melalui jalur pendidikan, dan sekaligus 
merupakan kewajiban bagi setiap muslim, sejak kecilnya sampai berusia lanjut tanpa 
                                                        
213 Lihat Muhammad Fu’ad Abd. al-Baqi, op. cit., h. 456-457 
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tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Hal ini didasarkan atas pernyataan Nabi 
saw yang menyejajarkan orang yang menuntut ilmu dengan orang yang berjihad di 
jalan Allah. Sebagaimana redaksi hadis tersebut yang artinya Dari Anas bin Malik 
berkata: Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka 
yang bersangkutan berada di jalan Allah sampai ia kembali dari kegiatan menuntut 
ilmu. (HR. Turmuziy). 
Menurut Muh Anis Malik dan La Ode Ismail Ahmad, term fi sabilillah dalam 
hadis di atas dapat dimakna dalam pengertian jihad dan kebajikan. Menuntut ilmu 
dapat tergolong fi sabilillah dalam makna jihad, yakni perang melawan kebodohan yang 
merupakan penyakit umat Islam hari ini. Sedangkan menuntut ilmu dapat 
dikategorikan fi sabilillah dalam makna kebajikan untuk mendekatkan diri kepada 
Ridha Allah, karena orang yang berilmu akan semakin khasyah kepada Tuhan-Nya 
sehingga ia semakin memperbanyak kebajikan dengan ilmunya217. 
Di samping nas-nas yang berkenaan dengan urgensi pendidikan sebagaimana 
yang telah disebutkan, masih banyak ditemukan firman Allah swt. maupun hadis Nabi 
saw. yang secara implisit sangat sejalan dengan nas-nas tersebut. Itu berarti bahwa 
pendidikan Islam bagi setiap muslim merupakan kewajiban tanpa membedakan jenis 
kelamin. 
Pendidikan di samping sebagai kewajiban, mutlak dibutuhkan oleh setiap 
muslim untuk kepentingan eksistensinya. Jadi pendidikan perspektif Islam tidak 
dipandang sebelah mata. Ia harus senantiasa dipikirkan dan dikembangkan sejalan 
dengan adanya pembaruan pemikiran pendidikan dewasa ini. 
Istilah pengembangan, tidak dapat dipisahkan dengan istilah pembaruan. 
Pembaruan berarti suatu perubahan baru, sedangkan pengembangan adalah 
menjadikan sesuatu lebih sempurna dari yang sebelumnya218. Pembaruan adalah 
upaya untuk mengadakan perubahan di berbagai bidang termasuk pendidikan dengan 
tujuan untuk meningkatkan kinerja sistem secara menyeluruh guna memperoleh hasil 
yang lebih baik sesuai dengan tantangan dan dinamika kebutuhan masyarakat. 
Seiring dengan pengembangan berbagai potensi yang dimiliki manusia, baik 
pengembangan jasmani maupun rohani, maka potensi pengembangan itu, harus 
dibina melalui pendidikan Islam, dan praktis bahwa pendidikan Islam harus pula 
mengalami perkembangan, sejalan dengan perkembangan manusia itu sendiri. Umar 
Tirtaharja dan La Sula menyatakan bahwa peserta didik dalam upaya pengembangan 
potensi-potensi kemanusiaannya219. 
Dalam perspektif al-Quran, manusia berkembang bermula dari proses 
kejadiannya. Ayat yang berbicara tentang proses kejadian manusia dapat ditemukan 
dalam QS al-Mu’minun/23: 12-14. Yang terjemahnya. Dan sesungguhnya Kami telah 
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menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan 
saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air 
mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan 
segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang itu Kami 
bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. 
Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta yang Paling Baik220. 
Ayat lain yang juga berbicara tentang proses penciptaan manusia adalah QS al-
Haj/22: 5; QS al-Sajadah/32: 8-9; QS al-Mu’min/40: 67; QS al-Najm/53: 32; QS al-
Insan/76: 2; QS al-Thariq/86: 5-7. Sebenarnya masih banyak ayat yang mengungkap 
tentang proses kejadian manusia, namun cukup dengan mengemukakan ayat di atas, 
secara jelas dapat dipahami bahwa masalah pendidikan relevan dengan eksistensi 
manusia dan perkembangannya. Melalui ayat tersebut,terungkap bahwa Allah swt. 
memperlihatkan kehebatan dan keagungan-Nya dalam menciptakan manusia. Karena 
itu, pendidikan Islam berfungsi antara lain mengarahkan kepada penghayatan 
terhadap tanda-tanda kehebatan dan keagungan Allah swt. Di ayat tadi, dijelaskan 
bahwa penciptaan manusia melalui beberapa tahap, yakni penciptaan fisik yang 
dimulai dari nutfah (air mani), kemudian alaqah (segumpal darah), mudgah (segumpal 
daging), ‘izam (tulang belulang), lahm (daging yang membungkus tulang), setelah itu 
ditiupkanlah roh sebagai unsur psikis. Pada saat itulah manusia memiliki potensi fitrah 
dan menjadilah ia manusia yang utuh dan sangat baik bentuknya (fi ahsan takwin). Bila 
hal ini dikaitkan dengan tujuan pendidikan Islam, maka dipahami bahwa untuk sampai 
pada tujuan yang dimaksud, diperlukan beberapa proses pengembangan dan tahapan-
tahapan dalam pendidikan. 
Manusia diharapkan mampu untuk berdaya upaya, mengembangkan segala 
kreatifitas dan potensi pada dirinya melalui proses pendidikan secara bertahap. Hal 
ini berarti bahwa setiap manusia, harus senantiasa mengaktifkan dirinya dalam dunia 
pendidikan di mana pun dan kapan pun tanpa ada batas ruang dan waktu yang 
mengitarinya. 
Dengan upaya pembinaan seluruh potensi manusia, Muhammad Qutb 
berpendapat bahwa Islam dalam melakukan pendidikan, secara integral obyeknya 
ditujukan kepada manusia, sehingga tidak akan tertinggal  dan terabaikan, baik dari 
segi jasmani maupun rohani, baik kehidupan secara mutlak maupun segala kegiatan 
di alam syahadah ini (bumi). Islam memandang manusia secara totalitas, atas dasar 
fitrah yang diberikan dari Allah kepada hamba-Nya, tidak sedikit pun yang diabaikan 
dan tidak memaksa apa pun selain apa yang dijadikannya sesuai dengan fitrahnya221. 
Pandangan ini memberikan petunjuk dengan jelas bahwa dalam rangka mencapai 
tujuan pendidikan, Islam mengupayakan pembinaan seluruh potensi manusia secara 
serasi dan seimbang. 
Terkait dengan itu, maka seluruh potensi yang dimiliki manusia diharapkan dapat 
berfungsi sebagai pengabdi dan sebagai khalifah di bumi ini. Atas dasar itu M. Quraish 
Shihab berpendapat bahwa tujuan pendidikan Alquran (Islam) adalah membina 
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manusia secara pribadi dan kelompok, sehingga manusia mampu menjalankan 
kekhalifahannya222.  
guna membangun dunia sesuai dengan konsep yang ditetapkan Allah, atau 
dengan kata lain untuk bertakwa kepada Allah swt. 
Dengan demikian, pendidikan harus mampu membina, mengarahkan dan 
melatih semua potensi jasmani, jiwa dan akal manusia secara optimal agar dapat 
melaksanakan fungsinya sebagai “khalifah”. Di samping itu, mengisyaratkan perlunya 
perencanaan tujuan pendidikan yang sesuai dengan situasi masyarakat. 
Menurut Omar Muhammad al-Toumy al-Syaibani, bahwa yang dimaksud 
dengan konsep tujuan pendidikan Islam adalah: 
“Perubahan yang diinginkan dan diusahakan pencapaiannya oleh proses 
pendidikan, baik pada tingkah laku individu dan pada kehidupan pribadinya, atau 
pada kehidupan masyarakat dan pada alam sekitar tentang individu itu hidup, atau 
pada proses pendidikan sendiri dan proses pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi 
sebagai proporsi di antara profesi-profesi asasi dalam masyarakat223. 
Bertitik tolak dari pengertian tersebut, maka tujuan yang dipaparkan oleh 
Omar Muhammad al-Toumiy al-Syaibani mencakup beberapa perubahan yang 
diinginkan dalam tiga aspek yaitu: Pertama, Tujuan individual yang berkaitan 
dengan individu, pelajaran dengan pribadi-pribadi mereka. Perubahan yang 
diinginkan meliputi: tingkah laku, aktivitas dan pencapaiannya, dan pertumbuhan 
pribadi mereka dan persiapan untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Kedua, 
Tujuan sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, baik tingkah laku 
masyarakat pada umumnya, maupun pertumbuhan, memperkaya pengalaman dan 
kemajuan-kemajuan yang diinginkan. Dan Ketiga, Tujuan profesional yang 
berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai ilmu, seni, profesi dan 
sebagai suatu aktivitas di antara aktivitas-aktivitas masyarakat. 
Secara khusus Pendidikan Islam, dapat dikaitkan dengan tujuan keagamaan 
itu sendiri yang meliputi (1) untuk membantu pembentukan dan pembinaan 
akhlak yang mulia; (2) menyiapkan anak didik untuk hidup di dunia dan akhirat; 
(3) persiapan untuk mencari rezeki dan pemeliharaan segi-segi kemanfaatan; (4) 
menumbuhkan roh ilmiah (scientific spirit) pada pelajar dan memuaskan keinginan 
arti untuk mengetahui (curiosity) dan memungkinkan ia mengkaji ilmu sebagai 
ilmu; dan (5) menyiapkan pelajar dari segi profesional, teknis dan perusahaan 
supaya ia dapat menguasai profesi tertentu, dapat mencari rezeki dalam hidup, 
dan hidup dengan mulia di samping memelihara segi kerohaniaan dan keagamaan. 
                                                        
222 M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehdiupan 
Masyarakat (Cet. II; Bandung: Mizan, 1992), h. 173 
223 Omar Muhammad al-Toumiy al-Syaibani, Falsafah Tarbiyah al-Islamiyyah....., h. 399 
66 
 
Selanjutnya Munir Mursi berpendapat, tujuan khusus pendidikan keagamaan 
dapat dirinci atas; (1) tujuan pendidikan keagamaan; (2) tujuan pembangunan akal dan 
akhlak; (3) tujuan pengajaran hitungan; dan (4) tujuan pembinaan kepribadian224. 
Dari uraian di atas maka, dapat diketahui bahwa tujuan khusus pendidikan 
keagamaan memiliki ciri-ciri sebagai berikut, Mengarahkan manusia menjadi khalifah 
yakni melaksanakan tugas untuk memakmurkan bumi sesuai dengan kehendak 
Tuhan. Mengarahkan manusia dalam melaksanakan tugas kekhalifahan itu, dalam 
rangka beribadah kepada Allah swt. Mengarahkan manusia untuk berakhlak mulia, 
sehingga lenceng dari fungsi kekhalifahan. Mengarahkan semua potensi manusia 
(akal, jiwa dan fisik) untuk memiliki ilmu, akhlak dan keterampilan dalam rangka 
mendukung tugas pengabdian dan fungsi kekhalifahannya. 
Tujuan tersebut, kemudian ahli pendidikan Islam, dijadikannya sebagai tujuan 
umum pendidikan Islam. Dalam kaitan ini, Ahmad Tafsir mengatakan bahwa untuk 
keperluan pelaksanaan pendidikan keagamaan sebenarnya ada yang bersifat umum, 
khusus, dan operasional.225 Penjabaran tujuan umum atau tujuan akhir pendidikan 
Islam yang menjadi tujuan khusus ini, menuntut kepada segenap manusia untuk 
mengabdikan dirinya secara secara totalitas kepada Allah swt. 
Namun demikian, pendidikan Islam pada dasarnya memiliki tugas untuk 
mengembalikan Islam pada ajaran universal yang menitikberatkan keadilan, 
persamaan, dan kesetaraan seperti yang dilakukan oleh Nabi saw. pada awal 
perkembangan Islam. Dalam konteks menggapai tugas tersebut, maka perlu diadakan 
pembukaan ruang keadilan gender melalui optimalisasi proses pendidikan Islam yang 
dimaksudkan sebagai upaya untuk mengikis bias gender yang terjadi dalam segala 
proses pendidikan Islam. Optimalisasi tersebut meliputi optimalisasi tujuan, metode, 
dan materi pendidikan Islam. 
Optimalisasi tujuan pendidikan Islam dilakukan melalui perumusan kembali 
tujuan pendidikan yang tidak mengarah kepada bias gender yakni dengan lebih 
memprioritaskan kepada: Pertama, peneguhan nilai kemanusiaan. Pada dasarnya, 
pendidikan adalah memanusiakan manusia. Pendidikan diadakan dari, oleh dan untuk 
manusia dan dimaksudkan untuk merubah segala perilaku manusia dari perilaku 
barbarian menjadi perilaku yang beradab. Rumusan tujuan pendidikan Islam harus 
mempunyai standarisasi yang selalu terkait erat dengan persoalan kemanusiaan tanpa 
membedakan jenis kelamin; Kedua, pengembangan pengetahuan. Pada prinsipnya, 
setiap manusia dibekali dengan kemampuan dasar (fitrah) sehingga memiliki potensi 
untuk mengembangkan kemampuan yang ia miliki dengan mengasah nalar dan skill 
demi keberlangsungan hidupnya di bumi. Selain itu, pengembangan pengetahuan 
dimaksudkan untuk mengembangkan sistem pendidikan Islam secara dinamis agar 
tidak tertinggal dengan sistem pendidikan yang lain; Ketiga, membentuk kesadaran 
individu yang mempunyai kepekaan sosial. Pembentukan kesadaran individu perlu 
diperhatikan dalam rumusan tujuan pendidikan Islam. Pendidikan Islam seharusnya 
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memberikan sumbangsih dalam pembentukan individu yang memiliki kepekaan sosial 
terhadap pembentukan keadilan di muka bumi tanpa menafikan orientasi pada 
pembentukan insan kamil sebagai dimensi transendental226. 
Dari uraian di atas, maka pendidikan Islam dalam pengembangannya harus 
sejalan dengan seluruh proses hidup dan kehidupan manusia dalam menerima 
pendidikan tanpa membedakan gender atau jenis kelamin. Prinsip tanpa membedakan 
jenis kelamin dalam pendidikan adalah prinsip yang dipakai oleh konsep pendidikan 
androgini227. Dalam pendidikan konvensional, ada pembedaan yang jelas pada siswa 
yang didasarkan pada jenis kelamin. Anak laki-laki diberikan mainan berupa mobil-
mobilan dan alat-alat peperangan, seperti pistol-pistolan, pedang, dan lain sebagainya, 
sementara anak perempuan diberi mainan boneka dan diberi alat masak. Pembedaan 
mainan akan berdampak pada kelanggengan perbedaan peran gender.  
Dalam praktiknya, prinsip tanpa membedakan jenis kelamin, dapat diterapkan 
dimana saja, termasuk di dalam rumah. Orang tua dalam mendidik anaknya dengan 
tanpa membedakan jenis kelamin, dengan memakai konsep androgini. Pertama kali 
yang harus dilakukan adalah menghilangkan atribut-atribut yang berbau gender di 
dalam rumah. Pada halaman, seluruh ruang, dinding, bila masih terdapat lukisan, 
stiker, poster, pamlet atau tempelan lain, yang tergolong pada pembagian kerja 
berdasarkan gender harus dihilangkan. Orang tua hendaknya tidak memberikan 
mainan kepada anaknya dengan mainan-mainan yang berstereotip gender. Demikian 
pula dengan pengaruh-pengaruh media yang bisa diakses langsung dari rumah seperti 
TV, radio, media cetak dan lainnya, hendaknya orang tua menjaga anak-anaknya. 
Proses pendidikan Islam pada dasarnya hendak mengembangkan pandangan 
hidup Islami, yang diharapkan tercermin dalam sikap hidup dan keterampilan hidup 
orang Islam. Namun timbul pertanyaan, apa saja yang menjadi aspek-aspek kehidupan 
itu. Dalam konteks inilah pemikir dan pengembang pendidikan Islam mempunyai 
konsep dan paradigma yang berbeda-beda tentang pengembangan pendidikan Islam. 
Perbedaan tersebut tidak bisa dilepaskan dari latar belakang sosiokultural yang 
mengitarinya, terutama sistem politik yang sedang berjalan.
                                                        
226 Muhammad Rusydi Rasyid, Perspektif Pendidikan Islam....., h. 22-23 
227 Metode pendidikan androgini marak menjadi diskusi kalangan kaum feminis pada 
tahun 1970-an. Metode androgini berasal dari bahasa latin, yaitu andro yang berarti pria, dan 
gyne yang berarti perempuan. Pendidikan androgini adalah pendidikan yang memperkenalkan 
konsep bebas gender kepada anak laki-laki dan perempuan. Konsep pendidikan ini berbeda 
dengan konsep pendidikan konvensional yang berasumsi bahwa anak laki-laki dan perempuan 
adalah berbeda. Lihat Ratna Megawangi, Membiarkan Berbeda Sudut Pandang Baru tentang Relasi 




PROBLEMATIKA RELASI GENDER DAN KEKUASAAN: 
REFLEKSI UNTUK AKSI 
 
A. Bidang Politik dan Kekuasaan 
Perempuan dan politik dalam konstruksi budaya merupakan dua domain sangat 
berbeda. Keterlibatan perempuan dalam bidang politik telah dimulai sejak Indonesia 
belum meraih kemerdekaan. Dalam bidang politik, representasi fenomena 
kesenjangan gender dapat dilihat dari rendahnya keterwakilan perempuan di jabatan-
jabatan publik, baik di tingkat pemerintahan, pusat, maupun daerah, pada lembaga-
lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif serta badan-badan kenegaraan lainnya 
ataupun rendahnya intensitas penggunaan hak-hak politik otonom228.  
Teori-teori yang melandasi kajian gender dan politik adalah; Pertama, teori 
nature, yakni teori yang mengatakan bahwa fitrah posisi perempuan untuk lebih social 
mobility melalui jalur politik terhambat oleh kondisinya sehingga peran-peran domestik 
lebih mendapat tempat; Kedua, teori nurture, yang menurut teori ini, kebudayaan 
perempuan dimungkinkan terakses di dalam jajaran politik karena sifat relatif. 
Secara politik, keinginan masyarakat untuk mendudukkan perempuan sebagai 
mitra (sejajar) dengan laki-laki dalam melaksanakan pembangunan tercermin dalam 
beberapa bentuk kebijakan, baik yang berbentuk ketentuan yang lebih tinggi 
tingkatnya sampai pada ketentuan yang paling rendah. Di Indonesia, tuntutan 
persamaan derajat atau kedudukan dan peranan perempuan dalam berbangsa dan 
bernegara telah dirumuskan berbagai kebijakan yang berlaku secara nasional, di mana 
harapan tersebut didorong melalui kemampuan memperjuangkan terwujudnya 
kesetaraan dan keadilan gender melalui berbagai lembaga, baik yang dimotori oleh 
lembaga-lembaga pemerintah (GO) maupun lembaga non pemerintah (NGO) dengan 
berbagai rencana program yang dilakukan. Walaupun secara nasional telah digariskan 
kesamaan antara perempuan dengan laki-laki, namun hal ini merupakan tantangan 
yang cukup berat bagi lembaga-lembaga tersebut untuk merealisasikan dalam 
masyarakat guna mencapai keadilan sosial sejati melalui implementasi dan strategi 
transformasi kearah penciptaan ruang politik yang bebas dari diskriminasi gender229.  
Dengan kata lain, kemajuan yang dicapai dalam tatanan hukum politik di 
Indonesia berkaitan dengan gender dapat dilihat dengan adanya prinsip kesetaraan 
gender dan instrumen peraturan perundang-undangan. Landasannya filosofisnya 
adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 
yang menegaskan kedaulatan rakyat sebagai dasar dari Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Kedaulatan tersebut dalam pelaksanaannya didasarkan pada Ketuhanan 
                                                        
228Fenemena ketidakadilan gender dalam bidang politik (Sherly Retno Sari, blogger, Sabtu 
10 Desember 2011) [sherlyretnosari10.blogspot.com/2011/12gender-politik.html?m=1)  
229Lihat Riauwati, “Partisipasi Perempuan Maluku Utara di Sektor Publik” dalam Siti 
Hariti Sastriyani, Women in Public Sector (Perempuan di Sektor Publik) (Cet. I; Yogyakarta: Tiara 
Wacana, 2008), h. 92.   
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Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan 
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia. 
Prinsip kedaulatan rakyat tersebut terwujud melalui keterlibatan rakyat dalam 
struktur ketatanegaraan legislatif sebagai penyeimbang dan pengawas dari pemerintah 
khususnya eksekutif. Perempuan dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk 
Tuhan Yang Maha Esa adalah bagian dari rakyat yang seharusnya diperhatikan 
keterlibatannya untuk berpartisipasi dalam urusan publik dan pemerintahan yang 
mengatur hajat hidup orang banyak. 
Keterlibatan perempuan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan lembaga 
penentu kebijakan berkesesuaian  dengan sejumlah peraturan perundang-undangan. 
Artinya, upaya untuk mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen 
hingga mencapai angka kritis 30% telah diterima sebagai norma hukum yang menjadi 
dasar pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun demikian, berbagai 
peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah ada masih perlu dikuatkan 
dan dipertegas agar peningkatan keterwakilan perempuan tidak menjadi retorika 
belaka. 
Jika ditelaah lebih lanjut sesungguhnya landasan untuk menghilangkan 
ketidakadilan gender telah tercantum dalam beberapa peraturan perpolitikan negara 
sebagai berikut:230 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
a. UUD 1945 pasal 1 ayat 2, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan 
menurut Undang-Undang Dasar. 
b. UUD 1945 pasal 28D ayat 1, Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 
hadapan hukum. 
c. UUD 1945 pasal 28D ayat 3, Setiap warga negara berhak memperoleh 
kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 
d. UUD 1945 pasal 28H ayat 2, Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan 
perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna 
mencapai persamaan dan keadilan.  
                                                        
230Uraian tentang landasan yuridis tentang keterlibatan perempuan dalam pemerintahan 
dan lembaga penentu kebijakan disadur dari “Mendorong Peningkatan Perempuan di 
Parlemen: Kertas Posisi Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah” dalam http://www.puskopal.ui.ac.id/index.php?option=com 
content&view=article&id=97%3kebijakan-peningkatan-keterwakilan-perempuan-pemilu-
2004-dan-2009-&catid=1%3Alatest-news&lang=id.   
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e. UUD 1945 pasal 28I ayat 2, Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang 
bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan 
terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 
f. UUD 1945 pasal 28I ayat 4, Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan 
pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama 
pemerintah. 
g. UUD 1945 pasal 28I ayat 5, Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi 
manusia dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak 
asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-
undangan. 
2. Peraturan Perundang-Undangan 
a. UU Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak 
Politik Kaum Wanita. Melalui Undang-Undang ini, Indonesia meratifikasi 
Konvensi mengenai Hak-Hak Politik Kaum Perempuan pada tahun 1952 yang 
mengatur bahwa perempuan mempunyai hak untuk memilih, berhak untuk 
mencalonkan diri serta dipilih dalam pemilihan umum, dan berhak memegang 
jabatan publik, semuanya dengan syarat-syarat yang sama dengan kaum laki-laki.  
b. UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention 
On The Ellimination Of All Forms Of Discrimination Against Womoen) 
dalam lampiran: 
 Pasal 2 huruf f, Melakukan langkah tindak yang tepat, termasuk pembuatan 
undang-undang, untuk mengubah, menghapus undang-undang, peraturan-
peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan praktek-praktek yang diskriminatif terhadap 
wanita. 
 Pasal 3, Negara-negara peserta wajib melakukan langkah tindak yang tepat, 
termasuk membuat peraturan perundang-undangan di semua bidang, khususnya 
di bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya, untuk menjamin perkembangan 
dan kemajuan wanita sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin bahwa 
mereka melaksanakan dan menikmati hak asasi manusia dan kebebasan pokok 
dasar persamaan dengan pria. 
 Pasal 4 ayat 1, Pembentukan peraturan-peraturan dan melakukan tindakan 
khusus sementara oleh negara-negara pihak yang ditujukan untuk mempercepat 
kesetaraan de facto antara pria dan wanita, tidak dianggap sebagai diskriminasi 
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seperti ditegaskan dalam konvensi ini, dan sama sekali tidak harus membawa 
konsekuensi pemeliharaan standar-standar yang tidak sama atau terpisah, maka 
peraturan-peraturan dan tindakan tersebut wajib dihentikan jika tujuan, 
persamaan kesempatan dan perlakuan telah tercapai. 
 Pasal 7, Negara-negara pihak wajib mengambil langkah-langkah yang sesuai 
untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam kehidupan politik dan 
kehidupan bermasyarakat di negaranya, khususnya menjamin bagi wanita atas 
dasar persamaan dengan pria, hak: 
a. Untuk memilih dalam semua pemilihan dan agenda publik dan 
berkemampuan untuk dipilih dalam lembaga-lembaga yang dipilih 
masyarakat; 
b. Untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan 
implementasinya, serta memegang jabatan dalam pemerintahan dan 
melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkatan; 
c. Untuk berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-
perkumpulan non pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan 
masyarakat dan politik negara. 
 Pasal 15: 
a. Negara-negara pihak wajib memberikan kepada perempuan persamaan hak 
dengan laki-laki di muka hukum. 
b. Negara-negara pihak wajib memberikan kepada wanita, dalam hal-hal sipil, 
kecakapan hukum yang sama dengan pria dan kesempatan yang sama untuk 
menjalankan kecakapannya tersebut. Secara khusus, negara harus 
memberikan kepada wanita persamaan hak untuk mengikat kontrak dan 
untuk mengelola kepemilikan dan wajib memberi perlakuan yang sama 
kepada pria dan wanita di semua tingkat prosedur di muka hakim dan 
peradilan. 
c. Negara-negara pihak bersepakat bahwa semua kontrak dan semua dokumen 
pribadi lainnya yang mempunyai kekuatan hukum dan ditujukan kepada 
pembatasan kecakapan hukum bagi wanita, wajib dianggap batal demi 
hukum. 
d. Negara-negara pihak wajib memberikan kepada pria dan wanita hak sama 
menurut hukum yang berkaitan dengan kebebasan bergerak perorangan 
kebebasan untuk memilih tempat tinggal dan domisili. 
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c. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
Pasal 1, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat 
dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan 
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi 
oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta 
perlindungan harkat dan martabat manusia. 
Pasal 2, Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi 
manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat 
pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan 
ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, 
kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. 
Pasal 3 ayat 2, Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan 
perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang 
sama di depan hukum. 
Pasal 5 ayat 1, Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak 
menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai 
dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. 
Pasal 8, Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia 
terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. 
Pasal 46, Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan 
legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus 
menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan. 
Pasal 49. 
a. Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat, dalam pekerjaan, jabatan, 
dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. 
b. Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan 
pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam 
keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi 
wanita. 
c. Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi 
reproduksinya, di jamin, dan dilindungi oleh hukum. 
Pasal 71, Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, 
menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-
undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional 
tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.  
Pasal 72, Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang 
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hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan 
bidang lain. 
d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
(Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), 
dalam lampiran: 
  Pasal 3, Negara-negara pihak pada Kovenan ini berjanji menjamin hak-hak yang 
sama antara laki-laki dan perempuan dalam penikmatan semua hak ekonomi, 
sosial dan budaya yang ditentukan dalam Kovenan ini. 
e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan 
International Covenant On Civil and Political Rights (Kovenan 
Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), dalam lampiran: 
 Pasal 3, Negara pihak Kovenan ini berjanji untuk menjamin hak-hak yang 
sederajat dari laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak sipil dan 
politik yang diatur dalam Kovenan ini.  
f. UU RI No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu 
g. UU RI No. 2 Tahun 2012 tentang Partai Politik 
h. UU RI No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif 
3. Kebijakan Terkait 
a. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan 
Gender dalam Pembangunan Nasional. Lampiran di bagian umum angka 4; 
Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan 
perempuan. 
a. TAP MPR RI Nomor VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi atas Laporan 
Pelaksanaan Putusan MPR oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, dan MA pada 
Sidang Tahunan MPR Tahun 2002; 
Angka 10; 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak huruf (b), Partisipasi dan 
keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga pengambilan keputusan baik di 
bidang eksekutif, legislatif, yudikatif masih sangat rendah. Padahal kebijakan 
dasar untuk meningkatkan keterwakilan perempuan telah diterapkan dalam 
Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1984 mengenai Pengesahan Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala 
Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan Tahun 1979 serta Deklarasi dan 
Rencana Aksi Beijing Tahun 1995. 
Rekomendasi, Membuat Kebijakan, peraturan, dan program khusus untuk 
meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga pengambil 
keputusan dengan jumlah minimum 30%.  
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d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 
2004-2009; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
periode 2004-2009 menggariskan arah kebijakan dan tindakan keberpihakan 
yang jelas dan nyata guna mengurangi kesenjangan jender di berbagai bidang 
pembangunan. Prioritas dan arah kebijakan pembangunan pemberdayaan 
perempuan yang pertama ditujukan untuk meningkatkan keterlibatan 
perempuan dalam proses politik dan jabatan publik. 
Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa secara filosofis dan yuridis telah terjadi 
pengakuan dan kebijakan untuk memposisikan perempuan dan laki-laki dalam posisi 
yang setara. Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, juga eksekutif 
merupakan wujud konkret pengakuan terhadap perempuan untuk berpartisipasi 
dalam proses penyusunan hukum dan kebijakan. Namun demikian, keterlibatan 
perempuan dalam pengambilan kebijakan publik tidak hanya sekedar jumlah tetapi 
bagaimana memastikan kualitas dan isu perempuan tersebut diperjuangkan dalam 
proses pembuatan kebijakan publik. 
Dalam konteks politik, selama sepuluh kali Pemilu yang telah terselenggara di 
Indonesia, keterwakilan perempuan tidak pernah mencapai angka kritis 30% yang 
diharapkan. Prestasi tertinggi yang pernah diraih Indonesia untuk keterwakilan 
perempuan di DPR RI adalah berdasarkan hasil pemilu 2009, sebanyak 18% 
perempuan dari total 560 anggota. Berikut perbandingan keterwakilan perempuan 
dari Pemilu I sampai Pemilu terakhir: 
 
Tabel 1: Perempuan dalam DPR RI tahun 1955-2004. 
Periode Perempuan Laki-Laki 
1955-1956 17 (6,3%) 272 (93,7%) 
Konstituante 1956-1959 25 (5,1%) 488 (94,9%) 
1971-1977 36 (7,8%) 460 (92,2%) 
1977-1982 29 (6,3%) 460 (93,7%) 
1982-1987 39 (8,5%) 460 (91,5%) 
1987-1992 65 (13%) 500 (87%) 
1992-1997 62 (12,5%) 500 (87,5%) 
1997-1999 54 (10,8%) 500 (89,2%) 
1999-2004 46 (9%) 500 (91%) 
2004-2009 61 (11.09%) 489 (88,9%) 
2009-2014 103 (18%) 457 (82%) 
Sumber data: Pusat Kajian Politik UI dan Sumber lainnya 
Pasca reformasi, keterwakilan perempuan di parlemen khususnya di DPR RI 
pada pemilu tahun 2004 dan tahun 2009 memang menunjukkan peningkatan. Hal ini 
perlu dicatat sebagai sebuah kemajuan dibandingkan pemilu tahun 1999 dimana 
jumlah perempuan terpilih di DPR RI hanya mencapai 9%. Padahal, dalam masa 
Orde Baru saja jumlah perempuan yang menjadi anggota DPR RI mencapai 12% pada 
Pemilu tahun 1992 dan 10% pada Pemilu tahun 1997. 
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Prestasi pada Pemilu tahun 2009 tersebut ternyata tidak terjadi secara merata di 
semua daerah pemilihan (dapil), termasuk di tingkah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 
Pusat Kajian Politik (PUSKAPOL) Universitas Indonesia menemukan tren 
inkonsistensi, misalnya pada Dapil yang tingkat keterpilihan perempuan anggota DPR 
RI tinggi, belum tentu hal serupa juga terjadi pada keterpilihan perempuan sebagai 
anggota DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota di Dapil yang sama. Bahkan terdapat 
sejumlah Dapil yang sama sekali tidak mendudukkan perempuan sebagai wakil 
terpilih.231 
Meskipun secara nasional keterwakilan perempuan di tingkat Provinsi atau 
Kabupaten/Kota mengalami peningkatan, Puskapol UI justru melihat bahwa 
semakin ke tingkat lokal, keterpilihan anggota legislatif masih banyak didominasi oleh 
laki-laki. Hal ini terlihat misalnya dari total anggota DPRD Provinsi sebanyak 2.005 
orang, jumlah perempuan mencapai 321 orang (16%) dan laki-laki sebanyak 1.684 
(84%). Sementara anggota DPRD Kabupaten/Kota di 461 daerah sebanyak 15.758 
orang, 1.856 orang (12%) di antaranya perempuan dan sisanya 13.901 (88%) adalah 
laki-laki. 232 
Hal tersebut di atas sesungguhnya menunjukkan fenomena piramida terbalik. 
Keterwakilan perempuan justru makin menipis di tingkat lokal dibandingkan di 
tingkat nasional. Bahkan menurut catatan Puskapol UI, di tingkat kabupaten/kota, 
terdapat 29 DPRD kabupaten/kota yang tidak ada anggota perempuan terpilih, yang 
tersebar di Aceh, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara dan Papua.233 Apabila dilihat 
dari total keseluruhan anggota legislatif di setiap tingkatan, keterwakilan perempuan 
masih menempati jumlah yang sungguh kecil dan amat jauh untuk menuju sistem 
keterwakilan yang memperhatikan komposisi gender berimbang. 
Meskipun perempuan telah mengambil peran dalam berbagai ruang dan ranah, 
baik legislatif maupun eksekutif, kekerasan dan kebijakan diskriminatif terhadap 
perempuan belum berakhir. Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan 
terhadap Perempuan Tahun 2011 mencatat data jumlah perempuan korban kekerasan 
sepanjang tahun 2010 sebanyak 105.103 orang. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan 
jumlah korban tahun sebelumnya (2009).234 Tingginya angka kekerasan terhadap 
                                                        
231Lihat Pusat Kajian Politik UI, “Representasi Minus Akuntabilitas, diakses dari 
http://www.puskapol.ui.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=92%3Arepresentasi-
minus-akuntabilitas-analisa-sistem-pemilu-2009&catid=46%Ariset&Itimed=91&lang=id.  
232Lihat Pusat Kajian Politik UI, “Representasi Minus Akuntabilitas, diakses dari 
http://www.puskapol.ui.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=92%3Arepresentasi-
minus-akuntabilitas-analisa-sistem-pemilu-2009&catid=46%Ariset&Itimed=91&lang=id.  
233Lihat Pusat Kajian Politik UI, “Representasi Minus Akuntabilitas, diakses dari 
http://www.puskapol.ui.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=92%3Arepresentasi-
minus-akuntabilitas-analisa-sistem-pemilu-2009&catid=46%Ariset&Itimed=91&lang=id.   
234Namun demikian, turunnya angka kekerasan ini tidak dapat diartikan bahwa kekerasan 
terhadap perempuan berkurang. Sejumlah faktor diduga menjadi kendala, yakni keterbatasan 
Sumber Daya Manusia (dalam hal ini keterampilan pendataan dan pergantian –turnover yang 
cepat), keterbatasan fasilitas yang menunjang pendokumentasian, keterbatasan pemahaman 
mengisi format pendataan, pendanaan yang mendukung pendokumentasian kasus, dan 
keengganan korban dicatat kasusnya (karena kekhawatiran dan ketakutan akan adanya stigma 
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perempuan yang terlaporkan tidak terlepas dari hadirnya berbagai kebijakan 
berperspektif HAM dan gender yang membuka akses bagi perempuan untuk dapat 
melaporkan kasusnya. Misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dan Undang-Undang Nomor 13 
tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.  
Tidaklah dapat dipungkiri berbagai kebijakan diskriminatif yang tidak 
berperspektif HAM dan gender juga muncul, berupa kebijakan di tingkat nasional 
maupun kebijakan lokal. Dalam kajian perempuan, Undang-Undang Nomor 44 tahun 
2008 tentang Pornografi mengambil pendekatan proteksionis dalam upaya 
pencegahan dan penanggulangan pornografi yang justru menghalangi perempuan 
untuk dapat menikmati hak asasinya secara utuh, khususnya hak atas kepastian hukum 
dan hak atas kebebasan berekspresi. 
Komisi Nasional Perempuan mencatat hingga bulan Agustus tahun 2011 
terdapat 207 kebijakan diskriminatif atas nama agama dan moralitas di tingkat 
provinsi dan kabupaten/kota. Sebanyak 78 dari 207 kebijakan tersebut secara khusus 
menyasar pada perempuan, lewat pengaturan  tentang busana (23 kebijakan) dan 
tentang prostitusi dan pornografi (55 kebijakan) yang justru mengkriminalisasi 
perempuan. Substansi hukum yang bias gender pada akhirnya menyulitkan 
perempuan terutama perempuan korban kekerasan untuk memperoleh hak-haknya 
atas keadilan, kebenaran dan pemulihan.235 
Pada sisi lain, pemantauan Komnas Perempuan melihat proses pembentukan 
suatu kebijakan yang tidak partisipasi, tidak transparan dan tidak akuntabel cenderung 
melatarbelakangi kehadiran sebuah kebijakan yang diskriminatif. Termasuk dalam 
kategori tidak partisipasi adalah proses penyusunan dan pembahasan suatu kebijakan 
yang tidak melibatkan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan. Pada 
kebijakan diskriminatif yang secara khusus menyasar pada perempuan, dapat 
dipastikan tidak ada keterlibatan perempuan dalam proses penyusunan dan 
pembahasannya. Kebijakan yang dikeluarkan negara tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 
tahun 2004 dan diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, 
ternyata masih tidak mampu mengubah mekanisme pembangunan demokrasi secara 
substantif, sehingga kerap kali terjebak pada demokrasi prosedural.236  
                                                        
dan tanggapan negatif dari masyarakat0. Lihat Komisi Nasional Perempuan, Teror dan Kekerasan 
Terhadap Perempuan: Hilangnya Kendali Negara, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2010, 
(Jakarta: Komnas Perempuan, 2011), h. 8.   
235Lihat Komisi Nasional Perempuan, Teror dan Kekerasan Terhadap Perempuan: Hilangnya 
Kendali Negara, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2011, (Jakarta: Komnas Perempuan, 
2011), h. 10.  
236Lihat Komisi Nasional Perempuan, Teror dan Kekerasan Terhadap Perempuan: Hilangnya 
Kendali Negara, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2010, (Jakarta: Komnas Perempuan, 
2011), h. 8.  
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Menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan menghapuskan lahirnya 
kebijakan-kebijakan yang mendiskriminasi perempuan melalui upaya mendorong 
keterlibatan perempuan dalam lembaga perwakilan hendaknya dibaca sebagai upaya 
bersama untuk mengevaluasi segala hal yang mendiskriminasi perempuan, mulai dari 
multi-burden (beban berganda), stereotyping (pelabelan negatif),237 hingga budaya yang 
cenderung menghalangi atau bahkan membatasi perempuan untuk beraktivitas di 
ruang publik dan politik seperti larangan perempuan menjadi pemimpin dan larangan 
perempuan keluar malam. 
Beban berganda yang akan dialami perempuan yang memutuskan beraktivitas di 
ranah publik atau politik seharunya dikurangi atau ditiadakan sama sekali dengan 
keterlibatan laki-laki atau pasangan dalam rumah tangganya untuk bekerja sama dalam 
penanganan urusan domestik dan keluarga. Pelabelan negatif tidak peduli keluarga 
atau keluarga akan tidak terurus jika perempuan beraktivitas di luar umah tidak 
seharusnya muncul jika tanggung jawab pengurusan keluarga ditangani bersama-sama 
laki-laki dan perempuan dalam keluarganya.238 
Selain itu, pemunculan pendapat tertentu yang mencoba menegasikan 
kepemimpinan perempuan perlu direspons melalui pengungkapan kekayaan 
penafsiran yang mencoba melihat kembali relasi perempuan dan laki-laki dalam 
konteks yang setara dan ramah pada kemanusiaan. Larangan terhadap perempuan 
beraktivitas di malam hari dengan alasan untuk menghindarkan perempuan dari 
tindakan kejahatan seharusnya direvisi oleh pemerintah daerah setempat melalui 
penyediaan tenaga keamanan yang berpatroli dan berjaga pada malam hari agar 
perempuan tetap mendapatkan jaminan atas hak keamanan selama beraktivitas.  
Sejumlah kajian menunjukkan beberapa faktor yang perlu diperhatikan guna 
mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen, yakni: 1) Penguatan 
tindakan afirmasi melalui revisi UU Paket Politik; 2) Penempatan caleg perempuan 
pada nomor urut teratas; 3) Pemenuhan caleg perempuan sekurang-kurangnya 30% 
pada daftar calon di setiap daerah pemilihan; dan 4) Pemberian sanksi terhadap Partai 
Politik jika tidak memenuhi ketentuan penempatan caleg perempuan sebanyak 
30%.239    
                                                        
237Secara umum, stereotip adalah pelabelan atau penandaan pada suatu kelompok 
tertentu. Stereotip yang merugikan dan menimbulkan ketidakadilan terhadap jenis kelamin 
tertentu, yaitu perempuan. stereotip yang asalnya dari asumsi bahwa perempuan bersolek 
merupakan upaya memancing lawan jenisnya, maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan 
seksual selalu dikaitkan dengan stereotip ini. Bahkan jika ada pemerkosaan yang dialami 
perempuan, masyarakat cenderung menyalahkan korbannya. Masyarakat memiliki anggapan 
bahwa tugas utama kaum perempuan adalah melayani suami, stereotip ini menjadi wajar sekali 
jika pendidikan kaum perempuan di nomorduakan.  
238Siti Musdah Mulia (Ed), “Pengantar Editor” dalam Keadilan dan Kesetaraan Gender 
Perspektif Islam (Cet. II; Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 2003), h. x.  
239“Mendorong Peningkatan Perempuan di Parlemen: Kertas Posisi Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan 




Selain yang disebutkan di atas, gerakan aksi sebagai langkah-langkah untuk 
mengatasi ketidakadilan gender dalam bidang politik adalah: 
e. Secara psikologis para perempuan yang ingin terjun ke dunia politik praktik 
harus melawan kadar subjektifitasnya seperti mengurang emosi, berpikir secara 
rasional dan jangan mengandalkan Feeling. 
f. Secara politik, perempuan harus lebih sering tampil di depan publik sehingga 
sosialisasi politik perempuan berada dalam suatu perspektif yang lebih luas 
ketimbang seputar dapur dan kasur. 
Menurut Tim LP 4 Lappera Indonesia (2001), ada beberapa langkah dalam 
memberdayakan gender dalam politik: 
a. Meningkatkan kualitas diri dari kaum perempuan itu sendiri dengan berbagai 
pengetahuan sejalan dengan perkembangan dan kebijaksanaan pemerintah yang 
mengarah high tech. 
b. Memperkuat partisipasi peran perempuan 
c. Melibatkan perempuan dalam aktivitas politik 
d. Perlunya sikap arif terbuka dari masyarakat perempuan khususnya kaum laki-laki 
untuk bisa menerima perempuan sebagai partner kerja yang baik. 
e. Adanya dukungan dan jaminan dari pemerintah terhadap kebijakan yang sensitif 
gender. 
Saat gerakan kesetaraan gender sedang meningkat, peneliti Inggris 
menemukan perempuan cenderung sedikit yang paham politik. Peneliti Pusat 
Penelitian Media Goldsmiths Leverhume, James Curran, memimpin timnya 
melakukan pengamatan jurang pengetahuan politik gender. untuk hal itu, Curran dkk 
pun melakukan survey hubungan pengetahuan politik dan gender di sepuluh Negara. 
Yakni Australia, Kanada, Kolombia, Yunani, Italia, Jepang, Korea, Norwegia, Inggris 
dan Amerika Serikat.  
Curran dkk mengakut terkejut ketika hasil mengenai kepahaman politik juga 
ditemukan di Negara-negara yang memiliki tingkat kesetaraan gender tinggi. Atas 
dasar itu, dalam laporan yang dipublikasi lewat jurnal Neurology, Curran 
menyimpulkan penghapusan ketidaksetaraan gender dalam hal politik masih 
memerlukan waktu lama “Keterlibatan perempuan penting karena dalam demokrasi, 
pemerintah harus memintai pertanggungjawaban”. (lamppost.co/berita/gender-dan-
politik) 
Indonesia sebetulnya dapat dimasukkan sebagai negara dan perempuan yang 
paling maju dalam menerapkan hak-hak politik bagi kaum perempuan utamanya 
dalam hak memilih dan dipilih dalam pemilu. Hal itu mungkin jauh lebih maju bila 
                                                        
content&view=article&id=97%3kebijakan-peningkatan-keterwakilan-perempuan-pemilu-
2004-dan-2009-&catid=1%3Alatest-news&lang=id., diakses tanggal 13 September 2014.  
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dibandingkan dengan Swiss yang baru memberikan hak bagi perempuan pada 
dasawarsa 70-an di abad 20. Sementara di Indonesia, hak untuk memilih dan dipilih 
yang setara antara laki-laki dan perempuan sudah berlaku sejak Pemilu 1955 sampai 
sekarang. 
Perempuan telah memiliki peran yang aktif untuk berkecimpung dalam dunia 
politik dalam arti luas sejak Republik Indonesia berdiri. Kesempatan tersebut dalam 
kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Hambatan sosio-kultural dan patriarki 
yang kuat, sedikit banyak menghambat keterlibatan perempuan dalam politik. 
Depolitisasi pasca 1965 secara tidak langsung telah menggiring perempuan kembali 
ke urusan-urusan domestik belaka. Perempuan lebih diposisikan di belakang laki-laki. 
Partisipasi perempuan dalam politik dimaknai tidak lebih dari sekedar penggunaan 
hak pilih dan pemberian suara dalam pemilu. Hal itu pun sebenarnya lebih banyak 
sebagai partisipasi yang dimobilisasi (mobilized participation) ketimbang partisipasi 
yang bersifat otonom (automous participation) yang mencerminkan keleluasaan hak 
politik kaum perempuan dalam arti yang lebih luas. 
Pemosisian perempuan secara adikodrati sebagai pendamping –bukan 
setara—telah menjadikan perempuan terjebak pada isu-isu domestik, kesehatan 
reproduksi, perbaikan gizi rumah tangga dan sebagainya. Tidak hanya itu, program 
Millennium Development Goals (MDGs), pada sisi pemberdayaan perempuan juga 
tidak membahas peran dan kedudukannya dalam relasi kekuasaan. Meskipun isu 
tentang kesetaraan dan pengarusutamaan gender mendapatkan porsi yang luas. 
Keberadaan Kementerian Negara Urusan Wanita pada dasawarsa kedua 
Pemerintahan Soeharto, yang kini pada masa pemerintahan SBY menjadi 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga tidak memiliki 
tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga yang memfasilitasi perempuan, dalam arti 
perluasan peran dan partisipasinya dalam relasi kekuasaan. 
Kebijaksanaan affirmative action yang memberikan kemudahan bagi perempuan 
untuk berpartisipasi lebih luas bagi perempuan sejak pemilu 2004 juga tidak berjalan 
mulus. Pemberlakuan kuota 30 persen bagi perempuan dan berdasar nomor urut 
secara berselang-seling pada daftar caleg juga digugat ke Mahkamah Konstitusi dan 
ketentuannya diganti dengan perolehan suara terbanyak di daerah pemilihan. 
Hal tersebut sangat merugikan kaum perempuan karena sistem demokrasi 
electoral yang demikian akan menguntungkan bagi calon yang memiliki modal yang 
berlebih. Hal tersebut sama saja memberi peluang bagi penguatan oligarkhi 
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(kekuataan di tangan segelintir orang) maupun plutokrasi (pemerintahan di tangan 
orang-orang kaya) yang jauh dari prinsip keterwakilan dalam pemerintahan atau 
penyelenggaraan Negara. 
Pada politik 2014 yang akan datang, ruang partisipasi politik yang lebih luas 
bagi perempuan kembali di buka melalui kuota sebesar 30 persen keanggotaan pada 
lembaga penyelenggara pemilu (KPU dan BAWASLU) maupun calon lembaga 
legislativf di tingkat nasional maupu provinsi dan kabupaten/kota. Namun praktik 
pada pengisian melalui seleksi calon anggota KPU dan BAWASLU di daerah banyak 
terjadi distorsi maupun penyimpangan, sehingga keterwakilan perempuan menjadi 
tidak terpenuhi. 
Hal itu terjadi karena beberapa sebab antara lain: 
1. Pengisian panitia seleksi yang sembrono dan sembarang tanpa memperhatikan 
kompetensi dan kapasitas dan kapabilitas dan tidak memiliki kemampuan 
pengetahuan tentang kepemilikan yang memadai.  
2. Masih kuatnya ikatan primordial (primordial attachment) yang sangat mewarnai 
kultur di daerah tertentu, sehingga kelulusan seseorang tidak didasarkan pada 
prinsip-prinsip meritokrasi dan affirmative action, tetapi lebih pada preferensi 
SARA (Suku, Agama dan Antar Golongan). 
3. Belum dipahaminya prinsip-prinsip affirmative action adalah bagian tak 
terpisahkan dari demokrasi melalui pemberian kemudahan bagi kaum 
perempuan, kelompok marginal, maupun mereka yang terpinggirkan. 
4. Belakangan terdengar suara tokoh perempuan seorang Komisioner Provinsi 
SUMUT yang menyatakan bahwa paling adil mengedepankan prinsip-prinsip 
meritokrasi sehingga mereka yang terpilih menjadi anggota penyelenggara 
pemilu adalah orang-orang yang berkualitas, bukan karena alokasi kuota 
berdasar gender. sikap dan pendapat itu memang secara logika benar, tetapi 
merupakan pencerminan arogansi intelektual sekaligus mendelegitimasi dan 
melecehkan affirmative action yang menjadi bagian integral pengarusutamaan 
gender. 
Kami meyakini dalam menetapkan komisioner lima orang komisioner KPU 
propinsi SUMUT pihak komisioner KPU Pusat juga merujuk UU Nomor 15/2011 
tentang Penyelenggaran Pemili yang mensyaratkan keterwakilan perempuan 30 
persen dalam UU Nomor 15/2011 pasal 6 ayat 5 menyebutkan “Komposisi 
keanggotaan KPU, KPU Prop, KPU Kab/Kota memperhatikan keterwakilan 
perempuan sekurang-kurangnya 30 persen”. 
Aturan tersebut dipertegas dalam peraturan KPU Nomor 2/2013 tentang seleksi 
anggota KPU Prov dan Kab/Kota, maka selain kompetensi ada dasar hukum lainnya 
yang mendukung terpilihnya komisioner perempuan. Sayangnya, apa yang dilakukan 
oleh KPU tidak serta merta diikuti oleh Komisioner KPU Prop. SUMUT yang 




Hak perempuan di bidang politik merupakan hak syar’i, jika dalam beberapa 
masa lalu perempuan tidak menggunakan hak ini, bukan berarti perempuan tidak 
boleh dan tidak mampu, tetapi karena ada kebutuhan yang mendesak untuk 
mempraktekkannya, atau laki-laki dalam hal ini mengunggulinya, ini bukan berarti hak 
politik perempuan tidak diakui, justru menjadi suatu hak yang dituntut dan dianggap 
sangat urgen, terutama di saat sekarang ini. Apalagi, dalam konteks pemberdayaan 
peran politik perempuan di Indonesia, hak tersebut secara legal-formal telah terjamin 
eksistensinya. Hal itu terlihat jelas pada pasal 65 ayat 1, UU Nomor 12 Tahun 2003 
tentang Pemilu, yang menyatakan bahwa: “Setiap partai politik peserta pemilu dapat 
mengajukan calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 
untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan 
sekurang-kurangnya 30%”.  
Namun permasalahan keterwakilan perempuan di parlemen tidak bisa terjawab 
sepenuhnya dengan adanya kuota 30 persen caleg perempuan itu, justru dari situlah 
permasalahan dimulai. Sekalipun pernyataan mengenai kuota 30 persen  caleg 
perempuan itu dimasukkan dalam undang-undang, namun ketentuan itu tidak 
mengikat partai karena hanya berupa himbauan dan bukan sebagai kewajiban. 
Sehingga tidak ada konsekuensi hukum bagi partai bila tidak memenuhinya. Di sini 
jelas bahwa partai memegang peran yang sangat besar dalam penentuan caleg melalui 
proses rekrutmennya. 
Keterlibatan perempuan dalam dunia politik di Indonesia, begitu pula di negara-
negara berkembang pada umumnya, boleh dikatakan memang terlambat. Dilihat dari 
perspektif analisis gender, hal tersebut tidak lepas dari stereotype perempuan dan politik. 
Stigma bahwa perempuan identik dengan sektor domestik sering dianggap sebagai 
salah satu sebab terlambatnya dan sedikitnya perempuan yang terlibat di dunia politik. 
Sementara dunia politik sendiri dianggap lekat dengan dunia yang keras, penuh 
persaingan, membutuhkan rasionalitas dan bukan emosi, adalah ciri-ciri yang 
dianggap melekat pada gender laki-laki-laki dan jauh dari sifat-sifat feminin.240 
Padahal ketika bicara dalam konteks sistem politik sebagai mekanisme konversi 
kebijakan, jelas artikulasi dan agregasi kepentingan perempuan dalam sistem politik 
sangat diperlukan. Salah satu strategi yang dianggap akan cukup signifikan 
mempengaruhi proses konversi kebijakan tersebut adalah dengan adanya wakil 
perempuan pada sistem pengambilan keputusan secara voting yang diterapkan di 
parlemen, dimana pengambilan keputusan di parlemen didasarkan pada jumlah suara 
yang masuk. Logikanya, semakin banyak perempuan di parlemen, maka akan semakin 
banyak kepentingan perempuan yang terakomodasi. Argumentasi inilah yang 
kemudian memunculkan tuntutan kuota perempuan di parlemen oleh para aktivis 
perempuan.241 
Namun demikian, muncul pula pendapat yang kontra terhadap strategi kuota. 
Mereka menganggap bahwa keterwakilan perempuan di parlemen justru kontra 
produktif terhadap nilai-nilai demokrasi dan upaya pemberdayaan politik perempuan. 
                                                        
240Budi Shanti, Kuota Perempuan Parlemen: Jalan Menuju Kesetaraan Politik, dalam Jurnal 
Perempuan Nomor 19, 2001, h. 38.  
241Budi Shanti, Kuota Perempuan....., h. 39.  
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Bagi kelompok yang kontra, kuota tidak bisa dianggap sebagai ukuran untuk 
merepresentasikan kepentingan perempuan di parlemen, karena belum tentu 
perempuan yang duduk di parlemen memiliki gender awareness (kepedulian terhadap 
permasalahan perempuan dengan perspektif gender). Sehingga hal yang terpenting 
bukanlah kuota, melainkan gender awareness dari para anggota parlemen untuk dapat 
mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan perempuan, dan lebih jauh lagi 
membuat kebijakan yang berperspektif gender atau adil gender baik bagi laki-laki 
maupun perempuan. 
Perempuan dan politik dalam konstruksi budaya merupakan dua domain sangat 
berbeda. Keterlibatan perempuan dalam bidang politik telah dimulai sejak Indonesia 
belum meraih kemerdekaan. Dalam bidang politik, representasi fenomena 
kesenjangan gender dapat dilihat dari rendahnya keterwakilan perempuan di jabatan-
jabatan publik baik di tingkat pemerintahan, pusat, maupun daerah, pada lembaga-
lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif serta badan-badan kenegaraan lainnya 
ataupun rendahnya intensitas penggunaan hak-hak politik otonom.242  
Teori-teori yang melandasi kajian gender dan politik adalah; Pertama, teori 
nature, yakni teori yang mengatakan bahwa fitrah posisi perempuan untuk lebih social 
mobility melalui jalur politik terhambat oleh kondisinya sehingga peran-peran domestik 
lebih mendapat tempat; Kedua, teori nurture, yang menurut teori ini, kebudayaan 
perempuan dimungkinkan terakses di dalam jajaran politik karena sifat relatif.  
Secara politik, keinginan masyarakat untuk mendudukkan perempuan sebagai 
mitra (sejajar) dengan laki-laki dalam melaksanakan pembangunan tercermin dalam 
beberapa bentuk kebijakan, baik yang berbentuk ketentuan yang lebih tinggi 
tingkatnya sampai pada ketentuan yang paling rendah. Di Indonesia, tuntutan 
persamaan derajat atau kedudukan dan peranan perempuan dalam berbangsa dan 
bernegara telah dirumuskan berbagai kebijakan yang berlaku secara nasional, di mana 
harapan tersebut didorong melalui kemampuan memperjuangkan terwujudnya 
kesetaraan dan keadilan gender melalui berbagai lembaga, baik yang dimotori oleh 
lembaga-lembaga pemerintah (GO) maupun lembaga non pemerintah (NGO) dengan 
berbagai rencana program yang dilakukan. Walaupun secara nasional telah digariskan 
kesamaan antara perempuan dengan laki-laki, namun hal ini merupakan tantangan 
yang cukup berat bagi lembaga-lembaga tersebut untuk merealisasikan dalam 
masyarakat guna mencapai keadilan sosial sejati melalui implementasi dan strategi 
transformasi kearah penciptaan ruang politik yang bebas dari diskriminasi gender.243  
Dengan katan lain, kemajuan yang dicapai dalam tatanan hukum politik di 
Indonesia berkaitan dengan gender dapat dilihat dengan adanya prinsip kesetaraan 
gender dan instrument peraturan perundang-undangan. Landasanya filosofisnya 
adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 
yang menegaskan kedaulatan rakyat sebagai dasar dari Negara Kesatuan Republik 
                                                        
242Fenemena ketidakadilan gender dalam bidang politik (Sherly Retno Sari, blogger, Sabtu 
10 Desember 2011) [sherlyretnosari10.blogspot.com/2011/12gender-politik.html?m=1)  
243Lihat Riauwati, “Partisipasi Perempuan Maluku Utara di Sektor Publik” dalam Siti 
Hariti Sastriyani, Women in Public Sector (Perempuan di Sektor Publik) (Cet. I; Yogyakarta: Tiara 
Wacana, 2008), h. 92.   
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Indonesia. Kedaulatan tersebut dalam pelaksanaanya didasarkan pada Ketuhanan 
Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan 
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia.  
Prinsip kedaulatan rakyat tersebut terwujud melalui keterlibatan rakyat dalam 
struktur ketatanegaraan legislatif sebagai penyeimbang dan pengawas dari pemerintah 
khususnya eksekutif. Perempuan dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk 
Tuhan Yang Maha Esa adalah bagian dari rakyat yang seharusnya diperhatikan 
keterlibatannya untuk berpartisipasi dalam urusan publik dan pemerintahan yang 
mengatur hajat hidup orang banyak. 
Keterlibatan perempuan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan lembaga 
penentu kebijakan berkesesuaian  dengan sejumlah peraturan perundang-undangan. 
Artinya, upaya untuk mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen 
hingga mencapai angka kritis 30% telah diterima sebagai norma hukum yang menjadi 
dasar pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun demikian, berbagai 
peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah ada masih perlu dikuatkan 
dan dipertegas agar peningkatan keterwakilan perempuan tiak menjadi retorika 
belaka. 
Prestasi pada Pemilu tahun 2009 tersebut ternyata tidak terjadi secara merata di 
semua daerah pemilihan (dapil), termasuk di tingkah Propinsi dan Kabupaten/Kota. 
Pusat Kajian Politik (PUSKAPOL) Universitas Indonesia menemukan tren 
inkonsisntesi, misalnya pada Dapil yang tingkat keterpilihan perempuan anggota DPR 
RI tinggi, belum tentu hal serupa juga terjadi pada keterpilihan perempuan sebagai 
anggota DPRD Propinsi atau Kabupaten/Kota di Dapil yang sama. Bahkan terdapat 
sejumlah Dapil yang sama sekali tidak mendudukkan perempuan sebagai wakil 
terpilih.244 
Meskipun secara nasional keterwakilan perempuan di tingkat Propinsi atau 
Kabupaten/Kota mengalami peningkatan, Puskapol UI justru melihat bahwa 
semakin ke tingkat lokal, keterpilihan anggota legislatif masih banyak didominasi oleh 
laki-laki. Hal ini terlihat misalnya dari total anggota DPRD Propinsi sebanyak 2.005 
orang, jumlah perempuan mencapai 321 orang (16%) dan laki-laki sebanyak 1.684 
(84%). Sementara anggota DPRD Kabupaten/Kota di 461 daerah sebanyak 15.758 
orang, 1.856 orang (12%) di antaranya perempuan dan sisanya 13.901 (88%) adalah 
laki-laki. 245 
Hal tersebut di atas sesungguhnya menunjukkan fenomena piramida terbalik. 
Keterwakilan perempuan justru makin menipis di tingkat lokal dibandingkan di 
tingkat nasional. Bahkan menurut catatan Puskapol UI, di tingkat kabupaten/kota, 
                                                        
244Lihat Pusat Kajian Politik UI, “Representasi Minus Akuntabilitas, diakses dari 
http://www.puskapol.ui.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=92%3Arepresentasi-
minus-akuntabilitas-analisa-sistem-pemilu-2009&catid=46%Ariset&Itimed=91&lang=id.  





terdapat 29 DPRD kabupaten/kota yang tidak ada anggota perempuan terpilih, yang 
tersebar di Aceh, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara dan Papua.246 Apabila dilihat 
dari total keseluruhan anggota legislatif di setiap tingkatan, keterwakilan perempuan 
masih menempati jumlah yang sungguh kecil dan amat jauh untuk menuju sistem 
keterwakilan yang memperhatikan komposisi gender berimbang. 
Meskipun perempuan telah mengambil peran dalam berbagai ruang dan ranah, 
baik legislatif maupun eksekutif, kekerasan dan kebijakan diskriminatif terhadap 
perempuan belum berakhir. Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan 
terhadap Perempuan Tahun 2011 mencatat data jumlah perempuan korban kekerasan 
sepanajang tahun 2010 sebanyak 105.103 orang. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan 
jumlah korban tahun sebelumnya (2009).247 Tingginya angka kekerasan terhadap 
perempuan yang terlaporkan tidak terlepas dari hadirnya berbagai kebijakan 
berperspektif HAM dan gender yang membuka akses bagi perempuan untuk dapat 
melaporkan kasusnya. Misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dan Undang-Undang Nomor 13 
tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.  
Tidaklah dapat dipungkiri berbagai kebijakan diskriminatif yang tidak 
berperspektif HAM dan gender juga muncul, berupa kebijakan di tingkat nasional 
maupun kebijakan lokal. Dalam kajian perempuan, Undang-Undang Nomor 44 tahun 
2008 tentang Pornografi mengambil pendekatan proteksionis dalam upaya 
pencegahan dan penanggulangan pornografi yang justru menghalangi perempuan 
untuk dapat menikmati hak asasinya secara utuh, khususnya hak atas kepastian hukum 
dan hak atas kebebasan berekspresi. 
Komisi Nasional Perempuan mencatat hingga bulan Agustus tahun 2011 
terdapat 207 kebijakan diskriminatif atas nama agama dan moralitas di tingkat 
propinsi dan kabupaten/kota. Sebanyak 78 dari 207 kebijakan tersebut secara khusus 
menyasar pada perempuan, lewat pengaturan  tentang busana (23 kebijakan) dan 
tentang prostitusi dan pornografi (55 kebijakan) yang justru mengkriminalisasi 
perempuan. Substansi hukum yang bias gender pada akhirnya menyulitkan 
                                                        
246Lihat Pusat Kajian Politik UI, “Representasi Minus Akuntabilitas, diakses dari 
http://www.puskapol.ui.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=92%3Arepresentasi-
minus-akuntabilitas-analisa-sistem-pemilu-2009&catid=46%Ariset&Itimed=91&lang=id.   
247Namun demikian, turunnya angka kekerasan ini tidak dapat diartikan bahwa kekerasan 
terhadap perempuan berkurang. Sejumlah faktor diduga menjadi kendala, yakni keterbatasan 
Sumber Daya Manusia (dalam hal ini keterampilan pendataan dan pergantian –turnover yang 
cepat), keterbatasan fasilitas yang menunjang pendokumentasian, keterbatasan pemahaman 
mengisi format pendataan, pendanaan yang mendukung pendokumentasian kasus, dan 
keengganan korban dicatat kasusnya (karena kekhawatiran dan ketakutan akan adanya stigma 
dan tanggapan negatif dari masyarakat0. Lihat Komisi Nasional Perempuan, Teror dan Kekerasan 
Terhadap Perempuan: Hilangnya Kendali Negara, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2010, 
(Jakarta: Komnas Perempuan, 2011), h. 8.   
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perempuan terutama perempuan korban kekerasan untuk memperoleh hak-haknya 
atas keadilan, kebenaran dan pemulihan.248 
Pada sisi lain, pemantauan Komnas Perempuan melihat proses pembentukan 
suatu kebijakan yang tidak partisipatif, tidak transparan dan tidak akuntabel 
cenderung melatarbelakangi kehadiran sebuah kebijakan yang diskriminatif. 
Termasuk dalam kategori tidak partisipatif adalah proses penyusunan dan 
pembahasan suatu kebijakan yang tidak melibatkan kelompok masyarakat yang 
menjadi sasaran pengaturan. Pada kebijakan diskriminatif yang secara khusus 
menyasar pada perempuan, dapat dipastikan tidak ada keterlibatan perempuan dalam 
proses penyusunan dan pembahasannya. Kebijakan yang dikeluarkan negara tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam 
Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 dan diperbaharui melalui Undang-Undang 
Nomor 12 tahun 2011, ternyata masih tidak mampu mengubah mekanisme 
pembangunan demokrasi secara substantif, sehingga kerapkali terjebak pada 
demokrasi prosedural.249  
Menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan menghapuskan lahirnya 
kebijakan-kebijakan yang mendiskriminasi perempuan melalui upaya mendorong 
keterlibatan perempuan dalam lembaga perwakilan hendaknya dibaca sebagai upaya 
bersama untuk mengevaluasi segala hal yang mendiskriminasi perempuan, mulai dari 
multi-burden (beban berganda), stereotyping (pelabelan negatif),250 hingga budaya yang 
cenderung menghalangi atau bahkan membatasi perempuan untuk beraktivitas di 
ruang publik dan politik seperti larangan perempuan menjadi pemimpin dan larangan 
perempuan keluar malam. 
Beban berganda yang akan dialami perempuan yang memutuskan beraktivitas di 
ranah publik atau politik seharunya dikurangi atau ditiadakan sama sekali dengan 
keterlibatan laki-laki atau pasangan dalam rumah tangganya untuk bekerja sama dalam 
penanganan urusan domestik dan keluarga. Pelabelan negatif tidak peduli keluarga 
atau keluarga akan tidak terurus jika perempuan beraktivitas di luar umah tidak 
                                                        
248Lihat Komisi Nasional Perempuan, Teror dan Kekerasan Terhadap Perempuan: Hilangnya 
Kendali Negara, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2011, (Jakarta: Komnas Perempuan, 
2011), h. 10.  
249Lihat Komisi Nasional Perempuan, Teror dan Kekerasan Terhadap Perempuan: Hilangnya 
Kendali Negara, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2010, (Jakarta: Komnas Perempuan, 
2011), h. 8.  
250Secara umum, stereotip adalah pelabelan atau penandaan pada suatu kelompok 
tertentu. Stereotip yang merugikan dan menimbulkan ketidakadilan terhadap jenis kelamin 
tertentu, yaitu perempuan. stereotip yang asalnya dari asumsi bahwa perempuan bersolek 
merupakan upaya memancing lawan jenisnya, maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan 
seksual selalu dikaitkan dengan stereotip ini. Bahkan jika ada pemerkosaan yang dialami 
perempuan, masyarakat cenderung menyalahkan korbannya. Masyarakat memiliki anggapan 
bahwa tugas utama kaum perempuan adalah melayani suami, stereotip ini menjadi wajar sekali 
jika pendidikan kaum perempuan di nomorduakan.  
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seharusnya muncul jika tanggungjawab pengurusan keluarga ditangani bersama-sama 
laki-laki dan perempuan dalam keluarganya.251 
Selain itu, pemunculan pendapat tertentu yang mencoba menegasikan 
kepemimpinan perempuan perlu direspon melalui pengungkapan kekayaan 
penafsiran yang mencoba melihat kembali relasi perempuan dan laki-laki dalam 
konteks yang setara dan ramah pada kemanusiaan. Larangan terhadap perempuan 
beraktivitas di malam hari dengan alasan untuk menghindarkan perempuan dari 
tindakan kejahatan seharusnya direvisi oleh pemerintah daerah setempat melalui 
penyediaan tenaga keamanan yang berpatroli dan berjaga pada malam hari agar 
perempuan tetap mendapatkan jaminan atas hak keamanan selama beraktivitas.  
Sejumlah kajian menunjukkan beberapa faktor yang perlu diperhatikan guna 
mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen, yakni: 1) Penguatan 
tindakan affirmasi melalui revisi UU Paket Politik; 2) Penempatan caleg perempuan 
pada nomor urut teratas; 3) Pemenuhan caleg perempuan sekurang-kurangnya 30% 
pada daftar calon di setiap daerah pemilihan; dan 4) Pemberian sanksi terhadap Partai 
Politik jika tidak memenuhi ketentuan penempatan caleg perempuan sebanyak 30%.  
Curran dkk mengakut terkejut ketika hasil mengenai kepahaman politik juga 
ditemukan di Negara-negara yang memiliki tingkat kesetaraan gender tinggi. Atas 
dasar itu, dalam laporan yang dipublikasi lewat jurnal Neurology, Curran 
menyimpulkan penghapusan ketidaksetaraan gender dalam hal politik masih 
memerlukan waktu lama “Keterlibatan perempuan penting karena dalam demokrasi, 
pemerintah harus memintai pertanggungjawaban”. (lamppost.co/berita/gender-dan-
politik) 
Indonesia sebetulnya dapat dimasukkan sebagai negara dan perempuan yang 
paling maju dalam menerapkan hak-hak politik bagi kaum perempuan utamanya 
dalam hak memilih dan dipilih dalam pemilu. Hal itu mungkin jauh lebih maju bila 
dibandingkan dengan Swiss yang baru memberikan hak bagi perempuan pada 
dasawarsa 70-an di abad 20. Sementara di Indonesia, hak untuk memilih dan dipilih 
yang setara antara laki-laki dan perempuan sudah berlaku sejak Pemilu 1955 sampai 
sekarang. 
Perempuan telah memiliki peran yang aktif untuk berkecimpung dalam dunia 
politik dalam arti luas sejak Republik Indonesia berdiri. Kesempatan tersebut dalam 
kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Hambatan sosio-kultural dan patriarkhi 
yang kuat, sedikit banyak menghambat keterlibatan perempuan dalam politik. 
Depolitisasi pasca 1965 secara tidak langsung telah menggiring perempuan kembali 
ke urusan-urusan domestic belaka. Perempuan lebih diposisikan di belakang laki-laki. 
Partisipasi perempuan dalam politik dimaknai tidak lebih dari sekedar penggunaan 
hak pilih dan pemberian suara dalam pemilu. Hal itupun sebenarnya lebih banyak 
sebagai partisipasi yang dimobilisasi (mobilized participation) ketimbang partisipasi 
yang bersifat otonom (otomous participation) yang mencerminkan keleluasaan hak 
politik kaum perempuan dalam arti yang lebih luas. 
                                                        
251Siti Musdah Mulia (Ed), “Pengantar Editor” dalam Keadilan dan Kesetaraan Gender 
Perspektif Islam (Cet. II; Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 2003), h. x.  
87 
 
Pemosisian perempuan secara adikodrati sebagai pendamping –bukan setara—
telah menjadikan perempuan terjebak pada isu-isu domestik, kesehatan reproduksi, 
perbaikan gizi rumahtangga dan sebagainya. Tidak hanya itu, program Millenium 
Development Goals (MDGs), pada sisi pemberdayaan perempuan juga tidak 
membahas peran dan kedudukannya dalam relasi kekuasaan. Meskipun isu tentang 
kesetaraan dan pengarusutamaan gender mendapatkan porsi yang luas. 
Keberadaan Kementerian Negara Urusan Wanita pada dasawarsa kedua 
Pemerintahan Soeharto, yang kini pada masa pemerintahan SBY menjadi 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga tidak memiliki 
tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga yang memfasilitasi perempuan, dalam arti 
perluasan peran dan partisipasinya dalam relasi kekuasaan. 
Kebijaksanaan afirmatif action yang memberikan kemudahan bagi perempuan 
untuk berpartisipasi lebih luas bagi perempuan sejak pemilu 2004 juga tidak berjalan 
mulus. Pemberlakuan kuota 30 persen bagi perempuan dan berdasar nomor urut 
secara berselang-seling pada daftar caleg juga digugat ke Mahkamah Konstitusi dan 
ketentuannya diganti dengan perolehan suara terbanyak di daerah pemilihan. 
Hal tersebut sangat merugikan kaum perempuan karena sistem demokrasi 
electoral yang demikian akan menguntungkan bagi calon yang memiliki modal yang 
berlebih. Hal tersebut sama saja memberi peluang bagi penguatan oligarkhi 
(kekuataan di tangan segelintir orang) maupun plutokrasi (pemerintahan di tangan 
orang-orang kaya) yang jauh dari prinsip keterwakilan dalam pemerintahan atau 
penyelenggaraan Negara. 
Pada politik 2014 yang akan datang, ruang partisipasi politik yang lebih luas bagi 
perempuan kembali di buka melalui kuota sebesar 30 persen keanggotaan pada 
lembaga penyelenggara pemilu (KPU dan BAWASLU) maupun calon lembaga 
legislative di tingkat nasional maupu propinsi dan kabupaten/kota. Namun praktik 
pada pengisian melalui seleksi calon anggota KPU dan BAWASLU di daerah banyak 
terjadi distrosi maupun penyimpangan, sehingga keterwakilan perempuan menjadi 
tidak terpenuhi.  
Hal itu terjadi karena beberapa sebab antara lain: 
1. Pengisian panitia seleksi yang sembrono dan sembarang tanpa memperhatikan 
kompetensi dan kapasitas dan kapabilitas dan tidak memiliki kemampuan 
pengetahuan tentang kepemiluan yang memadai.  
2. Masih kuatnya ikatan primordial (primordial attachment) yang sangat mewarnai 
kultur di daerah tertentu, sehingga kelulusan seseorang tidak didasarkan pada 
prinsip-prinsip meritokrasi dan affirmative action, tetapi lebih pada preferensi 
SARA (Suku, Agama dan Antar Golongan). 
3. Belum dipahaminya prinsip-prinsip affirmative action adalah bagian tak 
terpisahkan dari demokrasi melalui pemberian kemudahan bagi kaum 
perempuan, kelompok marginal, maupun mereka yang terpinggirkan. 
Belakangan terdengar suara tokoh perempuan seorang Komisioner Propinsi 
SUMUT yang menyatakan bahwa paling adil mengedepankan prinsip-prinsip 
meritokrasi sehingga mereka yang terpilih menjadi anggota penyelenggara pemilu 
adalah orang-orang yang berkualitas, bukan karena alokasi kuota berdasar gender. 
sikap dan pendapat itu memang secara logika benar, tetapi merupakan pencerminan 
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arogansi intelektual sekaligus mendelegetimasi dan melecehkan affirmative action 
yang menjadi bagian integral pengarusutamaan gender. 
Kami meyakini dalam menetapkan komisioner lima orang komisioner KPU 
propinsi SUMUT pihak komisioner KPU Pusat juga merujuk UU Nomor 15/2011 
tentang Penyelenggaran Pemili yang mensyaratkan keterwakilan perempuan 30 
persen dalam UU Nomor 15/2011 pasal 6 ayat 5 menyebutkan “Komposisi 
keanggotaan KPU, KPU Prop, KPU Kab/Kota memperhatikan keterwakilan 
perempuan sekurang-kurangnya 30 persen”. 
Aturan tersebut dipertegas dalam peraturan KPU Nomor 2/2013 tentang seleksi 
anggota KPU Prov dan Kab/Kota, maka selain kompetensi ada dasar hokum lainnya 
yang mendukung terpilihnya komisioner perempuan. Sayangnya, apa yang dilakukan 
oleh KPU tidak serta merta diikuti oleh Komisioner KPU Prop. SUMUT yang 
mengesampingkan bahkan mengabaikan keterwakilan 30 persen perempuan sesuai 
amanat Undang-undang. 
Hak perempuan di bidang politik merupakan hak syar’i, jika dalam beberapa 
masa lalu perempuan tidak menggunakan hak ini, bukan berarti perempuan tidak 
boleh dan tidak mampu, tetapi karena ada kebutuhan yang mendesak untuk 
mempraktekkannya, atau laki-laki dalam hal ini mengunggulinya, ini bukan berarti hak 
politik perempuan tidak diakui, justru menjadi suatu hak yang dituntut dan dianggap 
sangat urgen, terutama di saat sekarang ini. Apalagi, dalam konteks pemberdayaan 
peran politik perempuan di Indonesia, hak tersebut secara legal-formal telah terjamin 
eksistensinya. Hal itu terlihat jelas pada pasal 65 ayat 1, UU Nmor 12 Tahun 2003 
tentang Pemilu, yang menyatakan bahwa: “Setiap partai politik peserta pemilu dapat 
mengajukan calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 
untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan 
sekurang-kurangnya 30%”.  
Namun permasalahan keterwakilan perempuan di parlemen tidak bisa terjawab 
sepenuhnya dengan adanya kuota 30 persen caleg perempuan itu, justru dari situlah 
permasalahan dimulai. Sekalipun pernyataan mengenai kuota 30 persen  caleg 
perempuan itu dimasukkan dalam undang-undang, namun ketentuan itu tidak 
mengikat partai karena hanya berupa himbauan dan bukan sebagai kewajiban. 
Sehingga tidak ada konsekuensi hukum bagi partai bila tidak memenuhinya. Di sini 
jelas bahwa partai memegang peran yang sangat besar dalam penentuan caleg melalui 
proses rekrutmennya. 
Keterlibatan perempuan dalam dunia politik di Indonesia, begitu pula di negara-
negara berkembang pada umumnya, boleh dikatakan memang terlambat. Dilihat dari 
perspektif analisis gender, hal tersebut tidak lepas dari stereo type perempuan dan 
politik. Stigma bahwa perempuan identik dengan sektor domestik sering dianggap 
sebagai salah satu sebab terlambatnya dan sedikitnya perempuan yang terlibat di dunia 
politik. Sementara dunia politik sendiri dianggap lekat dengan dunia yang keras, penuh 
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persaingan, membutuhkan rasionalitas dan bukan emosi, adalah ciri-ciri yang 
dianggap melekat pada gender laki-laki-laki dan jauh dari sifat-sifat feminim.252 
Padahal ketika bicara dalam konteks sistem politik sebagai mekanisme konversi 
kebijakan, jelas artikulasi dan agregasi kepentingan perempuan dalam sistem politik 
sangat diperlukan. Salah satu strategi yang dianggap akan cukup signifikan 
mempengaruhi proses konversi kebijakan tersebut adalah dengan adanya wakil 
perempuan pada sistem pengambilan keputusan secara voting yang diterapkan di 
parlemen, dimana pengambilan keputusan di parlemen didasarkan pada jumlah suara 
yang masuk. Logikanya, semakin banyak perempuan di parlemen, maka akan semakin 
banyak kepentingan perempuan yang terakomodasi. Argumentasi inilah yang 
kemudian memunculkan tuntutan kuota perempuan di parlemen oleh para aktivis 
perempuan.253 
Namun demikian, muncul pula pendapat yang kontra terhadap strategi kuota. 
Mereka menganggap bahwa keterwakilan perempuan di parlemen justru kontra 
produktif terhadap nilai-nilai demokrasi dan upaya pemberdayaan politik perempuan. 
Bagi kelompok yang kontra, kuota tidak bisa dianggap sebagai ukuran untuk 
merepresentasikan kepentingan perempuan di parlemen, karena belum tentu 
perempuan yang duduk di parlemen memiliki gender awareness (kepedulian terhadap 
permasalahan perempuan dengan perspektif gender). Sehingga hal yang terpenting 
bukanlah kuota, melainkan gender awareness dari para anggota parlemen untuk dapat 
mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan perempuan, dan lebih jauh lagi 
membuat kebijakan yang berperspektif gender atau adil gender baik bagi laki-laki 
maupun perempuan. 
 
B. Bidang Sosial 
Peran perempuan di bidang sosial budaya dipengaruhi oleh sistem 
kemasyarakatan yang ada dalam suatu komunitas budaya tertentu. Sistem tersebut 
tercipta karena adanya hubungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan 
berkelompok, kontak sosial sangat diperlukan oleh semua manusia sebab hanya 
dengan hidup bersama, potensi-potensi yang ada pada diri manusia dapat menuju 
pembentukan kepribadian. Kontak sosial itu diperlukan secara terus menerus dan 
mengikuti proses yang sesuai dengan pola yang telah dimiliki sejak lama.  
Dalam kehidupan masyarakat, pada umumnya perempuan tidak banyak berarti 
selain peran reproduksi yang menonjol. Nilai-nilai sosial, baik bersumber dari ajaran 
agama maupun dari tradisi, dapat menjadi faktor  yang meminggirkan perempuan. 
Perempuan dapat terkonstruksi secara sosial sebagai makhluk yang tunduk, loyal, 
lembut, pasrah, dan mengabdi, serta sebagai tempat yang dianggap sesuai untuk 
perempuan adalah rumah, peran yang harus diemban dan tidak boleh ditinggalkan 
                                                        
252Budi Shanti, Kuota Perempuan Parlemen: Jalan Menuju Kesetaraan Politik, dalam Jurnal 
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adalah mengurus urusan-urusan rumah tangga.254 Pengingkaran terhadap watak dan 
posisi seperti itu dianggap sebagai perbuatan melawan takdir. Sebaliknya, dapat terjadi 
rekonstruksi pemikiran keagamaan atau redefinisi nilai-nilai sosial di masyarakat 
sehingga terbangun suatu sistem nilai yang adil ketika perempuan dan laki-laki sama-
sama diakui memiliki kehendak, otonomi atas tubuhnya sendiri, dan independen si 
serta determinasi dalam pengambilan keputusan. 
Bagaimana menempatkan posisi perempuan di masyarakat juga dapat dilihat dari 
simbol-simbol yang terbangun, namun sistem simbol yang terkait dengan perempuan 
ternyata sangat rumit sehingga tidak dapat ditarik dengan segera ke dalam suatu 
kesimpulan tunggal. Ada kontradiksi simbolik atau dinamika simbolisasi perempuan 
yang penting untuk dicermati. Secara simbolik, sebenarnya perempuan mendapatkan 
tempat yang sangat terhormat dalam imajinasi orang Indonesia. Misalnya, bumi 
nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke selain disebut tanah air, 
sering dijuluki Ibu Pertiwi. Masyarakat pedesaan di Jawa misalnya, mempunyai mitos 
tentang Dewi Sri sebagai Dewi Padi lambang kesuburan tanah pertanian. Jadi, dapat 
dikatakan tanah negeri dimaknai sebagai entitas yang bersifat feminim dan negeri yang 
tegak di atasnya pun juga dicitrakan sebagai memiliki watak feminim, yaitu melindung, 
merawat, dan memakmurkan.255 
Perempuan tidak dapat berkembang menurut keinginannya, karena ada 
pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, yaitu perempuan berada dalam 
sektor domestik sedangkan laki-laki pada sektor publik. Masalah pembagian peran 
secara seksual atau secara jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan merupakan 
sebuah lembaga kemasyarakatan yang tertua dan terkuat. Umurnya sudah ribuan 
tahun yaitu semenjak adanya manusia di dunia sampai sekarang masih bertahan. 
Pembagian tersebut menurut Arief Budiman, perempuan berada di sekitar rumah 
tangga, dengan tugas utama melahirkan dan membesarkan anak-anaknya, melayani 
suami dan anak-anak supaya rumah tangganya  tenteram. Perempuan adalah sosok 
yang harus dihormati oleh anak sebelum ayah, dan menjadi faktor kunci untuk 
memberi predikat tentang perilaku anak, apakah anak tersebut akan menjadi seorang 
anak yang berbakti atau durhaka. Perempuan juga mendapatkan gelar terhormat di 
ranah domestik sebagai “ratu rumah tangga”. Sedangkan laki-laki berada dalam sektor 
publik atau di luar rumah untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Namun sejalan 
dengan perkembangan peradaban manusia, terjadi pergeseran peran pada laki-laki dan 
perempuan dalam melakukan kegiatan kehidupannya.256 
Konsep di atas masih terjadi sampai saat ini, di mana kehidupan perempuan 
masih berputar di sekitar kehidupan rumah tangganya, yaitu pada ranah domestik, dan 
tujuan perempuan seakan-akan hanyalah untuk menikah dan membentuk keluarga. 
Dalam keadaan demikian itu, wanita jadi tergantung kepada laki-laki secara ekonomis, 
karena pekerjaannya yang dilakukan di rumah tangganya tidak mempunyai nilai tukar, 
tidak punya nilai pasar atau tidak menghasilkan nilai uang. Menurut Keppi Sukaesih, 
                                                        
254Muhajir Darwin, Negara dan Perempuan: Reorintasi Kebijakan Publik (Yogyakarta: Media 
Wacana, 2005), h. 67.  
255Muhajir Darwin, Negara dan Perempuan.....h. 70.  
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dalam hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan ditinjau dari hubungan 
kekuasaan, dapat dilihat pada siapa yang melakukan pekerjaan tertentu atau kegiatan 
tertentu, siapa menguasai pekerjaan, dan siapa menentukan untuk melakukan 
pekerjaan.257 
Peningkatan peran perempuan dalam mewujudkan manusia seutuhnya pada 
pembangunan adalah, dengan menunjukkan kemampuan dan menambah kemauan, 
menambah fasilitas serta kemudahan pada perempuan untuk melaksanakan tugas dan 
tanggung jawabnya dalam mengasuh, membina, mendidik, dan membesarkan anak, 
sehingga berwatak, berkepribadian dan berkelakuan serta bertindak sebagai manusia 
seutuhnya.258 
Berdasarkan pengamatan dan analisa, Maftuhah Hasan membedakan kelompok 
perempuan dalam kategori-kategori sebagai berikut: (1) kelompok perempuan yang 
sudah memiliki kemampuan dan kemauan serta fasilitas, kesempatan dan sarana yang 
cukup bagi perannya, jumlah kelompok ini sangat kecil; (2) kelompok yang sudah 
memiliki kemampuan terbatas, karena hasil pendidikan atau kedudukannya, namun 
masih memerlukan motivasi untuk mempertinggi kemauan kerjanya. Kemungkinan 
masih besar memerlukan tambahan fasilitas, kesempatan dan sarana, jumlah 
kelompok ini cukup besar; (3) kelompok perempuan yang tidak atau kurang memiliki 
kemampuan serta fasilitas, kesempatan, dan sarana untuk melaksanakan tugasnya, 
sebagian besar dari mereka semi buta huruf atau buta huruf, dan mereka menderita 
kekurangan, kemiskinan, keterbelakangan dan ketidaktahuan dalam hidupnya, jumlah 
kelompok ini lebih dari 50% dari jumlah perempuan Indonesia.259 
Upaya untuk meningkatkan kualitas dan perempuan dalam segala aspek 
kehidupan memang tidak sederhana, karena aneka ragam latar belakang ada istiadat, 
budaya, agama, pendidikan, dan dengan kepentingan, aspirasi dan tingkat 
perkembangan yang berbeda-beda, serta harapan dan tuntutan baru yang makin 
berkembang sesuai dengan kemajuan yang dicapai pembangan yang terus meningkat 
dan penuh dinamika.  
Cara pandang inilah yang kemudian menjadikan kaum perempuan sadar akan 
hak-haknya untuk lebih berperan dalam masyarakat. Dalam lingkup internasional, 
setelah melalui perjuangan panjang, akhirnya pada konvensi Hak Azasi Manusia tahun 
1993 di Wina turut mendorong agar dunia harus melibatkan kaum perempuan untuk 
berpartisipasi penuh dalam kehidupan politik, sipil, ekonomi, sosial dan budaya mulai 
pada tingkat lokal sampai internasional. Kekerasan berbasis gender harus dihilangkan 
dengan memperhatikan hak dan martabat kaum perempuan dalam berbagai aspeknya, 
khususnya dalam bidang sosial budaya. 
                                                        
257Keppi Sukaesih, “Wanita dalam Perkebunan Rakyat: Hubungan Kekuasaan Pria-
Wanita dalam Perkebunan Tebu” dalam Kajian Wanita dalam Pembangunan, Penyunting Ihromi 
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Oleh karena itu, melalui Deklarasi Beijing 1955 menempatkan perempuan 
berada pada 12 bidang kritis yang kemudian menjadi Platform untuk membangun, 
seperti kemiskinan, pendidikan, korban konflik bersenjata, kekerasan, ekonomi, 
lingkungan hidup sampai pada hak anak perempuan. Perjuangan dari Deklarasi 
Beijing tersebut ternyata telah menghasilkan sebuah kebijakan strategis sebagai aksi 
secara global yang mau tidak mau harus diikuti oleh setiap negara. Tindaklanjutnya 
disepakati melalui Millenium Development Goals (MDGs) 2015. Kebijakan strategis global 
yang mampu menetapkan 7 tujuan global yang diantaranya memasukkan sebagai 
prioritas pembangunan.  Tujuan global (Millenium Development Goals) yang 
ditandatangani pada bulan September 2000 oleh 68 negara, termasuk Indonesia, itu 
terdiri dari: (1) menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; (2) mencapai pendidikan 
dasar untuk semua; (3) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; 
(4) menurunkan angka kematian ibu waktu melahirkan (AKI); (5) peningkatan 
kesehatan ibu; (6) memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, dan 
(7) memastikan kelestarian lingkungan hidup.  
Sebagai konsekuensi dari penandatanganan Deklarasi Beijing (Beijing Platform) 
dan MDGs, pemerintah Indonesia harus memacu dan menjalankan program 
pembangunan yang berorientasi pada pencapaian tujuan MDGs. Hal ini dapat dilihat 
melalui kebijakan strategis Pemerintah Indonesia melalui Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 yang 
isinya mencakup semua tujuan MDGs tersebut. Kebijakan RPJMN tersebut 
kemudian dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) di tiap-tiap provinsi dan kabupaten/kota, sehingga terdapat suatu 
kesinambungan program dari tingkat pusat sampai tingkat daerah kabupaten/kota. 
Secara khusus untuk program pembangunan yang berkaitan dengan gender dapat 
ditemukan di semua program sektor pembangunan yang sifatnya diarahkan kepada 
pengoptimalisasian fungsi koordinasi antar sektor dalam menjalankan program. 
Namun demikian, status perempuan dalam kehidupan sosial dalam banyak hal 
masih mengalami diskriminasi haruslah diakui. Kondisi ini terkait erat dengan masih 
kuatnya nilai-nilai ketidakpercayaan terhadap perempuan, di mana perempuan kurang 
memperoleh akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan dan 
aspek lainnya. Keadaan ini menciptakan permasalahan tersendiri dalam upaya 
pemberdayaan perempuan, di mana diharapkan perempuan memiliki peranan yang 
lebih kuat dalam proses pembangunan. Kurangnya keikutsertaan perempuan dalam 
memberikan kontribusi terhadap program pembangunan menyebabkan kesenjangan 
yang ada terus saja terjadi. Oleh karena itu, pemberdayaan terhadap 3 (tiga) elemen 
penting yaitu secara individu (perempuan), kelembagaan (sosial budaya) dan sistem 
(aturan) yang mendukung eksistensi dan aktualisasi kemampuan diri perempuan 
Indonesia adalah sesuatu yang sangat mendesak. 
Peran perempuan di bidang sosial budaya dipengaruhi oleh sistem 
kemasyarakatan yang ada dalam suatu komunitas budaya tertentu. Sistem tersebut 
tercipta karena adanya hubungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan 
berkelompok, kontak sosial sangat diperlukan oleh semua manusia sebab hanya 
dengan hidup bersama, potensi-potensi yang ada pada diri manusia dapat menuju 
pembentukan kepribadian. Kontak sosial itu diperlukan secara terus menerus dan 
mengikuti proses yang sesuai dengan pola yang telah dimiliki sejak lama.  
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Dalam kehidupan masyarakat, pada umumnya perempuan tidak banyak berarti 
selain peran reproduksi yang menonjol. Nilai-nilai sosial, baik bersumber dari ajaran 
agama maupun dari tradisi, dapat menjadi faktor  yang meminggirkan perempuan. 
Perempuan dapat terkonstruksi secara sosial sebagai makhluk yang tunduk, loyal, 
lembut, pasrah, dan mengabdi, serta sebagai tempat yang dianggap sesuai untuk 
perempuan adalah rumah, peran yang harus diemban dan tidak boleh ditinggalkan 
adalah mengurus urusan-urusan rumah tangga.260 Pengingkaran terhadap watak dan 
posisi seperti itu dianggap sebagai perbuatan melawan takdir. Sebaliknya, dapat terjadi 
rekonstruksi pemikiran keagamaan atau redefinisi nilai-nilai sosial di masyarakat 
sehingga terbangun suatu sistem nilai yang adil ketika perempuan dan laki-laki sama-
sama diakui memiliki kehendak, otonomi atas tubuhnya sendiri, dan independensi 
serta determinasi dalam pengambilan keputusan. 
Bagaimana menempatkan posisi perempuan di masyarakat juga dapat dilihat dari 
simbol-simbol yang terbangun, namun sistem simbol yang terkait dengan perempuan 
ternyata sangat rumit sehingga tidak dapat ditarik dengan segera ke dalam suatu 
kesimpulan tunggal. Ada kontradiksi simbolik atau dinamika simbolisasi perempuan 
yang penting untuk dicermati. Secara simbolik, sebenarnya perempuan mendapatkan 
tempat yang sangat terhormat dalam imajinasi orang Indonesia. Misalnya, bumi 
nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke selain disebut tanah air, 
sering dijuluki Ibu Pertiwi. Masyarakat pedesaan di Jawa misalnya, mempunyai mitos 
tentang Dewi Sri sebagai Dewi Padi lambang kesuburan tanah pertanian. Jadi, dapat 
dikatakan tanah negeri dimaknai sebagai entitas yang bersifat feminim dan negeri yang 
tegak di atasnya pun juga dicitrakan sebagai memiliki watak feminim, yaitu melindung, 
merawat, dan memakmurkan.261 
Perempuan tidak dapat berkembang menurut keinginannya, karena ada 
pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, yaitu perempuan berada dalam 
sektor domestik sedangkan laki-laki pada sektor publik. Masalah pembagian peran 
secara seksual atau secara jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan merupakan 
sebuah lembaga kemasyarakatan yang tertua dan terkuat. Umurnya sudah ribuan 
tahun yaitu semenjak adanya manusia di dunia sampai sekarang masih bertahan. 
Pembagian tersebut menurut Arief Budiman, perempuan berada di sekitar 
rumahtangga, dengan tugas utama melahirkan dan membesarkan anak-anaknya, 
melayani suami dan anak-anak supaya rumahtangganya  tenteram. Perempuan adalah 
sosok yang harus dihormati oleh anak sebelum ayah, dan menjadi faktor kunci untuk 
memberi predikat tentang perilaku anak, apakah anak tersebut akan menjadi seorang 
anak yang berbakti atau durhaka. Perempuan juga mendapatkan gelar terhormat di 
ranah domestik sebagai “ratu rumahtangga”. Sedangkan laki-laki berada dalam sektor 
publik atau di luar rumah untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Namun sejalan 
dengan perkembangan peradaban manusia, terjadi pergeseran peran pada laki-laki dan 
perempuan dalam melakukan kegiatan kehidupannya.262  
                                                        
260Muhajir Darwin, Negara dan Perempuan: Reorintasi Kebijakan Publik (Yogyakarta: Media 
Wacana, 2005), h. 67.  
261Muhajir Darwin, Negara dan Perempuan.....h. 70.  
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Konsep di atas masih terjadi sampai saat ini, di mana kehidupan perempuan 
masih berputar di sekitar kehidupan rumahtangganya, yaitu pada ranah domestik, dan 
tujuan perempuan seakan-akan hanyalah untuk menikah dan membentuk keluarga. 
Dalam keadaan demikian itu, wanita jadi tergantung kepada laki-laki secara ekonomis, 
karena pekerjaannya yang dilakukan di rumahtangganya tidak mempunyai nilai tukar, 
tidak punya nilai pasar atau tidak menghasilkan nilai uang. Menurut Keppi Sukaesih, 
dalam hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan ditinjau dari hubungan 
kekuasaan, dapat dlihat pada siapa yang melakukan pekerjaan tertentu atau kegiatan 
tertentu, siapa menguasai pekerjaan, dan siapa menentukan untuk melakukan 
pekerjaan.263 
Peningkatan peran perempuan dalam mewujudkan manusia seutuhnya pada 
pembangunan adalah, dengan menunjukkan kemampuan dan menambah kemauan, 
menambah fasilitas serta kemudahan pada perempuan untuk melaksanakan tugas dan 
tanggungjawabnya dalam mengasuh, membina, mendidik, dan membesarkan anak, 
sehingga berwatak, berkepribadian dan berkelakuan serta bertindak sebagai manusia 
seutuhnya.264 
Berdasarkan pengamatan dan analisa, Maftuhah Hasan membedakan kelompok 
perempuan dalam kategori-kategori sebagai berikut: (1) kelompok perempuan yang 
sudah memiliki kemampuan dan kemauan serta fasilitas, kesempatan dan sarana yang 
cukup bagi perannya, jumlah kelompok ini sangat kecil; (2) kelompok yang sudah 
memiliki kemampuan terbatas, karena hasil pendidikan atau kedudukannya, namun 
masih memerlukan motivasi untuk mempertinggi kemauan kerjanya. Kemungkinan 
masih besar memerlukan tambahan fasilitas, kesempatan dan sarana, jumlah 
kelompok ini cukup besar; (3) kelompok perempuan yang tidak atau kurang memiliki 
kemampuan serta fasilitas, kesempatan, dan sarana untuk melaksanakan tugasnya, 
sebagian besar dari mereka semi buta huruf atau buta huruf, dan mereka menderita 
kekurangan, kemiskinan, keterbelakangan dan ketidaktahuan dalam hidupnya, jumlah 
kelompok ini lebih dari 50% dari jumlah perempuan Indonesia.265 
Upaya untuk meningkatkan kualitas dan perempuan dalam segala aspek 
kehidupan memang tidak sederhana, karena aneka ragam latar belakang ada istiadat, 
budaya, agama, pendidikan, dan dengan kepentingan, aspirasi dan tingkat 
perkembangan yang berbeda-beda, serta harapan dan tuntutan baru yang makin 
berkembang sesuai dengan kemajuan yang dicapai pembangan yang terus meningkat 
dan penuh dinamika.  
Cara pandang inilah yang kemudian menjadikan kaum perempuan sadar akan 
hak-haknya untuk lebih berperan dalam masyarakat. Dalam lingkup internasional, 
setelah melalui perjuangan panjang, akhirnya pada konvensi Hak Azasi Manusia tahun 
1993 di Wina turut mendorong agar dunia harus melibatkan kaum perempuan untuk 
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berpartisipasi penuh dalam kehidupan politik, sipil, ekonomi, sosial dan budaya mulai 
pada tingkat lokal sampai internasional. Kekerasan berbasis gender harus dihilangkan 
dengan memperhatikan hak dan martabat kaum perempuan dalam berbagai aspeknya, 
khususnya dalam bidang sosial budaya. 
Oleh karena itu, melalui Deklarasi Beijing 1955 menempatkan perempuan 
berada pada 12 bidang kritis yang kemudian menjadi Platform untuk membangun, 
seperti kemiskinan, pendidikan, korban konflik bersenjata, kekerasan, ekonomi, 
lingkungan hidup sampai pada hak anak perempuan. Perjuangan dari Dekralasi 
Beijing tersebut ternyata telah menghasilkan sebuah kebijakan strategis sebagai aksi 
secara global yang mau tidak mau harus diikuti oleh setiap negara. Tindaklanjutnya 
disepakati melalui Millenium Development Goals (MDGs) 2015. Kebijakan strategis global 
yang mampu menetapkan 7 tujuan global yang diantaranya memasukkan sebagai 
prioritas pembangunan.  Tujuan global (Millenium Development Goals)yang 
ditandatangani pada bulan September 2000 oleh 68 negara, termasuk Indonesia, itu 
terdiri dari: (1) menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; (2) mencapai pendidikan 
dasar untuk semua; (3) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; 
(4) menurunkan angka kematian ibu waktu melahirkan (AKI); (5) peningkatan 
kesehatan ibu; (6) memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, dan 
(7) memastikan kelestarian lingkungan hidup.  
Sebagai konsekuensi dari penandatanganan Deklarasi Beijing (Beijing Platform) 
dan MDGs, pemerintah Indonesia harus memacu dan menjalankan program 
pembangunan yang berorientasi pada pencapaian tujuan MDGs. Hal ini dapat dilihat 
melalui kebijakan strategis Pemerintah Indonesia melalui Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 yang 
isinya mencakup semua tujuan MDGs tersebut. Kebijakan RPJMN tersebut 
kemudian dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) di tiap-tiap provinsi dan kabupaten/kota, sehingga terdapat suatu 
kesinambungan program dari tingkat pusat sampai tingkat daerah kabupaten/kota. 
Secara khusus untuk program pembangunan yang berkaitan dengan gender dapat 
ditemukan di semua program sektor pembangunan yang sifatnya diarahkan kepada 
pengoptimalisasian fungsi koordinasi antar sektor dalam menjalankan program. 
Namun demikian, status perempuan dalam kehidupan sosial dalam banyak hal 
masih mengalami diskriminasi haruslah diakui. Kondisi ini terkait erat dengan masih 
kuatnya nilai-nilai ketidakpercayaan terhadap perempuan, di mana perempuan kurang 
memperoleh akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan dan 
aspek lainnya. Keadaan ini menciptakan permasalahan tersendiri dalam upaya 
pemberdayaan perempuan, di mana diharapkan perempuan memiliki peranan yang 
lebih kuat dalam proses pembangunan. Kurangnya keikutsertaan perempuan dalam 
memberikan kontribusi terhadap program pembangunan menyebabkan kesenjangan 
yang ada terus saja terjadi. Oleh karen itu, pemberdayaan terhadap 3 (tiga) elemen 
penting yaitu secara individu (perempuan), kelembagaan (sosial budaya) dan sistem 
(aturan) yang mendukung eksistensi dan aktualisasi kemampuan diri perempuan 




C. Bidang Pendidikan 
Pendidikan tidak bisa dilepaskan dari pembangunan karena keberhasilan 
pembangunan merupakan kontribusi pendidikan yang berkualitas termasuk di 
dalamnya kesetaraan gender dalam pendidikan. Ketidaksetaraan pada sektor 
pendidikan telah menjadi faktor utama yang paling berpengaruh terhadap 
ketidaksetaraan gender secara menyeluruh. Hal ini sesuai pandangan Suryadi & Idris 
bahwa latar belakang pendidikan yang belum setara antara laki-laki dan perempuan 
menjadi faktor penyebab ketidaksetaraan gender dalam semua sektor seperti lapangan 
pekerjaan, jabatan, peran di masyarakat, sampai pada masalah menyuarakan 
pendapat.266 
Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan, bahwa laki-laki dan 
perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pembangunan, termasuk 
pembangunan di bidang pendidikan. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 39 
tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memuat pasal-pasal yang mendukung 
kesetaraan pendidikan yang menjamin hak perempuan untuk memperoleh pendidikan 
dalam pasal 48, Wanita berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang 
dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan”. Pada Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa 
sistem pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, 
peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk 
menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, 
dan global.  
Pendidikan yang rendah  pada perempuan sangat berpengaruh pada akses 
terhadap sumber-sumber produksi di mana mereka lebih banyak terkonsentrasi pada 
pekerjaan informal yang berupah rendah. Selain itu, pengaruh pendidikan 
memperlihatkan kecenderungan semakin rendah tingkat pendidikan semakin besar 
ketidaksetaraan gender dalam sistem pengupahan.267 Selanjutnya menurut Suryadi, 
rendahnya tingkat pendidikan penduduk perempuan akan menyebabkan perempuan 
belum bisa berperan lebih besar dalam pembangunan.268   
Peningkatan taraf pendidikan dan hilangnya diskriminasi gender dapat 
memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan dalam pembangunan dan ikut 
menentukan kebijakan di bidang ekonomi, sosial dan politik.269 Semakin tinggi tingkat 
pendidikan perempuan diharapkan akan semakin tinggi pula kualitas sumber daya 
manusia. Perempuan yang berpendidikan tinggi mampu membuat keluarganya lebih 
sehat dan memberikan pendidikan yang lebih bermutu pada anaknya. Selain itu, 
perempuan berpendidikan tinggi memiliki peluang untuk mendapatkan pekerjaan 
yang lebih baik. Sebaliknya, perempuan yang pendidikannya rendah akan lebih rentan 
                                                        
266Ace Suryadi & Ecep Idris, Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan (Bandung: PT. 
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terhadap tindak kekerasan (fisik maupun non fisik), dan memiliki tingkat kesehatan 
dan ekonomi yang cenderung lebih rendah.270 
Beberapa penelitian menyatakan ketidaksetaraan gender disebabkan karena 
akses, partisipasi dan kontrol yang tidak seimbang antara perempuan dan laki-laki. 
Menurut E. Suleeman, alasan ketimpangan gender dalam pendidikan disebabkan 
ketersediaan fasilitas, mahalnya biaya sekolah, dan investasi dalam pendidikan.271 Van 
Bemmelen menemukan bahwa ketimpangan gender meliputi akses perempuan dalam 
pendidikan, nilai gender yang dianut oleh masyarakat, nilai dan peran gender yang 
terdapat dalam buku-buku ajar, nilai gender yang ditanamkan oleh guru dan kebijakan 
yang bias gender.272   
Ketidaksetaraan gender secara menyeluruh adalah akibat dari latar belakang 
pendidikan yang belum setara dengan tiga permasalahan yakni kesempatan, jenjang, 
dan kurikulum.273  Menurut Suleeman, ketidaksetaraan gender dalam pendidikan 
adalah perbedaan dalam hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki dalam 
mengecap pendidikan formal.274 Ketidaksetaraan gender dalam pendidikan dapat 
dilihat dari indikator kuantitatif yakni angka melek huruf, angka partisipasi sekolah, 
pilihan bidang studi, dan komposisi staf pengajar dan kepala sekolah.275 
Dengan kata lain, bentuk-bentuk bias gender dalam pendidikan Islam semakin 
jelas terlihat dalam pengelompokan gender ke dalam jurusan, bidang kejuruan atau 
bidang-bidang keahlian yang berbeda-beda menurut jenis kelamin. Gejala ini 
berdampak buruk berupa kompetensi yang kurang sehat dalam hubungan antar 
gender yang mengakibatkan seluruh potensi peserta didik tidak akan dikembangkan 
secara optimal. 
Ketidaksetaraan gender bidang pendidikan banyak merugikan perempuan yang 
dapat dilihat pada indikator anak cenderung putus sekolah ketika keuangan keluarga 
tidak mencukupi, perempuan harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan rumah 
tangga, selain itu, pendidikan yang rendah pada perempuan menyebabkan mereka 
banyak terkonsentrasi pada pekerjaan informal dengan upah rendah.  
Menurut Musda Mulia, pendidikan Islam, khususnya pendidikan di pesantren, 
dikenal dengan pendidikan yang menganut sistem otoriter. Guru atau ustaz umumnya 
diperlakukan sebagai sosok yang harus dihormati sehingga tidak pantas dikritik. 
Fatalnya, mengajukan pertanyaan sering dimaknai sebagai memberi kritik. Lebih fatal 
lagi, pengkultusan kepada kiai atau guru mentradisi pada sebagian institusi pendidikan 
yang berbasis pesantren seperti seorang santri meminum sisa air sang kiai untuk 
                                                        
270Yusuf Supiandi, Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Gender (Jakarta: Kantor Kemeneg 
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mendapatkan berkah dan ilmunya seperti sang guru. Padahal kalau malas belajar maka 
tidak mungkin akan menyerupai gurunya.276 
Selain yang disebutkan di atas, maka bentuk lain dari bias gender dalam 
pendidikan meliputi: 
1. Kaum laki-laki dominan dalam memilih jurusan dan mempelajari kemampuan 
atau keterampilan pada bidang kejuruan teknologi dan industri sehingga dengan 
jenis keterampilan kejuruan yang dipelajarinya itu, laki-laki seolah-olah secara 
khusus dipersiapkan untuk menjadi pemain utama dalam dunia produksi. 
Sementara itu, perempuan lebih dipersiapkan untuk melaknatkan peran 
pembantu, misalnya ketatausahaan dan teknologi kerumahtanggaan. 
2. Jumlah siswa perempuan yang memilih jurusan IPA atau matematika di SMU 
lebih kecil proporsinya sehingga mereka lebih sulit untuk memasuki berbagai 
jurusan keahlian di perguruan tinggi. Misalnya dalam berbagai bidang teknologi 
dan ilmu-ilmu ekstata lainnya. Pada kedua jenis jurusan keahlian itu, proporsi 
mahasiswi hanya mencapai 19,8%. Di lain pihak, mahasiswi lebih dominan 
dalam jurusan-jurusan keahlian terapan bidang manajemen (57,7%), pelayanan 
jasa dan transportasi (62,2^%), bahasa dan sastra (58,6%) serta psikologi 
(59,9%). 
3. Pada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) perempuan lebih 
dominan pada program diploma yang menyiapkan guru SLTP ke bawah (68,2%) 
dan program sarjana yang menyiapkan guru sekolah menengah (55,7%). Gejala 
ini menunjukkan, perempuan lebih banyak yang dipersiapkan untuk menjadi 
guru pendidikan dasar dan menengah. Keadaan ini juga ditunjukkan dengan 
jumlah seluruh guru perempuan dari TK sampai SMU, proporsi perempuan 
lebih besar (50,8%) daripada jumlah guru laki-laki (49,2%). Sebaliknya tenaga 
dosen didominasi oleh laki-laki dengan proporsi 70% pada berbagai tingkat 
jabatan dosen di perguruan tinggi, dan semakin tinggi jabatan dosen semakin 
kecil proporsi dosen perempuan. Demikian juga untuk jabatan struktural masih 
didominasi kaum laki-laki, kalaupun ada jumlahnya masih sedikit. 
4. Kesenjangan gender menurut jurusan, bidang kejuruan, dan program keahlian 
dalam pendidikan ini tercermin pula pada proporsi Pegawai Negeri Sipil (PNS), 
PNS perempuan hanya menempati proporsi 35,4% dan semakin tinggi 
golongan jabatan semakin kecil proporsi perempuannya. Hampir semua 
keahlian PNS dipegang oleh laki-laki kecuali keahlian di beberapa bidang sepeti 
farmasi (57.7%), biologi (47,9%), bahasa dan sastra (45%) dan psikologi 
(61,1%).277 
Dalam konteks ini dapat dimaknai bahwa data yang dikemukakan oleh Ace 
Suryadi membuktikan masih terjadinya bias gender dalam pendidikan. Oleh karena 
itu, untuk mendapatkan tingkat posisi sebagai pengambil keputusan sangat ditentukan 
oleh pendidikan seseorang dalam promosi jabatan. Dengan asumsi bahwa semakin 
tinggi tingkat pendidikan seseorang (perempuan), maka jabatan yang dipegang oleh 
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perempuan semakin banyak, tetapi kenyataan empirik menunjukkan belum signifikan 
antara tingkat pendidikan dengan jabatan yang dipegang oleh perempuan. 
Bias gender ini tidak hanya berlangsung dan disosialisasikan melalui proses serta 
sistem pembelajaran di sekolah, tetapi juga melalui pendidikan dalam lingkungan 
keluarga. Stereotip gender yang berkembang di masyarakat telah mengkotak-kotakkan 
peran apa yang pantas bagi perempuan dan laki-laki. Hal ini disebabkan oleh nilai dan 
sikap yang dipengaruhi faktor-faktor sosial budaya masyarakat yang secara 
melembaga telah memisahkan gender ke dalam peran-peran sosial yang berlainan.  
Faktor yang menjadi alasan pokok yang menjadi penyebab ketidaksetaraan 
gender menurut Suleeman adalah: 1) Semakin tinggi tingkat pendidikan formal 
semakin terbatas jumlah sekolah yang tersedia; 2) Semakin tinggi tingkat pendidikan 
semakin mahal biaya untuk bersekolah; 3) Investasi dalam pendidikan juga seringkali 
tidak dapat mereka rasakan karena anak perempuan menjadi anggota keluarga suami 
setelah mereka menikah.278 
Sedangkan faktor-faktor penentu ketidaksetaraan gender di bidang pendidikan 
menurut Van Bemmelen meliputi: 1) Akses perempuan dalam pendidikan; 2) Nilai 
gender yang dianut oleh masyarakat; 3) Nilai dan peran gender yang terdapat dalam 
buku ajar; 4) Nilai gender yang ditanamkan oleh guru; dan 5) Kebijakan yang bias 
gender.279 
Suryadi dan Idris mengkategorikan faktor-faktor kesenjangan gender bidang 
pendidikan ke dalam empat aspek yakni: 1) Akses adalah peluang atau kesempatan 
dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu; 2) Partisipasi adalah 
keikutsertaan atau peran seseorang/kelompok dalam suatu kegiatan dan atau dalam 
pengambilan keputusan; 3) Kontrol adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan 
untuk mengambil keputusan; dan 4) Manfaat adalah kegunaan sumber yang dinikmati 
secara optimal.280 
Kajian yang dilakukan oleh Suryadi menemukan bahwa pilihan keluarga yang 
kurang beruntung memberikan prioritas bagi anak laki-laki untuk sekolah dengan 
alasan biaya, bukan hanya dilandasi oleh pikiran kolot dan tradisional semata, tetapi 
juga dilandasi dengan pengalaman empirik bahwa tingkat balikan (rate of return) 
terhadap pendidikan perempuan yang lebih rendah. Hal ini sesuai dengan kenyataan 
bahwa rata-rata penghasilan pekerja perempuan secara empirik memang lebih rendah 
dibandingkan penghasilan pekerja laki-laki.281 
Dengan kata lain, secara garis besar, fenomena kesenjangan gender dalam 
pendidikan dapat diklasifikasi dalam beberapa dimensi, antara lain:282 
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1. Kurangnya partisipasi (under-participation). Dalam hal partisipasi pendidikan, 
perempuan di seluruh dunia menghadapi problem yang sama. Dibanding lawan 
jenisnya, partisipasi perempuan dalam pendidikan formal jauh lebih rendah. Di 
negara-negara dunia ketiga dimana pendidikan dasar belum diwajibkan, jumlah 
murid perempuan umumnya hanya separuh atau sepertiga jumlah murid laki-
laki. 
2. Kurangnya keterwakilan (under-representation). Partisipasi perempuan dalam 
pendidikan sebagai tenaga pengajar maupun pimpinan juga menunjukkan 
kecenderung disparitas progresif. Jumlah guru perempuan pada jenjang 
pendidikan dasar umumnya sama atau melebihi jumlah guru laki-laki. Namun, 
pada jenjang pendidikan lanjutan dan pendidikan tinggi, jumlah tersebut 
menunjukkan penurunan drastis. 
3. Perlakuan yang tidak adil (unfair treatment). Kegiatan pembelajaran dan proses 
interaksi dalam kelas seringkali bersifat merugikan murid perempuan. Guru 
secara tidak sadar cenderung menaruh harapan dan perhatian yang lebih besar 
kepada murid laki-laki dibanding murid perempuan. Para guru kadangkala 
cenderung berpikir ke arah “self fulfilling  prophecy” terhadap siswa perempuan 
karena menganggap perempuan tidak perlu memperoleh pendidikan yang tinggi. 
4. Dimensi akses adalah fasilitas pendidikan yang sulit dicapai atau kesempatan 
untuk menggunakan sumber daya tanpa memilki otoritas untuk memutuskan 
terhadap produk/hasil maupun metode pendayagunaan sumber daya tersebut. 
Faktor penyebabnya antara lain: kurang tersedianya sekolah menengah di setiap 
kecamatan, jarak yang jauh dari tempat tinggal, beban tugas rumah tangga yang 
banyak dibebankan pada anak. Akumulasi dari faktor-faktor ini membuat 
banyak anak-anak yang cepat meninggalkan bangku sekolah. 
5. Dimensi proses pembelajaran adalah materi pendidikan seperti misalnya yang 
terdapat dalam contoh-contoh soal dimana semua kepemilikan selalu 
mengatasnamakan laki-laki. Dalam buku-buku pelajaran seperti misalnya semua 
jabatan formal dalam buku seperti camat dan direktur digambarkan dijabat oleh 
laki-laki. Selain itu ilustrasi gambar juga bias gender, yang seolah-olah 
menggambarkan bahwa tugas wanita adalah sebagai ibu rumah tangga dengan 
tugas-tugas menjahit, memasak dan mencuci. Faktor penyebabnya stereotype 
gender. 
6. Dimensi penguasaan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk 
memajukan peranannya dalam masyarakat. Faktor penyebabnya pemanfaatan 
yang minim, peran yang tidak terserap oleh masyarakat dan masih berpegang 
pada nilai-nilai lama yang tidak terreformasi. Contohnya saja buta huruf yang 
didominasi oleh kaum perempuan. 
7. Dimensi kontrol adalah kemampuan atau otoritas untuk memutuskan 
menggunakan produk atau hasil, bahkan juga untuk menentukan metode 
pendayagunaannya, sehingga memiliki kekuatan untuk mendapatkan 
keuntungan dari sumber daya tersebut. Faktor penyebabnya tidak memiliki 




8. Dimensi manfaat adalah sesuatau yang baik intuk didapatkan atau diterima oleh 
seseurang dari proses penggunaan atau mendayagunakan sumber daya. Faktor 
penyebabnya dimensi akses, kontrol, maupun partisipasi yang didapatkan kecil. 
Berdasarkan uraian di atas, faktor-faktor penyebab bias gender dalam 
pendidikan, termasuk pendidikan Islam dapat dikategorisasikan ke dalam empat 
ranah, yakni: 
Pertama, nilai yang merupakan gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang 
pantas, berharga, dan dapat mempengaruhi perilaku sosial seorang individu. Indikator 
nilai adalah tradisi, perbedaa peranan dan posisi perempuan pasa masa kini. 
Kedua, partisipasi adalah keikutsertaan atau peran seseorang/kelompok dalam 
suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini adalah 
keikutsertaan perempuan dalam kegiatan pendidikan dan pengambilan keputusan 
yang berkaitan dengan pendidikan. Perempuan selama ini hanya bergeak di sektor 
domestik dan tugasnya adalah mendidik anak dan menjaga kesejahteraan keluarga. 
Stereotip gender yang berkembang di masyarakat telah mengkotak-kotakkan peran 
apa yang pantas bagi perempuan dan laki-laki, sehingga perempuan kurang dilibatkan 
untuk berpartisipasi dalam pendidikan.  
Ketiga, akses adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau 
menggunakan sumber daya tertentu. Pada bidang pendidikan kesetaraan terhadap 
akses yakni ketersediaan sekolah, jarak yang harus ditempuh, biaya serta hambatan di 
lapangan, menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesamaan peluang antara 
laki-laki dan perempuan dalam mengakses peran-peran dalam kehidupan 
bermasyarakat.  
Keempat, kontrol adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk 
mengambil keputusan dalam bidang pendidikan. Kontrol tersebut antara lain dalam 
keputusan melanjutkan sekolah dan memilih jurusan bagi anak. Kontrol untuk 
memacu partisipasi perempuan dalam pendidikan di tanah air, masih sangat di 
dominasi oleh laki-laki. 
Namun, tidak semua ranah yang disebutkan dapat dipaksakan untuk 
menjelaskan masing-masing bias gender yang terjadi secara empiris dalam bidang 
pendidikan Islam. Dengan kata lain, faktor-faktor penyebab bias gender akan sangat 
tergantung dari situasinya masing-masing. 
Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab bias gender berkaitan dengan 
perolehan kesempatan belajar pada setiap jenjang pendidikan adalah: 
1. Perbedaan angkatan partisipasi pendidikan pada tingkat SD/Ibtidaiyah sudah 
mencapai titik optimal yang tidak mungkin diatasi hanya dengan kebijakan 
pendidikan, sehingga perbedaan itu menjadi semakin sulit ditekan ke titik yang 
lebih rendah lagi. Kesenjangan ini lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor struktur 
karena fasilitas pendidikan SD sudah tersebar relatif merata. Faktor-faktor 
struktural itu di antaranya adalah nilai-nilai sosial budaya, dan ekonomi keluarga 
yang lebih menganggap pendidikan untuk anak laki-laki lebih penting 
dibandingkan dengan perempuan. Faktor ini berlaku terutama di daerah-daerah 
terpencil yang jarang penduduknya serta pada keluarga-keluarga berpendidikan 
rendah yang mendahulukan pendidikan untuk anak laki-laki. 
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2. Pada tingkat SLTP/Tsanawiyah dan SMU/Madrasah Aliyah perbedaan angka 
partisipasi menurut gender lebih banyak terjadi pada daerah-daerah yang masih 
kekurangan fasilitas pendidikan. SLTP ke atas relatif lebih kecil dipengaruhi oleh 
nilai-nilai sosial budaya dan ekonomi keluarga karena siswa dan mahasiswa yang 
datang dari keluarga sosial ekonomi tinggi sudah lebih besar proporsinya. 
Dengan demikian, pengadaan dan distribusi sumber-sumber pendidikan SLTP, 
SLTA dan Perguruan Tinggi masih terjadi faktor penting untuk mengurangi bias 
gender dalam pendidikan.283 
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi bias gender yang berhubungan 
dengan akses dalam proses pendidikan adalah sebagai berikut: 
1. Partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan pendidikan sangat 
rendah karena akses perempuan juga masih dirasakan rendah dalam menempati 
jabatan-jabatan birokrasi pemegang kebijakan. Proporsi kepada sekolah 
perempuan secara konsisten masih kecil dibandingkan dengan laki-laki pada 
setiap jenjang pendidikan. Perempuan pemegang jabatan struktural, dari 
tingkatan strategis sampai operasional jauh lebih rendah daripada lawan 
jenisnya. Oleh karena itu, banyak kebijakan pendidikan kurang sensitif gender, 
yang akan berdampak luas terhadap berbagai dimensi bias gender dalam bidang 
pendidikan. 
2. Laki-laki lebih dominan dalam mempengaruhi isi kurikulum sehingga proses 
pembelajaran cenderung bias laki-laki (male bias). Fenomena ini dapat diamati 
dari buku-buku pelajaran yang sebagian besar penulisnya adalah laki-laki. 
3. Isi buku pelajaran yang membahas status perempuan dalam masyarakat akan 
banyak memberikan pengaruh terhadap kesenjangan gender dalam proses 
pendidikan. Muatan dari sebagian buku-buku pelajaran (khususnya IPS, PPKN, 
Pendidikan Jasmani, Bahasa dan Sastra Indonesia, Kesenian dan sejenisnya) 
yang berhasil diamati cenderung kurang berwawasan gender khususnya 
berkaitan dengan konsep keluarga atau peran perempuan dalam keluarga yang 
telah lama dipengarui oleh cara berpikir tradisional, bahwa laki-laki adalah 
pemegang fungsi produksi sedangkan perempuan memegang fungsi 
reproduksi.284 
Faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab bias gender dalam bidang 
kurangnya kontrol kebijakan pendidikan adalah: 
1. Faktor kesenjangan antar gender dalam bidang pendidikan jauh lebih dominan 
laki-laki, khususnya dalam lembaga birokrasi di lingkungan pendidikan sebagai 
pemegang kekuasaan atau kebijaksanaan, maupun dalam jabatan-jabatan 
akademis kependidikan sebagai pemegang kendali pemikiran yang banyak 
mempengaruhi kebijakan pendidikan. Keadaan ini akan semakin bertambah 
parah jika para pemikir atau pemegang kebijaksanaan pendidikan tersebut tidak 
memiliki sensitivitas gender. 
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2. Khusus pada kebijaksanaan pendidikan, khususnya menyangkut sistem seleksi 
dalam pendidikan. Kontrol dalam penerimaan karyawan terutama di sektor 
swasta sangat dirasakan bias gender. Kenyataan ini menunjukkan bahwa jika 
suami isteri berada dalam salah satu perusahaan, misalnya Bank, baik milik 
pemerintah maupun swasta, maka salah satunya harus memilih untuk keluar, 
dan biasanya perempuanlah yang memilih keluar dari pekerjaan. Ini bagian dari 
faktor-faktor bias gender dalam bidang pendidikan. 
3. Faktor struktural, yakni yang menyangkut nilai, sikap, pandangan, dan perilaku 
masyarakat yang secara dominan mempengaruhi keputusan keluarga untuk 
memilih jurusan-jurusan yang lebih dianggap cocok untuk perempuan, seperti 
pekerjaan perawat, kesehatan, teknologi kerumahtanggaan, psikologi, guru 
sekolah dan sejenisnya. Hal ini terjadi karena perempuan dianggap hanya 
memilih fungsi-fungsi produksi (reproductive function). Laki-laki dianggap lebih 
berperan sebagai fungsi penopang ekonomi keluarga (productive function) sehingga 
harus lebih banyak memilih keahlian-keahlian ilmu teknologi dan industri. 
4. Pendidikan Islam yang konstruktif merupakan salah satu pendekatan pendidikan 
melalui pembelajaran induktif, yang berarti mengangkat nilai-nilai faktual 
empirik. Pendidikan reseptif yang hanya memperkuat hafalan, apabila hafalan 
itu hilang maka subjek didik tidak akan punya kesempatan untuk mengeluarkan 
pendapat, menyampaikan opini, dan mengekspresikan kemampuan nalar, maka 
akan melahirkan komunitas intelektual yang cendekiawan.285 
Faktor lain yang turut mempengaruhi bias gender dalam pendidikan adalah 
muncul persaingan dengan teknologi, yang menggantikan peranan pekerja perempuan 
dengan mesin. Dampaknya, lagi-lagi perempuan menjadi korban teknologi khususnya 
perempuan yang memiliki tingkat pendidikan rendah ditambah pula dengan 
kemampuan ekonomi yang masih lemah. 
Penyempurnaan bahan-bahan pendidikan harus diusahakan dengan jalan 
menggunakan perspektif keadilan dan kesetaraan gender. Dengan melakukan revisi 
terhadap buku-buku pelajaran dan bahan materi lainnya yang isinya masih sangat bias 
nilai-nilai patriarkhi dan sangat bias gender, seperti dalam buku bahasa Indonesia di 
tingkat pendidikan Sekolah Dasar: “Bapak pergi ke kantor”, “Ibu sedang memasak di 
dapur”, atau “Ini ibu Budi” dan bukan “Ini ibu Suci”, “Ayah membaca koran dan ibu 
memasak di dapur” dan bukan sebaliknya “Ayah memasak di dapur dan ibu membaca 
koran”. Contoh kalimat ini memberikan indikasi terjadinya subordinasi dalam 
penyusunan buku pelajaran. Dalam arti kata, rumusan kalimat tersebut 
mencerminkan sifat feminin dan kerja domestik bagi perempuan serta sifat maskulin 
dan kerja publik bagi laki-laki. Kasus kecil ini memberikan dampak terhadap kerangka 
berpikir subjek didik, sehingga pada akhirnya semua isi buku pelajaran sarat dengan 
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muatan nilai-nilai kesetaraan dan kemanusiaan yang menempatkan manusia laki-laki 
dan perempuan dalam posisi sentral sebagai subjek pendidikan.286 
Selain itu, dalam buku ajar misalnya, banyak ditemukan gambar maupun 
rumusan kalimat yang tidak mencerminkan kesetaraan gender. Sebut saja gambar 
seorang pilot selalu laki-laki karena pekerjaan sebagai pilot memerlukan kecakapan 
dan kekuatan yang “hanya” dimiliki oleh laki-laki. Sementara gambar guru yang 
sedang mengajar di kelas selalu perempuan karena guru selalu diindentikkan dengan 
tugas mengasuh atau mendidik. Ironisnya siswa pun melihat bahwa meski guru-
gurunya lebih banyak berjenis kelamin perempuan, tetapi kepala sekolahnya laki-
laki.287 
Demikian pula dalam perlakuan guru terhadap siswa, yang berlangsung di dalam 
atau di luar kelas. Misalnya ketika seorang guru melihat murid laki-lakinya menangis, 
ia akan mengatakan “Masak laki-laki menangis. Laki-laki boleh cengeng”. Sebaliknya 
ketika melihat murid perempuan naik ke atas meja misalnya, ia akan mengatakan 
“anak perempuan kok tidak tahu sopan santun”. Hal ini memberikan pemahaman 
kepada siswa bahwa hanya perempuan yang boleh menangis dan hanya laki-laki yang 
boleh kasar dan kurang sopan santunnya.288 
Dalam upacara bendera di sekolah selalu bisa dipastikan bahwa pembawa 
bendera adalah siswa perempuan. siswa perempuan itu dikawal oleh dua siswa laki-
laki. Hal demikian tidak hanya terjadi di tingkat sekolah, tetapi bahkan di tingkat 
nasional. Paskibrakan yang setiap tanggal 17 Agustus bertugas di Istana Negara, selalu 
menempatkan dua perempuan sebagai pembawa bendera pusaka dan duplikatnya. 
Belum pernah terjadi dalam sejarah laki-laki yang membawa bendera pusaka itu. Hal 
ini menanamkan pengertian kepada siswa dan masyarakat pada umumnya bahwa 
tugas pelayanan seperti membawa bendera, lebih luas lagi, membawa baki atau 
pemukul gong dalam upacara resmi sudah selayaknya menjadi tugas perempuan. 
semuanya ini mengajarkan kepada siswa tentang apa yang layak dan tidak layak 
dilakukan oleh laki-laki dan apa yang layak dan tidak layak dilakukan oleh 
perempuan.289 
Uraian di atas menggambarkan bahwa pendidikan sekolah dengan komponen 
pembelajaran seperti media, metode, dan buku ajar yang menjadi pegangan para siswa 
saat ini ternyata sarat dengan bias gender. Oleh karena itu, pendidikan kesetaraan 
gender seharusnya mulai ditanamkan pada anak-anak sejak dari lingkungan keluarga. 
Ayah dan ibu yang saling melayani dan menghormati akan menjadi contoh yang baik 
bagi anak-anak. Demikian pula dalam hal memutuskan berbagai persoalan keluarga 
tentu tidak lagi didasarkan atas “apa kata ayah”. Jadi orang tua yang berwawasan 
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gender diperlukan bagi pembentukan mentalitas anak baik laki-laki maupun 
perempuan yang kuat dan percaya diri. 
Memang tidak mudah bagi orang tua untuk melakukan pemberdayaan yang 
setara terhadap anak perempuan dan laki-lakinya. Sebab di satu pihak, mereka 
dituntut oleh masyarakat untuk membesarkan anak-anaknya sesuai dengan “aturan 
anak perempuan” dan “aturan anak laki-laki”. Di lain pihak, mereka mulai menyadari 
bahwa aturan-aturan itu melahirkan ketidakadilan baik bagi anak perempuan maupun 
laki-laki. 
Selain dalam lingkungan keluarga, pemberdayaan yang setara terhadap anak 
perempuan dan laki-laki harus dilakukan dilakukan dalam lingkungan sekolah, mulai 
jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Pada tingkat Sekolah Dasar (SD), 
kegiatan olahraga umumnya masih merupakan olahraga dasar. Hal ini merupakan 
peluang memberi kesempayan kepada anak perempuan untuk mengikuti setiap 
kegiatan olahraga. Selain pembentukan fisik, olahraga juga dapat memberikan 
gambaran bahwa anak perempuan pun dapat melakukan apa yang bisa dilakukan oleh 
anak laki-laki. Anak perempuan bukanlah makhluk yang lemah. Pandangan pada 
masyarakat pun bisa diubah, yang memandang kaum perempuan makhluk yang 
lemah. Laki-laki dan perempuan memang beda (kelamin), tetapi bukan harus 
dibedakan, apalagi membias bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah.290 
Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), sekolah sudah waktunya 
memberi perhatian lebih soal bias gender. Sekolah dapat merancang bagaimana anak-
anak bisa melakukan aktivitas bersama yang mengarah kepada sikap menghargai 
sesama tanpa memandang jenis kelamin. Sedapat mungkin agar kegiatan tidak 
mengarah kepada dominasi salah satu pihak, biasanya anak laki-laki. Dalam pemilihan 
ketua kelas dan kepengurusan OSIS, misalnya, sedapat mungkin tidak menampakkan 
kaum lelaki mendominasi. Semuanya diberi peluang yang sama untuk memimpin.291 
Pendidikan tidak bisa dilepaskan dari pembangunan karena keberhasilan 
pembangunan merupakan kontribusi pendidikan yang berkualitas termasuk di 
dalamnya kesetaraan gender dalam pendidikan. Ketidaksetaraan pada sektor 
pendidikan telah menjadi faktor utama yang paling berpengaruh terhadap 
ketidaksetaraan gender secara menyeluruh. Hal ini sesuai pandangan Suryadi & Idris 
bahwa latar belakang pendidikan yang belum setara antara laki-laki dan perempuan 
menjadi faktor penyebab ketidaksetaraan gender dalam semua sektor seperti lapangan 
pekerjaan, jabatan, peran di masyarakat, sampai pada masalah menyuarakan 
pendapat.292 
Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamantkan, bahwa laki-laki dan 
perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pembangunan, termasuk 
pembangunan di bidang pendidikan. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 39 
tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memuat pasal-pasal yang mendukung 
                                                        
290Lihat Sri Suciati, “Kesetaraan Gender dalam Pendidikan”  
291Lihat Sri Suciati, “Kesetaraan Gender dalam Pendidikan”  
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kesetaraan pendidikan yang menjamin hak perempuan untuk memperoleh pendidikan 
dalam pasal 48, Wanita berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang 
dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan”. Pada Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa 
sistem pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, 
peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk 
menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, 
dan global.  
Pendidikan yang rendah  pada perempuan sangat berpengaruh pada akses 
terhadap sumber-sumber produksi di mana mereka lebih banyak terkonsentrasi pada 
pekerjaan informal yang berupah rendah. Selain itu, pengaruh pendidikan 
memperlihatkan kecenderungan semakin rendah tingkat pendidikan semakin besar 
ketidaksetaraan gender dalam sistem pengupahan.293 Selanjutnya menurut Suryadi, 
rendahnya tingkat pendidikan penduduk perempuan akan menyebabkan perempuan 
belum bisa berperan lebih besar dalam pembangunan.294   
Peningkatan taraf pendidikan dan hilangnya diskriminasi gender dapat 
memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan dalam pembangunan dan ikut 
menentukan kebijakan di bidang ekonomi, sosial dan politik.295 Semakin tinggi tingkat 
pendidikan perempuan diharapkan akan semakin tinggi pula kualitas sumber daya 
manusia. Perempuan yang berpendidikan tinggi mampu membuat keluarganya lebih 
sehat dan memberikan pendidikan yang lebih bermutu pada anaknya. Selain itu, 
perempuan berpendidikan tinggi memiliki peluang untuk mendapatkan pekerjaan 
yang lebih baik. Sebaliknya, perempuan yang pendidikannya rendah akan lebih rentan 
terhadap tindak kekerasan (fisik maupun non fisik), dan memiliki tingkat kesehatan 
dan ekonomi yang cenderung lebih rendah.296 
Beberapa penelitian menyatakan ketidaksetaraan gender disebabkan karena 
akses, partisipasi dan kontrol yang tidak seimbang antara perempuan dan laki-laki. 
Menurut E. Suleeman, alasan ketimpangan gender dalam pendidikan disebabkan 
ketersediaan fasilitas, mahalnya biaya sekolah, dan investasi dalam pendidikan.297 Van 
Bemmelen menemukan bahwa ketimpangan gender meliputi akses perempuan dalam 
pendidikan, nilai gender yang dianut oleh masyarakat, nilai dan peran gender yang 
terdapat dalam buku-buku ajar, nilai gender yang ditanamkan oleh guru dan kebijakan 
yang bias gender.298   
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Ketidaksetaraan gender secara menyeluruh adalah akibat dari latar belakang 
pendidikan yang belum setara dengan tiga permasalahan yakni kesempatan, jenjang, 
dan kurikulum.299  Menurut Suleeman, ketidaksetaraan gender dalam pendidikan 
adalah perbedaan dalam hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki dalam 
mengecap pendidikan formal.300 Ketidaksetaraan gender dalam pendidikan dapat 
dilihat dari indikator kuantitatif yakni angka melek huruf, angka partisipasi sekolah, 
pilihan bidang studi, dan kompososi staf pengajar dan kepala sekolah.301 
Dengan kata lain, bentuk-bentuk bias gender dalam pendidikan Islam semakin 
jelas terlihat dalam pengelompokkan gender ke dalam jurusan, bidang kejuruan atau 
bidang-bidang keahlian yang berbeda-beda menurut jenis kelamin. Gejala ini 
berdampak buruk berupa kompetensi yang kurang sehat dalam hubungan antar 
gender yang mengakibatkan seluruh potensi peserta didik tidak akan dikembangkan 
secara optimal. 
Ketidaksetaraan gender bidang pendidikan banyak merugian perempuan yang 
dapat dilihat pada indikator anak cenderung putus sekolah ketika keuangan keluarga 
tidak mencukupi, perempuan harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan rumah 
tangga, selain itu, pendidikan yang rendah pada perempuan menyebabkan mereka 
banyak terkonsentrasi pada pekerjaan informal dengan upah rendah.  
Menurut Musda Mulia, pendidikan Islam, khususnya pendidikan di pesantren, 
dikenal dengan pendidikan yang menganut sistem otoriter. Guru atau ustadz 
umumnya diperlakukan sebagai sosok yang harus dihormati sehingga tidak pantas 
dikritik. Fatalnya, mengajukan pertanyaan sering dimaknai sebagai memberi kritik. 
Lebih fatal lagi, pengkultusan kepada kiai atau guru mentradisi pada sebagian institusi 
pendidikan yang berbasis pesantren seperti seorang santri meminum sisa air sang kiai 
untuk mendapatkan berkah dan ilmunya seperti sang guru. Padahal kalau malas 
belajar maka tidak mungkin akan menyerupai gurunya.302 
Selain yang disebutkan di atas, maka bentuk lain dari bias gender dalam 
pendidikan meliputi: 
1. Kaum laki-laki dominan dalam memilih jurusan dan mempelajari kemampuan 
atau keterampilan pada bidang kejuruan teknologi dan industri sehingga dengan 
jenis keterampilan kejuruan yang dipelajarinya itu, laki-laki seolah-olah secara 
khusus dipersiapkan untuk menjadi pemain utama dalam dunia produksi. 
Sementara itu, perempuan lebih dipersiapkan untuk melaknakan peran 
pembantu, misalnya ketatausahaan dan teknologi kerumahtanggaan. 
2. Jumlah siswa perempuan yang memilih jurusan IPA atau matematika di SMU 
lebih kecil proporsinya sehingga mereka lebih sulit untuk memasuki berbagai 
jurusan keahlian di perguruan tinggi. Misalnya dalam berbagai bidang teknologi 
dan ilmu-ilmu ekstata lainnya. Pada kedua jenis jurusan keahlian itu, proporsi 
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mahasiswi hanya mencapai 19,8%. Di lain pihak, mahasiswi lebih dominan 
dalam jurusan-jurusan keahlian terapan bidang manajemen (57,7%), pelayanan 
jasa dan transportasi (62,2^%), bahasa dan sastra (58,6%) serta psikologi 
(59,9%). 
3. Pada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) perempuan lebih 
dominan pada program diploma yang menyiapkan guru SLTP ke bawah (68,2%) 
dan program sarjana yang menyiapkan guru sekolah menengah (55,7%). Gejala 
ini menunjukkan, perempuan lebih banyak yang dipersiapkan untuk menjadi 
guru pendidikan dasar dan menengah. Keadaan ini juga ditunjukkan dengan 
jumlah seluruh guru perempuan dari TK sampai SMU, proporsi perempuan 
lebih besar (50,8%) daripada jumlah guru laki-laki (49,2%). Sebaliknya tenaga 
dosen didominasi oleh laki-laki dengan proporsi 70% pada berbagai tingkat 
jabatan dosen di perguruan tinggi, dan semakin tinggi jabatan dosen semakin 
kecil proporsi dosen perempuan. Demikian juga untuk jabatan struktural masih 
didominasi kaum laki-laki, kalaupun ada jumlahnya masih sedikit. 
4. Kesenjangan gender menurut jurusan, bidang kejuruan, dan program keahlian 
dalam pendidikan ini tercermin pula pada proporsi Pegawai Negeri Sipil (PNS), 
PNS perempuan hanya menempati proporsi 35,4% dan semakin tinggi 
golongan jabatan semakin kecil proporsi perempuannya. Hampir semua 
keahlian PNS dipegang oleh laki-laki kecuali keahlian di beberapa bidang sepeti 
farmasi (57.7%), biologi (47,9%), bahasa dan sastra (45%) dan psikologi 
(61,1%).303    
Dalam konteks ini dapat dimaknai bahwa data yang dikemukakan oleh Ace 
Suryadi membuktikan masih terjadinya bias gender dalam pendidikan. Oleh karena 
itu, untuk mendapatkan tingkat posisi sebagai pengambil keputusan sangat ditentukan 
oleh pendidikan seseorang dalam promosi jabatan. Dengan asumsi bahwa semakin 
tinggi tingkat pendidikan seseorang (perempuan), maka jabatan yang dipegang oleh 
perempuan semakin banyak, tetapi kenyataan empirik menunjukkan belum signifikan 
antara tingkat pendidikan dengan jabatan yang dipegang oleh perempuan. 
Bias gender ini tidak hanya berlangsung dan disosialisasikan melalui proses serta 
sistem pembelajaran di sekolah, tetapi juga melalui pendidikan dalam lingkungan 
keluarga. Stereotip gender yang berkembang di masyarakat telah mengkotak-kotakkan 
peran apa yang pantas bagi perempuan dan laki-laki. Hal ini disebabkan oleh nilai dan 
sikap yang dipengaruhi faktor-faktor sosial budaya masyarakat yang secara 
melembaga telah memisahkan gender ke dalam peran-peran sosial yang berlainan.  
Faktor yang menjadi alasan pokok yang menjadi penyebab ketidaksetaraan 
gender menurut Suleeman adalah: 1) Semakin tinggi tingkat pendidikan formal 
semakin terbatas jumlah sekolah yang tersedia; 2) Semakin tinggi tingkat pendidikan 
semakin mahal biaya untuk bersekolah; 3) Investasi dalam pendidikan juga seringkali 
tidak dapat mereka rasakan karena anak perempuan menjadi anggota keluarga suami 
setelah mereka menikah.304 
                                                        
303Ace Suryadi & Ecep Idris, Kesetaraan Gender......., h. 128.  
304E. Suleeman, “Pendidikan Wanita.......”, h. 235.  
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Sedangkan faktor-faktor penentu ketidaksetaraan gender di bidang pendidikan 
menurut Van Bemmelen meliputi: 1) Akses perempuan dalam pendidikan; 2) Nilai 
gender yang dianut oleh masyarakat; 3) Nilai dan peran gender yang terdapat dalam 
buku ajar; 4) Nilai gender yang ditanamkan oleh guru; dan 5) Kebijakan yang bias 
gender.305     
Suryadi dan Idris mengkategorikan faktor-faktor kesenjangan gender bidang 
pendidikan ke dalam empat aspek yakni: 1) Akses adalah peluang atau kesempatan 
dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu; 2) Partisipasi adalah 
keikutsertaan atau peran seseorang/kelompok dalam suatu kegiatan dan atau dalam 
pengambilan keputusan; 3) Kontrol adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan 
untuk mengambil keputusan; dan 4) Manfaat adalah kegunaan sumber yang dinikmati 
secara optimal.306 
Kajian yang dilakukan oleh Suryadi menemukan bahwa pilihan keluarga yang 
kurang beruntung memberikan prioritas bagi anak laki-laki untuk sekolah dengan 
alasan biaya, bukan hanya dilandasi oleh pikiran kolot dan tradisional semata, tetapi 
juga dilandasi dengan pengalaman empirik bahwa tingkat balikan (rate of return) 
terhadap pendidikan perempuan yang lebih rendah. Hal ini sesuai dengan kenyataan 
bahwa rata-rata penghasilan pekerja perempuan secara empirik memang lebih rendah 
dibandingkan penghasilan pekerja laki-laki.307 
Dengan kata lain, secara garis besar, fenomena kesenjangan gender dalam 
pendidikan dapat diklasifikasi dalam beberapa dimensi, antara lain:308 
1. Kurangnya partisipasi (under-participation). Dalam hal partisipasi pendidikan, 
perempuan di seluruh dunia menghadapi problem yang sama. Dibanding lawan 
jenisnya, partisipasi perempuan dalam pendidikan formal jauh lebih rendah. Di 
negara-negara dunia ketiga dimana pendidikan dasar belum diwajibkan, jumlah 
murid perempuan umumnya hanya separuh atau sepertiga jumlah murid laki-
laki. 
2. Kurangnya keterwakilan (under-representation). Partisipasi perempuan dalam 
pendidikan sebagai tenaga pengajar maupun pimpinan juga menunjukkan 
kecenderung disparitas progresif. Jumlah guru perempuan pada jenjang 
pendidikan dasar umumnya sama atau melebihi jumlah guru laki-laki. Namun, 
pada jenjang pendidikan lanjutan dan pendidikan tinggi, jumlah tersebut 
menunjukkan penurunan drastis. 
3. Perlakuan yang tidak adil (unfair treatment). Kegiatan pembelajaran dan proses 
interaksi dalam kelas seringkali bersifat merugikan murid perempuan. Guru 
secara tidak sadar cenderung menaruh harapan dan perhatian yang lebih besar 
kepada murid laki-laki dibanding murid perempuan. Para guru kadangkala 
                                                        
305Van Bemmelen, “Gender dan Pembangunan........”. h. 200-223.  
306Ace Suryadi dan Ecep Idris, Kesetaraan Gender......., h.  156.  
307Aceng Suryadi, Analisis Gender......, h. 145.  
308Amasari (Member of PSG LAIN), Laporan Penelitian Pendidikan Berwawasan Gender 
(Banjarmasin: IAIN Antasari, 2005), h. 31  
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cenderung berpikir ke arah “self-fulfilling  prophecy” terhadap siswa perempuan 
karena menganggap perempuan tidak perlu memperoleh pendidikan yang tinggi. 
4. Dimensi akses adalah fasilitas pendidikan yang sulit dicapai atau kesempatan 
untuk menggunakan sumber daya tanpa memilki otoritas untuk memutuskan 
terhadap produk/hasil maupun metode pendayagunaan sumber daya tersebut. 
Faktor penyebabnya antara lain: kurang tersedianya sekolah menengah di setiap 
kecamatan, jarak yang jauh dari tempat tinggal, beban tugas rumah tangga yang 
banyak dibebankan pada anak. Akumulasi dari faktor-faktor ini membuat 
banyak anak-anak yang cepat meninggalkan bangku sekolah. 
5. Dimensi proses pembelajaran adalah materi pendidikan seperti misalnya yang 
terdapat dalam contoh-contoh soal dimana semua kepemilikan selalu 
mengatasnamakan laki-laki. Dalam buku-buku pelajaran seperti misalnya semua 
jabatan formal dalam buku seperti camat dan direktur digambarkan dijabat oleh 
laki-laki. Selain itu ilustrasi gambar juga bias gender, yang seolah-olah 
menggambarkan bahwa tugas wanita adalah sebagai ibu rumah tangga dengan 
tugas-tugas menjahit, memasak dan mencuci. Faktor penyebabnya stereotype 
gender. 
6. Dimensi penguasaan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk 
memajukan peranannya dalam masyarakat. Faktor penyebabnya pemanfaatan 
yang minim, peran yang tidak terserap oleh masyarakat dan masih berpegang 
pada nilai-nilai lama yang tidak terreformasi. Contohnya saja buta huruf yang 
didominasi oleh kaum perempuan. 
7. Dimensi kontrol adalah kemampuan atau otoritas untuk memutuskan 
menggunakan produk atau hasil, bahkan juga untuk menentukan metode 
pendayagunaannya, sehingga memiliki kekuatan untuk mendapatkan 
keuntungan dari sumber daya tersebut. Faktor penyebabnya tidak memiliki 
otoritas atau kemampuan untuk menggunakan maupun mendayagunakan 
sumber daya. 
8. Dimensi manfaat adalah sesuatau yang baik intuk didapatkan atau diterima oleh 
seseurang dari proses penggunaan atau mendayagunakan sumber daya. Faktor 
penyebabnya dimensi akses, kontrol, maupun partisipasi yang didapatkan kecil. 
Berdasarkan uraian di atas, faktor-faktor penyebab bias gender dalam 
pendidikan, termasuk pendidikan Islam dapat dikategorisasikan ke dalam empat 
ranah, yakni: 
Pertama, nilai yang merupakan gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang 
pantas, berharga, dan dapat mempengaruhi perilaku sosial seorang individu. Indikator 
nilai adalah tradisi, perbedaa peranan dan posisi perempuan pasa masa kini. 
Kedua, partisipasi adalah keikutsertaan atau peran seseorang/kelompok dalam 
suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini adalah 
keikutsertaan perempuan dalam kegiatan pendidikan dan pengambilan keputusan 
yang berkaitan dengan pendidikan. Perempuan selama ini hanya bergeak di sektor 
domestik dan tugasnya adalah mendidik anak dan menjaga kesejahteraan keluarga. 
Stereotip gender yang berkembang di masyarakat telah mengkotak-kotakkan peran 
apa yang pantas bagi perempuan dan laki-laki, sehingga perempuan kurang dilibatkan 
untuk berpartisipasi dalam pendidikan.  
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Ketiga, akses adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau 
menggunakan sumber daya tertentu. Pada bidang pendidikan kesetaraan terhadap 
akses yakni ketersediaan sekolah, jarak yang harus ditempuh, biaya serta hambatan di 
lapangan, menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesamaan peluang antara 
laki-laki dan perempuan dalam mengakses peran-peran dalam kehidupan 
bermasyarakat.  
Keempat, kontrol adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk 
mengambil keputusan dalam bidang pendidikan. Kontrol tersebut antara lain dalam 
keputusan melanjutkan sekolah dan memilih jurusan bagi anak. Kontrol untuk 
memacu partisipasi perempuan dalam pendidikan di tanah air, masih sangat di 
dominasi oleh laki-laki. 
 Namun, tidak semua ranah yang disebutkan dapat dipaksakan untuk 
menjelaskan masing-masing bias gender yang terjadi secara empiris dalam bidang 
pendidikan Islam. Dengan kata lain, faktor-faktor penyebab bias gender akan sangat 
tergantung dari situasinya masing-masing 
Di tingkat SMA, gender sudah menjadi bagian dari ilmu sosial (sosiologi), selain 
meneruskan apa yang sudah ditanamkan dari SMP. Anak-anak yang memilih program 
IPS dapat memperdalam soal gender. Tuntutan akan kesadaran dan kesetaraan gender 
lebih mengemuka dan terbuka untuk diperbincangkan. Kasus yang muncul di 
masyarakat pun sangat banyak dan bervariasi. Sebagian kasus ini merupakan tradisi, 
dikatakan budaya oleh sebagian orang. Semua ini dapat menjadi pembicaraan, 
bagaimana penghargaan terhadap perempuan di masyarakat dalam kultur yang sangat 
patriarkis. 
Kesadaran untuk menghargai perempuan harus tumbuh pada setiap anak, baik 
pada anak laki maupun pada anak perempuan, yang sebenat lagi memasuki usia 
dewasa dan menjadi anggota masyarakat. Paham-paham yang merendahkan 
perempuan dengan “wajah” warisan budaya sudah waktunya diluruskan dengan basis 
budi pekerti dan pendidikan.309   
Oleh karena itu, kesetaraan gender dalam proses pembelajaran memerlukan 
keterlibatan kekuasaan, dalam hal ini lembaga yang menangani pendidikan yakni 
Kementerian Pendidikan sebagai pengambil kebijakan di bidang pendidikan, sekolah 
secara kelembagaaan dan terutama guru. 
Dalam konteks ini, sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden No.9 Tentang 
Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan Nasional yang 
mengintruksikan kepada seluruh Kementerian/Lembaga serta pemerintah provinsi 
dan kabupaten/kota untuk melaksanakan PUG kedalam perencanaan, pelaksanaan, 
serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program yang berperspektif gender 
diseluruh aspek pembangunan, maka Kementerian Pendidikan Nasional 
mengeluarkan Permendiknas No.84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG 
Bidang Pendidikan  yang memberi acuan pelaksanaan PUG bidang pendidikan mulai 
tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai dengan satuan pendidikan. 
                                                        
309Lihat Sri Suciati, “Kesetaraan Gender dalam Pendidikan”  
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Dalam Permendiknas Nomor 84 tahun 2008 dijelaskan bahwa tujuan 
Pengarusutamaan Gender adalah: 
1. Memberikan acuan bagi para pemegang kebijakan dan pelaksana pendidikan 
dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui 
perencanaan, pelaksanaan, penganggaran,   pemantauan, dan evaluasi atas 
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan;  
2. Mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian 
pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-
laki dan perempuan; 
3. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender pada satuan pendidikan dan 
masyarakat; 
4. Mewujudkan pengelolaan anggaran pendidikan yang responsif gender; 
5. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan 
tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya 
pembangunan.310 
Kesetaraan dan keadilan gender dapat diintegrasikan melalui tugas dan fungsi 
(tupoksi) sekolah dalam menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah yang meliputi 
komponen-komponen sebagai berikut: 1) Pengelolaan proses belajar mengajar; 
2) Perencanaan, evaluasi dan supervisi; 3) Pengelolaan kurikulum; 4) Pengelolaan 
ketenagaan; 5) Pengelolaan fasilitas; 5) Pengelolaan keuangan; 6) Pelayanan siswa; 7) 
Peran serta masyarakat; dan 8) Pengelolaan budaya sekolah.311 
Dengan demikian, dari sisi kebijakan, pemerintah melalui Menteri Pendidikan 
Nasional sebagai simbol dari kekuasaan telah menginstruksikan untuk membangun 
pendidikan yang berwawasan gender dalam berbagai dimensi pengelolaan pendidikan. 
Namun demikian, kebijakan yang baik tidak diimplementasikan secara riil pada 
lembagai-lembaga pendidikan, sehingga bias gender dalam pendidikan masih menjadi 
persoalan yang harus diselesaikan. 
Pendidikan memang merupakan alat yang ampuh untuk mencegah agar virus 
patriarkhi tidak semakin merebak. Fungsinya seperti suntikan imunisasi yang perlu 
diberikan kepada mahasiswa yang merupakan agen perubahan. Sebelum mereka 
betul-betul terjun di masyarakat, mereka harus dibekali dengan pemikiran bahwa 
Allah menciptakan manusia pria dan wanita sederajat dan untuk bekerja sama, 
masing-masing mempunyai kelemahan dan kekuatan sehingga saling membutuhkan. 
Tindakan ini merupakan tindakan pencegahan (preventive) yang dirasa lebih efektif dari 
pada tindakan mengubah paradigma yang salah dalam menyingkapi peran wanita. 
Sekali lagi, tindakan pencegahan seperti ini diperlukan untuk menghindarkan semakin 
banyak lagi korban yang jatuh dan semakin banyak lagi manusia yang melakukan 
kesalahan.312 
                                                        
310Antonim, Permendiknas Nomor 84 tahun 2008.  
311Antonim, Permendiknas Nomor 84 tahun 2008.  
312Yuli Christiana Yoeedo, “Women in Two Frames” dalam Siti Hariti Sastriyani, Women 
in Public Sector (Perempuan di Sektor Publik) (Cet. I; Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), h. 315-316.  
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Oleh karena itu, diperlukan maksimalisasi kinerja guru dalam mengembangkan 
pendidikan yang berbasis gender. Eksistensi peran guru dalam mengembangkan 
kepekaan gender terbentuk oleh dua hal, yakni: (1) faktor internal yakni kemandirian 
yang didukung oleh persepsi, kemauan dan kesempatan yang ada, dan; (2) faktor 
eksternal yaitu dorongan dari lingkungan diluar dirinya sendiri, seperti keluarga, 
masyarakat, pemerintah, orang tua dan kepala sekolah. 
Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab bias gender berkaitan dengan 
perolehan kesempatan belajar pada setiap jenjang pendidikan adalah: 
1. Perbedaan angkatan partisipasi pendidikan pada tingkat SD/Ibtidaiyah sudah 
mencapai titik optimal yang tidak mungkin diatasi hanya dengan kebijakan 
pendidikan, sehingga perbedaan itu menjadi semakin sulit ditekan ke titik yang 
lebih rendah lagi. Kesenjangan ini lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor struktur 
karena fasilitas pendidikan SD sudah tersebar relatif merata. Faktor-faktor 
struktural itu di antaranya adalah nilai-nilai sosial budaya, dan ekonomi keluarga 
yang lebih menganggap pendidikan untuk anak laki-laki lebih penting 
dibandingkan dengan perempuan. Faktor ini berlaku terutama di daerah-daerah 
terpencil yang jarang penduduknya serta pada keluarga-keluarga berpendidikan 
rendah yang mendahulukan pendidikan untuk anak laki-laki. 
2. Pada tingkat SLTP/Tsanawiyah dan SMU/Madrasah Aliyah perbedaan angka 
partisipasi menurut gender lebih banyak terjadi pada daerah-daerah yang masih 
kekurangan fasilitas pendidikan. SLTP ke atas relatif lebih kecil dipengaruhi oleh 
nilai-nilai sosial budaya dan ekonomi keluarga karena siswa dan mahasiswa yang 
datang dari keluarga sosial ekonomi tinggi sudah lebih besar proporsinya. 
Dengan demikian, pengadaan dan distribusi sumber-sumber pendidikan SLTP, 
SLTA dan Perguruan Tinggi masih terjadi faktor penting untuk mengurangi bias 
gender dalam pendidikan.313  
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi bias gender yang berhubungan 
dengan akses dalam proses pendidikan adalah sebagai berikut: 
1. Partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan pendidikan sangat 
rendah karena akses perempuan juga masih dirasakan rendah dalam menempati 
jabatan-jabatan birokrasi pemegang kebijakan. Proporsi kepada sekolah 
perempuan secara konsisten masih kecil dibandingkan dengan laki-laki pada 
setiap jenjang pendidikan. Perempuan pemegang jabatan struktural, dari 
tingkatan strategis sampai operasional jauh lebih rendah daripada lawan 
jenisnya. Oleh karena itu, banyak kebijakan pendidikan kurang sensitif gender, 
yang akan berdampak luas terhadap berbagai dimensi bias gender dalam bidang 
pendidikan. 
2. Laki-laki lebih dominan dalam mempengaruhi isi kurikulum sehingga proses 
pembelajaran cenderung bias laki-laki (male bias). Fenomena ini dapat diamati 
dari buku-buku pelajaran yang sebagian besar penulisnya adalah laki-laki. 
3. Isi buku pelajaran yang membahas status perempuan dalam masyarakat akan 
banyak memberikan pengaruh terhadap kesenjangan gender dalam proses 
                                                        
313Rukmina Gonibala, “Fenomena Bias Gender dalam Pendidikan Islam”, IQRA, 
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pendidikan. Muatan dari sebagian buku-buku pelajaran (khususnya IPS, PPKN, 
Pendidikan Jasmani, Bahasa dan Sastra Indonesia, Kesenian dan sejenisnya) 
yang berhasil diamati cenderung kurang berwawasan gender khususnya 
berkaitan dengan konsep keluarga atau peran perempuan dalam keluarga yang 
telah lama dipengarui oleh cara berpikir tradisional, bahwa laki-laki adalah 
pemegang fungsi produksi sedangkan perempuan memegang fungsi 
reproduksi.314   
Faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab bias gender dalam bidang 
kurangnya kontrol kebijakan pendidikan adalah: 
1. Faktor kesenjangan antar gender dalam bidang pendidikan jauh lebih dominan 
laki-laki, khususnya dalam lembaga birokrasi di lingkungan pendidikan sebagai 
pemegang kekuasaan atau kebijaksanaan, maupun dalam jabatan-jabatan 
akademis kependidikan sebagai pemegang kendali pemikiran yang banyak 
mempengaruhi kebijakan pendidikan. Keadaan ini akan semakin bertambah 
parah jika para pemikir atau pemegang kebijaksanaan pendidikan tersebut tidak 
memiliki sensitivitas gender. 
2. Khusus pada kebijaksanaan pendidikan, khususnya menyangkut sistem seleksi 
dalam pendidikan. Kontrol dalam penerimaan karyawan terutama di sektor 
swasta sangat dirasakan bias gender. Kenyataan ini menunjukkan bahwa jika 
suami isteri berada dalam salah satu perusahaan, misalnya Bank, baik milik 
pemerintah maupun swasta, maka salah satunya harus memilih untuk keluar, 
dan biasanya perempuanlah yang memilih keluar dari pekerjaan. Ini bagian dari 
faktor-faktor bias gender dalam bidang pendidikan. 
3. Faktor struktural, yakni yang menyangkut nilai, sikap, pandangan, dan perilaku 
masyarakat yang secara dominan mempengaruhi keputusan keluarga untuk 
memilih jurusan-jurusan yang lebih dianggap cocok untuk perempuan, seperti 
pekerjaan perawat, kesehatan, teknologi kerumahtanggaan, psikologi, guru 
sekolah dan sejenisnya. Hal ini terjadi karena perempuan dianggap hanya 
memilih fungsi-fungsi produksi (reproductive function). Laki-laki dianggap lebih 
berperan sebagai fungsi penopang ekonomi keluarga (productive function) sehingga 
harus lebih banyak memilih keahlian-keahlian ilmu teknologi dan industri. 
4. Pendidikan Islam yang konstruktif merupakan salah satu pendekatan pendidikan 
melalui pembelajaran induktif, yang berarti mengangkat nilai-nilai faktual 
empirik. Pendidikan reseptif yang hanya memperkuat hafalan, apabila hafalan 
itu hilang maka subjek didik tidak akan punya kesempatan untuk mengeluarkan 
pendapat, menyampaikan opini, dan mengekspresikan kemampuan nalar, maka 
akan melahirkan komunitas intelektual yang cendekiawan.315   
Faktor lain yang turut mempengaruhi bias gender dalam pendidikan adalah 
muncul persaingan dengan teknologi, yang menggantikan peranan pekerja perempuan 
dengan mesin. Dampaknya, lagi-lagi perempuan menjadi korban teknologi khususnya 
                                                        
314Rukmina Gonibala, “Fenomena Bias Gender dalam Pendidikan Islam”, IQRA, 
Volume 4 Juli-Desember 2007, h. 41.  
315Rukmina Gonibala, “Fenomena Bias Gender dalam Pendidikan Islam”, IQRA, 
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perempuan yang memiliki tingkat pendidikan rendah ditambah pula dengan 
kemampuan ekonomi yang masih lemah. 
Penyempurnaan bahan-bahan pendidikan harus diusahakan dengan jalan 
menggunakan perspektif keadilan dan kesetaraan gender. Dengan melakukan revisi 
terhadap buku-buku pelajaran dan bahan materi lainnya yang isinya masih sangat bias 
nilai-nilai patriarkhi dan sangat bias gender, seperti dalam buku bahasa Indonesia di 
tingkat pendidikan Sekolah Dasar: “Bapak pergi ke kantor”, “Ibu sedang memasak di 
dapur”, atau “Ini ibu Budi” dan bukan “Ini ibu Suci”, “Ayah membaca koran dan ibu 
memasak di dapur” dan bukan sebaliknya “Ayah memasak di dapur dan ibu membaca 
koran”. Contoh kalimat ini memberikan indikasi terjadinya subordinasi dalam 
penyusunan buku pelajaran. Dalam arti kata, rumusan kalimat tersebut 
mencerminkan sifat feminin dan kerja domestik bagi perempuan serta sifat maskulin 
dan kerja publik bagi laki-laki. Kasus kecil ini memberikan dampak terhadap kerangka 
berpikir subjek didik, sehingga pada akhirnya semua isi buku pelajaran sarat dengan 
muatan nilai-nilai kesetaraan dan kemanusiaan yang menempatkan manusia laki-laki 
dan perempuan dalam posisi sentral sebagai subjek pendidikan.316 
Selain itu, dalam buku ajar misalnya, banyak ditemukan gambar maupun 
rumusan kalimat yang tidak mencerminkan kesetaraan gender. Sebut saja gambar 
seorang pilot selalu laki-laki karena pekerjaan sebagai pilot memerlukan kecakapan 
dan kekuatan yang “hanya” dimiliki oleh laki-laki. Sementara gambar guru yang 
sedang mengajar di kelas selalu perempuan karena guru selalu diindentikkan dengan 
tugas mengasuh atau mendidik. Ironisnya siswa pun melihat bahwa meski guru-
gurunya lebih banyak berjenis kelamin perempuan, tetapi kepala sekolahnya laki-
laki.317 
Demikian pula dalam perlakuan guru terhadap siswa, yang berlangsung di dalam 
atau di luar kelas. Misalnya ketika seorang guru melihat murid laki-lakinya menangis, 
ia akan mengatakan “Masak laki-laki menangis. Laki-laki boleh cengeng”. Sebaliknya 
ketika melihat murid perempuan naik ke atas meja misalnya, ia akan mengatakan 
“anak perempuan kok tidak tahu sopan santun”. Hal ini memberikan pemahaman 
kepada siswa bahwa hanya perempuan yang boleh menangis dan hanya laki-laki yang 
boleh kasar dan kurang sopan santunnya.318 
Dalam upacara bendera di sekolah selalu bisa dipastikan bahwa pembawa 
bendera adalah siswa perempuan. siswa perempuan itu dikawal oleh dua siswa laki-
laki. Hal demikian tidak hanya terjadi di tingkat sekolah, tetapi bahkan di tingkat 
nasional. Paskibrakan yang setiap tanggal 17 Agustus bertugas di Istana Negara, selalu 
menempatkan dua perempuan sebagai pembawa bendera pusaka dan duplikatnya. 
Belum pernah terjadi dalam sejarah laki-laki yang membawa bendera pusaka itu. Hal 
ini menanamkan pengertian kepada siswa dan masyarakat pada umumnya bahwa 
tugas pelayanan seperti membawa bendera, lebih luas lagi, membawa baki atau 
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pemukul gong dalam upacara resmi sudah selayaknya menjadi tugas perempuan. 
semuanya ini mengajarkan kepada siswa tentang apa yang layak dan tidak layak 
dilakukan oleh laki-laki dan apa yang layak dan tidak layak dilakukan oleh 
perempuan.319    
Uraian di atas menggambarkan bahwa pendidikan sekolah dengan komponen 
pembelajaran seperti media, metode, dan buku ajar yang menjadi pegangan para siswa 
saat ini ternyata sarat dengan bias gender. Oleh karena itu, pendidikan kesetaraan 
gender seharusnya mulai ditanamkan pada anak-anak sejak dari lingkungan keluarga. 
Ayah dan ibu yang saling melayani dan menghormati akan menjadi contoh yang baik 
bagi anak-anak. Demikian pula dalam hal memutuskan berbagai persoalan keluarga 
tentu tidak lagi didasarkan atas “apa kata ayah”. Jadi orang tua yang berwawasan 
gender diperlukan bagi pembentukan mentalitas anak baik laki-laki maupun 
perempuan yang kuat dan percaya diri. 
Memang tidak mudah bagi orang tua untuk melakukan pemberdayaan yang 
setara terhadap anak perempuan dan laki-lakinya. Sebab di satu pihak, mereka 
dituntut oleh masyarakat untuk membesarkan anak-anaknya sesuai dengan “aturan 
anak perempuan” dan “aturan anak laki-laki”. Di lain pihak, mereka mulai menyadari 
bahwa aturan-aturan itu melahirkan ketidakadilan baik bagi anak perempuan maupun 
laki-laki. 
Selain dalam lingkungan keluarga, pemberdayaan yang setara terhadap anak 
perempuan dan laki-laki harus dilakukan dilakukan dalam lingkungan sekolah, mulai 
jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Pada tingkat Sekolah Dasar (SD), 
kegiatan olahraga umumnya masih merupakan olahraga dasar. Hal ini merupakan 
peluang memberi kesempayan kepada anak perempuan untuk mengikuti setiap 
kegiatan olahraga. Selain pembentukan fisik, olahraga juga dapat memberikan 
gambaran bahwa anak perempuan pun dapat melakukan apa yang bisa dilakukan oleh 
anak laki-laki. Anak perempuan bukanlah makhluk yang lemah. Pandangan pada 
masyarakat pun bisa diubah, yang memandang kaum perempuan makhluk yang 
lemah. Laki-laki dan perempuan memang beda (kelamin), tetapi bukan harus 
dibedakan, apalagi membias bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah.320 
Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), sekolah sudah waktunya 
memberi perhatian lebih soal bias gender. Sekolah dapat merancang bagaimana anak-
anak bisa melakukan aktivitas bersama yang mengarah kepada sikap menghargai 
sesama tanpa memandang jenis kelamin. Sedapat mungkin agar kegiatan tidak 
mengarah kepada dominasi salah satu pihak, biasanya anak laki-laki. Dalam pemilihan 
ketua kelas dan kepengurusan OSIS, misalnya, sedapat mungkin tidak menampakkan 
kaum lelaki mendominasi. Semuanya diberi peluang yang sama untuk memimpin.321 
Di tingkat SMA, gender sudah menjadi bagian dari ilmu sosial (sosiologi), selain 
meneruskan apa yang sudah ditanamkan dari SMP. Anak-anak yang memilih program 
IPS dapat memperdalam soal gender. Tuntutan akan kesadaran dan kesetaraan gender 
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lebih mengemuka dan terbuka untuk diperbincangkan. Kasus yang muncul di 
masyarakat pun sangat banyak dan bervariasi. Sebagian kasus ini merupakan tradisi, 
dikatakan budaya oleh sebagian orang. Semua ini dapat menjadi pembicaraan, 
bagaimana penghargaan terhadap perempuan di masyarakat dalam kultur yang sangat 
patriarkis. 
Kesadaran untuk menghargai perempuan harus tumbuh pada setiap anak, baik 
pada anak laki maupun pada anak perempuan, yang sebentar lagi memasuki usia 
dewasa dan menjadi anggota masyarakat. Paham-paham yang merendahkan 
perempuan dengan “wajah” warisan budaya sudah waktunya diluruskan dengan basis 
budi pekerti dan pendidikan.322   
Oleh karena itu, kesetaraan gender dalam proses pembelajaran memerlukan 
keterlibatan kekuasaan, dalam hal ini lembaga yang menangani pendidikan yakni 
Kementerian Pendidikan sebagai pengambil kebijakan di bidang pendidikan, sekolah 
secara kelembagaaan dan terutama guru. 
Dalam konteks ini, sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden No.9 Tentang 
Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan Nasional yang 
mengintruksikan kepada seluruh Kementerian/Lembaga serta pemerintah provinsi 
dan kabupaten/kota untuk melaksanakan PUG kedalam perencanaan, pelaksanaan, 
serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program yang berperspektif gender 
diseluruh aspek pembangunan, maka Kementerian Pendidikan Nasional 
mengeluarkan Permendiknas No.84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG 
Bidang Pendidikan  yang memberi acuan pelaksanaan PUG bidang pendidikan mulai 
tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai dengan satuan pendidikan. 
Dalam Permendiknas Nomor 84 tahun 2008 dijelaskan bahwa tujuan 
Pengarusutamaan Gender adalah: 
1. Memberikan acuan bagi para pemegang kebijakan dan pelaksana pendidikan 
dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui 
perencanaan, pelaksanaan, penganggaran,   pemantauan, dan evaluasi atas 
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan;  
2. Mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian 
pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-
Iaki dan perempuan;  
3. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender pada satuan pendidikan dan 
masyarakat;  
4. Mewujudkan pengelolaan anggaran pendidikan yang responsif gender; 
5. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan 
tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya 
pembangunan.323  
Kesetaraan dan keadilan gender dapat diintegrasikan melalui tugas dan fungsi 
(tupoksi) sekolah dalam menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah yang meliputi 
komponen-komponen sebagai berikut: 1) Pengelolaan proses belajar mengajar; 
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2) Perencanaan, evaluasi dan supervisi; 3) Pengelolaan kurikulum; 4) Pengelolaan 
ketenagaan; 5) Pengelolaan fasilitas; 5) Pengelolaan keuangan; 6) Pelayanan siswa; 7) 
Peran serta masyarakat; dan 8) Pengelolaan budaya sekolah.324 
Dengan demikian, dari sisi kebijakan, pemerintah melalui Menteri Pendidikan 
Nasional sebagai simbol dari kekuasaan telah menginstruksikan untuk membangun 
pendidikan yang berwawasan gender dalam berbagai dimensi pengelolaan pendidikan. 
Namun demikian, kebijakan yang baik tidak diimplementasikan secara riil pada 
lembagai-lembaga pendidikan, sehingga bias gender dalam pendidikan masih menjadi 
persoalan yang harus diselesaikan.   
Oleh karena itu, gerakan aksi untuk mengatasi bias gender dalam pendidikan, 
termasuk pendidikan Islam masih harus dilakukan melalui upaya sebagai berikut: 
1. Reinterpretasi ayat-ayat al-Qur’an dan hadis yang bias gender, dilakukan secara 
kontinu agar ajaran agama tidak dijadikan justifikasi sebagai kambing hitam 
untuk memenuhi keinginan segelintir orang. 
2. Diperlukan standarisasi buku ajar yang salah satu kriterianya adalah berwawasan 
gender. Selain itu, guru akan menjadi agen perubahan yang sangat menentukan 
bagi terciptanya kesetaraan gender dalam pendidikan melalui proses 
pembelajaran yang peka gender. 
3. Muatan kurikulum nasional yang menghilangkan dikotomis antara laki-laki dan 
perempuan, demikian pula kurikulum lokal dengan berbasis kesetaraan, 
keadilan, dan keseimbangan. Kurikulum disusun sesuai dengan kebutuhan dan 
tipologi daerah, yang dimulai dari tingkat pendidikan taman kanak-kanak sampai 
ke tingkat perguruan tinggi. 
4. Pemberdayaan kaum perempuan di sektor pendidikan informal seperti 
pemberian fasilitas belajar mulai di tingkat kelurahan sampai kepada tingkat 
kabupaten/kota dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah. 
5. Pemberdayaan di sektor  ekonomi untuk meningkatkan pendapatan keluarga 
terutama dalam kegiatan industri rumah tangga (home industry). Dengan 
demikian, perlahan-lahan akan menghilangkan ketergantungan ekonomi kepada 
laki-laki. Karena salah satu terjadinya marginalisasi pada perempuan adalah 
ketergantungan ekonomi keluarga kepada laki-laki. 
6. Pendidikan politik bagi perempuan agar dilakukan secara intensif untuk 
mengilangkan melek politik bagi kaum perempuan. Karena masih ada anggapan 
bahwa politik itu hanya milik laki-laki, dan politik itu adalah kekerasan, padahal 
sebaliknya politik adalah seni untuk mencapai kekuasaan. Dengan demikian, 
kuota 30 persen sesuai amanah undang-undang segera terpenuhi, mengingat 
pemilih terbanyak adalah perempuan. 
7. Pemberdayaan di sektor keterampilan (skill) baik keterampilan untuk kebutuhan 
rumah tangga, maupn yang memiliki nilai jual di tingkatkan terutama kaum 
perempuan di pedesaan agar terjadi keseimbangan antara perempuan yang 
tinggal di perkotaan dengan pedesaan sama-sama memiliki keterampilan yang 
relatif bagus.  
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8. Sosialisasi Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga lebih intensif 
dilakukan agar kaum perempuan mengetahui hak dan kewajiban yang harus 
dilakukan sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga.325 
Pendidikan memang merupakan alat yang ampuh untuk mencegah agar virus 
patriarkhi tidak semakin merebak. Fungsinya seperti suntikan imunisasi yang perlu 
diberikan kepada mahasiswa yang merupakan agen perubahan. Sebelum mereka 
betul-betul terjun di masyarakat, mereka harus dibekali dengan pemikiran bahwa 
Allah menciptakan manusia pria dan wanita sederajat dan untuk bekerja sama, 
masing-masing mempunyai kelemahan dan kekuatan sehingga saling membutuhkan. 
Tindakan ini merupakan tindakan pencegahan (preventif) yang dirasa lebih efektif dari 
pada tindakan mengubah paradigma yang salah dalam menyingkapi peran wanita. 
Sekali lagi, tindakan pencegahan seperti ini diperlukan untuk menghindarkan semakin 
banyak lagi korban yang jatuh dan semakin banyak lagi manusia yang melakukan 
kesalahan.326 
Oleh karena itu, diperlukan maksimalisasi kinerja guru dalam mengembangkan 
pendidikan yang berbasis gender. Eksistensi peran guru dalam mengembangkan 
kepekaan gender terbentuk oleh dua hal, yakni: (1) faktor internal yakni kemandirian 
yang didukung oleh persepsi, kemauan dan kesempatan yang ada, dan (2) faktor 
eksternal yaitu dorongan dari lingkungan diluar dirinya sendiri, seperti keluarga, 
masyarakat, pemerintah, orang tua dan kepala sekolah. 
                                                        
325Rukmina Gonibala, “Fenomena Bias Gender dalam Pendidikan Islam”, IQRA, 
Volume 4 Juli-Desember 2007, h. 42.  
326Yuli Christiana Yoeedo, “Women in Two Frames” dalam Siti Hariti Sastriyani, Women 







Abrasy, M. Athiyyah al-, al-Tarbiyah Islamiyah yang diterjemahkan oleh Bustami A. 
Gani et. all., dengan judul Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam, Cet.I; Jakarta: 
Bulan Bintang, t.th. 
Abu Sa’ud, Tafsir Abi Sa’ud, Jilid I, Kairo: Dār al-Mushhaf, t.th. 
Ahmad, Arifuddin, Muhammad Syuhudi Ismail: Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi, 
Cet. I: Insan Cemerlang & PT. Intimedia Cipta Nusa, t.th.  
Ahmadi, Abu dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan, Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1991. 
Aini, ‘Umdat al-Qari, jilid XVI, Kairo: al-Bāb al-Halabiy, t.th. 
Ali, Muhammad, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, Jakarta: Pustaka Amani, t.th.    
Amin, Amina Wadud, Wanita di dalam Al-Qur’an, terjemahan Yaziar Radianti, Cet. I; 
Bandung: Pustaka, 1994.  
Anshari, Abū Muhammad ‘Abdullah ibn Hisyam al-, Audhah al-Masalik Ila Alfiyah Ibn 
Malik, Jilid III,  Beirut: Dār al-Jail, 1979. 
Anshari, Endang Saefuddin, Pokok-Pokok Pikiran tentang Islam, Jakarta: Usaha 
Enterprise, 1976.  
Arief, Armai, Reformulasi Pendidikan, Cet. I; Jakarta: CRSD Press, t.th. 
Arifin, M., Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1991. 
Arifin, Muzayyin, Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.  
Asqalaniy, Ibnu Hajar al-, Fath al-Bariy bi Syarh al-Bukhāri, jilid VII, Beirut: Dār al-
Fikr, t.th. 
Attas, Sayyid Muhammad al-Naquib al-, Aims and Objectives of Islamic Education, 
diterjemahkan oleh Haidar Bagir dengan judul: Konsep Pendidikan dalam Islam, 
Bandung: Mizan, 1984. 
Azra, Azyumardi, Esei-esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam, Jakarta: Logos, 
Wacana Ilmu, 1998.   
                          ., Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuji Millenium Baru 
Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.  
                           , Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium 
III, Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.  




Baghdadi, Abu al-Fadhl Syihāb al-Dīn al-Sayyid Mahmud Afandi al-Alusi al-, Ruh al-
Ma’ani fi Tafsir al-Qur’an al-Azim wa al-Sab’ al-Ma’ani, jilid II, (t.tp, : Dār al-Fikr, 
t.th.   
Bemmelen, Van, “Gender dan Pembangunan: Apakah yang Baru? Dalam T.O. 
Ihromi, Kajian Wanita dalam Pembangunan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 
1995. 
Brubacher, John S., Modern Philosophis of Education, New Delhi: Tata Graw-Hill 
Publishing Company LTD, 1981. 
Daradjat, Zakiah, et. all, Ilmu Pendidikan Islam, Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 1992.  
                              , Ilmu Jiwa Agama,  Cet. VI; Jakarta: Bulan Bintang, 1978. 
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta: Proyek Pengadaan Kutab 
Suci al-Qur’an, 1992. 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III Cet. 
II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002. 
Djelantik, Sukawarsini, “Gender dalam Hubungan Internasional” dalam Siti Hariti 
Sastriyani (ed), Gender and Politics, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2009.  
Dzuhayatin, Siti Ruhaini, “Gender dalam Perspektif Islam (Studi terhadap Hal-hal 
yang Menguatkan dan Melemahkan Gender dalam Islam” dalam Mansour 
Fakih….[et.al], Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam Cet. II; 
Surabaya: Risalah Gusti, 2000. 
Echols, John M. dan Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama, 1994. 
Engineer, Asghar Ali, Hak-Hak Perempuan dalam Islam, terj. Farid Wajidi dan Cici 
Farkha Assegaf Yogyakarta: LSPPA, 1994. 
Ernawan, Yusuf dan Sri Sanituti Hariadi, Bunga Rampai Masalah Gender dan 
Multikulturalisme Jakarta: al-Ruzz Media, t.th   
Fakih, Mansour, “Analisis Gender dan Ketidakadilan”, Makalah disampaikan pada 
Kajian Intensif Masalah-masalah Jender Kontemporer oleh HMI Komisariat 
Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.  
                         , Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 1996. 
                        ., “Menuju Dunia yang Lebih Adil melalui Perspektif Gender: Sebuah 
Pengantar” dalam “Kata Pengantar”, Julia Clevers Mosse, Half The World, Half 
A Change: An Introduction to Gender and Development, penerjemah Hartian 
Silawati, Gender dan Pembangunan, Cet. V; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007. 
123 
 
                        ., Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 1996.  
                       ., Posisi Kaum Perempuan dalam Islam: Tinjauan dari Analisis Gender 
dalam Membincang Feminisme, Diskursus Gender Perspektif Islam, Surabaya: Risalah 
Gusti, 1996.  
Faruqi, Lois Lamya al-, Perempuan dalam Masyarakat Qur’an, dalam Jurnal Al-Huda, 
Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Islam, Edisi VII Vol II, 2002. 
Getteng, Abd. Rahman, Pendidikan Islam dalam Pembangunan, Ujungpandang: Yayasan 
Ahkam, 1997. 
Gottschalk, Louis, Understanding History: A Primer of Historical Mehtod, diterjemahkan 
oleh Nugroho Notosusanto dengan judul: Mengerti Sejarah, Cet. IV; Jakarta: 
UI-Press, 1985. 
Handayani, Faras, “Bermain Bola”, dalam Nakita No. 109 Tahun III tanggal 5 Mei 
2001. 
Hasany, Ahmad Zahro Al-, “Islam dan Perempuan (Diskursus Islam, Pemikiran RA. 
Kartini dan Feminisme)”, dalam Mansour Fakih….[et.al], Membincang 
Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam Cet. II; Surabaya: Risalah Gusti, 
2000. 
Hasyim, Syafiq, Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam, 
Cet. II, Bandung: Mizan, 2001. 
Hariyono, Mempelajari Sejarah Secara Efektif, Cet. I; Jakarta: Pustaka Jaya, 1995. 
Herawati, Ida Siti, “Pendidikan yang Berperspektif Gender pada Jenjang Sekolah 
Dasar” dalam Sugiarti dkk, Pembangunan dalam Perspektif Gender, Cet. I; Malang: 
Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2003. 
Hilmy, Masdar dan Akh, Muzakki, Dinamika Baru Studi Islam, Cet. I; Surabaya: 
ARKOLA, 2005. 
Husin, Sayid Agil Al-Munawar, Aktualisasi Nilai-Nilai Qur’ani dalam Sistem Pendidikan 
Islam, Cet. II; Jakarta: PT. Ciputat Press, 2005. 
Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur’an al-Adzhim, jilid I, Singapura: Sulaiman Mar’i, 1985.  
Ihrami, T.O., Bunga Rampai Sosiologi Keluarga, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999 
Illich, Ivan, Gender, diterjemahkan oleh Omi Intan Naomi dengan judul Gender, Cet. 
I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998. 
Isaac, Stephen dan William B. Michael, Handbook In Research and Evaluation, California: 
EdTs Publisher, 1981. 
124 
 
Jagger, A., Feminist Politics and Human Nature, Sussex: Harvester Press, 1983. 
Kamla, Bashin, Menggugat Patriarkhi Pengantar tentang Persoalan Dominasi terhadap Kaum 
Perempuan, Cet. I;  Jogjakarta: Kalyanamitra, 1996. 
Kantor Menteri Negara Urusan peranan Wanita,  Buku III: Pengantar Teknik Analisa 
Gender, 1992.  
Kartono, Kartini, Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional: Beberapa Kritik 
dan Sugesti, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1997.  
Kit, A. Tool, Pisau Bedah Jender, terj. Miftahuddin dkk. Oxfam Uk/I Gender Learning 
Team, untuk kalangan sendiri 1996. 
Koran Fajar, “Perempuan Terjebak Korupsi” (Liputan), Fajar, 5 Januari 2014. 
Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, Cet. I; Yogyakarta: Bentang, 1995. 
Kuswanti, Herliya Dyah, “Kebijakan SDM di Tempat Kerja: Sudahkah Sensitif 
Gender? dalam Siti Hariti Sastriyani, Gender and Politics, Cet. I; Yogyakarta: 
Tiara wacana, 2009. 
Lindsey, Linda L.,  Gender Roles: A  Sociological Perspective, New Jersey: Prentice Hall, 
1990. 
Malik, Muh. Anis dan La Ode Ismail Ahmad, Memahami Mutiara Hadis Nabi 
Muhammad saw. Cet. I; Surakarta: Zadahaniva Publishing, 2013. 
Ma’luf, Louis, al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986. 
Mappanganro, Implementasi Pendidikan Islam di Sekolah, Ujungpandang: Yayasan 
Ahkan, 1996..  
Maraghi, Ahmad Mustafa al-, Tafsir al-Maraghi, Juz IV, Mesir: Musthafa al-Babi al-
Halabiy, 1974. 
Marimba, Ahmad D., Pengantar Pendidikan Islam, Cet. I; Bandung: al-Ma’arif, 1972.  
Megawangi, Ratna, Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender 
Bandung: Mizan, 1999. 
Mernissi, Fatima, Woman and Islam dalam Musdah Mulia, Muslimah Reformis, Bandung: 
Mizan, 2005.  
Michel Foucault, The History of Sexuality  : An  Introduction, New York: Pantheon, 1978. 
Mosse, Julia Cleves, Gender dan Pembangunan, terj. Hartian Silawati, Cet. V; Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar,  2007. 
125 
 
                                  , Half the World, Half a Chance: An Introduction to Gender and 
Development, terjemahan Hartian Silawati dengan judul Gender dan Pembangunan 
Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996. 
Muawanah, Elfi, Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia, Cet. I; Yogyakarta: Teras, 
2009. 
Mudyahardjo, Redja, Pengantar Ilmu Pendidikan, Cet. II; Jakarta: PT. RajaGrafindo 
Persada, 2002. 
Muhammad, Husein, Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren, Cet. I; 
Yogyakarta: LKis & Fahmina Institute, 2004. 
Mujib, Abdul dan Jusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam, Cet. II; Jakarta: Kencana 
Prenada Media Group, 2008. 
Mulia, Siti Musdah [Ed], Keadilan dan Kesetaraan Gender (Perspektif Islam), Cet. II; Jakarta: 
Lembaga Kajian Agama dan Jender, 2003. 
Munhanif, Ali, “Prof. Dr. A. Mukti Ali: Modernisasi Politik-Keagamaan Orde Baru”, 
dalam Azyumardi Azra & Saiful Umam (ed), Menteri-Menteri Agama RI: Biografi 
Sosial-Politik, Jakarta: INIS, PPIM IAIN Jakarta & Litbang Depag RI, 1998. 
Mursi, Muhammad Munir, al-Tarbiyah Usuluha wa Tatawwuruha Fi al-Bilad ‘Arabiyah, 
Cet. IV; t.tp: Dar al-Ma’arif, 1987. 
Muthahhari, Murtadha, The Right of Women in Islam, Teheran: Wofis, 1961. 
Nahlawi, Abdurrahman al-, Usul al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Asalibuhua fi al-Bayt wa al-
Madrasah wa al-Mujtama’ diterjemahkan oleh Shibabuddin dengan judul 
Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat, Cet. II; Jakarta: Gema Insani 
Press, 1995. 
Nata, Abuddin, Filsafat Pendidikan, Cet I; Jakarta:  Logos Wacana Ilmu, 1997. 
Narbuko, Khalid dan J. Moleong, Metode Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, 1997. 
Nawawi, Hadari, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gajah Mada University 
Press, 1983. 
Neufeldt, Victoria (Ed.), Webster’s New Dictionary, New York: Webster’s New World 
Clevenland, 1984. 
Nizar, Syamsul, Sejarah dan Pergolakan Pemikiran Pendidikan Islam: Potret Timur Tengah 
Era Awal dan Indonesia, Cet. I; Jakarta: Quantum Teaching, 2005. 
Noor, Noer Huda, Analisis Kritis Terhadap Pemahaman Bias Gender dalam Ayat-Ayat Al-
Qur’an, “Disertasi” Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin, 2012. 
126 
 
Nugroho, Riant, Gender dan Strategi Pengarus-Utamannya di Indonesia, Cet. II; Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2011. 
Nye, F.Ivan, Role Structure an Analisys of the Family, California & London: Sage Library 
of Social Research, 1976. 
Onionss, C.T. (Ed.), The Oxford Dictionary Etymology, Oxford:  Oxford at the 
Clarendon Press, 1979.   
Park, Joe, Selected Reading in The Philosophy of Education, New York: The Macmillang 
Companiy, 1970. 
Perjanjian Lama-Baru, Jakarta: Lembaga Alkitab, 1979. 
Puyu, Darsul S., Kritik dan Analisis Hadis-Hadis Yang Diklaim Misogini (Upaya 
Meluruskan Pemahaman Hadis Yang Bias Gender, “Disertasi” Makassar, 
Pascasarjana UIN Alauddin, 2012. 
Qardhawi, Yusuf, Ruang Lingkup Aktivitas Wanita Muslimah (terj) Suri Sudahri dan 
Entin R. Ramelan, Jakarta: al-Kautsar, 1996.  
Qurthubiy, al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an, jilid I, Kairo: Dār al-Qalam, 1966.  
Qutb, Muhammad, Tariqah al-Tarbiyah al-Islamiyah, diterjemahkan oleh Salman Harun 
dengan judul Sistem Pendidikan Islam, Cet. I; Bandung : PT. Al-Ma’arif, t.th. 
Rakhmat, Jalaluddin, Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim, Bandung: 
Mizan, 1991. 
                                  , Metode Penelitian Komunikasi, Cet. III; Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 1993. 
Rama, Bahaking, Jejak Pembaruan Pendidikan Pesantren, Cet. I; Jakarta: Parodatama 
Wiragemilang, 2003.   
Ridha, Al-Sayyid Muhammad Rasyid, al-Tafsir al-Manar, jilid IV, Mesir: al-Haiah al-
Mishriyah li al-Kitab, 1973. 
Salam, Burhanuddin, Pengantar Pedagogik: Dasar-Dasar Ilmu Mendidik, Cet. I; Jakarta: 
Rineka Cipta, 1997. 
Salih, ‘Abd al-Rahman ‘Abd Allah, Education Theory: A Qur’anic Outlook (Mekkah: 
Umm al-Qura University, 1982. 




Salman, Ismah, Keluarga Sakinah dalam ‘Aisyiyah: Diskursus Jender di Organisasi Perempuan 
Muhammadiyah, Cet. I; Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban [PSAP] 
Muhammadiyah, 2005. 
Saptari, Ratna, Brigitte Holzner, Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial sebuah Pengantar 
Studi Perempuan, Jakarta: Kalyanamitra, 1997. 
Shihab, M. Quraish, Membumikan Al-Qur’an; Fungsi dan peran wahyu dalam Kehdiupan 
Masyarakat, Cet. II; Bandung: Mizan, 1992.  
                           , Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut’ah Sampai Nikah 
Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru, Cet. III; Jakarta: Lentera Hati, 2006. 
                                , Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Cet. IV; 
Jakarta: Lentera Hati, 2005 
                                   , Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i Atas Pelbagai Persoalan 
Umat, Bandung: Mizan, 1996.   
Sholwater, Elaine. (ed.). Speaking of Gender, New York & London: Routledge, t.th. 
Silberius, Suke, Gender dalam Budaya Dehumanisasi dari Proses Humanisasi, Kajian 
Dikbud, No. 013, Tahun IV, Juni 1998, http://.www.gender.or.id. 
Sirozi, Muhammad, Politik Pendidikan, Cet. II; Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2007. 
Somad, Burlian, Beberapa Persoalan dalam Pendidikan Islam, Bandung: Alma’arif, 1997. 
Strachey, J. (ed.), The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, 
London: Hogart Pressa and the Institute of Psycho-Analysis, Vol. 19. 
Strauss, Claude Levi-, “The Family” dalam Harry L. Shapiro,  Man Culture and Society,  
New York: Oxford University Press. 
Subhan,  Zaitunah, Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur’an, Cet. I; 
Yogyakarta: LKiS, 1999.  
Sugiri, Acep, Mencari Teori Kesetaraan: Analisis Jender Vs Teori Hukum Islam, diakses dari 
www.kesrepro.info/?q=node/246 tanggal 6 Agustus 2009. 
Suleeman, E., “Pendidikan Wanita di Indonesia” dalam T.O. Ihromi, Kajian Wanita 
dalam Pembangunan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995. 
Supiandi, Yusuf, Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Gender, Jakarta: Kantor 
Kemeneg PP, 2001. 
Surachmad, Winarno, Dasar dan Tekhnik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah, Cet. II; 
Bandung: Tarsito, 1972. 
128 
 
                              ., Pengantar Penelitian Ilmiah, Bandung: Tarsito, 1990. 
Suryabrata, Sumardi, Metodologi Penelitian, Cet. VI; Jakarta: Rajawali Press, 1991.   
Suryadi Ace, Analisis Gender dalam Pembangunan Pendidikan, Jakarta: Bappenas & 
WSPII-CIDA, 2001. 
Syamsu, Nazwar, Tauhid dan Logika Qur’an tentang al-Insan, Jakarta: Ghalia Indonesia, 
1983.   
Tafsir, Ahmad, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, Bandung: Remaja Rosdakarya, 
1992. 
Tavris, Carol, Mismeasure  of  Woman,  New York: Touchstone, 1992. 
Thabathaba’i, Muhammad Husain al-, al-Mizan fi Tafsir al-Qur’an, jilid II, Beirut: 
Muassasah al-‘Alami al-Mathbu’at, 1991.   
Thibbi, Ukasyah al-, al-Mar’ah fi Zilal al-Qur’an, Kairo: Dār al-Fadlilah, 1992.  
Tierney, Helen (Ed.), Women’s Studies Encyclopedia Vol. 1, New York: Green Wood 
Press, t.th.  
Tim Penulis Karya Ilmiah UIN Alauddin, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Makalah, 
Skripsi, Tesis, Disertasi, Edisi Revisi, Makassar: UIN Alauddin, 2010. 
Tiro, Mohammad Arif, Statistika Distribusi Bebas, Cet. I: Makassar: Andira Publisher, 
2002.  
Tirtaharja, Umar dan La Sula, Pengantar Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta, 2001. 
Turmudzi, Abu Isa Muhammad bin Isa al-, Sunan al-Turmudzi, dalam CD. Rom Hadis 
al-Syarif al-Kutub al-Tis’ah, Kitab al-‘Ilm hadis nomor 2571. 
Ubayati, Chandra Sri, “Sekiat Ketimpangan Relasi Gender” dalam Dadang S. Anshori 
dkk (Ed), Membincangkan Feminisme: Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum 
Wanita, Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.  
Umar, Nasaruddin, Jender dan Agama: Dekonstruksi Pemikiaan lslam Tentang Persoalan 
Jender, “Makalah” dalam seminar sehari Kesetaraan Gender yang 
diselenggarakan oleh LBH-Pi, Makassar, tanggal 26 Januari 2001, Hotel Sahid 
Makassar.       
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional dan PP. RI Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan Serta Wajib Belajar, Bandung: Citra Umbara, 2010.  
Usman, Hasan, Manhaj al-Bahs al-Tarikhi  Cet. IV; Mesir: Dar al-Ma’arif, t.th. 
129 
 
Wadud, Amina, Qur’an dan Woman: Rearding The Secred Text From A Woman Perspektive, 
diterjemahkan oleh Abdullah Ali dengan judul, Qur’an Menurut Perempaun 
Meluruskan  Bias Jender dalam Tafsir, Jakarta: Serambi, 2001. 
Walby, Sylvia, Teorizing Patriarchy, Oxford: Basil Blackwell, 1991. 
Wehr Hans, A Dictionary of Modern Written Arabic (Cet. III; London: McDonald & 
Evans Ltd, 1980. 
Williams, David, Penelitian Naturalistik, alih bahasa Lexy J. Moleong, Jakarta: Fakultas 
Pascasarjana IKIP Jakarta, 1989.  
Wilson, H.T, Sex and Gender, Making Culture Sense of Civilization,  Leidan, New York, 
Kobenhavn, Koln: E.J. Brill, 1989. 
Yafie, Ali, “Kemitrasejajaran Wanita-Pria: Perspektif Agama Islam” dalam Bainar 
(Ed), Wacana Perempuan dalam Keindonesiaan dan Kemoderenan, Yogyakarta: 
Cidensindo, 1998.  
Zamakhsyari, Abu Qasim Jarullah Muhammad Ibn ‘Umar al- al-Khawarizmi, al-
Kasysyaf ‘an Haqaiq al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil, jilid I, Beirut: Dār al-Fikr, 1977. 
Zed, Mestika, Metode Penelitian Kepustakaan, Cet. I; Jakarta: Yayasan Obor 
Indonesia, 2004. 
 
